
digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

i

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO
NOMOR 0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw TENTANG PERCERAIAN

SUMPAH LI’AN PERSPEKTIF GENDER

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam

Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

ANGGA TIARA WARDANINGTIAS
NIM: S20161055

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

JULI 2020



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

iii 

 

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO 

NOMOR 0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw TENTANG PERCERAIAN 

SUMPAH LI’AN PERSPEKTIF GENDER 

 
SKRIPSI  

 

 

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  

 persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  

Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  

Program Studi Hukum Keluarga 

 

Hari:  Senin 

Tanggal: 13 Juli 2020 

 

Tim Penguji 

Ketua 

 

 

 

 

Abdul Wahab, M.H.I 

NIP: 19840112 201503 1 003 

Sekretaris 

 

  

 

 

 

Muzayyin, S.E.I.,M.E 

NUP: 20111135 

 

 

          Anggota: 

1. Dr. H. Pujiono., M.Ag  (   ) 

2. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. (   ) 

 

 

 

Menyetujui  

Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember  

 

 

 

 

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. 

NIP: 19780925 2000501 1 002 

 

  



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

iv

MOTTO

                  
         

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik
(berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi,
maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan
janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan
mereka itulah orang-orang yang fasik”. (Al-Qur’an, 24:4)

 Al- Qur’an, 24:4
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No Arab Indonesia Arab Indonesia
1 ا ` ط ț

2 ب b ظ zh

3 ت t ع ˊ

4 ث ts غ gh

5 ج j ف f

6 ح h ق q

7 خ kh ك k

8 د d ل l

9 ذ dz م m

10 ر r ن n

11 ز z و W

12 س s ه H

13 ش sy ء ̗

14 ص sh ى Y

15 ض dl
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ABSTRAK

Angga Tiara Wardaningtias, 2020: “Analisis Putusan Pengadilan Agama
Bondowoso nomor 0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw tentang Perceraian
Sumpah Li’an Perspektif Gender”

.
Perceraian secara sumpah li’an adalah perceraian yang terjadi apabila

suami menuduh itsrinya berzina atau suami mengingkari anak yang terlahir dari
istrinya. Konsekuensi dari perceraian secara sumpah li’an ini yakni putusnya
nasab anak dengan bapaknya dan putusnya perkawinan selama-lamanya.
Pengadilan Agama Bondowoso merupakan salah satu Pengadilan Agama yang
memutus perceraian dengan sumpah li’an. Perceraian secara sumpah li’an masih
tergolong langka, tidak banyak Pengadilan Agama yang memutus perkara ini.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pertimbangan
Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw tentang
perceraian dengan sumpah li’an? 2) Bagaimana konsep li’an perspektif gender?.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai
pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor
0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw tentang  perceraian dengan sumpah li’an dan untuk
mengetahui bagaimana konsep li’an perspektif gender. Untuk mengindetifikasi
permasalah tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field
research) dengan dua pendekatan pertama, pendekatan konseptual (conceptual
approach). Kedua, pendekatan kasus (case approach). Teknik penelitian yang
digunakan yaitu dengan wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah pertama, pertimbangan hakim dalam
memutus perkara sumpah li’an sesuai dengan dasar hukum dalam Kompilasi
Hukum Islam yakni pasal 162. Akan tetapi, dalam pengajuan permohonan
pengingkaran anak tidak sesuai dengan pasal 102 Kompilasi Hukum Islam. Dalam
putusan nomor 0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw melebihi batas waktu yang
diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pengingkaran anak. Mengenai
Perma No 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan
Berhadapan dengan Hukum, hakim Pengadilan Agama belum menggunakan
Perma tersebut untuk mengadili perempuan dalam persidangan. Sehingga
pemahaman mengenai gender masih kurang bahkan tidak setuju dengan adanya
konsep gender. Kedua, perceraian secara sumpah li’an perspektif gender apabila
dilihat dari dampak sumpah li’an yang merugikan pihak perempuan adalah bias
gender. Bias gender adalah pembagian posisi, hak atau kebijakan atau kondisi
yang memihak atau merugikan satu jenis kelamin dan dalam hal ini yang
dirugikan adalah perempuan. Bias gender terjadi apabila salah satu pihak
dirugikan, sehingga mengalami ketidakadilan. Yang dimaksud ketidakadilan
disini adalah apabila salah satu jenis gender lebih baik keadaan, posisi, dan
kedudukannya. Maka teruntuk perempuan diera milenial atau era modern saat ini
perlu hati-hati dan menjaga kehormatannya, menjaga rumah tangga atau
pernikahannya agar terhindar dari fitnah atau tuduhan zina karena bilamana terjadi
li’an maka tentunya sangat merugikan perempuan.

Kata kunci: Putusan, Sumpah Li’an, Gender.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan asas pokok hidup yang paling utama dalam

pergaulan kita di lingkungan masyarakat. Pertalian perkawinan adalah suatu

pertalian yang kuat dan seteguh-teguhnya dalam kehidupan manusia yang

mengaitkan antara suami istri dan keturunannya serta dengan dua keluarga.

Melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta

bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong.

Karena pernikahan termasuk pelaksana agama, maka di dalamnya terkandung

adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah Swt. Allah tidak

menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti

nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan.

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah

mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara

laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling

meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-

meridhai, dan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan

laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah

memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan

baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa

dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri

menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapakan

1
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sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-

tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula. Dalam Al-Qur’an

dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah

naluri segala makhluk Allah termasuk manusia sebagaimana firman-Nya dalam

surah adz-Dzariyaat ayat 49:

             
Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu

mengingat kebesaran Allah”.1

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara

perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun

di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya

kesejahteraan yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil

dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat tergantung kepada

kesejahteraan keluarga. Demikian pula, kesejahteraan perorangan sangat

dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga

bukan secara garis besar, tetapi secara terperinci. Yang demikian ini

menunjukan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga.

Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat

dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan itu

dinyatakan, baik dalam Al-Qur’an maupun Al-Sunnah2. Faedah yang terbesar

dalam perkawinan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang

bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan apabila sudah

1 Al-Qur’an, 51:49
2 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 7-8.
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menikah maka mengenai biaya hidupnya (nafkah) wajib ditanggung oleh

suaminya. Akan tetapi dalam pernikahan tidak selamanya akan hidup rukun

tanpa ada masalah atau ujian dalam rumah tangga dikarenakan ada pendapat

atau keinginan yang berbeda. Dalam kehidupan rumah tangga mungkin terjadi

suatu hak yang tidak dapat dihindarkan, yang meyebabkan perkawinan itu

tidak mungkin dipertahankan3. Jika permasalahan tidak dapat diselesaikan

dengan jalan kekeluargaan maka biasanya akan terjadi keinginan untuk

bercerai.

Putusnya  hubungan perkawinan dalam Islam terjadi karena dua hal,

yakni karena sebab talak dan fasakh. Talak adalah perceraian kerena inisiatif

suami sedangkan fasakh merupakan perceraian yang terjadi karena tindakan

istri. Pengertian talak secara etimologi adalah melepaskan tali pengikat atau

meninggalkan secara mutlak. Sedangkan secara terminologi, talak artinya

melepaskan ikatan perkawinan yang ada hubungannya dengan suatu keadaan

atau finansial dengan akal tertentu. Asal hukum talak adalah terlarang, kecuali

dengan alasan yang benar. Pendapat ini dikemukakan oleh golongan Hanafi

dan Hanbali. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan suatu sebab tertentu maka

hukum talak itu bisa berubah-ubah secara temporal dan kondisional.

Adakalanya wajib, sunah, mubah, makruh, atau haram.

Li’an merupakan bagian dari macam-macam perceraian yakni termasuk

dalam kategori cerai dengan campur tangan hakim. Menurut bahasa li’an

diambil dari kata la’nun artinya  laknat (kutukan) maksudnya adalah laknat

3 M.Dahlan, Fikih Munakahat, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), l 9.
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atau kutukan Allah kepada suami istri yang saling bermuala’anah dan yang

kelima kalinya mengucapkan kesediaan dilaknat oleh Allah SWT. Li’an juga

menjauhkan suami istri yang bermula’anah karena setelah terjadinya li’an,

mereka mendapat dosa dan dijauhkan satu sama lain untuk selamanya. Jika

salah satu diantara keduanya dusta, dialah yang dilaknat Allah SWT.4 Dalam

Kompilasi Hukum Islam pasal 126 yaitu li’an terjadi karena suami menuduh

istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah

lahir dari istrinya sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran

tersebut.5

Konsekuensi logisnya akan berakibat pada hak waris mewarisi. Dimana

diantara syarat diberlakukan hukum waris adalah pewaris dengan ahli waris

ada hubungan nasab yang suci. Putusnya nasab anak dengan bapaknya dan

setelah bercerai dengan sumpah li’an maka bekas suami tidak mempunyai

kewajiban untuk memberi nafkah ‘iddah, madliyah, kiswah, maskan dan

hadhanah dengan ini tentunya merugikan hak-hak perempuan dan masa depan

anak. Maka dengan dirugikan hak-hak perempuan penulis meneliti perceraian

secara sumpah li’an dengan pemantauan peradilan perspektif perempuan.

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3

Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan

dengan Hukum bahwa perempuan telah benar-benar dilindungin agar tidak

terjadi bias gender ataupun diskriminasi terhadap perempuan.

4Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: CV Pustakan Setia, 2000), 182
5 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam ( Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015), 35
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Ada delapan perkara tentang perceraian sumpah li’an diantaranya

adalah tiga perkara yang diputus secara sumpah li’an, satu perkara dicabut oleh

pemohon dan empat perkara ditolak atau tidak diputus secara sumpah li’an.

Akan tetapi penulis memilih perkara Pengadilan Agama Bondowoso dengan

nomor 0918/Pdt.G/2019/PA.Bdw yang diputus dengan perceraian sumpah li’an

karena pemohon mengingkari anak yang dilahirkan oleh termohon. Mengenai

perceraian dengan sumpah li’an ini jarang dilakukan di Pengadilan Agama, di

Pengadilan Agama Bondowoso saja masih terjadi satu kali sekalipun

sebenarnya banyak perkara-perkara yang bisa diselesaikan dengan sumpah

li’an. Akan tetapi Majelis Hakim tidak dengan mudahnya memutus perkara

perceraian dengan sumpah li’an dikarenakan masyarakat hanya mengenal

peceraian biasa saja yaitu cerai talak dan cerai gugat. Mengenai perceraian

secara sumpah li’an masyarakat masih tabu.

Alasan penulis ingin meneliti perkara Sumpah li’an ada dua alasan

pertama, dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan

Berhadapan dengan Hukum maka pertimbangan hakim dalam memutus

perkara sumpah li’an apakah sudah menggunakan Perma ini dalam

pertimbangan hukumnya. Alasan kedua, belum ada penelitian atau mahasiswa

Fakultas Syariah dengan konsentrasi program studi Hukum Keluarga yang

tugas akhirnya membahas atau meneliti tentang sumpah li’an dengan

menggunakan analisis pemantauan peradilan perspektif perempuan, akan tetapi

hanya sebatas meneliti atau membahas mengenai teorinya saja, yaitu
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membahas tentang sumpah li’an menurut beberapa pendapat dan bagaimana

prosedur sumpah li’an bukan mengenai bagaimana praktik sumpah li’an yang

dilakukan di Pengadilan Agama.

Sehingga, dengan ini penulis dapat mensosialisasikan melalui karya

tulis ilmiah ini bahwa perceraian secara sumpah li’an sudah ada beberapa

Pengadilan Agama bahkan sampai Mahkamah Agung yang berhasil

memeriksa, mengadili dan memutus. Penelitian ini diharapkan dapat membawa

beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis kepada masyarakat dan

mahasiswa program studi Hukum Keluarga dikarenakan masih banyak yang

tabu mengenai perceraian dengan sumpah li’an.

B. Fokus Penelitian.

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor

0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw tentang  perceraian secara sumpah

li’an?

2. Bagaimana perceraian secara sumpah li’an perspektif gender?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini agar memperoleh data-data yang benar-benar

diperlukan dan dapat menjawab secara lengkap dan tepat atas pertanyaan

dalam fokus penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus

perkara Nomor 0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw tentang  perceraian secara

sumpah li’an.
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2. Untuk mengetahui bagaimana perceraian secara sumpah li’an perspektif

gender.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama

Bondowoso nomor 0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw tentang Perceraian Sumpah

Li’an Perspektif Gender” diharapkan dapat membawa beberapa manfaat baik

secara teoritis maupun praktis kepada penulis dan khususnya program studi

Hukum Keluarga.

1. Secara Teoritis

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas khazanah dan

wawasan keilmuwan tentang konsep li’an perspektif gender.

b. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan

bagi mahasiswa dan akademisi khususnya mahasiswa Program Studi

Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Jember serta dapat dijadikan

rujukan untuk penelitian selanjutnya karena banyak mahasiswa Hukum

Keluarga yang masih tabu mengenai perceraian secara sumpah li’an

mereka hanya mengenal perceraian biasa padahal sudah ada beberapa

Pengadilan Agama yang memutus perceraian secara sumpah li’an.

2. Secara Praktis

a. Bagi penulis sendiri diharapkan bisa menjadi penelitian yang ilmiah

yang dapat dipertanggung jawabkan nilai akademisinya sebagai hasil

penelitian untuk laporan serta tugas akhir Strata 1 (satu) Hukum

Keluarga.
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b. Bagi masyarakat dapat mengetahui perceraian secara sumpah li’an

dan bila dikaitkan dengan gender. Karena banyak masyarakat yang

belum paham terkait perceraian secara sumpah li’an.

E. Definisi istilah

1. Analisis.

Menurut Spradley analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari

suatu pola selain itu analisis cara berpikir yang berkaitan dengan

pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian,

hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan. Sedangkan

menurut Nasution analisis adalah pekerjaan sulit, memerlukan, kerja

keras.6

2. Li’an.

Tuduhan suami bahwa istrinya berbuat zina dengan orang lain atau

pengingkaran suami terhadap kehamilan istrinya sebagai buah pergaulan

dengan istrinya7. Kata lian adalah bentuk masdar dari fiil laa’ana artinya

adalah menjauh diri dari rahmat Allah. Li’an menurut syarak adalah

ungkapan kalimat tertentu yang dijadikan sebagai alasan oleh orang yang

terpaksa menuduh zina karena alas tidurnya (kemaluan istrinya) dikotori

oleh orang lain yang mengakibatkan ia (suami) merasa malu.8

6 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods), (Bandung: Alfabeta,2015) 334-335
7 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam), (Bandung: Sinar Baru Algensindo), 90
8 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Intermasa, 2001), 1009
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3. Perspektif

Perspektif merupakan suatu kumpulan asumsi maupun keyakinan

tertentu tentang bagaimana memahami fenomena untuk menghasilkan

tindakan dalam suatu konteks situasi yang dihadapi oleh  manusia.9

4. Gender.

Gender adalah perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara

perempan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan

dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.10

5. Putusan

Putusan sering juga disebut dengan istilah “vonis” yang di dalam

kamus bahasa Indonesia berarti putusan hakim yang dijatuhkan kepada

terdakwa. Menurut kamus ilmiah populer, vonis berarti putusan hakim

pada sidang pengadilan yang berkaitan dengan persengketaan perkara

pidana atau perdata. Menurut Kejaksaan Agung Republik Indonesia,

putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah

dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya secara tertulis

atau lisan11.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan

skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format

penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif,

9 Tuti Widiastuti, Perbandingan Perspektif Disiplin Dan Tradisi Dalam Kajian Komunikasi
Antarmanusia,  Majalah Ilmiah Komunikasi Dalam Pembangunan Vol.10.No.2,2007, 95.

10 Mufidah, Bingkai Sosial Gender, (Malang: UIN-Maliki Press, 2009), 3
11Ramiyanto,Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum Positif dan

Perkembangannya, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019) 14
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bukan seperti daftar isi12. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan dengan rician terdiri dari latar belakang,

mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang diteliti sehingga dapat

diketahui hal-hal yang melandasi dilakukan penelitian13. Selanjutnya

membahas mengenai fokus penelitian yaitu rumusan masalah yang dicari

jawabannya melalui proses penelitian. Perumusan ini disusun secara singkat,

jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.

Tujuan penelitian, manfaat penelitian yang berisi tentang kontribusi yang

diberikan setelah selesai melakukan penelitian baik bersifat teoritis maupun

praaktis. Kemudian definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah

penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam tujuan penelitian dengan

tujuan agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana

dimaksud oleh penulis.

Bab II kajian kepustakaan yang berisi tentang penelitian terdahulu yang

mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul

penelitian yaitu “Analisis Putusan Pengadilan Agama Bondowoso nomor

0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw tentang Perceraian Sumpah Li’an Perspektif

Gender”. Kemudian dilanjutkan kajian teori berisi tentang pembahasan teori

secara lebih luas untuk mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai

dengan fokus penelitian.

12 Tim Penyusun, Penulisan Karya Ilmiah, ( Jember: IAIN Jember Press, 2017)  84
13 Tim penyusun, 82
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Bab III metode penelitian yang menjelaskan semua langkah yang

dikerjakan peneliti sejak awal hingga akhir dan yang terakhir berisi mengenai

sistematika pembahasan tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang

dimulai dari  bab pendahuluan hingga bab penutup14. Metode penelitian ini

terdiri dari pendekatan dan jenis Penelitian, lokasi yang digunakan untuk

penelitian sesuai dengan judul penelitian, subyek penelitian, teknik

pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta yang terakhir mengenai

tahap-tahap penelitian.

Bab IV penyajian data dan analisis yang menjelasakan mengenai

gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis yakni membahas

mengenai hasil penelitian di lapangan yang disajiakan secara deskriktif serta

dianalisis dan untuk selanjutnya mengenai pembahasan temuan yakni

mengaitkan antara teori dengan hasil temuan atau penelitian dilapangan.

Bab V penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah

dirumuskan oleh penulis dari tahap  penelitian sampai hasil dari penelitian.

Selanjutkan setelah mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian maka penulis

memberikan saran.

14 Tim penyusun , 84



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu. 

Penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis adalah skripsi yang 

terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan namun berbeda fokus 

penelitiannya. Dalam pengamatan penulis masih belum ada yang meneliti 

dengan fokus penelitian analisis putusan pengadilan tentang perceraian 

sumpah li’an perspektif gender. 

No Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1 Perceraian Li’an 

Dalam Perspektif 

Hukum Islam.
15

 

Persamaannya adalah 

sama-sama meneliti 

konsep perceraian secara 

sumpah li’an. 

Skripsi ini meneliti 

perceraian li’an dalam 

perspektif Hukum Islam, 

2 Analisis Pendapat 

Imam Abu Hanifah 

Tentang Akibat 

Li’an Terhadap 

Perkawinan Dalam 

Kitab Badai’ Al-

Shanai’ ‘Alauddin 

Abi Bakri Bin 

Mas’ud Al-Kasani
16

 

Persamaannya adalah 

sama-sama meneliti 

konsep perceraian secara 

sumpah li’an. 

Skripsi ini meneliti  

pendapat Imam Abu 

Hanifah tentang akibat 

li’an terhadap perkawi- 

nan.   

3 Konsekuensi 

Sumpah Li’an (Studi 

Analisis Komparatif 

Terhadap Pendapat 

Jumhur Ulama’ Dan 

Hanafiah).
17

 

Persamaannya adalah 

sama-sama meneliti 

konsep perceraian secara 

sumpah li’an. 

Skripsi ini meneliti  

bagmetode istimbath 

hukum Jumhur Ulama’ 

dan Hanafiyah tentang 

konsekuensi sumpah 

li’an,  

4 Studi Analisis 

Terhadap Pendapat 

Ibnu ‘Abidin 

Persamaannya adalah 

sama-sama meneliti 

konsep perceraian secara 

Skripsi ini membahas 

mengenai pendapat Ibnu 

‘Abidin tentang li’an 

                                                           
15

Camila Rizky Ramadhani, “Perceraian Li’an Dalam Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi, 

Universitas Lampung, Lampung, 2017). 
16

 Afton Muzzaqi, “Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Akibat Li’an Terhadap 

Perkawinan Dlam Kitab Badai’ Al-Shanai’ ‘Alauddin Abi Bakri Bin Mas’ud Al-Kasani”,( Skripsi, 

Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015) 
17

 Rudi Adi, “Konsekuensi Sumpah Li’an (Studi Analisis Komparatif Terhadap Pendapat Jumhur 

Ulama’ Dan Hanafiah)” , ( Skripsi, IAIN Jember, Jember, 2016) 

12 
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Tentang Li’an Bagi 

Orang Bisu
18

 

sumpah li’an. yang dilakukan oleh 

orang bisu dan analisis 

fiqhiyah dan ushuliyah 

terhadap pendapat Ibnu 

‘Abidin tentang li’an 

yang dilakukan oleh 

orang bisu 
 

B. Kajian Teori  

1. Konsep Li’an. 

a. Pengertian Li’an. 

Menurut bahasa li’an diambil dari kata la’nun artinya  laknat 

(kutukan) maksudnya adalah laknat atau kutukan Allah kepada suami 

istri yang saling bermuala’anah dan yang kelima kalinya mengucapkan 

kesediaan dilaknat oleh Allah SWT. Li’an juga menjauhkan suami istri 

yang bermula’anah karena setelah terjadinya li’an, mereka mendapat 

dosa dan dijauhkan satu sama lain untuk selamanya. Jika salah satu 

diantara keduanya dusta, dialah yang dilaknat Allah SWT.
19

 Dalam 

Kompilasi Hukum Islam pasal 126 yaitu li’an terjadi karena suami 

menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam 

kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya sedangkan istri menolak 

tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.
20

 Li’an adalah tuduhan suami 

bahwa istrinya berbuat zina dengan orang atau pengingkaran suami 

terhadap kehamilan istrinya sebagai buah pergaulan dengan istrinya 

                                                           
18

 Anisatul Inayah Mahasiswa, 2008, “Studi Analisis Terhadap Pendapat Ibnu ‘Abidin Tentang 

Li’an Bagi Orang Bisu, Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 

Walisongo) 
19

Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: CV Pustakan Setia, 2000), 182 
20

 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam ( Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015), 35 
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itu.
21

 Lian adalah kesaksian-kesaksian yang diperkuat dengan sumpah 

dan disertai dengan  laknat. Jika suami menuduh istrinya berzina dan 

ia tidak dapat mendatangkan bukti, maka terkena had qadzaf yang 

hanya dapat gugur darinya dengan li’an.
22

 Ada beberapa definisi li’an 

yang dikemukakan ulama fiqih. Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab 

Hanbali mendefinisikannya dengan persaksian kuat dari pihak suami 

bahwa istrinya berbuat zina yang diungkapkan dengan sumpah yang 

dibarengi dengan lafal  lian, yang ditanggapi dengan kemarahan dari 

pihak istri. Bagi ulama Mazhab Hanbali,  lian juga berlaku dalam 

nikah fasid (rusak, karena kekurangan salah satu syarat nikah). Bagi 

ulama Mazhab Hanafi, tidak sah dalam nikah fasid.  

Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan sumpah li’an dengan 

sumpah suami yang muslim dan cakap bertindak hukum bahwa ia 

melihat istrinya sebagai hasil pergaulannya dengan istrinya itu, 

kemudian istri bersumpah bahwa tuduhan tersebut tidak benar 

sebanyak empat kali di hadapan hakim, baik nikah antar suami istri itu 

nikah sahih maupun nikah fasid. Ulama Mazhab Syafi’i 

mendefinisikannya dengan kalimat tertentu yang dijadikan alasan 

untuk menuduh istri berbuat zina dan mempermalukannya atau 

mengingkar kehamilan istri sebagai hasil pergaulannya dengan istrinya 

itu.  

                                                           
21

 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Intermasa, 2001), 1009 
22

https://albayyinatulilmiyyah.files.wordpress.com/2013/12/80-ensiklopedi-fiqih-islam_6-kitab-

munakahat.pdf, diakses pada tanggal 25  September 2019. 

https://albayyinatulilmiyyah.files.wordpress.com/2013/12/80-ensiklopedi-fiqih-islam_6-kitab-munakahat.pdf
https://albayyinatulilmiyyah.files.wordpress.com/2013/12/80-ensiklopedi-fiqih-islam_6-kitab-munakahat.pdf
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Dari berbagai definisi di atas terlihat bahwa penyebab li’an 

adalah sebagai berikut, (1) Tuduhan suami terhadap istrinya bahwa 

istrinya itu berbuat zina yang wajib dikenakan hukuman zina. Untuk 

itu menurut Mazhab Maliki, suami yang mengaku melihat istrinya 

berzina itu disyaratkan tidak melakukan sanggama dengan istrinya 

tersebut setelah tuduhan dijatuhkan. Jika tudukan berbuat zina itu 

dilakukan suami bukan atas penglihatan sendiri, maka suami 

dikenakan hukuman qazf. (2) Suami mengingkari kehamilan istrinya 

disebabkan hubungan sanggama yang dilakukannya dengan istrinya 

itu, sekalipun dalam nikah fasid. Tuduhan yang dilontarkan suami 

dengan menggunakan lafal yang secara nyata menunjukkan tuduhan 

itu, seperti perkataan suami “Hai pezina” atau “Kehamilan itu bukan 

dari saya”. Disamping itu, menurut ulama ulama Mazhab Syafi’i, 

tuduhan tersebut bisa juga melalui lafal kinayah (sindiran) seperti 

ungkapan suami pada istrinya “Saya ini bukan pezina”. Dalam lafal 

kinayah ini disyaratkan bahwa ungkapan itu dibarengin niat menuduh 

istri berbuat  zina
23

.  

Ada pula yang mengatakan bahwa disebut li’an karena masing-

masing suami dan istri yang mengucapkan lian itu menjadi berjauhan 

sebab haram selamanya untuk berkumpul kembali. Li’an menurut 

syarak adalah ungkapan kalimat tertentu yang dijadikan sebagai alasan 

oleh orang yang terpaksa menuduh zina karena alas tidurnya atau 

                                                           
23

 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Intermasa, 2001), 1009 
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kemaluan istrinya dikotori oleh orang lain yang mengakibatkan ia 

(suami) merasa malu. Apabila suami menuduh istrinya berzina maka 

suami tersebut wajib diberi hukuman sebagaimana yang ditentukan 

oleh nas. Tetapi suami tersebut bisa bebas dari hukuuman dengan dua 

sebab: yaitu dengan membawa saksi atau dengan mengucapkan lian 

sebagaimana yang telah dinaskan oleh hadis. Apabila suami sudah 

yakin bahwa istrinya berzina karena ia melihat sendiri, maka suami 

boleh menuduhnya berzina. Demikian pula seandainya istri mengaku 

kepada suaminya bahwa ia telah berzina dan hati suami membenarkan 

pengakuan istrinya tersebut atau suami diberitahu oleh orang yang 

terpercaya atau sudah tersebar berita bahwa ada laki-laki yang berzina 

dengan istrinya dan orang yang terpercaya pernah melihat laki-laki 

keluar dari tempat istrinya pada saat yang mencurigakan, maka suami 

boleh menuduh istrinya berzina
24

. 

Imam Haramain mengatakan “kalau suami melihat laki-laki 

bersama istrinya dengan tanda-tanda ada tingkah laku kemungkaran, 

atau suami melihat istrinya bersama laki-laki berulang kali di tempat 

yang mencurigakan maka ketentuannya sama dengan tersebarnya 

berita disertai melihat”. Pendapat ini diikuti oleh Imam Ghazali dan 

ulama lain. Tidak boleh menuduh zina kalau tidak ada ketentuan 

seperti yang telah kami sebutkan. Ini semua berlaku jika tidak ada 

anak sebagai bukti perzinaan. Imam Nawawi mengatakan: “Ashhab 

                                                           
24

 Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II, ( Surabaya: PT 

Bina Ilmu Offset, 2011) , 561 
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kami mengatakan bahwa jika tidak ada anak sebagai bukti perzinaan, 

maka yang lebih utama adalah suami tidak melian istrinya, tetapi 

hendaklah ia talak saja istrinya jika ia membenci istrinya”.  Kalau ada 

anak yang diyakini oleh suami bahwa anak tersebut bukan hasilnya, 

maka suami wajib menolak anak tersebut dengan melian, sehingga 

anak yang tidak dari hasil suami itu bertolak darinya. Ada satu 

pendapat, tidak wajib menolak anak tersebut
25

.  

Al- Baghawi dan lain-lain mengatakan “kalau dengan adanya 

anak itu suami yakin bahwa istrinya berzina, maka ia boleh menuduh 

istrinya berzina dan melian”. Kalau tidak yakin, maka ia tidak boleh 

menuduh istrinya berzina,  karena ada kemungkinan anak tersebut dari 

hasil suami sebelumnya atau hasil dari persetubuhan syubhat (wathi 

syubhat). Para Imam mengatakan keyakinan itu bisa tercapai apabila 

suami tidak menyetubuhi istrinya sama sekali lalu istri tersebut 

melahirkan anak, atau suami tidak menyetubuhi istrinya lalu istrinya 

melahirkan anak lebih empat tahun sejak persetubuhan  atau kurang 

dari enam bulan
26

.  

Ulama Mazhab Maliki mensyaratkan dua hal dalam tuduhan 

suami dan pengingkaran suami terhadap anak yang dilahirkan istrinya, 

yaitu (a) suami tidak melakukan senggama dengan istrinya selama 

masa yang diduga bisa menimbulkan kehamilan, yaitu satu kali haid 

dan (b) pengingkaran terhadap anak tersebut dilakukan sebelum anak 

                                                           
25

 Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, 561 
26

 Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, 562-563 

  



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 
 

18 

itu lahir. Apabila suami diam saja tanpa alasan sampai anak itu lahir 

walaupun satu hari maka li’an tidak sah, dan suami tersebut bahkan 

dikenakan hukuman tuduhan berbuat zina. Ulama Mazhab Syafi’i 

membolehkan pengingkaran itu dilakukan selama kehamilan atau 

menunggu sampai kelahiran. Alasan mereka adalah sebuah riwayat 

ketika Hilal Bin Umayah menuduh istrinya melakukan zina dengan 

Syuraik as-Samha dihadapan Rasullah SAW. Rasulullah SAW 

mengatakan “Datangkan saksi, kalau tidak engkau hukum” Hilal 

menjawab: “Ya Rasullah, apabila seseorang melihat seorang pria 

bersama istrinya keluar dari kamar, apakah masih diperlukan alat 

bukti?” Rasulullah SAW tetap menjawab seperti jawaban pertama. 

Lalu Hilal berkata: “Demi yang mengutus engkau sebagai nabi dengan 

kebenaran, saya benar dengan tuduhan saya. Semoga Allah 

menurunkan ayat-Nya yang bisa membebaskan saya dari hukuman”. 

Setelah itu turun firman Allah SWT dalam surah an-Nur (24) ayat 6-7 

yang  mengatur masalah li’an. Ulama Mazhab Syafi’i mengatakan 

bahwa dibolehkannya tuduhan sampai kelahiran anak yang dikandung 

istri itu bertujuan agar tuduhan dapat dikemukakan secara 

meyakinkan. Akan tetapi ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali 

tidak membolehkan pengingkaran anak yang dilahirkan istrinya 

setelah anak itu lahir
27

.  

 

                                                           
27

 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Intermasa, 2001) 1010 
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b. Dasar Hukum Li’an. 

1) Al-qur’an. 

                      

                        

                        

                       

                       

                 
Artinya: Dan orang- orang yang menuduh istrinya (berzina), 

padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain 

diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 

empat kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa 

sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang 

berdusta. Istrinya itu dapat dihindarkan dari hukuman 

oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah bahwa 

suaminya itu sungguh-sungguh termasuk orang-orang 

yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat 

Allah (akan di timpakan) atasnya jika suaminya itu 

termasuk orang-orang yang benar. Dan andaikata tidak 

ada karuna Allah dan rahmat-Nya kepadamu dan Allah 

tidak Penerima Taubat lagi maha Bijaksana, (niscaya 

kamu akan mengalami kesulitan-kesulitan). (Surah An-

Nur, ayat 6-10).
28

 

 

Kandungan dari ayat tersebut adalah Allah swt 

memberitahukan bahwasanya seorang suami yang mengqadzaf 

isterinya dengan dakwaan melakukan perbuatan keji dan 

menuduhnya berbuat zina, sedang ia tidak mempunyai bukti nyata 

untuk memperkuat kebenarannya mengenai tuduhannya itu, pula 

                                                           
28

 Al-Qur’an,  24:6-10 
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tidak dapat mendatangkan saksi-saksi yang membenarkan apa yang 

yang ia dakwakan itu, maka wajiblah atasnya memberikan 

persaksian dengan jalan bersumpah empat kali dengan nama Allah 

bahwasannya ia teramasuk orang-orang yang benar, sumapah mana 

mengganti kedudukan empat orang saksi untuk menyelamatkannya 

dari hukuman qadzaf. Ia harus juga bersumpah untuk kelima 

kalinya bahwasanya laknat dan kutukan Allah mudah-mudahan 

menimpa dirinya sekiranya ia berdusta dalam dakwaannya terhadap 

istrinya yang dituduhnya berbuat zina itu
29

.  

c. Rukun dan Syarat li’an.  

Bagi ulama Mazhab Hanafi, rukun li’an hanyalah persaksian 

secara meyakinkan melalui sumpah. Akan tetapi jumhur ulama 

mengemukakan empat rukun li’an:  

1) Suami yang melakukan li’an.  

2) Istri yang dili’an. 

3) Sebab li’an dan.  

4) Lafal li’an. 

Adapun syarat li’an dibagi ulama menjadi dua bentuk, yaitu 

syarat wajibnya li’an dan syarat sahnya melakukan li’an. Syarat 

wajibnya li’an menurut Mazhab Hanafi ada tiga yakni: 

a) Pasangan tersebut masih berstatus suami istri, sekalipun istri belum 

digauli atau istri masih dalam masa ‘iddah talak raj’i (talak satu dan 

                                                           
29

 Saleh Mahfoed, Tafsir Ayat-ayat Hukum Dalam Al-Qur’an Jilid II ,(Bandung: PT. Al-

Ma’arif,1994) 143-146 
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dua talak). Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa li’an 

tetapi sah terhadap istri yang dalam talak ba’in (talak yang 

dijatuhkan suami, dimana jika suami ingin kembali pada istrinya 

harus dimulai dengan akan nikah dan mahar yang baru). Alasan nya 

adalah firman Allah SWT dalam surah An-Nur (24) ayat 6 yang 

artinya: “Dan orang-orang yang menuduh istrinya....”. Kata “istri” 

menurut ulama Mazhab Hanafi menunjukkan bahwa status mereka 

suami istri. 

b) Status perkawinan mereka adalah nikah yang sah, bukan fasid. 

Syarat ini tidak disetujui oleh jumhur ulama lain, karena adanya 

masalah nasab (keturunan) dalam nikah fasid tersebut.  

c) Suami adalah seorang muslim yang cakap memberikan kesaksian 

secara lisan. Oleh sebab itu, orang kafir, orang gila, anak kecil, 

hamba sahaya, dan orang bisu tidak sah li’annya. Syarat ini tidak 

disetujui oleh jumhur ulama. Akan tetapi, ulama Mazhab Maliki 

tetap memakai syarat bahwa suami itu adalah seorang muslim. 

Ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali tidak mensyaratkan 

suami istri itu orang Islam. Yang menjadi patokan bagi mereka 

adalah bahwa suami  itu orang yang cakap menjatuhkan talak pada 

istrinya tanpa membedakan apakah ia kafir atau muslim, hamba 

atau orang merdeka, bisa berbicara atau bisu
30

. 
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 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Intermasa, 2001) ,1010 
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Ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali mengemukakan 

tiga syarat dalam li’an yaitu:  

1) Status mereka masih suami istri, sekalipun belum bergaul. 

2) Adanya tuduhan berbuat zina dari suami terhadap istri. 

3) Istri mengingkari tuduhan tersebut sampai berakhirnya proses dan 

hukum li’an
31

.  

Adapun syarat sahnya proses li’an menurut ulama Mazhab 

Hambali ada enam, sebagiannya disepakati oleh ulama lain dan 

sebagiannya tidak.  

1) Li’an dilakukan di hadapan hakim, sejalan dengan kasus Hilal bin 

Umayah dengan Syuraik as-Samha. Syarat ini disetujui oleh ulama 

lain 

2) Li’an dilaksanakan suami setelah diminta oleh hakim. Syarat ini 

disetujui oleh ulama lain  

3) Lafal yang lima kali itu diucapkan  secara sempurna. Syarat ini pun  

disepakati ulama lain. 

4) Lafal yang dipergunakan dalam li’an itu sesuai dengan yang 

dituntukan Al-Qur’an. Terdapat perbedaan pendapat ulama jika 

lafal itu diganti dengan lafal lain. Misalnya, lafal “sesungguhnya 

saya adalah orang benar” ditukar dengan “sesungguhnya ia (istri 

itu) telah berbuat zina,” atau lafal “bahwa dia (suami) termasuk 

orang berdusta” diganti dengan “sesungguhnya dia berdusta”. Jika 

                                                           
31

 Abdul Aziz Dahlan, 1011 
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lafal pengganti itu adalah pengganti adalah salah satu lafal sumpah 

berarti “ahlifu” dan “aqsimu” (keduanya berarti “saya 

bersumpah”).  Menurut ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali 

tidak bisa digunakan dalam li’an. Menurut mereka, kalimat yang 

dibolehkan itu hanya kalimat “asyhadu” (“saya bersaksi”). 

Pendapat ini juga dianut oleh ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab 

Maliki.  

5) Proses li’an harus berurut, yang dimulai dengan sumpah suami 

empat kali dan yang kelima suami melaknat dirinya, tidak boleh 

sebaliknya dan tidak boleh diubah. Syarat ini pun disetujui ulama 

lainnya.  

6) Jika suami istri itu hadir dalam persidangan li’an, maka keduanya 

boleh mengajukan isyarat untuk menunjuk pihak lainnya. Akan 

tetapi, jika ada diantara mereka yang tidak hadir maka penunjukan 

harus dilakukan dengan penyebutan nama dan identitas lengkap. 

Syarat ini pun disepakati ulama lain. Ulama Mazhab Syafi’i dan 

Mazhab Hambali menyatakan bahwa proses li’an tidak harus 

dihadiri oleh kedua belah pihak. Terdapat juga perbedaan pendapat 

dalam hal apakah diperlukan kehadiran saksi ketika terjadinya li’an. 

Ulama Mazhab Maliki berpendapat li’an itu harus dihadiri banyak 

orang dan paling tidak empat orang yang adil. Ulama Mazhab 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 
 

24 

Syafi’i dan Mazhab Hanbali menyatakan bahwa li’an dianjurkan 

dihadiri oleh jemaah umat Islam
32

.  

Dalam mengingkari status anak oleh suami, ulama Mazhab 

Hanafi mengemukakan syarat sebagai berikut: 

1) Adanya keputusan hakim yang memfasakhkan atau membatalkan 

ikatan pernikahan suami istri tersebut.  

2) Menurut Imam Abu Hanifah, pengingkaran terhadap anak itu 

dilakukan langsung setelah anak lahir atau beberapa hari setelahnya. 

Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani 

menetapkan jangka waktunya 40 hari. Akan tetapi, menurut jumhur 

ulama bahwa pengingkaran terhadap anak tersebut harus setelah 

anak itu lahir, tidak boleh ada tenggang waktu.  

3) Sebelumnya suami tidak menyatakan bahwa anak itu adalah 

anaknya, sekalipun melalui isyarat. Misalnya, ia menerima ucapan 

selamat dari orang lain atas kelahiran anak tersebut dengan senang 

hati.  

4) Anak itu hidup ketika hakim menceraikan mereka.  

5) Setelah perceraian, wanita tersebut tidak melahirkan anak kedua 

(saudara kembar pertama). Apabila wanita tersebut melahirkan anak 

kedua tersebut setelah suami istri tersebut dipisahkan hakim, maka 

anak kedua itu dianggap sebagai keturunan laki-laki yang 

melakukan li’an.  
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6) Suami itu bukan seseorang yang dihukum membunuh anak
33

.  

d. Tata Cara Melakukan Li’an. 

Jika suami menuduh istrinya berbuat zina maka hakim 

menetapkan agar mereka saling melakukan li’an. Adapun ketentuan 

dalam melakukan sumpah li’an adalah:  

1) Suami harus menyebutkan nama istri yang dituduh kalau istrinya 

tidak berada atau majelis tersebut, juga harus menyebutkan 

nasabnya (binti siapa dan seterusnya) agar bisa dibedakan dengan 

perempuan lainya. 

2) Kalau istrinya hadir maka cukup dengan menunjuknya, menurut 

pendapat yang sahih karena dengan menunjuk (menuding) itu sudah 

bisa dibedakan, maka tidak perlu menyebutkan nasab dan namanya. 

Ada yang mengatakan walaupun si istri hadir tetap harus disebutkan 

namanya dan juga ditunjuk.  

3) Hakim memerintahkan suami untuk bersaksi empat kali dengan 

nama Allah SWT bahwa ia termasuk orang yang benar dalam 

tuduhan atau pengingkarannya terhadap anak yang dikandung 

istrinya itu. Dalam pengulangan yang kelima, suami harus 

mengatakan: “sesungguhnya laknat Allah menimpaku jika aku 

dusta dalam tuduhan zina kepada istriku”. Kalau ada anak yang ia 

sebutkan dalam kalimat yang kelima, karena setiap kali pengucapan 

kalimat itu sebagai satu kesaksian, lalu suami mengatakan: 
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“sesungguhnya anak ini atau kandungan ini adalah dari hasil zina, 

bukan dari hasil saya”. Seandainya suami meringkas ucapannya: 

”....dari hasil zina,” tanpa dengan mengucapkan “bukan dari hasil 

saya, ini terdapat banyak pendapat:  

a) Mayoritas ulama mengatakan: Tidak cukup, karena mungkin 

suami meyakini bahwa wathi syubhat itu disamakan dengan 

zina. Jadi, dengan demikian maka anaknya tidak tertolak.  

b) Menurut pendapat yang ashah: cukup  

c) Kalau suami meringkas ucapannya dengan mengatakan 

“Sesungguhnya anak ini atau kandungan ini adalah hasil dari 

zina” tanpa mengucapkan: “bukan dari hasil saya,” maka tidak 

cukup.  

d) Kalau suami lupa tidak menyebut kata “anak” di dalam kalimat 

li’an-nya, maka perlu diulangi lagi, karena dengan demikian 

berarti ia tidak menolak anak tersebut. 

4) “Wa yaquulu ‘imdal haakimi” (suami mengatakan tuduhannya di 

hadapan majelis hakim) adalah suatu keharusan sebagai ketentuan 

sahnya li’an, karena li’an itu sumpah maka harus dengan perintah 

hakim seperti sumpah-sumpah yang lain.  

5) “Alal minbari fii jamaa’atin minal muslimiina” (suami mengatakan 

tuduhannya di atas mimbar di depan sekelompok orang-orang 

Islam) adalah termasuk tata krama, dan kelompok tersebut minimal 

empat orang, terdiri dari tokoh- tokoh daerah setempat dan 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 
 

27 

termasuk orang-orang yang saleh, karena dengan demikian bisa 

memberi kesan bahwa masalah  tersebut besar dan akan lebih dapat 

menghalangi suami untuk bergaul dengan istri yang dili’an-nya.  

6) “Asyhadu” (suami berkata: Aku persaksikan) adalah lafal yang 

sudah tertentu. Jadi, seandainya suami mengganti lafal tersebut 

dengan lafal lain seperti: Ahlifu billaahi innii laminash shaadiqiina 

atau Uqsimu billaahi innii laminash-shaadiqiina (aku bersumpah, 

demi Allah, aku termasuk orang yang benar) dan ucapan-ucapan 

lain yang sejenis, atau suami mengganti lafal la’ana (laknat) dengan 

ib’aad (jauh dari rahmat Allah), atau mengganti lafal ghadhab 

(murka) dengan sukhth (marah), atau mengganti lafal ghadhab 

(murka) dengan la’ana (laknat) atau sebaliknya, maka semuanya itu 

menurut pendapat yang ashah li’an-nya tidak sah, karena merusak 

lafal yang sudah diperintahkan, sama dengan orang bersaksi yang 

merusak lafal kesaksian.  

7) Apabila ucapan suami sampai pada lafal “laknat” atau ucapan istri 

pada kata “marah atau murka” hakim disunahkan berkata: 

“Sumpah yang kelima ini akan mengakibatkan siksa di dunia, 

sedangkan siksa di dunia lebih ringan daripada siksa akhirat, maka 

tajutlah kepada Allah! Karena selamanya saya khawatirkan dirimu, 

jangan-jangan kamu tidak benar lalu kamu tertimpa laknat Allah
34

.  
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 Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II, ( Surabaya: PT 

Bina Ilmu Offset, 2011), 562-563. 
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Menurut Kompilasi Hukum islam pasal 127 tata cara li’an 

sebagai berikut: 

a) Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan tau 

pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-

kata “latnat Allah atas dirinya apabila tuduhan atau 

pengingkaran tersebut dusta”. 

b) Istri menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut dengan 

sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau 

pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima 

dengan kata-kata murka Allah atas dirinya: tuduhan dan atau 

pengingkaran tersebut benar”. 

c) Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan 

yang tak terpisahkan.  

d) Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b,  

maka dianggap tidak terjadi li’an. Pasal 128  Li’an hanya sah 

apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama
35

. 

e. Jenis-jenis Li’an. 

Li’an dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu: 

1) Suami menuduh istrinya berzina, tetapi ia tidak punya empat orang 

saksi laki-laki yang dapat menguatkan kebenaran tuduhannya itu. 

Jika ada laki-laki yang menzinai istrinya dan suami melihat laki-laki 

tersebut sedang menzinai isrtinya atau istri mengakui berbuat zina 
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 Tim Redaksi Nuansa, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia,2015),35 
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dan suami yakin akan kebenaran pengakuannya tersebut, maka 

dalam keadaan seperti ini lebih baik ditalak, bukan dengan jalan 

me-li’an atau mengakadkan mula’anah. Tetapi jika tidak terbukti 

laki-laki yang menzinainya, maka suami boleh menuduhnya berbuat 

zina. 

2) Suami tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai hasil dari 

benihnya. Suami boleh tidak mengakui kehamilan istri, biar dalam 

keadaan bagaimanapun, karena ia  merasa belum pernah sama 

sekali mencampuri istrinya sejak akad nikahnya.  

Dalam Hukum Islam seorang suami dapat menolak untuk 

mengakui bahwa anak yang dilahirkan istrinya bukanlah anaknya, 

selama suami dapat membuktikan bahwa:  

a) Suami belum pernah men-Jima’ istrinya akan tetapi istri tiba-

tiba melahirkan  

b) Lahirnya anak itu kurang dari enam bukan sejak men-jima’ 

istrinya sedangkan bayi lahir seperti bayi yang cukup umur.  

c) Bayi lahir sesudah lebih dari empat tahun dan si istri tidak di-

jima’ suaminya. 

3) Suami menuduhkan kedua-duanya kepada istrinya, yakni menuduh 

istrinya berzina dan tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai hasil 
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dari benihnya dunia tidak bisa membuktikan hal itu dengan 

kehadiran empat orang saksi
36

.  

f. Akibat Li’an.  

Jika li’an berlangsung dihadapan hakim, maka akibat hukumnya 

adalah sebagai berikut: 

1) Gugurnya hukuman qazaf bagi suaminya dan gugurnya hukuman 

zina bagi istri. 

2) Haramnya melakukan hubungan suami istri sekalipun sebelum 

mereka dipisahkan hakim, karena Rasulullah SAW menyatakan” 

Orang yang saling melakukan li’an tidak boleh berkumpul 

selamanya” (HR.Daruqutni dan Abu Dawud) 

3) Hubungan suami istri mereka wajib diputuskan. Menurut ulama 

Mazhab Hanafi pemisahan itu harus dilakukan oleh hakim. Ulama 

Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali menyatakan hubungan suami 

istri itu putus dengan sendirinya, tanpa campur tangan hakim. 

Ulama Mazhab Syafi’i menyatakan hubungan suami istri itu putus 

dengan adanya li’an dari pihak suami karena li’an adalah ganti 

talak.  

4) Talak yang jatuh disebabkan li’an, menurut Imam Abu Hanifah 

adalah talak ba’in
37

. Menurut ulama Mazhab Maliki dan Imam Abu 

                                                           
36

Amnur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: 

Kencana,2004), 284. 
37

 Talak ba'in adalah talak yang dijatuhkan suami, dan bekas suami tidak boleh merujuk kembali 

kecuali dengan pembaruan akad nikah dengan seluruh syarat dan rukunnya. Talak ba’in ada dua 

macam : Pertama ba'in shughra adalah menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap mantan 

istrinya tetapi tidak menghilangkan kebolehan mantan suami untuk rujuk dengan memperbaharui 
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Yusuf, perceraian yang terjadi termasuk fasakh, sehingga mereka 

haram kawin untuk selamanya
38

.  

Apabila suami tidak mengucapkan li’an dan sudah memenuhi 

ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan li’an, maka berlakulah 

hukum-hukum secara berturut-turut sebagai berikut: 

a) Gugurnya hukuman cambuk untuk suami, berdasarkan ayat Al-

Qur’an yang mulia, karena ayat tersebut menempatkan li’an sebagai 

kesaksian yang menjadi hak suami.  

b) Istri wajib dihukum apabila suami menuduhnya berbuat zina yang 

dihubungkan dengan kondisi suami istri, sedangkan si istri adalah 

seorang Islam.  

c) Kalau ada anak dari hasil perzinahan istri, maka suami anak  

tersebut tidak diakui oleh suami. 

d) Apabila terjadi perceraian dengan li’an, maka suami dan istri yang 

bercerai itu haram menikah lagi antara keduanya selama-lamanya.  

 Apabila suami tidak menalak istri sebelum li’an, lalu suami 

meli’an, maka haram selamanya untuk menikahi lagi
39

.  

 Gugurnya li’an setelah terjadinya li’an itu sendiri. Hal ini, 

menurut ulama Mazhab Hanafi bisa terjadi dalam hal-hal berikut: 

1) Secara mendadak suami yang melakukan li’an kehilangan 

kecakapannya bertindak hukum, seperti gila atau murtad. 

                                                                                                                                                               
akad nikah. Kedua ba'in kubra talak tiga dimana mantan suami tidak boleh rujuk kembali kecuali 

jika mantan istrinya pernah menikah lagi 
38

 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Intermasa, 2001) ,1012 
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 Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II, ( Surabaya: PT 

Bina Ilmu Offset, 2011) , 566-567. 
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2) Suami menalak istrinya setelah ia menuduh istrinnya berbuat 

zina dan sebelum diproses di muka hakim, atau suami itu wafat 

3) Suami berdusta, sehingga suami dikenakan hukuman qazf. 

 Bagi ulama Mazhab Hanbali, li’an juga bisa gugur dalam 

hal-hal berikut: 

1) Hilangnya kecakapan bertindak hukum salah satu pihak. 

2) Wafatnya suami sebelum li’an sempurna 

3) Istri tidak membenarkan tuduhan suaminya sampai proses li’an 

selesai. 

2. Konsep Gender. 

Gender lahir merekonstruksi hubungan laki-laki dan perempuan 

dalam pergaulan sosial masyarakat, maka konsep gender lahir 

mengkonstruksi hubungan laki-laki dan perempuan secara universal untuk 

membuka peluang yang sama menggeluti berbagai bidang kehidupan 

tanpa dipengaruhi oleh perbedaan gender laki-laki atau perempuan
40

.  

Istilah gender yang berarti seks atau jenis kelamin, juga diartikan 

sebagai sifat, karakter yang melekat pada kedua jenis kelamin yang 

dikonstruksi secara sosial dan kultural. Hilary M.Lips 
41

 mengartikan 

gender sebagai “cultural  expectations for womwn and men,” atau 

                                                           
40

 Alfian Rokhmansyah, Pengantar Gender dan Fenisme, (Yogyakarta: Garudhawaca,2016), 1 
41

 Hilary Margaret Lips, pendidik psikologi Kanada, penulis. Penerima Jessie Bernard Paper 

memberikan National Council Family Relations, 1998, penghargaan American Distinguished 

American New Zealand United States Educational Foundation, 1998. Fellow American 

Psychological Association, Canada Psychological Association (Distinguished Member award 

2006), anggota Asosiasi Perempuan dalam Psikologi (penghargaan Publikasi Distinguished 

1992). Penulis buku Sex & Gender: An Introduction 
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harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan pengertian 

gender sebagaimana dikemukakan oleh Margaret L. Andersen adalah:  

“Gender refers to teh sosially learned behaviors and expectation that are 

associated with two sexes. Thos, whereas “maleness” and “femaleness” are 

biological facts, masculinity an feminity are kulturally constructed attributes. 

Similar to the sosial categories established by race and sosial class, gender 

patterns waht others expect of us and what we expect of ourselves. Gender also 

establishes, in large measue, our life changes anf directs our sosial relations with 

others” 

(Gender merujuk pada perilaku yang dipelajari secara sosial dan harapan-

harapan yang berhubungan dengan dua jenis kelamin. Jadi, kalau female dan 

male merupakan fakta-fakta biologis, sementara maskulin dan feminin adalah 

atribut-atribut yang dikonstruk secara kultural. Sebagaimana kategori sosial yang 

dibangun berdasarkan ras, kelas sosial, pola-pola gender adalah apa yang 

diharapkan orang lain terhadap kita dan apa yang diharapkan oranglain terhadap 

kita dan apa yang kita harapkan pada diri kita sendiri. Gender, dalam skala besar, 

dipahami sebagai kesempatan hidup dan mengarahkan hubungan sosial kita 

dengan yang lain).
42

  

Gender dalam arti tersebut mengindetifikasi laki-laki dan 

perempuan dari sudut non-biologis yang dikenal dengan istilah identitas 

jenis kelamin. Jenis kelamin atau seks merupakan penafsiran jenis kelamin 

dari aspek biologis dengan tanda-tanda lahir yang mudah dikenali, 

misalnya laki-laki memiliki penis, jakun, memproduksi sperma, sedangkan 

                                                           
42

 Mufidah, Bingkai Sosial Gender, (Malang: UIN-Maliki Press, 2009), 2 
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perempuan memiliki vagina, rahim, air susu ibu (ASI), mengalami siklus 

menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui. Kantor Negara Kementrian 

Pemberdayaan Perempuan (KNPP) mendefinisikan gender yaitu mengacu 

kepada peran-peran yang dikonstruksikan dan dibebankan kepada 

perempuan dan laki-laki oleh masyarakat. Peran-peran ini dipelajari, 

berubah dari waktu ke waktu dan sangat bervariasi di dalam dan diantara 

berbagai budaya. Tidak seperti seks (perbedaan biologis antara perempuan 

dan laki-laki), gender mengacu kepada perilaku yang dipelajari dan 

harapan-harapan masyarakat yang membedakan antara maskulinitas dan 

feminitas. Kalau identitas seks ditentukan oleh ciri-ciri genetika dan 

anatomi, gender yang dipelajari secara sosial merupakan suatu identitas 

yang diperoleh. Tercakup dalam konsep gender juga harapan-harapan 

tentang ciri-ciri, sikap-sikap, dan perilaku-perilaku perempuan dan laki-

laki (feminitas dan maskulinitas)
43

.  

Secara terminologi gender bisa didefinisikan sebagai harapan-

harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Gender dipandang 

sebagai suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, 

perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional anatara laki-laki dan 

perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Dipahami bahwa gender 

merupakan suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengindetifikasi 

perbedaan antara laki-laki dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai 

dan perilaku, mentalitas, dan emosi, serta faktor-faktor nonbiologis 

                                                           
43
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lainnya. Gender sering diindektikan dengan jenis kelamin (sex), padahal 

gender berbeda dengan jenis kelamin. 

Gender sering juga dipahami sebagai pemberian dari Tuhan atau 

kodrat ilahi, padahal gender tidak semata-mata demikian. Gender berbeda 

dengan seks, meskipun secara etimologis artinya sama-sama dengan seks, 

yaitu jenis kelamin. Gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek 

sosial, budaya, dan aspek-aspek nonbiologis lainnya. Gender merupakan 

bagian peran sosiokultural yang didasarkan atas jenis kelamin. Identitas 

gender baru muncul ketika manusia secara kodrati dilahirkan dengan jenis 

kelamin. Namun karena kemunculan identitas gender mengikuti kelahiran 

manusia dengan jenis kelamin tertentu maka gender dianggap inheren 

dalam jenis kelamin bahkan menjadi identik dengan jenis kelamin. Sejarah 

perbedaan gender antara seorang pria dengan seorang wanita terjadi 

melalui proses yang sangat panjang dan dibentuk oleh beberapa sebab, 

seperti kondisi sosial budaya, kondisi keagamaan, dan kondisi kenegaraan.  

Dengan proses yang panjang ini, perbedaan gender akhirnya sering 

dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang bersifat biologis yang tidak dapat 

diubah lagi. Inilah sebenarnya yang menyebabkan awal terjadinya ketidak- 

adilan gender di tengah-tengah masyarakat. Perempuan tersubordinasi
44

 

oleh faktor-faktor yang dikonstruksikan secara sosial. Banyak mitos dan 

kepercayaan yang menjadikan kedudukan perempuan berada lebih rendah 

daripada laki-laki. Hal itu semata-mata karena perempuan dipandang dari 
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 Surbordinasi adalah suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu 

jenhis kelamin lebih rendah dari yang lain. Telah diketahui nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat, 

telah memisahkan dan memilah-milah peran-peran gender, laki-laki dan perempuan 
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segi seks, bukan dari segi kemampuan, kesempatan dan aspek-aspek 

manusiawi secara universal, yaitu sebagai manusia yang berakal, bernalar 

dan berperasaan. Gender memiliki kedudukan yang penting dalam 

kehidupan seseorang dan dapat menentukan pengalaman hidup yang akan 

ditempuhnya.  

Gender dapat menentukan akses seseorang terhadap pendidikan, 

dunia  kerja, dan sektor-sektor publik lainnya. Gender juga dapat 

menentukan kesehatan, harapan hidup, dan kebebasan gerak seseorang. 

Jelasnya, gender akan menentukan seksualitas, hubungan, dan kemampuan 

seseornag untuk membuat keputusan dan bertindak secara otonom. 

Akhirnya, genderlah yang banyak menentukan seseorang akan menjadi 

apa nantinya.  

Konsep gender yang dikembangkan Hubies meliputi:  

1) Gender difference, yaitu perbedaan-perbedaan karakter, perilaku, 

harapan yang dirumuskan untuk tiap-tiap orang menurut   jenis 

kelamin. 

2) Gender Gap, yaitu perbedaan dalam hubungan berpolitik dan bersikap 

antara laki-laki dan perempuan.  

3) Genderization, yaitu acuan konsep penempatan jenis kelamin pada 

identitas diri dan pandangan orang lain.  

4) Gender identity, yaitu perilaku yang seharusnya dimiliki seseorang 

menurut jenis kelaminnya. 
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5) Gender Role, yaitu peran perempuan dan peran laki-laki yang 

diterapkan dalam bentuk nyata menurut budaya setempat yang 

dianut
45

.  

3. Kesetaraan Gender. 

 Kesetaraan gender (gender equality) adalah posisi yang sama 

antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, 

kontrol, dan manfaat dalam aktivitas kehidupan baik dalam keluarga, 

masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Keadilan gender (gender 

equality) adalah suatu proses menuju setara, selaras, seimbang, serasi, 

tanpa diskriminasi. Dalam Kepmendagri disebutkan kesetaraan dan 

keadilan gender adalah suatu kondisi yang adil dan setara dalam hubungan 

kerjasama antara perempuan dan laki-laki
46

. Sejumlah peneliti dibidang 

kesetaraan gender berbeda dalam mengkonstruk tentang gender. 

a. Konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam Islam menurut 

Muhammad Rasyid Ridha
47

 tercermin dalam beberapa ayat Al-Qur’an 

, antara lain surah An-Nisa’: 34, dan Al-Baqarah: 228 bahwa kelebihan 

laki-laki atas perempuan merupakan fitrah dan kodrati karena Allah 

melebihkan laki-laki disebabkan bentuk fisiknya yang kuat, akalnya 

lebih tajam sehingga diberi tanggung jawab sebagai pemimpin 

keluarga, kelebihan laki-laki tersebut sebagai dasar pemberian peran-

peran ideal misalnya mencari ilmu dan bekerja. Fitrah perempuan 

                                                           
45

 Alfian Rokhmansyah, Pengantar Gender dan Fenisme, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), 1-4 
46

 M. Faisol, Hermeneutika Gender, ( Malang: UIN-Maliki Press 2012), 10 
47

 Muhammad Rasyd bin Ali Ridha adalah seorang intelektual muslim dari Suriah yang 

mengembangkan gagasan modernisme Islam. Mulai tahun 1858 hingga wafat pada tahuun 1935 

Ridha menerbitkan surat kabar yang bernama Al-Manar. 
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meliputi hamil, melahirkan, menyusui, juga tanggung jawab 

mengasuh, mendidik anak, dan mengatur rumah tangga suaminya. 

Perempuan bisa menjadi pemimpin dalam konteks tertentu dan dalam 

wilayah domestik, peran jenis kelamin laki-laki yang dipersepsikan 

sebagai pemberi pada perempuan, karenanya ia lebih tinggi derajatya. 

Kesetaraan gender dipahami sebatas status keduanya sederajat di 

hadapan Allah, tetapi tidak pada implementasi dalam membangun 

relasi yang setara gender.
48

  

b. Menurut Qazan melalui ide reformasi intelektual (fikrah al-ta’dhim) 

bagi perempuan dalam membangun mentalitas konstruktif dengan 

menekankan pentingnya kesetaraan hak-hak perempuan di wilayah 

publik. Upaya ini penting karena perempuan juga dituntut tanggung 

jawabnya terhadap kepentingan umum, pembagian tugas dikotomis 

publik-domestik  bagi perempuan dipertanyakan. Sepanjang sejarah, 

perempuan selalu tertinggal dari laki-laki disebabkan laki-laki telah 

mampu mengorganisir dirinya, sedangkan perempuan masih dalam 

tahap ketidakteraturan. Karena itu pemberdayaan perempuan untuk 

pengorganisasian dirinya sangat penting. Qazan mengkonsep 

perempuan sebagai pengemban peran reproduktif sekaligus peran 

produktif, tetapi tidak diikuti oleh negoisasi dan komitmen untuk 

peran-peran tradisional-reproduksi sosial dalam rumah tangga yang 

menyebabkan perempuan memiliki peran ganda yang berdampak pada 

                                                           
48

 Mufidah, Bingkai Sosial Gender, (Malang: UIN-Maliki Press, 2009), 23-24 
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beban yang ganda (doble burden). Konsep kesetaraan gender yang 

dikembangkan oleh Qazan ini mirip dengan women in development di 

era orde baru, di mana perempuan berpartisipasi dalam pembangunan, 

bahkan rentan menjadi korban pembangunan itu sendiri.
49

  

c. Menurut Hibbah Rauf Izaat
50

, konsep kesetaraan gender diangkat dari 

tulisannya tentang partisipasi politik bagi perempuan. Islam 

memberikan akses dan partisipasi kepada perempuan dalam politik 

yang didasarkan pada ahliyah al-wujub (kompetesi wajib) yakni 

tersedianya akses dan terpenuhinya syarat-syarat, dan ahliyah al-ada’ 

al-kamilah (kompetesi yang sempurna dalam menjalankan peran. 

Kedua kemampuan tersebut sama-sama dimiliki oleh laki-laki dan 

perempuan. Islam memberikan beban yang setara sekalipun dalam 

bentuk yang berbeda sesuai dengan kondrat reproduksinya. 

Kekurangan insidental (naqsu al-aradhi) bagi perempuan seperti 

menstruasi, hamil, dan melahirkan terjadi dalam kondisi khusus dan 

sementara, serta dapat difasilitasi sehingga tidak menghalangi 

kompetensi tersebut. Jika kekurangan temporer perempuan terjadi 

terus menerus, maka harus ada upaya pemberdayaan, affirmation 

action, dan dimusyawarahkan dengan laki-laki sesuai dengan budaya 

                                                           
49

 Mufidah, 24-25 
50

 Hibbah Rauf Izaat lahir pada tanggal 25 Juli 1965, penulis buku “Wanita Pemikir Islami”. 

Seorang yang menjadikan islam sebagai paradigma dan titik tolak berfikir dalam mengkritisi 

realitas termasuk mengkritisi feminisme. 
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yang  berlaku. Posisi laki-laki sebagai pemimpin keluarga disyaratkan 

adil, demokrasi, penyedia materi, rasa aman, nyaman, dan terbatas
51

.  

d. Menurut Asghar Ali Engeneer
52

, konsep kesetaraan gender bagi 

perempuan ditegaskan melalui status individual perempuan bukan 

sebagai subordinat laki-laki. Islam menerima martabat keduanya dalam 

ukuran yang setara, memiliki hak-hak setara dalam bidang sosial, 

ekonomi, politik, peran pengambilan keputusan, kebebasan, dan 

tanggung jawab yang sama menurutnya, konsep kesetaraan dan 

keadilan gender dalam Al-Qur’an memberikan tempat yang terhormat, 

misal surah  Al-Hujarat:13, Al-Nahl:97, Al-Taubah:71 perbedaan 

biologis tidak menghalangi hak-haknya yang dijamin oleh Tuhan. 

Fungsi biologis keduanya harus dibedakan dengan peran-peran sosial. 

Untuk mengubah pandangan bias gender, perlu dilakukan 

pembaharuan hukum personal dalam Islam sebagai upaya penegakan 

hak-hak dasar kemanusiaan. Menurutnya, sekalipun Islam bermaksud 

memberikan posisi perempuan setara dengan laki-laki, tetapi jika 

misoginis
53

 yang berasal dari pra Islam masih bercokol, maka 

kesetaraan sulit terwujud. Ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan 

karena adanya pemisahan antara ruang publik dan domestik yang 

                                                           
51

 Mufidah, 27-28 
52

 Asghar Ali Engeneer  adalah seorang reformis-penulis dan aktivis sosial India. Dikenal dengan 

karyanya tentang teolog pembebasan dalam Islam, ia memimpin gerakan progersif Dawoodi 

Bohra. Karyanya diantaranya yakni Status Perempuan Dalam Islam, Hak-hak Perempuan Dalam 

Islam, Al-Qur’an Wanita dan Masyarakat Modern. 
53

 Misoginis adalah kebencian atau tidak suka terhadap wanita atau anak perempuan. Misoginis 

dapat diwujudkan dalam berbagai cara, termasuk diskriminasi seksual, fitnah perempuan, dan 

objek tifikasi seksual perempuan. 
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masih dipertahankan oleh penduduk Mekkah sebagai warisan tradisi 

pra Islam yang masih kental di kalangan umat Islam. Peran 

stereotype
54

 laki-laki dan perempuan dikonstruk oleh budaya, 

bersinergi dengan interpretasi bias gender yang didasarkan pada 

hadist-hadist misoginis memperkuat struktur kelas berdasarkan jenis 

kelamin.
55

 

e. Menurut Qasim Amin
56

, konsep kesetaraan gender bahwa hak dan 

tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam teks suci adalah sama. 

Kesenjangan terjadi disebabkan oleh stereotype dan budaya partriakhi 

yang menindas, sehingga akses dan partisipasi perempuan pada dunia 

pendidikan sangat rendah. Perempuan harus diberi kebebasan dalam 

berekspresi,  mengambil keputusan secara mandiri. Melalui pendidikan 

yang memadai, perempuan dapat mewujudkan posisi setara dalam 

kehidupan. Laki-laki dan perempuan merupakan mitra, lembaga 

perkawinan menjadi ujung tombak dalam  menjalin komunikasi dan 

relasi keduanya dengan sehat. Ia menolak konsep gerakan perempuan 

                                                           
54

 Stereotype adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok 

di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Stereotype merupakan jalan pintas pemikiran yang 

dilakukan secara intititif oleh manusia untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks dan 

membantu dalam mengambil keputusan secara tepat. Namun stereotype dapat berupa prasangka 

positif dan kadang juga negatif karena kadang-kadang dijadikan alasan untuk melakukan 

tindakan diskriminatif. 
55

 Mufidah, 28-29 
56

 Qasim Amin adalah ahli hukum Mesir dan salah satu dari pendiri gerakan Nasional Mesir dan 

Universitas Kairo. Secara historis dipandang salah satu “Feminis Pertama” di dunia Arab. 

Karyanya diantaranya adalah Haquq al-nisa fi’il Islam (Hak-hak Wanita Dalam Islam), 

Perbudakan Perempuan, Mereka Wanita Muda, Pembebasan Wanita. 
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di negara Barat waktu itu karena mengusung kompetesi 

kontraproduktif.
57

  

Pembahasan pemahaman gender menurut sejumlah ulama’ 

modern hingga kontemporer terdapat 3 kategori pemikiran tentang 

konsep kesetaraan gender dalam Islam sebagai berikut: 

1) Kelompok konservatif  

 Kesetaraan gender dikonsep melalui penggalian nilai-nilai 

Islam tentang kedudukan peran-peran laki-laki dan perempuan 

dalam al-Qur’an dan hadits sebagai respon dari gerakan feminis di 

Barat yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dikembangkan 

dalam Islam. Dalam mengkonstruk pemikiran kesetaraan gender di 

tingkat implementatif masih tampak rancu dalam mengemukakan 

konsep perbedaan jenis kelamin (sex) yang bersifat kodrati dengan 

konsep sebagai kontruksi sosial. Beberapa pendapat yang 

didasarkan pada kerancuan tersebut, kesetaraan gender yang 

diungkapkan berbenturan dengan prinsip-prinsip dasar universal 

Islam sebagai induknya, nuansa budaya partriarkhi masih kental 

dipertahankan.  

2) Kelompok moderat. 

 Konsep kesetaraan gender dikonstruk melalui penggalian 

nilai-nilai Islam sebagai agama rahmatan li al-alamin. Gender 

dimaknai dalam konteks masalah sosial yang menimbulkan 

                                                           
57

 Mufidah, 30-31 
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kesenjangan dan diskriminasi gender, dan yang dominan 

mendapatkan perlakuan tidak adil adalah perempuan. Atas dasar 

ini, kelompok moderat memisahkan konsep jenis kelamin (sex) 

dengan konsep gender sebagai konstrusi sosial. Kritik terhadap 

pembakuan peran stereotype didasarkan pada konsep dikotomi 

yakni publik-domestik dan produktif-reproduktif yang dipandang 

merugikan keduanya (laki-laki-perempuan) menjadi tema penting. 

Pandangan moderat berdasarkan pada konsep kemaslahatan umat 

dan Islam sebagai solusi problem ketidakadilan gender tersebut, 

tetapi implementasi kesetaraan gender tetap beradaptasi dengan 

budaya yang tidak bias gender.  

3) Kelompok progresif  

 Ketegori progresif memandang gender tidak hanya menjadi 

masalah sosial tetapi teks suci Al-Qur’an maupun hadist nabi itu 

sendiri juga menjadi problem. Beberapa ayat Al-Qur’an secara 

tekstual menunjukkan bias gender, dan beberapa hadist yang 

disebut dengan hadits-hadits misoginis masih dipertanyakan status 

keshahihannya. Pendekatan penafsiran dan produk fiqh abad 

pertengahan masih bias gender, dan tidak dapat menyelesaikan 

problem kesenjangan gender diera sekarang
58

.  

 

 

                                                           
58

  Mufidah, 33-36 
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4. Bias Gender.  

Bias gender adalah ketidakadilan atau ada salah satu yang 

dirugikan, sehingga mengalami ketidakadilan. Yang dimaksud ketidak-

adilan disini adalah apabila salah satu jenis gender lebih baik keadaan, 

posisi, dan maupun perempuan. Akan tetapi khususnya di Indonesia, bias 

gender ini lebih dirasakan oleh kaum perempuan.
59

  

5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan 

Dengan Hukum. 

PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara 

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum adalah hasil andil dari perwakilan 

hakim perempuan Indonesia yang hadir dalam Pertemuan Hakim 

Perempuan Se-ASEAN pada tanggal 24-25 Juni 2016 di Bangkok. Jumlah 

hakim perempuan adalah 1.900 yakni 27% dari keseluruhan jumlah hakim. 

Dengan kata lain, keberadaan perempuan dalam dunia peradilan masih 

sedikit tidak berbanding lurus dengan kasus yang dihadapi perempuan 

yang berujung pada perceraian di pengadilan. Maka Pasal 1 Dalam 

Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan: 

a. Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang 

berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan 

sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.  

                                                           
59

 Nan Rahminatiwati, 2001: Isu Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan (Bias Gender): Jurnal 

Mimbar, Jurnal Sosial dan Pembangunan Vol: 17 No: 3, 2001 
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b. Jenis Kelamin adalah status fisik, fisiologis, dan biologis yang 

dicirikan sebagai laki-laki dan perempuan.  

c. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung 

jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat 

berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. 

d. Kesetaraan Gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara 

laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-

haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di 

berbagai bidang.  

e. Analisis Gender adalah proses yang dibangun secara sistematik untuk 

mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki 

dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber daya 

pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat 

yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan 

yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor 

lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.  

f. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-

laki dan perempuan.  

g. Stereotip Gender adalah pandangan umum atau kesan tentang atribut 

atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan 

atau laki-laki.  

h. Diskriminasi Terhadap Perempuan adalah segala pembedaan, 

pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang 
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mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan 

pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan 

kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, 

sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari 

status perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan 

perempuan.  

i. Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan 

atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan atau 

pendidikan dan atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu 

pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender 

sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah. 

Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang 

dipercaya dan atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk 

mendampingi Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan tujuan 

membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan 

keterangan selama proses peradilan berlangsung.
60

 

Dalam Pasal 2 Hakim mengadili perkara Perempuan 

Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas: 

1) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia  

2) Non diskriminasi  

3) Kesetaraan Gender 

4) Persamaan di depan hukum  

                                                           
60 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman 

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. 
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5) Keadilan 

6) Kemanfaatan, dan  

7) Kepastian hukum.  

Pasal 3 Pedoman mengadili perkara Perempuan Berhadapan 

dengan Hukum bertujuan agar hakim:  

a) Memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 

b) Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga 

mengakibatkan Diskriminasi Terhadap Perempuan, dan  

c) Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam 

memperoleh keadilan.  

Dalam pemeriksaan perkara menurut pasal 4 dalam 

pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan kesetaraan 

gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta 

persidangan:   

a. Ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara.  

b. Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses 

keadilan. 

c. Diskriminasi. 

d. Dampak psikis  yang dialami korban. 

e. Ketidakberdayaan fisik dan psikis korban. 

f. Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban atau saksi tidak berdaya, 

dan  
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g. Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban atau saksi. 

Pasal 5 Dalam pemeriksaan Perempuan Berhadapan dengan 

Hukum, hakim tidak boleh:  

a. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang 

merendahkan, menyalahkan dan atau mengintimidasi Perempuan 

Berhadapan dengan Hukum. 

b. Membenarkan terjadinya Diskriminasi Terhadap Perempuan 

dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik 

tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias 

Gender. 

c. Mempertanyakan dan atau mempertimbangkan mengenai 

pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar 

untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku, 

dan  

d. Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung 

Stereotip Gender.  

Dalam Pasal 6 Hakim dalam mengadili perkara Perempuan 

Berhadapan dengan Hukum:   

a. Mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender 

dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis. 

b. Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan atau 

hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender. 
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c. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang 

hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, 

perlindungan yang setara dan non diskriminasi, dan 

d. Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjianperjanjian 

internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi.
61

 

6. Putusan Yang Adil.  

Menurut Gustav Radbruch putusan yang adil ada tiga nilai dasar 

(Grundwerte), sehingga ketiga-tiganya merupakan parameter manakala 

kita berbicara tentang hukum. Ketiganya adalah: kepastian hukum 

(Rechtssicherkeit), keadilan (Gerechtigkeit) dan kemanfaatan 

(Zweckmaszigkeit). Ketiganya tidak selalu dalam hubungan harmoni, 

tetapi lebih sering bersifat ketegangan (Spannungsverhaltnisse). Kepastian 

hukum berseberangan dengan keadilan dan demikian seterusnya. Dengan 

demikian dalam memutus, pekerjaan hakim perlu mengelola (to manage) 

ketiga-tiga nilai dasar tersebut. Tuntutan ini berarti, bahwa hakim tidak 

dapat hanya bertolak dari satu nilai dasar saja. Kembali disini kita lihat 

betapa rumitnya pekerjaan hakim, sehingga kegiatan pengambilan putusan 

oleh hakim itu sebagai suatu seni (art) dari pada logika.
62

 

Dari apa yang telah diuraikan di atas, bisa dilihat bahwa kegiatan 

hakim dalam memutuskan perkara merupakan salah satu kegiatan dari 

beragam aktivitas berhukum yang sangat menarik. Pada tahap 

                                                           
61 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman 

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. 
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 Satjipto Rahardjo, Sekitar Hakim Yang Memutus: Bahan Bacaan Mahasiswa (Semarang: 

Program Doktor Ilmu Hukum Undip, 2007),  10 
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pengambilan putusan tersebut berbagai faktor bertemu  untuk saling 

memberikan peran. Ada faktor ideologi, politik, ekonomi dan masih 

banyak lagi lainnya. Disinilah hakim melakukan proses integrasi dalam 

menyelesaikan konflik. Jadi hakim merupakan titik sentral dalam 

pengambilan keputusan. Melihat begitu kompleksnya faktor-faktor yang 

melatarbelakangi hakim sebelum mengambil keputusan, maka seorang 

hakim tentunya dituntut mempunyai kualitas yang mumpuni, baik 

menyangkut kemampuan keilmuannya maupun kebaikan mental dan 

pribadinya.  

Persoalannya adalah tidak semua hakim mempunyai kapasitas 

yang diharapkan. Justru seringkali terjadi lemahnya  penegakan hukum di 

Indonesia. Lemahnya penegakan hukum terlihat dari masyarakat yang 

tidak menghormati hukum, demikian pula kewibawaan aparat penegak 

hukum yang semakin merosot sehingga hukum sudah tidak dapat memberi 

rasa aman dan tenteram. Hal demikian tidak lepas dari perilaku yang tidak 

benar dari para penegak hukum, termasuk (oknum) hakim.  

Di sinilah keadilan digadaikan. Pada hal, Kekuasaan mengadili, 

yang ada pada hakim, bersumber dari Tuhan. Karena itu, setiap kepala 

putusan pengadilan selalu bertuliskan “Demi Keadilan Berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maka, kekuasaan hakim dalam mengadili 

harus bebas merdeka, mandiri, dan tak boleh dipengaruhi oleh apa dan 

siapapun, baik oleh finansial, kekuasaan maupun tekanan opini publik. 
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Dalam hal ini, Mahkamah Agung RI telah menentukan bahwa 

putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat 

yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, 

diwujudkan, dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah 

keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan 

moral (moral justice), dan keadilan masyarakat (sosial justice). Moral 

justice dan social justice sebenarnya sudah tersirat dalam ketentuan Pasal 5 

ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang 

Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa : “Hakim harus menggali 

nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Apa yang menjadi 

pedoman dan kode etik hakim tersebut, rupanya didasari oleh tiga nilai 

dasar yang harus diwujudkan dalam penerapan hukum oleh Gustav 

Radbruch, yakni: nilai keadilan (gerechtigkeit), kepastian hukum 

(rechtssicherkeit) dan kemanfaatan (zweckmassigkeit). Dalam konteks 

putusan pengadilan sebagai perwujudan penegakan hukum, maka secara 

ideal ketiga nilai dasar tersebut harus diperhatikan. Dalam menegakkan 

hukum harus ada kompromi dari ketiga unsur tersebut, yang harus 

mendapat perhatian secara seimbang. Radbruch mengajarkan bahwa dalam 

hal terjadi benturan atau ketegangan di antara ketiga tujuan itu karena 

tidak dapat diakomodasi semuanya, maka penggunaan tiga nilai dasar 

hukum tersebut harus menggunakan asas prioritas. Prioritas pertama selalu 

“keadilan”, barulah “kemanfaatan”, dan terakhir “kepastian hukum”. 

Keadilan merupakan titik sentral dalam hukum. Adapun dua aspek 
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lainnya, yakni kepastian dan kemanfaatan bukanlah unit yang berdiri 

sendiri dan terpisah dari keadilan. Kepastian dan kemanfaatan harus 

diletakkan dalam kerangka keadilan itu sendiri. Sebab tujuan keadilan 

menurut Radbruch adalah untuk memajukan kebaikan dalam hidup 

manusia. Aspek inilah yang harus mewarnai hukum. Oleh karena itu, bagi 

Radbruch, fungsi kepastian hukum tiada lain adalah memastikan bahwa 

hukum (yang berisi keadilan) benar-benar berfungsi sebagai peraturan 

yang ditaati. Dengan adanya kepastian bahwa aturan-aturan itu ditaati, 

maka keadilan benar-benar mendatangkan manfaat bagi kebaikan manusia. 

Jelas, bahwa dalam teori Radbruch tidak diijinkan adanya pertentangan 

antara keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Kepastian dan kemanfaatan, 

bukan saja harus diletakkan dalam kerangka keadilan, tetapi juga 

sebenarnya merupakan satu kesatuan dengan keadilan itu sendiri
63

.  

Pertimbangan aspek yuridis dalam putusan hakim merupakan 

aspek yang utama, mengingat dalam memutus perkara hakim akan 

berpatokan pada undang undang yang berlaku. Ini dilandasi pada 

paradigma positivisme. Paradigma ini sangat mendominasi begitu kuat 

dalam pemikiran-pemikiran hukum di Indonesia. Hukum di sini lebih 

dilihat sebagai bangunan normatif semata.Dalam penegakan hukum, 

paradigma ini melahirkan aliran legisme yang menempatkan hakim 

sebagai corong undang-undang.Implikasinya, memasuki dunia hukum 

bukan lagi medan pencarian keadilan, melainkan menjadi memasuki rimba 
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 Ahmad Rifai,  Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2010), 126. 
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peraturan, prosedur dan administrasi. Mengenai aspek filosofis, 

merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. 

Sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang 

hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya 

sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta 

kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang 

terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti  asas 

legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut 

tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.
64

 

7. Pemantauan Peradilan Perspektif Gender. 

Pemantauan peradilan berperspektif perempuan ini difokukuskan 

pada upaya mengamati jalannya sidang peradilan kasus-kasus yang 

melibatkan perempuan. Dalam persidangan terhidang fakta bagaimana 

perlakuan penegak hukum terhadap perempuan (korban). Disamping itu 

juga diamati bagaimana dampak putusan pengadilan terhadap perempuan 

yang merupakan salah satu data yang membuktikan apakah hukum sudah 

memperhatikan kepentingan perempuan. Pemantauan juga dimaksudkan 

untuk melihat apakah Konvensi CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala 

Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita) yang sudah diratifikasi dua puluh 

tahun itu, sudah meresap ke dalam benak para penegak hukum.
65

 

mengenai pertimbangan hakum yang digunakan hakim dalam 

menjatuhkan putusan penting untuk diketahui. Pertimbangan hakim tidak 
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 Ahmad Rifai, 132-133. 
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 Sulistyowati Irianto, Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif 

Perempuan, ( Jakarta: Yayasan Obor  Indonesia, 2006) 1 
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semata-mata dilandasi pandangan yang positivistik, yaitu berdasarkan 

pasal-pasal dalam undang-undang atau berdasarkan ketentuan hukum 

belaka. Akibatnya perempuan kembali dirugikan dalam posisinya sebagai 

korban atau penggugat. Putusan yang dijatuhkan hakim seharusnya 

merupakan proses persidangan. Namun bisa terjadi kondisi-kondisi yang 

terungkap dalam persidangan untuk  menjadi bahan pertimbangan. Perlu 

adanya sikap kritis para penegak hukum yaitu melakukan terobosan 

hukum baru untuk menghasilkan putusan hukum yang berkeadilan gender 

atau mengkadomodasi kepentingan perempuan. Sesuai dengan yang 

disyaratkan dalam Pasal 2 terutama bagian c dan c dari Konvensi 

Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita 

(Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against 

Women).  

Pasal 2  

Negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap 

wanita dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk 

menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa 

ditunda-tunda, kebijaksanaan menghapus diskriminasi 

terhadap wanita, dan untuk tujuan ini berusaha: 

... 

c. Menegakkan perlindungan hukum tehadp hak-hakm wanita 

atas dasar yang sama dengan kaum pria dan untuk 

menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan 

badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan kaum 

wanita yang efektif terhadap setiap tindakan diskrimanasi.  

d. Tidak melakukan suatu tindakan atau praktik diskriminasi 

terhadap kaum wanita, dan untuk menjamin bahwa pejabat-

pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga negara akan 

bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut
66

.  
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Diskriminasi menurut Pasal 1 Konvensi mengenai Penghapusan Segala 

Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita adalah setiap perbedaan, 

pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang 

memepunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan 

pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan 

kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosila siil atau 

apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, 

atas dasar persamaan antara pria dan wanita.
67
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengutamakan

deskripsi atau penjelasan dalam membangun paradigma fakta sosial sosial.

Seperti pada buku Lexy J. Moleong yang berjudul “Metode Penelitian

Kualitatif” oleh Bagdan dan Taylor yang mendefinisikan penelitian kualitatif

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa  kata-

kata  tertulis  dari perilaku  yang  diamati.68 Adapun Jenis penelitian yang

dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (Field

research) yaitu dengan melakukan penelitian secara cermat dengan langsung

terjun ke lapangan.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan pertama, pendekatan

konseptual (conceptual approach) adalah pendekatan yang dilakukan untuk

menggali prinsip-prinsip yang terdapat dalam pandangan hukum para ahli

hukum.69 Pendekatan ini dilakukan untuk memahami filosofi aturan hukum

dari waktu ke waktu dan menelaah latar belakang dan perkembangan

pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Kedua, menggunakan

pendekatan kasus (case approach) adalah pendekatan yang bertujuan untuk

mempelajari penerapan norma atau kaidah yang dilakukan dipraktik hukum

terutama kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana telah dilihat.

68Lexy J.Moleong,Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1989), 3
69 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2016) ,136

56
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Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang

telah memperoleh putusan pengadilan berkuatan hukum tetap. Dengan

menggunakan dua macam pendekatan diharapkan akan memperoleh hasil

analisa yang relevan dengan isu-isu hukum yang dihadapi.

B. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian dalam penelitian di Pengadilan Agama Bondowoso.

Pengadilan Agama Bondowoso merupakan salah satu Pengadilan Agama yang

telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian dengan sumpah

li’an. Untuk kasusnya baru diputus pada tahun 2019.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi

dalam penelitian ini sesuai dengan fokus penelitian, ada tiga data yang

diperoleh oleh penulis:

1. Data Primer.

Memperoleh sumber data yang diperoleh secara langsung dari

sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa

opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi

terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.70

Maka dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil

wawancara terhadap Majelis Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso.

Ada tiga hakim yakni Bapak Harun JP.,S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua

70 Andi Prastowo, Memahami Metode Penelitian (Yogjakarta, Ar-ruzz Media, 2011), 28
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Majelis, Bapak Drs. H Imam Khusaini sebagai Hakim Anggota dan Bapak

Drs. Zainul Fatawi, S.H sebagai Hakim Anggota.

2. Data Sekunder.

Memperoleh sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak

langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang

telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan

yang tidak dipublikasikan. 71 Maka dalam penelitian ini data selanjutkan

adalah putusan Pengadilan Agama Bondowoso dengan nomor register

perkara 0918/Pdt.G/2019/PA.Bdw tentang perceraian secara sumpah li’an.

3. Data Tersier.

Data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data

primer dan data sekunder yaitu Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Ilmiah,

buku-buku tentang Gender, buku-buku Hukum Islam, Kamus (Hukum),

ensiklopedia.

D. Teknik Pengumpulan data

Peneliti menggunakan dua teknik untuk pengambilan data yakni:

1. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa

pertanyaan sesuai dengan fokus penelitian terhadap ketiga hakim yang

telah memutus perkara perceraian sumpah li’an sesuai dengan putusan

Pengadilan Agama Nomor 0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw. Penulis

71 Prastowo, 28
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menggunakan teknik wawancara tidak struktur, penulis mengajukan

beberapa pertanyaan dengan sistem tanya jawab.

2. Dokumentasi.

Dalam mengumpulkan data penulis mengelompokkan data yang

berhubungan dengan fokus penelitian melalui dokomentasi. Dokumentasi

yang dimaksud adalah mendokomentasi data yang diperoleh secara

wawancara terhadap Majelis Hakim yang memutus perkara sumpah li’an

dengan cara merekam audio dan mencatat data yang diperoleh dari ketiga

Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso yang memutus perkara

perceraian sumpah li’an.

E. Analisis Data.

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang

dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji

data yang diperoleh72. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Analisis yang

pertama pada saat pengumpulan data sesuai dengan fokus penelitian yang

dilakukan melalui sumber-sumber yang dikumpulkan. Setelah dilakukan

pengumpulan data maka yang kedua yaitu menganalisis kembali data yang

terkumpul yang berupa data mentah yang harus ditentukan hubungan satu

sama lain. Namun, data yang terkumpul tersebut belum tentu menjawab

seluruh permasalahan yang telah di rumuskan dalam penelitian. Maka analisis

selanjutnya, dengan model ini menggunakan tiga tahap yaitu:

72 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), 270
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1. Reduksi data, pada tahap ini penulis melakukan pemilihan, pemfokusan,

penyederhanaan dan pentrasformasian data mentah ke dalam catatan-

catatan tertulis. Tujuan pada tahap ini adalah untuk mendapatkan temuan-

temuan yang berdasarkan fokus penelitian.

2. Display data, pada tahap ini penulis melakukan data yang sudah direduksi

kemudian didisplay dengan tujuan agar memberikan pemahaman terhadap

data yang diperoleh.

3. Penarikan kesimpulan, pada tahap ini penulis setelah melakukan reduksi

data, display data maka dilakukan penarikan kesimpulan dari data-data

yang telah diteliti, dari kesimpulan tersebut peneliti dapat menemukan

penemuan baru dalam penelitian.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang

dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji

data yang diperoleh.73 Untuk memeriksa keabsahan data, maka penulis

menggunakan teknik triangulasi, yaitu pengecekan dengan cara pemeriksaan

ulang, baik sebelum dan atau sesudah data dianalisis.74 Teknik triangulasi data

dapat disebut juga triangulasi sumber. Penelitian ini menggunakan triangulasi

sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah

diperoleh melalui beberapa sumber. Cara ini mengarahkan penulis agar di

dalam mengumpulkan data, ia berusaha menggunakan berbagai sumber yang

ada.

73 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014), 270
74 Nusa Putra, Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012),

103.
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G. Tahap-tahap Penelitian.

Pada tahap ini menguraikan pelaksanaan penelitian yang akan

dilakukan oleh penulis.

1. Tahap pra riset.

a. Tahap awal yang dilakukan oleh penulis yakni mengindetifikasi

masalah dan menyusun judul penelitian. Selanjutkan, penulis

mengajukan judul penelitian ke Fakultas Syariah IAIN Jember. Dari

tiga judul yang diajukan, satu judul yang lolos sidang judul yakni

“Analisis Putusan Pengadilan Agama Bondowoso nomor

0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw tentang Perceraian Sumpah Li’an Perspektif

Gender”.

b. Tahap kedua yang dilakukan oleh penulis adalah proses penyususan

proposal penelitian dengan menganalisis terhadap objek yang diteliti.

Selanjutkan proposal yang telah dibuat diujikan dengan dihadiri oleh

dosen pembimbing dan audiens dari mahasiswa Fakultas Syariah dan

Fakultas lainnya di IAIN Jember.

c. Mengajukan surat penelitian ke Pengadilan Agama Bondowoso

ditujukan kepada Ketua Pengadilan, agar memperoleh izin untuk

malakukan penelitian.

2. Tahap riset.

a. Pertama, melakukan wawancara kepada Majelis Hakim yang pernah

memutus perkara sumpah li’an. Ketiga hakim tersebut adalah Bapak

Harun JP.,S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Bapak Drs. H Imam
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Khusaini sebagai Hakim Anggota dan Bapak Drs. Zainul Fatawi, S.H

sebagai Hakim Anggota.

b. Mencari data melalui literatur-literatur yang sesuai denga fokus

penelitian.

c. Setelah data terkumpul penulis menguji data menggunakan metode

penelitian untuk diuji kredibilitasnya dan dianalisa.

3. Paska riset

a. Pada tahap ini peneliti melakukan penulisan laporan atau penulisan hasil

penelitian. Data-data yang terkumpul disistematiskan ke dalam bentuk

karya ilmiah.

b. Setelah penulisan laporan atau hasil penelitian selesai, selanjutnya

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Dosen akan memberikan

revisi atau saran mengenai hasil dari penelitian.

c. Tahap selanjutnya laporan yang telah direvisi diberi persetujuan oleh

dosen pembimbing untuk disidangkan.
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BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian.

Lokasi yang digunakan sebagai penelitian adalah Pengadilan Agama

Bondowoso Kelas IB. Adapun profil dari Pengadilan Agama Bondowoso

adalah sebagai berikut:

Nama Organisasi : Pengadilan Agama Bondowoso

Alamat : Jl. Jaksa Agung

No Telpon : 0332 421862

Fax : 0332 420457

Email : pabondowoso@gmail.com

Website : http://pa-bondowoso.go.id

Visi : Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur

Pengadilan Agama Bondowoso yang Profesional

dan Akuntable Menuju Badan Peradilan

Indonesia yang Agung

Misi : 1. Menjaga Kemandirian Aparatur Pengadilan

Agama Bondowoso

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Hukum

yang Berkeadilan, Kredibel dan Transparan

3. Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan

4. Mewujudkan Kesatuan Hukum, sehingga

diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat

Motto : Pengadilan Agama Bondowoso LUAR BIASA

Lancar Unggul Amanah Responsif Bersih

Integritas Akuntabel Santun Aman

Maklumat

Pelayanan

: Pengadilan Agama Bondowoso bertekad

memberikan pelayanan peradilan yang mandiri,

63
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profesional dan transparan menuju peradilan

yang berwibawa dan bermartabat dengan

mengutamakan kepuasan pencari keadilan. Serta

senantiasa melakukan perbaikan yang

berkesinambungan melalui implementasi

Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Peradilan

Agama

Kebijakan Mutu : 1. Menciptakan pelayanan keadilan yang cepat,

jujur, bersih, profesional dan independen.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur

Pengadilan Agama Bondowoso melalui

pendidikan dan pelatihan.

3. Meningkatkan ketertiban proses administrasi

dan manajemen peradilan yang efektif dan

efisien.

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang

mendukung proses kegiatan pelayanan

peradilan yang berbasis Akreditasi

Penjaminan Mutu (APM) Peradilan Agama

Pengadilan Agama Bondowoso merupakan Pengadilan Agama Kelas

IB yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang

dibentuk dan berdiri secara kelembagaan bersamaan dengan berdirinya

Pengadilan Agama lain berdasarkan Staatblad 1882 No. 152 Jo STBL tahun

1937 Nomor 116 dan 610 serta SK Menteri Agama Nomor  5 tahun 1952

tanggal 1  Maret 1952.

Pengadilan Agama Bondowoso beralamat di Jl. Santawi No. 94-A,

Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso,

Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Bondowoso adalah salah satu kabupaten



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

65

dalam lingkup Propinsi Jawa Timur yang terletak di bagian timur Pulau Jawa

yang dikenal dengan sebutan daerah Tapal Kuda dengan Ibukota  Bondowoso

dengan luas wilayah 1.560,10 km2 yang secara geografis berada pada

koordinat antara 113°48′10″ – 113°48′26″ BT dan 7°50′10″ – 7°56′41″ LS.

Kabupaten Bondowoso memiliki suhu udara yang cukup sejuk berkisar 15,40

0C – 25,10 0C, karena berada di antara pegunungan Kendeng Utara dengan

puncaknya Gunung Raung, Gunung Ijen dan sebagainya di sebelah timur serta

kaki pengunungan Hyang dengan puncak Gunung Argopuro, Gunung Krincing

dan Gunung Kilap di sebelah barat. Sedangkan di sebelah utara terdapat

Gunung Alas Sereh, Gunung Biser dan Gunung Bendusa.

Batas Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bondowoso :

1. Sebelah Utara Wilayah Hukum PA Situbondo

2. Sebelah Timur Wilayah Hukum PA Situbondo dan PA Banyuwangi

3. Sebelah Selatan Wilayah Hukum PA Jember

4. Sebelah Barat Wilayah Hukum PA Situbondo dan PA Kraksaan

Secara khusus pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama

Bondowoso terdiri dari 23 (dua puluh tiga) Kecamatan antara lain:

1. Kecamatan Bondowoso, terdiri dari 11 (sebelas) desa

2. Kecamatan Binakal, terdiri dari 8 (delapan) desa

3. Kecamatan Botolinggo, terdiri dari 8 (delapan) desa

4. Kecamatan Cermee, terdiri dari 15 (lima belas) desa

5. Kecamatan Curahdami, terdiri dari 12 (dua belas) desa

6. Kecamatan Grujugan, terdiri dari 11 (sebelas) desa
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7. Kecamatan Ijen, terdiri dari 6 (enam) desa

8. Kecamatan Jambesari Darus Sholah, terdiri dari 9 (sembilan) desa

9. Kecamatan Klabang, terdiri dari 11 (sebelas) desa

10. Kecamatan Maesan, terdiri dari 12 (dua belas) desa

11. Kecamatan Pakem, terdiri dari 8 (delapan) desa

12. Kecamatan Prajekan, terdiri dari 7 (tujuh) desa

13. Kecamatan Pujer, terdiri dari 11 (sebelas) desa

14. Kecamatan Sukosari, terdiri dari 4 (empat) desa

15. Kecamatan Sumberwringin, terdiri dari 6 (enam) desa

16. Kecamatan Tamankrocok, terdiri dari 7 (tujuh) desa

17. Kecamatan Tamanan, terdiri dari 9 (sembilan) desa

18. Kecamatan Tapen, terdiri dari 9 (sembilan) desa

19. Kecamatan Tegalampel, terdiri dari 7 (tujuh) desa

20. Kecamatan Tenggarang, terdiri dari 12 (dua belas) desa

21. Kecamatan Tlogosari, terdiri dari 10 (sepuluh) desa

22. Kecamatan Wonosari, terdiri dari 12 (dua belas) desa

23. Kecamatan Wringin, terdiri dari 13 (tiga belas) desa

Pengadilan Agama Bondowoso merupakan salah satu pelaksana

kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang

beragama Islam yang menangani perkara perdata khusus sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan  Undang-Undang

Nomor 3 tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50

tahun 2009. Produk dan pelayanan Pengadilan Agama Bondowoso terdiri dari:
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1. Perkawinan

a. Izin beristri lebih dari seorang;

b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21

(dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam

garis lurus ada perbedaan pendapat;

c. Dispensasi kawin;

d. Pencegahan perkawinan;

e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

f. Pembatalan perkawinan;

g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;

h. Perceraian karena talak;

i. Gugatan perceraian;

j. Penyelesaian harta bersama;

k. Penguasaan anak-anak;

l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana

bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya;

m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada

bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;

n. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;

o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;

p. Pencabutan kekuasaan wali;

q. Penunjukan orang lain sebagai wall oleh pengadilan dalam hal

kekuasaan seorang wali dicabut;
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r. Penunjukan seorang wall dalam hal seorang anak yang belum cult-up

umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;

s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada

di bawah kekuasaannya;

t. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak

berdasarkan hukum Islam;

u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk

melakukan perkawinan campuran;

v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan

menurut peraturan yang lain.

2. Ekonomi Syari’ah

a. Bank syari’ah

b. Bisnis syari’ah

c. Asuransi syari’ah

d. Sekuritas syari’ah

e. Pegadaian syari’ah

f. Reasuransi syari’ah

g. Reksadana syari’ah

h. Pembiayaan syari’ah

i. Lembaga keuangan mikro syari’ah

j. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah

k. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah
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3. Waris

a. Gugat waris

b. Penetapam ahli waris

4. Infaq

5. Hibah

6. Waqaf

7. Wasiat

8. Zakat

9. Shadaqah, dll

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan  Agama

Bondowoso mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili

perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama

Bondowoso di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-

Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006);

b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan

tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh

jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989

jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan

administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala

oleh Hakim Pengawas Bidang;
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c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan

petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis

yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide:

Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006);

d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi

kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi,

perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi

peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum

kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Bondowoso

(Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);

e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan

nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah

hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan

penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991. Masa

Kepemimpinan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso adalah sebagai

berikut:

a) K.H. Ahmad Muhammad : 1952 – 1958

b) K.H. Mursid : 1958 – 1959

c) K.H. Rahmatullah : 1959 – 1974
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d) HR. Danial Adimenggala : 1974 – 1975

e) Drs. Muhsinun : 1975 – 1979

f) Drs. A. Kamil : 1979 - 1984

g) Drs. Siato,  S.H. : 1984 – 1995

h) Drs. Moh. Munawar : 1996 – 2002

i) Drs. Sudirman , S.H. : 2002 – 2004

j) Drs. H. Moh. Chamid, S.H. : 2004 – 2006

k) H. Supangkat, S.H., M.Hum : 2006 – 2010

l) Drs. M. Shaleh, M.Mum. : 2010 – 2012

m) Drs. H. Ahmad Husni Tamrin, M.H. : 2012 – 2016

n) Drs. H. Thabrani, S.H., M.H. : 2016 – 2018

o) Drs. Aminuddin : 2018 – 2020

p) Drs. H. Nur Chozin., M.Hum. : 2020 – Sekarang.

B. Penyajian Data dan Analisis.

Pada bagian ini penulis akan menguaraikan dara-data yang diperoleh

dari data primer, sukunder dan tersier. Adapun untuk memperoleh data, penulis

menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dalam penyajian data dan

analisis penulis memperoleh tiga data pertama, data yang diperoleh dari

sembilan putusan tentang perceraian dengan sumpah li’an. Data putusan ini

hanya difokuskan pada satu putusan saja sesuai dengan fokus penelitian yakni

Putusan Pengadilan Agama yang terdaftar pada tanggal 24 Juni 2019 dengan

nomor  register perkara 0918Pdt.G.2019/PA.Bdw. kedua, diperoleh dari hasil
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wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso yang telah

memutus perkara perceraian dengan sumpah li’an.

Ada delapan putusan tentang perceraian sumpah li’an diantaranya

adalah tiga putusan diterima atau diputus secara sumpah li’an, satu putusan

dicabut oleh pemohon dan empat putusan ditolak atau tidak diputus secara

sumpah li’an. Adapun penjelasan dari sembilan putusan tersebut sebagai

berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama Bondowoso dengan nomor perkara

0918/Pdt.G/2019/PA.Bdw. Majelis Hakim menerima gugatan rekonvensi

pemohon dengan dalil-dalil pengingkaran anak. Karena adanya

pengingkaran anak dari pemohon terhadap anak yang telah dilahirkan oleh

termohon maka Majelis Hakim memutus perkara ini secara sumpah li’an.

2. Putusan Pengadilan Agama Pasuruan dengan nomor perkara

0463/Pdt.G/2017/PA.Pas Majelis Hakim menerima gugatan rekonvensi

pemohon dengan dalil-dalil pengingkaran anak. Karena adanya

pengingkaran anak dari pemohon terhadap anak yang telah dilahirkan oleh

termohon maka Majelis Hakim memutus perkara ini secara sumpah li’an.

3. Putusan Pengadilan Agama Palembang dengan nomor perkara

0397/Pdt.G/2012/PA.Plg Majelis Hakim menerima gugatan pemohon

dengan dalil-dalil bahwa termohon telah melakukan perbuatan dosa yang

dimurkai Allah yakni melakukan  hubungan dengan laki-laki selain

pemohon dan sepatutnya Pengadilan Agama Palembang memutus perkara

ini dengan sumpah li’an.
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4. Putusan Pengadilan Agama Palembang dengan nomor perkara

0563/Pdt.G/2014/PA.Plg pemohon mengajukan permohonan dengan dalil-

dalil putusanya perkawinan ini diputus dengan sumpah li’an akan tetapi

setelah pemeriksaan perkara sampai dengan jawaban tergugat pemohon

mencabut permohonannya dan Majelis Hakim mengabulkan.

5. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan nomor register

perkara 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg Majelis Hakim menolak perceraian ini

diputus secara sumpah li’an dikarenakan dalil-dalil pemohon dengan

pernyataan pengingkaran anak ini terbukti bahwa gugutan penggugat untuk

mengingkari anaknya sudah kadaluwarsa dan oleh karenanya haruslah

ditolak.

6. Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa dengan nomor perkara

0173/Pdt.G/2015/MS.Lgs Majelis Hakim menolak dikarenakan gugatan

yang diajukan oleh pemohon adalah suaminya yang melakukan zina atau

pelecehan seksual terhadap anaknya sendiri maka dalam hal ini apabila istri

yang menuduh suami berzina tidak bisa dikategorikan dengan perkara

sumpah li’an. Dengan ini majelis hakim menolak.

7. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan nomor perkara

10/Pdt.G/2014/PTA.Yk Majelis Hakim menolak dikarenakan gugatan yang

diajukan oleh pemohon adalah suaminya yang melakukan zina atau

pelecehan seksual terhadap anaknya sendiri maka dalam hal ini apabila istri

yang menuduh suami berzina tidak bisa dikategorikan dengan perkara

sumpah li’an. Dengan ini Majelis Hakim menolak.
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8. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan nomor perkara

49/Pdt.G/2008/PTA.Btn Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini dasar

perceraiannya adalah sering terjadi pertengkaran bukan karena li’an maka

Majelis Hakim memutus perkara ini tidak secara sumpah li’an.

Putusan Pengadilan Agama yang terdaftar pada tanggal 24 Juni 2019

dengan nomor  register perkara 0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw. Pemohon

mengajukan cerai talak dengan dalil-dalil bahwa pemohon dan termohon telah

melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 14 Maret tahun 2016 yang

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Maesan Kabupaten Bondowoso dengan kutipan Akta Nikah Nomor:

No.0086010/III/2016 tanggal 14 Maret tahun 2016. Setelah akad nikah

pemohon dan termohon tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri.

Pemohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sumber

Pakem Dusun Talang RT.02 RW.01 Kecamatan  Maesan Kabupaten

Bondowoso, sedangkan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Desa

Pakuniran Rt.14/Rw.05 Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso. Pada

awalnya sekitar bulan September Tahun 2015 pemohon dan termohon

berpacaran namun hubungan pacaran antara pemohon dan termohon sangat

singkat yaitu hanya berjalan ± sepuluh hari saja, kerena di ketahui termohon

mempunyai lebih dari satu pacar, akhirnya pada bulan September tahun 2015

itu pula pemohon memutuskan hubungan berpacaran dengan termohon. Sekitar

Bulan Nopember tahun 2015, pemohon dituduh menghamili termohon dan

sempat termohon dan orang tua termohon melaporkan pemohon ke kantor
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polisi, yang sewaktu itu termohon meminta pertanggung jawaban pemohon

untuk mengawini termohon. Bahwa sewaktu proses hukum di Polres

Bondwoso, orang tua pemohon mengatakan kepada pemohon, dengan berkata

“yang penting anakku ada yang bertanggung jawab untuk mengawini setelah

perkawinan terserahlah....” akhirnya pemohon di bawah tekanan spikologis

dengan sangat terpaksa pemohon mengawini termohon pada tanggal 14 Maret

tahun 2016. Sejak terjadinya perkawinan pada tanggal 14 Maret tahun 2016

tesebut antara pemohon dan termohon tidak pernah berkumpul satu rumah dan

tidak pernah besetubuh layaknya sebagai suami isteri, namun selang satu bulan

kemudian setelah perkawinan tersebut tepatnya pada bulan april tahun 2016,

termohon melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama: Anaknya Asli

yang sekarang berumur ± dua setengah tahun yang dalam asuhan termohon.

Perkawinan antara pemohon dan termohon terjadi karena atas tekanan dan

keterpaksaan, dan pemohon tidak pernah mencintai termohon, sehingga atas

ikatan perkawinan yang demikian itu sungguh menyiksa lahir batin pemohon

yang menurut pemohon perceraian merupakan jalan terbaik antara pemohon

dan termohon75.

Akan tetapi dalil-dalil tersebut di atas termohon menolak dengan tegas

seluruh dalil-dalil cerai talak pemohon kecuali yang dengan tegas diakui oleh

termohon. Termohon sangat keberataan dengan perceraian ini karena termohon

merasa tidak bersalah dan bahkan sebenarnya kesalahan ada pada pihak

Pemohon. Pemohon sejak selesai akad nikah hingga sekarang telah

75 Putusan Pengadilan Agama Bondowoso, No. 0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw.
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menelantarkan termohon sebagai istri sah dari pemohon. Menurut termohon

pemohon dan termohon adalah sepasang kekasih yang mana hubungan pacaran

tersebut dilakukan di tahun 2015 jadi sebelum nikah telah melalui masa-masa

pacaran yang cukup lama. Pengakuan dari termohon pemohon telah

menelantarkan kehidupan termohon beserta anaknya yakni dengan tidak

memberikan nafkah sehingga pemohon mengajukan cerai talak hanya ingin

melepas tanggung jawab sebagai suami terhadap termohon sebagai istri dan

anaknya. Dengan penelantaran pemohon sangat menyakitkan hati termohon

dan anaknya. Mengenai anak yang lahir termohon menyampaikan bahwa anak

tersebut adalah anak kandung pemohon karena selama ini termohon hanya

melakukan hubungan layaknya suami istri hanya dengan pemohon.76

Dalam jawaban replik konpensi pemohon tetap dengan gugatan

pemohon. Penyataan termohon yang pada pokoknya “kesalahan ada di pihak

pemohon dan pemohon dianggap melepaskan tanggung jawab terhadap

termohon”. Pernyataan tersebut menurut pemohon tidak benar, dikarenakan

pemohon dan termohon hanya berpacaran 10 hari, kemudian diketahui oleh

pemohon lewat handphone termohon ada chatting dari pria lain yang sewaktu

ditanyakan oleh pemohon termohon tidak menjawabnya. Kemudian atas

kecurigaan bahwa termohon mempunyai lelaki lain, akhirnya pemohon

memcari informasi jikalau termohon mempunyai pacar lebih dari satu laki-laki.

Atas informasi tersebut pemohon memutuskan berpacaran dengan termohon,

namun selang beberapa bulan kemudian pemohon dituduh menghamili

76 Putusan Pengadilan Agama Bondowoso, No. 0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw.
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termohon dan dilaporkan ke Polres Bondowoso untuk meminta pertanggung

jawaban pemohon untuk mengawini termohon. Dikarenakan pemohon merasa

terintimidasi dan di bawah ancaman dengan terpaksa pemohon mengawini

termohon, namun sejak perkawinan tersebut pemohon tidak merasa bahagia

dengan terjadinya perkawinan antara pemohon dan termohon. Pemohon

mengakui bahwa pemohon melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan

termohon, namun pemohon melakukan hubungan badan dengan termohon

hanya 2 (dua) kali dan sperma milik pemohon dikeluarkan di luar tubuh

pemohon, sehingga pemohon tidak yakin anak yang telah dilahirkan termohon

adalah anak kandung dari pemohon. Keraguan pemohon juga didasarkan pada

saat berpacaran termohon menduakan cinta pemohon dan pemohon mengetahui

bahwa tergugat mempunyai pergaulan yang begitu bebas dengan teman-teman

geng motor balap di daerah Kecamatan Maesan. Dalil-dalil dari pemohon juga

di perkuat oleh keterangan bukti saksi yaitu dari ibu kandung pemohon,

tetangga dan ayah tiri pemohon. Begitu sebaliknya dalil-dalil termohon juga

diperkuat dengan bukti saksi dari ayah kandung termohon dan paman

termohon. 77

Maka dalam hal ini hakim memberikan pertimbangan hukumnya

yakni bahwa  perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menjadi

kewenangan Pengadilan Agama Bondowoso sesuai dengan ketentuan Pasal 49

huruf  a UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama seabagaimana telah

diubah dengan UU  No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No 50 Tahun 2009,

77 Putusan Pengadilan Agama Bondowoso, No. 0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw.



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

78

dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

yang berlaku.

Menurut pasal 39 Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 115

Kompilasi Hukum Islam dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Majelis Hakim

telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil,

serta telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk

melakukan mediasi sebagaimana diperintahkan dalam PERMA No. 1 Tahun

2016, dan kedua belah pihak yang berperkara telah melakukan mediasi dengan

mediator H. Syamsul Hadi, S.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil sesuai

laporan mediasi tanggal 20 Agustus 2019. Termohon membantah dalil

pemohon yang tidak yakin jika anak yang bernama Anaknya Asli adalah anak

kandung pemohon sehingga dalil ini sangat membuat sakit hati termohon dan

tuduhan fitnah pemohon tidak berdasarkan hukum (fitnah itu lebih kejam dari

pembunuhan). Bahwa secara hukum terhadap pengingkaran adanya anak

telah diatur dengan tata cara Li’an. Untuk mendukung dalil permohonannya

pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2., alat bukti mana merupakan

akta otentik dan telah dicocokkan sesuai aslinya serta telah bermaterai cukup.

Sehingga menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat Formil dan materill

sebagai alat bukti, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk

dipertimbangkan dalam perkara. Selain itu Pemohon telah mengajukan 3 (tiga)

orang saksi yang mana telah cakap hukum dan memberikan keterangan di

depan sidang di  bawah sumpah, dan keterangannya didasarkan pada kenyataan
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yang dialami, dilihat dan didengar sendiri, serta keterangan saksi satu dengan

lainnya saling berkaitan dan saling mendukung. Sehingga menurut Majelis

Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga

alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara78.

Berdasarkan fakta-fakta selama persidangan, maka Majelis Hakim

berkesimpulan antara pemohon dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

terus menurus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah

tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang

bahagia dan sakinah atas dasar mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang

dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3

Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat terwujud. Mengenai dalil

pemohon yang menyatakan termohon punya lebih dari satu pacar dan tidak

meyakini (mengingkari) anak yang dilahirkan oleh termohon. Dalil mana yang

telah dibantah oleh pemohon dengan menyatakan “Bahwa secara hukum

terhadap pengingkaran adanya anak telah diatur dengan tata cara Li’an”.

Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 126 li’an terjadi

karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam

kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya sedangkan istri menolak tuduhan

dan atau pengingkaran tersebut. Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat

dalam perkara ini dapat diterapkan prosedur li’an. Berdasarkan ketentuan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 87 (1)

apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak

78 Putusan Pengadilan Agama Bondowoso, No. 0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw.
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melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi

bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan

Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada

pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi

diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau

tergugat maka Hakim karena jabatannya dapat  menyuruh pemohon atau

penggugat untuk bersumpah. Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan

pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama. Pasal 88 (1)

Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1)

dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara

lain. (2) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1)

dilakukan oleh istri  maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara

yang berlaku. Berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah

dipertimbangkan ternyata pemohon tidak dapat melengkapi bukti-bukti

tentang tuduhan termohon yang mempunyai lebih dari satu pacar dan

pengingkaran terhadap anak yang dilahirkan termohon. Sedang termohon

menyanggah alasan tersebut, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa

permohonan cerai Pemohon bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya

peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon maupun

dari termohon. Oleh karena itu Majelis Hakim secara ex offisio telah

memerintahkan kepada pemohon Konvensi dan termohon Konvensi untuk

bersumpah li’an. 79

79 Putusan Pengadilan Agama Bondowoso, No. 0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw.
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Berdasarkan ketentuan Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam Tata cara

li’an diatur sebagai berikut:

a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau

pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “latnat

Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”.

b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah

empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak

benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya:

“tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”.

c. Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak

terpisahkan.

d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka

dianggap tidak terjadi li’an.

e. Pasal 128 li’an hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan

Agama80.

Berdasarkan berita acara sidang Tanggal 12 Nopember 2019 pemohon

dan termohon telah mengucapkan sumpah li’an dan sesuai dengan ketentuan

dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 125 li’an menyebabkan putusnya

perkawinan antara suami untuk selama-lamanya. Dan oleh karena pemohon

dan termohon telah mengucapkan sumpah li’an, maka berdasarkan ketentuan

hukum Islam Pengadilan Agama Bondowoso cq Majelis Hakim harus

menyatakan perkawinan antara pemohon dan termohon telah putus karena

80 Putusan Pengadilan Agama Bondowoso, No. 0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw.
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perceraian li’an. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka sesuai

ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan, akan tetapi oleh karena

perceraian ini terjadi karena. Li’an, maka Majelis Hakim berpendapat

Pengadilan tidak perlu menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak bagi

pemohon terhadap termohon sebagaimana diatur dalam pasal 70 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Bahwa

pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar’i dalam Al-

Qur’an Surah Al Baqarah ayat 227:

      
Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.81

Bahwa dalam perkara ini telah diterapkan prosedur li’an dan kedua

belah pihak yang berperakara telah mengucapkan sumpah li’an sehingga

berdasrkan dalil-dalil syar’i li’an dalam perkara ini membawa akibat hukum

pada pokoknya:

1) Perceraian antara pemohon dengan termohon putus karena talak ba’in.

2) Haram bagi pemohon dengan termohon melakukan hubungan suami istri

dan perkawinan antara pemohon dengan termohon telah putus untuk

selama-lamanya, atau pemohon dan termohon tidak boleh rujuk atau

menikah lagi untuk selama-lamanya.

81 Al-Qur’an, 2: 227
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3) Putus hubungan nasab antara bernama Anaknya Asli dengan Pemohon,

atau anak tersebut dinasabkan pada termohon saja.

4) Pemohon terbebas dari kewajiban memberikan nafkah kepada termohon82.

Maka berdasarkan ketentuan pasal 162 Kompilasi Hukum Islam,

bahwa anak yang di kandung atau dilahirkan oleh termohon (akibat li’an) tidak

ada hubungan nasab dengan pemohon melainkan hanya ada hubungan perdata

dan nasab dengan ibunya. Tentang gugatan rekonvensi dari termohon tentang

nafkah Mut’ah layaknya sedikitnya Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).

Maka fakta adanya pengakuan dari pemohon bahwa ia telah melakukan

hubungan layaknya suami istri dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon

Konvensi sebanyak 2 kali sebelum perkawinan dilakukan, meskipun menurut

pemohon spermanya dikeluarkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa termohon

sekarang ini telah dalam keadaan ba’da dukhul, sehingga berdasarkan

ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a pemohon berkewajiban

memberikan mut’ah yang layak untuk termohon. Mengenai mut’ah yang layak

bagi termohon sebesar Rp.70.000.000,- ternyata tidak didukung dengan alat

bukti tentang penghasilan/kemampuan pemohon sehingga Majelis Hakim

berpendapat sesuai dengan keadaan perkawinan antara pemohon dengan

termohon. Tergugat layak dibebani membayar mut’ah berupa uang sebesar Rp.

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada termohon. Berdasarkan fakta

pengakuan pemohon dan termohon bahwa sesudah akad nikah tidak pernah

melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan tidak pernah tinggal

82 Putusan Pengadilan Agama Bondowoso, No. 0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw.
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dalam satu rumah, Majelis Hakim berpendapat dalam perkawinan antara

pemohon dengan termohon belum ada tamkin sempurna dari termohon,

sehingga berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 5, dan

Pasal 162 maka tidak ada kewajiban pemohon atas nafkah madhiyah, kiswah

dan maskah bagi termohon. Mengenai gugatan rekonvensi dari termohon

mengenai nafkah Iddah perbulan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta

rupiah). Oleh karena antara pemohon dan termohon telah terjadi li’an dan talak

ini termasuk talak bain, maka berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam

Pasal 149 huruf b dan Pasal 162, bahwa bekas suami terbebas dari kewajiban

memberikan nafkah iddah kepada bekas istri. Mengenai gugatan rekonvensi

termohon mengenai biaya pemeliharaan anak/ Nafkah Hadhanah untuk 1 (satu)

orang anak sedikitnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga

anak dewasa. Oleh karena antara Pemohon dan termohon telah terjadi li’an,

maka  berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 162 Pemohon

terbebas dari kewajiban memberi nafkah kepada anak termohon. Bahwa

pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil Syar’i dalam

Kompilasi Hukum Islam pasal 43 (1), 70 huruf b., 125, 162, 163 (2) huruf b.,

dan Hadist Nabi SAW.83

Artinya: “Seorang suami yang meli’an istrinya, lalu suami tidak mengakui

anaknya, maka diceraikan antara keduanya dan mengikutkan anaknya kepada

ibunya” (HR.Bukhari).

83 Putusan Pengadilan Agama Bondowoso, No. 0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw.
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Sesuai dengan uraian putusan Pengadilan Agama Bondowoso di atas,

peneliti membuat daftar pertanyaan yang mana pertanyaan tersebut langsung

dijawab oleh ketiga Hakim yang memutus perkara perceraian dengan sumpah

li’an. Berikut peneliti meyajikan data sesuai dengan fokus penelitian secara

berurutan.

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor

Pdt.G.2019/PA.Bdw tentang  perceraian dengan sumpah li’an?

Sebelum membahas mengenai pertimbangan hakim, terlebih harus

mengetahui konsep li’an menurut ketiga hakim yang telah memutus perkara

perceraian dengan sumpah li’an. Menurut Harun JP, selaku hakim ketua

dalam memutus perkara perceraian dengan sumpah li’an ini yakni konsep

li’an adalah menuduh istri berzina atau mengingkari anak seperti

pernyataannya sebagai berikut:

“Perceraian dengan sumpah li’an dapat terjadi apabila suami
menuduh istri berzina atau mengingkari anak yang dikandung oleh
istri. Apabila suami hanya menuduh istrinya berzina maka sudah
terjadi li’an tanpa pengingkaran anak atau hanya pengingkaran anak
saja bisa terjadi li’an. Tidak harus keduanya terjadi”84.

Menurut Zainul Fatawi selaku hakim anggota konsep li’an sudah

sesuai yang diatur dengan hukum islam yakni berdasarkan al-qur’an.

“Mengenai konsep li’an sudah jelas dan sesuai dengan yang diatur di
Al-Qur’an”.85

Perceraian sumpah li’an ini masih tabu dimasyarakat, banyak

masyarakat yang belum memahami perceraian secara sumpah li’an. Dalam

84 Harun JP., S.Ag.,M.H.I, Wawancara, 18 Maret 2020.
85 Drs. Zainul Fatawi., S.H, Wawancara, 04 Juni 2020
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perkara tersebut awalnya pemohon mengajukan surat permohonan dengan

carai talak yakni perceraian biasa akan tetapi setelah perkara ini diperiksa

dengan adanya gugatan rekonvensi maka perkara yang awalnya perceraian

biasa berubah menjadi perceraian dengan sumpah li’an dikarekan pemohon

mengingkari anak yang dilahirkan oleh termohon. Sesuai dengan pernyataan

Imam Khusaini selaku hakim anggota dalam perkara tersebut sebagai

berikut:

“Masyarakat tidak memahami perceraian secara sumpah li’an
masyarakat hanya memahami perceraian biasa saja, seperti perkara
yang pernah saya putus ini, awalnya mengajukan perceraian dengan
permohonan cerai talak.Produk pengadilannya atau akta cerainya
sama dengan akta perceraian pada umumnya, tidak ditulis dengan
cerai karna sumpah li’an. Hanya saja isi dari putusannya adalah
nasab anak ikut ibunya, jadi dalam akta kelahiran harus ditulis nama
ibu saja.”86

Mengenai akta kelahiran anak apabila perceraian dengan sumpah

li’an disini harus jeli dan hati-hati. Karena nasab anak sudah putus dengan

suaminya maka hanya nama istri saja yang tertulis di akta kelahiran anak

jangan sampai nama suami atau ayah masih ditulis di akta kelahiran anak.

Karena penulisan akta ini sangat berpengaruh bagi anak perempuan yang

nantinya akan menikah dan membutuhkan wali dan juga mengenai waris.

Pengingkaran anak yang dilakukan oleh suami sesuai dengan

putusan yang penulis analisis. Anak yang dilahirkan oleh termohon adalah

anak diluar nikah. Jadi apabila anak diluar nikah tentunya sudah putus

nasabnya dengan ayahnya. Akan tetapi disini ada pertimbangan yaitu sesuai

dengan peraturan Menteri Agama, apabila ada seorang anak diluar nikah

86 Drs. H Imam Khusaini, Wawancara, 04 Juni 2020.



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

87

apabila selisih perkawinannya dengan kelahiran anak kurang dari enam

bulan dapat diingkari oleh suami dan menjadi anak ibu. Apabila lebih dari

enam bulan bisa diisbatkan ke bapaknnya walaupun pembuahannya

dilakukan sebelum menikah. Maka dalam perkara ini anak yang dilahirkan

oleh termohon nasabnya belum terputus terhadap bapaknya atau pemohon.

Akta kelahiran yang diajukan oleh pemohon masih tertulis anak tersebut

adalah anak pemohon dan termohon. Dalam hal ini pemohon mengingkari

anak yang terlahir dari termohon. Sesuai dengan pernyataan Harun JP

selaku hakim ketua dan Imam Khusaini selaku hakim anggota sebagai

berikut:

“Sesuai dengan peraturan Menteri Agama apabila anak yang lahir
antara perkawinan dengan kelahirannya selisih lebih dari enam bulan
maka bapak yang menghamili adalah bapaknya. Tidak semua anak
yang diluar nikah itu tidak bisa dinasabkan dengan bapaknya. Akan
tetapi dalam Undang-undang perkawinan masih global tidak diatur
secara rinci. Menurut hakikat apabila pembuahan dilakukan sebelum
menikah bukan anaknya, karena menurut Mazhab Syafi’i harus
berdasarkan syar’i hubungan suami istri harus syar’i. Jadi apabila
hubungan suami istri dilakukan sebelum menikah tidak syar’i.”87

Adapun yang dimaksud saksi dalam perceraian sumpah li’an

menurut Harun JP tidak mutlak empat orang saksi. Dijaman saat ini banyak

perubahan jaman semakin modern, membuktikan dengan empat orang saksi

tentunya sangat sulit. Sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Apabila menuduh zina, seperti suami menangkap basah istrinya
dirumahnya bisa diarahkan ke li’an. Sebenarnya apabila hukum bisa
berkembang karena itu tertangkap basah apa harus dengan empat
orang saksi?. Dikatakan saksi apabila orang tersebut yang
mengetahui, lantas apabila tidak ada empat saksi itu bisa dibuktikan
dengan lainnya?. Padahal pada jaman sekarang tanpa empat orang

87 Harun JP, S.Ag.,M.H.I dan Drs. H Imam Khusaini, Wawancara, 04 Juni 2020.
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saksi dengan bukti rekaman, bukti foto sudah bukti bisa dijadikan
bukti. Dalam yurisprudensi baik dalam hadits ataupun hukum pidana
itu, jika dua orang yang bukan muhrim dalam satu kamar maka
dianggap sudah melakukan. Maka seharusnya empat orang saksi
dalam hal ini tidak mutlak. Saksi disini yang melihat dia masuk
kamar. Apabila tertangkap basah dihotel yang bisa dijadikan saksi
adalah satu dua orang yang mengetahui orang tersebut masuk kamar.
Dan apabila dijaman sekarang yang serba modern ini empat orang
saksi disini bisa diterjemahkan terdiri dari empat komponen satu
saksi, satu buah foto,satu cctv, rekaman atau video. Tidak perlu
dibuktikan dengan empat orang saksi.”88

Ada salah satu hakim Pengadilan Agama Bondowoso yang juga

menyumbangkan pemikirannya terkait dengan saksi pada jaman sekarang.

Menurut Haitami fiqh tidak boleh stagnan harus berkembang sesuai dengan

perubahan jaman. Kerena yang terjadi pada saat masa Nabi belum tentu

terjadi pada jaman sekarang. Sesuai dengan pernyataan adalah sebagai

berikut:

“Fiqh disini tidak stagnan fiqh harus fleksibel ketika fiqh itu terjadi
pada jaman dahulu tentu berbeda. Pada jaman sekarang ada cctv,
resepsionist, office boy, yang lebih tau itu adalah office boy, apabila
office boy mengantarkan makanan ada laki-laki dan perempuan
dikamar. Pada jaman dahulu pada fiqh dibuat tidak ada pada jaman
sekarang. Jangan melihat fiqh secara tekstual akan tetapi
kontekstual”.89

Menurut penyataan Harun JP mengenai saksi jangan diartikan sacara

tekstual harus sesuai dengan keadaan pada jaman sekarang. Pernyataan

yakni sebagai berikut:

“Apabila bila diperlukan empat orang saksi, tapi maksud syar’i
empat orang saksi itu apa? untuk menunjukkan kearah fakta. Untuk
menunjukkan ke arah fakta tidak harus empat orang bisa dari foto,
bisa dari catatan buku hotel. Jadi jangan melihat saksi itu sebagai

88 Harun JP, S.Ag.,M.H.I, Wawancara, 04 Juni 2020.
89 Haitami, S.H.,M.H, Wawancara, 04 Juni 2020.
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orang walaupun di dalam Al-qur’an itu disebutkan empat orang.
Memang pada jaman dulu belum ada seperti foto cctv dll.”90

Apabila seorang istri tidak bersedia mengucapkan sumpah maka istri

mengakui tuduhan suami. Adanya sumpah untuk membuktikan bahwa

tuduhan suami tidak benar. Sesuai dengan pernyataan Imam Khuasaini

sebagai berikut:

“Jika istrinya tidak mau bersumpah berarti si istri mengakui
perbuatan, suami yang menang. Bersumpah itu membantah sumpah
suami.”91

Apabila pemohon hanya mengajukan permohonan dengan dalil-dalil

bercerai kerena istri berselingkuh walaupun ada bukti foto atau rekaman

yang menunjukkan istrinya selingkuh atau berzina dengan laki-laki lain

maka hakim tetap memutus perkara perceraian dengan cerai biasa. Akan

tetapi jika ada pernyataan dari suami “menuduh istrinya berzina” atau

“mengingkari  anaknya” karena mengetahui istrinya berselingkuh maka

bisa diputus dengan li’an. Sesuai dengan pernyataan Zainul Fatawi sebagai

berikut:

“Perceraian secara li’an ini memang perkara yang sulit. Masyarakat
masih banyak yang belum memahami terkait perceraian secara li’an.
Dalam perkara ini saja awalnya perceraian biasa, cerai talak. Maka
ada putusan tentang perceraian sumpah li’an yang sampai diputus
ditingkat Mahkamah Agung karena memang ini perkara yang sulit.
Padahal banyak perkara yang bisa diarahkan ke perceraian sumpah
li’an”.92

Perceraian dengan sumpah li’an tergolong perceraian yang sulit

dalam memeriksa, mengadili dan memutus. Hakim perlu dengan jeli dan

90 Harun JP, S.Ag.,M.H.I, Wawancara, 04 Juni 2020.
91 Drs. H Imam Khusaini, Wawancara, 04 Juni 2020.
92 Drs. Zainul Fatawi, S.H, Wawancara, 04 Juni 2020.
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hati-hati dalam memutus. Apalagi pada jaman sekarang yang serba modern

ini. Sebenarnya banyak perkara yang bisa diputus dengan sumpah li’an akan

tetapi masyarakat masih banyak yang belum paham terkait perceraian

sumpah li’an

2. Konsep li’an perspektif gender?

Dalam memutus perkara perceraian dengan sumpah li’an tentunya

merugikan perempuan dan anak. Akan tetapi hukum li’an mutlak ada dan

diatur dalam Al-Qur’an. Sesuai dengan pernyataan Harun JP sebagai

berikut:

“Gender ini pemikiran barat, li’an syariat agama mau dibenturkan
tidak bisa. Merugikan gender  atau tidak itu adalah pemikiran liberal,
pemikiran barat. Dalam konsep islam sendiri taat kepada Allah atau
syariat itu adalah mutlak jadi penyelesaian secara li’an itu sudah
mutlak. Dalam hukum apakah pertanggung jawaban cukup dengan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan  rasa sosial. Bagi
yang benar sudah harus menanggung resiko. Ini resiko hukum bukan
resiko sosial”.

Menurut Imam Khusaini perceraian dengan sumpah li’an merugikan

perempuan secara moral saja dan merugikan anak juga dalam hal nasab dan

waris. Sesuai dengan pernyataannya sebagai berikut:

“Rugi secara moral karena dia pernah melakukan hal seperti itu.
Tapi kita tidak melakukan pidana islam di Indonesia jadi hanya
sanksi moral dari masyarakat. Akan tetapi dia menolak dengan
adanya sumpah itu, disini hubungannya dengan Allah. Jika di Aceh
dicambuk, kalau disini hanya moral saja. Masyarakat hanya tahu
kalau perempuan itu janda, tidak tahu kalau perceraian perkara ini
menggunakan li’an atau cerai biasa. Jadi yang diketahui masyarakat
hanya perceraian li’an saja. Kerugian disini pada anak adalah bahwa
anak tersebut tidak ada bapaknya dan warisnya tidak ada”.
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Adapun menurut Zainul Fatawi perceraian dengan sumpah li’an

tentunya merugikan perempuan akan tetapi merugikan disini karena

perbuatannya sendiri. Sesuai dengan pernyataannya sabagai berikut:

“Tentunya merugikan, karena atas perbuatannya sendiri setiap
perbuatan ada harus ada sanksinya entah sosial, hukum dan agama.
apabila perkara ini di Aceh yang menerapkan hukum pidana islam
sanksi hukum jinayahnya bisa diterapkan. Apabila sudah di hukum
secara pidana islam pasti ada rasa malu antara pelakunya.”93

Dari hasil wawancara penulis dengan ketiga Hakim yang telah

memeriksa, mengadili dan memutus perkara sumpah li’an di Pengadilan

Agama Bondowoso bahwa perceraian secara sumpah li’an masih tergolong

langka dan masyarakat masih tabu dengan perceraian secara sumpah li’an

ini. Akan tetapi banyak perkara yang sebenarnya bisa diarahkan ke li’an.

Dampak dari perceraian secara sumpah lian ini sangat merugikan

perempuan.

C. Pembahasan Temuan

1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sumpah Li’an.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam

menentukan terwujudunya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung

keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, disamping

itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang  bersangkutan sehingga

pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan

hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh

93 Drs. Zainul Fatawi, S.H, Wawancara, 04 Juni 2020.
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Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Dalam pemeriksaan perkara,

hakim harus memerhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari

pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan

untuk  memutus perkara94. Putusan hakim sangat berkaitan dengan

bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangan

berdasarkan fakta-fakta seta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim

atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam

menjatuhkan putusan pengadilan.

Putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan

mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan,

pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan

putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.95

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan

kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan

hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan

praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di

mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat

menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan

kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan

Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-

undang Dasar 1945 menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang bebas.

94 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar,
2004), 140

95 Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal
Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan, (Banda Aceh: Jurnal Ilmu Hukum No. 66
Fakultas Hukum UNSYIAH) 334
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Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 tertama dalam penjelasan Pasal

24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu

kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia.96

Menurut Gustav Radbruch putusan yang adil ada tiga nilai dasar

(Grundwerte), sehingga ketiga-tiganya merupakan parameter manakala kita

berbicara tentang hukum. Ketiganya adalah: kepastian hukum

(Rechtssicherkeit), keadilan (Gerechtigkeit) dan kemanfaatan

(Zweckmaszigkeit).97

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor

0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw tentang perkara sumpah li’an yakni Majelis

Hakim dalam memutus perkara perceraian secara sumpah li’an

menggunakan Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 87 (1)

apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak

melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat

melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan

tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan

tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak

mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari

96 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar,
2004), 140
97 Satjipto Rahardjo, Sekitar Hakim Yang Memutus: Bahan Bacaan Mahasiswa (Semarang:
Program Doktor Ilmu Hukum Undip, 2007),  10
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termohon atau tergugat maka Hakim pemohon dan termohon atau untuk

bersumpah. Dalam prosedur sumpah li’an Hakim menggunakan dasar

hukum Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam. Sesuai dengan Pasal 125 hakim

berpendapat bahwa akibat dari perceraian secara li’an menyebabkan

putusnya perkawinan selama-lamanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 162

bahwa anak yang dikandung atau dilahirkan oleh termohon maka akibat dari

li’an putus nasabnya dengan pemohon. Akibat dari li’an sesuai dengan

Pasal 149 huruf a termohon  mendapatkan nafkah mut’ah saja, tidak

mendapatkan hafkah madhniyah, kiswah, dan maskah. Sesuai dengan Pasal

149 huruf b dan pasal 162 bekas suami terbebas dari kewajiban

memberikan nafkah ‘iddah dan nafkah kepada anak termohon.

Dalam putusan dijelaskan anak yang dilahirkan termohon

merupakan hasil dari pembuahan sebelum nikah maka jika sesuai

dehngbahn Undang-Undang dan Hukum Islam tentunya terputus nasabnya

dengan bapakya dari sebelum pemohon mengajukan cerai talak. Akan tetapi

karena ada Peraturan Menteri Agama, apabila ada seorang anak diluar nikah

apabila selisih perkawinannya dengan kelahiran anak kurang dari enam

bulan dapat diingkari oleh suami dan menjadi anak ibu. Apabila lebih dari

enam bulan bisa diisbatkan ke bapaknnya walaupun pembuahannya

dilakukan sebelum menikah. Maka dalam perkara ini anak yang dilahirkan

oleh termohon nasabnya belum terputus terhadap bapaknya atau pemohon .

Jadi pemohon bisa mengajukan dengan dalil-dalil pengingkaran anak. Dan

apabila sesuai dengan pasal 101 dan Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam:
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“Seorang suami yang mengingkari sah anak, sedang isteri tidak
menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li’an.”
(Pasal 101)

(1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari
isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam
jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah
putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa
istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan
dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
(2) Pengingkaran anak yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut
tidak dapat diterima. (Pasal 102)

Maka apabila dikaitkan dengan pasal tersebut sesuai dengan teori

tentunya Majelis Hakim menolak terhadap dalil-dalil pengingkaran anak

dikarenakan tenggang waktu antara anak itu lahir dengan pemohon

mengajukan permohonan adalah dua tahun jadi melebihi batas waktu yang

diatur dalam pasal 102. Sesuai dengan putusan nomor

185/Pdt.G/2010/PTA.Smg, Majelis Hakim menolak permohonan

pengingkaran anak dikarenakan jarak antara pernyataan penggugat dan

tergugat berbuat zina pada tanggal 22 Nopember 2005 dan putusan sela

pada tanggal 31 Juli 2006 sudah berjalan selama delapan bulan sembilan

hari.

Maka gugatan pengingkaran anak sudah pasti melebihi batasan

waktu yang diperbolehkan mengajukan gugatan pengingkaran anak yaitu

seratus delapan puluh hari atau enam bulan sesudah hari lahirnya.

Sedangkan dalam putusan ini termohon melahirkan anak pada bulan April

2016 dan putusan sela pada tanggal 29 Oktober 2019 sudah berjalan selama

tiga tahun tujuh bulan. Maka pengingkaran anak sudah melebihi batasan
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waktu yang diperbolehkan mengajukan gugatan pengingkaran anak yaitu

seratus delapan puluh hari atau enam bulan sesudah hari lahirnya.

Menurut Mahzab Maliki pengingkaran anak boleh dilakukan

sebelum anak itu lahir. Mahzab Syafi’i membolehkan selama kehamilan

atau menunggu sampai lahir. Sedangkan menurut Mahzab Hanafi dan

Mahzab Hanbali tidak boleh pengingkaran anak yang setelah anak itu lahir.

Banyak pendapat atau dasar hukum mengenai pengingkaran anak. Jika

menurut Kompilasi Hukum Islam maka ada kesenjangan antara teori dan

praktik. Akan tetapi setiap hakim mempunyai pertimbangan hukum yang

tentunya berbeda dengan hakim lainnya, dasar hakim memutus dengan

pertimbangan rasa keadilan dan sesuai dengan duduk perkara menurut

Harun JP selaku hakim ketua dalam perkara tersebut. Pertimbangan hakim

dalam perkara ini juga atas dasar dikarenakan adanya keterpaksaan dalam

pernikahan bahwa pemohon dilaporkan ke Polres Bondowoso apabila tidak

menikahi termohon yang telah hamil maka pemohon akan dihukum sesuai

dengan Hukum Pidana.

Setelah pernikahan pemohon dan termohon tidak tinggal bersama,

keluarga sudah tidak harmonis lagi dan tidak bahagia. Maka pemohon

mengajukan cerai gugat, setelah diperiksa terdapat dalil-dalil pemohon yang

mengingkari anaknya bahwa anak tersebut bukan hasil dari pembuahan

pemohon dan termohon karena pemohon meyakini bahwa termohon

mempunyai lebih dari satu pacar bisa jadi termohon melakukan hubungan

suami istri tidak hanya dengan pemohon saja. Akan tetapi termohon dalam
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hal ini menyangkalnya bahwa anak tersebut adalah anak hasil dari pemohon.

Pemohon juga menyatakan bahwa anak tersebut harus keluar dari silsilah

keluarga.

Dikarenakan realita di Peradilan suami tetap ingin mengingkari

anaknya akan tetapi tidak ada empat orang saksi maka dalam hal ini hakim

tetap memutus perkara perceraian ini dengan sumpah li’an. Berdasarkan

berita acara sidang Tanggal 12 Nopember 2019 pemohon dan termohon

telah mengucapkan sumpah li’an dan sesuai dengan ketentuan dalam

Kompilasi Hukum Islam Pasal 125 li’an menyebabkan putusnya

perkawinan antara suami untuk selama-lamanya. Dan oleh karena pemohon

dan termohon telah mengucapkan sumpah li’an, maka berdasarkan

ketentuan hukum Islam Pengadilan Agama Bondowoso dan Majelis Hakim

harus menyatakan perkawinan antara pemohon dan termohon telah putus

karena perceraian li’an.

Dalam pertimbangan hukum hakim belum menggunakan Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

sehingga pemahaman mengenai gender masih kurang dan tidak setuju

dengan adanya konsep gender. Sesuai dengan pernyataan hakim yang

memutus perkara perceraian secara sumpah li’an ini:

“Gender ini pemikiran barat, li’an syariat agama mau dibenturkan
tidak bisa. Merugikan gender  atau tidak itu adalah pemikiran liberal,
pemikiran barat”.
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Akan tetapi hakim dalam memutus sudah menggunakan tiga unsur

yaitu pertama, kepastian hukum (Rechtssicherkeit) yaitu dengan duduk

perkara dan pemeriksaan selama di persidangan akhinya hakim memutus

perkara dengan sumpah li’an dikarenakan pemohon tetap tidak ingin

mengakui anak yang dilahirkan oleh termohon. Kedua, Keadilan

(Gerechtigkeit) yaitu pemohon yang awalnya sudah mengalami tekanan saat

melakukan pernikahan dengan termohon dikarenakan ada acaman pidana

dari termohon dan rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi. pemohon

dan termohon juga mengkehendaki percaraian ini secara sumpah li’an

sekalipun waktu pengajuan permohonan pengingkaran anak sudah

kadaluwarsa tetapi disini mengedepankan keadilan dan putusan tersebut

diterima oleh kedua belah pihak. Ketiga, kemanfaatan (Zweckmaszigkeit)

untuk hal ini bermanfaat bagi masyarakat yaitu memberikan pengetahuan

bahwa dengan adanya perceraian secara sumpah li’an tentunya merugikan

pihak perempuan maka kita sebagai perempuan tentunya harus menjaga

kehormatan dan rumah tangganya.

2. Perceraian Dengan Sumpah Li’an Perspektif Gender.

Konsep gender yaitu kata ‘gender’ telah digunakan di Amerika tahun

1960-an sebagai bentuk perjuangan secara radikal, konservatif, sekuler

maupun agama untuk menyuarakan eksistensi perempuan yang kemudian

melahirkan kesadaran gender. Menurut Eline Sholwater sebagaimana

dikemukakan Umar, bahwa wacana gender mulai berkembang pada tahun

1977, ketika kelompok feminis London meninggalkan isu-isu lama yang
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disebut dengan patriarchal kemudian menggantikannya dengan isu gender.

Sejak saat itu konsep gender memasuki bahasa dalam berbagai seminar,

diskusi maupun tulisan di seputar perubahan sosial dan pembangunan dunia

ketiga. Adapun di Indonesia, istilah gender lazim dipergunakan di Kantor

Menteri Negara Peranan Wanita Mental Dan Kultural terhadap perbedaan

kelamin, yakni laki-laki dan perempuan.

Kantor Negara Kementrian Pemberdayaan Perempuan (KNPP)

mendefinisikan gender yaitu mengacu kepada peran-peran yang

dikonstruksikan dan dibebankan kepada perempuan dan laki-laki oleh

masyarakat. Peran-peran ini dipelajari, berubah dari waktu ke waktu dan

sangat bervariasi di dalam dan diantara berbagai budaya. Tidak seperti seks

(perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki), gender mengacu

kepada perilaku yang dipelajari dan harapan-harapan masyarakat yang

membedakan antara maskulinitas dan feminitas. Dalam bahasa Arab bahasa

Al-Qur’an tidak disebutkan kata yang sama dengan kata gender, namun

terdapat kata al-dzakar dan untsa, dengan kata al-rijal dan al-nisa’ yang

biasa digunakan untuk menunjuk pada laki-laki dan perempuan. Dalam

tradisi bahasa Arab kata al-dzakar berarti mengisi, menuangkan,

menyebutkan, mengingat. Al-dzakar berkonotasi pada persoalan biologis

(seks) sebagai lawan kata al unsta . Lafadz untsa pada umumnya menunjuk

laki-laki dan perempuan dari aspek biologis (seks)nya. Kata gender, secara

persis tidak didapati dalam Al-Qur’an, namun kata yang dipandang dekat

dengan kata gender jika ditinjau dari peran fungsi dan relasi adalah kata al-
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rijal dan al-nisa’. Kata al-rijal bentuk jama’ dan kata rajulun diartikan

dengan laki-laki, lawan perempuan. Pada umumnya nisa’ digunakan untuk

perempuan yang sudah dewasa, berkeluarga, janda bukan perempuan

dibawah umur dan lebih banyak digunakan dalam konteks tugas-tugas

reproduksi perempuan. Dengan demikian al-rajul dan al-nisa’ berkonotasi

laki-laki dan perempuan dalam relasi gender.98 Sedangkan menurut Harun

JP selaku hakim di Pengadilan Agama Bondowoso gender adalah pemikiran

barat maka secara syariat islam li’an tidak dapat dibenturkan dengan gender.

Merugikan gender atau tidak itu adalah pemikiran liberal, pemikiran barat.

Dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan

Berhadapan Dengan Hukum. Perempuan Berhadapan dengan Hukum

adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai

korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak. Gender

adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab laki-

laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan

sosial dan budaya masyarakat. Kesetaraan Gender adalah kesamaan dan

keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh

kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan

berpartisipasi di berbagai bidang.99 Apabila li’an dikaitkan dengan teori

kesetaraan gender tentunya tidak relevansi dengan kesetaraan gender.

98 Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang: UIN-MALANG PRESS,
2008) 1-7
99 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
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Sesuai dengan pasal 162 Kompilasi Hukum Islam bilamana li’an

terjadi maka, perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang

dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari

kewajiban memberi nafkah baik nafkah madliyah, ‘iddah, maskan, kiswah

dan hadhanah. Nafkah madliyah adalah nafkah yang telah lewat waktu yang

belum dibayarkan oleh suami kepada istri. Nafkah ‘iddah adalah biaya

untuk istri selama masa ‘iddah. Nafkah maskan adalah nafkah berupa

tempat tinggal sendangkan nafkah kiswah yaitu nafkah berupa pakaian.

Sedangkan nafkah hadhanah adalah nafkah untuk pemeliharaan anak

hingga anak dewasa.

Apabila ada seorang ayah yang menolak atau mengingkari anak

kandungnya sendiri tanpa alasan atau dengan menuduh istrinya telah berzina

adalah suatu tindakan yang kejam dan sangat berbahaya bagi masa depan

ibu dan anak. Mengenai beban nafkah yang semua di tanggung istri adalah

hal yang berat untuk perempuan apabila hal ini terjadi pada perempuan yang

hanya sebatas ibu rumah tangga tentu sangat berpengaruh untuk masa depan

anak. Anak yang putus nasabnya dari bapaknya apabila ia seorang

perempuan maka dibutuhkan wali dalam pernikahannya. Dikarenakan putus

nasabnya dengan seeorang bapak yang berhak menjadi wali adalah wali

hakim. Tentu hal ini akan mengganggu psikologi anak. Bahwa pandangan

masyarakat apabila anak yang putus nasab dengan bapaknya menilai bahwa

anak tersebut adalah anak zina atau anak yang hasil pembuahannya diluar

nikah. Akan ada rasa malu pada diri anak dimana dalam akta kelahiran
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hanya anak ibu saja. Mengenai warisan juga anak disini tidak mendapatkan

warisan.

Salah satu hak dasar diberikan oleh Allah sejak anak dilahirkan

adalah hak untuk mengetahui asal usul yang menyangkut keturunannya.

Kejelasan nasab sangat urgen dalam menentukan statusnya untuk

mendapatkan hak-hak dari orangtuanya, dan secara psikologis anak juga

mendapatkan ketenangan dan kedamaian  sebagaimana layaknya manusia.

Kejelasan nasab berfungsi sebagai dasar bagaimana orang lain

memperlakukan terhadap anak dan bagaimana anak seharusnya

mendapatkan hak-hak dari lingkungan keluarganya. Namun demikian jika

terdapat anak-anak yang tidak diketahui nasabnya bukan berarti dia

kehilangan hak-haknya dalam pengasuhan, perawatan, pendidikan dan

pendampingan hingga dia menjadi dewasa, karena setiap anak harus

mendapatkan hak-haknya tanpa melihat apakah jelas nasabnya atau tidak

ada kejelasan nasabnya. QS. Al-Ahzab: 5

     .....
Artinya: “panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama

bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah”.100

Kata “bapak” dalam hal ini merupakan kebiasaan masyarakat

penganut budaya patriarkhi, di mana anak selalu dinasabkan dengan

bapaknya, sedangkan anak-anak di luar nikah dinasabkan kepada ibunya.

Kata “bapak” dimaksud untuk memberikan penghargaan atas eksistensi

100 Al-Qur’an, 33: 5
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anak pada lingkungannya, agar dia mendapatkan perlakuan sosial yang

sama.101

Untuk kasus kehamilan di luar nikah, para perempuan yang

mengalami kehamilan luar nikah merasa panik sehingga akhirnya

membunuh atau meninggalkan bayinya. Kepanikan itu muncu karena

tekanan masyarakat terhadap perempuan tersebut. Perempuan yang hamil di

luar nikah masih dianggap tabu oleh masyarakat dan anaknya dalam

beberapa kasus mendapat pandangan negatif dari lingkungan tempatnya

tubuh. Maka dengan kondisi psikologis perempuan seperti ini termohon

melakukan pemaksaan atau penekanan kepada pemohon untuk bertanggung

jawab untuk menikahi termohon. Berbeda halnya dengan laki-laki yang

telah menghamili perempuan tersebut, dia tidak mendapat tekanan dari

masyarakat karena dalam pandangan umum, bukan laki-laki yang hamil dan

mengasuh anak setelah lahir. Maka, setelah melakukan pembuahan laki-laki

dianggap bebas untuk pergi dan tidak perlu menanggung akibat dari

perbuatannya.102 Dengan ini tentunya bias gender dikarenakan lebih

merugikan perempuan dan memojokkan perempuan.

Maka dalam hal ini apabila dilihat dari dampak sumpah li’an yang

merugikan pihak perempuan adalah bias gender. Bias gender adalah

pembagian posisi, hak atau kebijakan atau kondisi yang memihak atau

merugikan satu jenis kelamin dan dalam hal ini yang dirugikan adalah

perempuan. Bias gender terjadi apabila salah satu pihak dirugikan, sehingga

101 Mufidah, 305-306
102 Sulistyowati Irianto, Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif
Perempuan, ( Jakarta: Yayasan Obor  Indonesia, 2006) 131
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mengalami ketidakadilan. Yang dimaksud ketidakadilan disini adalah

apabila salah satu jenis gender lebih baik keadaan, posisi, dan

kedudukannya.

Kelompok progesif yang terdiri dari sejumlah ulama modern hingga

kontemporer . Ketegori progresif memandang gender tidak hanya menjadi

masalah sosial tetapi teks suci Al-Qur’an maupun hadist nabi itu sendiri

juga menjadi problem. Beberapa ayat Al-Qur’an secara tekstual

menunjukkan bias gender, dan beberapa hadist yang disebut dengan hadits-

hadits misoginis masih dipertanyakan status keshahihannya. Pendekatan

penafsiran dan produk fiqh abad pertengahan masih bias gender, dan tidak

dapat menyelesaikan problem kesenjangan gender di era sekarang103.

Namun fiqh jangan dilihat secara tekstual saja harus dilihat secara

kontekstual. Karena yang terjadi pada jaman nabi tidak akan sama dengan

yang terjadi pada jaman sekarang. Misal mengenai saksi dalam perkara

sumpah li’an ini empat orang saksi adalah terdiri dari empat orang. Pada

jaman sekarang ini tentunya sudah lebih modern dan teknolgi sudah

canggih, empat orang saksi disini bisa terdiri dari empat komponen yaitu

satu orang saksi, satu buah foto, satu buah cctv dan satu buah dan lainnya

yang mengarah kepada fakta. Menurut Harun JP selaku hakim yang

memutus perkara sumpah li’an bahwa adanya hukum li’an ini yang sudah

mutlak terdapat dalam Al-Qur’an tentunya tidak dapat dibenturkan dengan

gender. Karena dampak dari hukum li’an ini bukan resiko sosial tapi resiko

103 Mufidah, 33-36
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hukum yang artinya barangsiapa yang berbuat atau melanggar syariat islam

atau hukum postif pastinya ada sanksi baik sanksi moral, hukum dan agama.

Maka teruntuk perempuan diera milenial atau era modern saat ini perlu hati-

hati dan menjaga kehormatannya, menjaga rumah tangganya agar terhindar

dari fitnah atau tuduhan zina karena bilamana terjadi li’an maka tentunya

sangat merugikan perempuan.

Allah swt yang maha bijaksana, lagi maha Mengetahui,

mensyariatkan hukum li’an untuk suatu hikmah yang agung lagi mulia,

sebagai suatu kebijaksanaan yang amat cermat dan paling mulia demi

memelihara kebersihan pergaulan masyarakat, memurnikan keluarga dalam

kehidupan rumah tangga dan menangani beraneka ragam problema dan

masalah yang merintangi jalan kehidupan keluarga (suami-istri) dengan

akibat ancamanya kehidupan itu dengan kesulitan dan rintangan-rintangan.

Al-Qur’an dengan mensyariatkan hukum li’an yang amat seksama ini

mengurus dan menangani segi kehidupan yang paling serius yang dapat

dihadapi oleh seseorang dalam realitas hidupnya cukup mendatangkan

derita padanya, yaitu ketika ia melihat dengan mata kepala sendiri perbuatan

keji zina dilakukan terhadap ahli baitnya, dalam keadaan mana ia tidak

dapat berbicara dan tidak pula dapat berteriak menyiarkan berita kejahatan

itu, sebab ia tidak mempunyai bukti  nyata (saksi) yang dapat ia pegang

pada saat itu. Ia pun tidak dapat melakukan pembunuhan untuk

membersihkan dirinya dari kecemaran, sebab terhadap pembunuhan ada
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hukum kisas. Ia tertegun bingung, pikirannya tak karuan, tercengang apa

yang mesti ia perbuat.

Apakah ia membiarkan saja kehormatan dirinya dirusak orang,

kemuliaanya dinodai, tempat tidurnya dikotori, lalu menutup mata saja

karena khawatir namanya tercemar dan takut dirinya aib? Ataukah ia

melampiaskan saja rasa dendam hatinya terhadap istrinya yang berkhianat

itu dan terhadap maling yang licik yang menjadi partner istrinya dalam

melakukan pengkhianatan dan kejahatan itu, dengan akibat bahwa ia harus

menjalani hukuman kisas? Sungguh ia berada dalam keadaan psikologis

yang menyesakkan dada, serta kecemasan dan kegelisahan, yang tak

seorang pun dapat menolaknya. Ia tak mengetahui apa yang harus ia perbuat

pada saat ia menderita krisis psikologis yang mencekik lehernya itu104.

Akan tetapi hikmah kebijaksanaan Allah menghendaki bahwa

peristiwa seperti ini terjadi pada suatu masa dikurun yang merupakan

sebaik-baik kurun, kurun kenabian dan terjadi dikalangan kaum yang

termasuk sebaik-baiknya umat, yakni dikalangan sahabat Rasulullah saw

tatkala Al-Qur’an masih turun dan wahyu masih ditilawat, supaya kejadian

itu menjadi suatu pelajaran pendidikan praktis yang diterima oleh kaum

muslimin dengan segala kekuatan mental dan keteguhan hati. Lihatlah inilah

Hilal bin Umayyah kembali pada suatu sore hari kerumahnya lalu melihat

dengan mata kepala sendiri dan mendengar dengan telinganya sendiri suara

pengkhianatan dengan jelas dan terang.

104Saleh Mahfoed, Tafsir Ayat-ayat Hukum Dalam Al-Qur’an Jilid II ,(Bandung: PT. Al-
Ma’arif,1994) 173-174
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Ia mengekang pemberontakan dirinya dan menekan kemarahannya.

Ia datang kepada Rasulullah saw melaporkan apa yang terjadi, sedang ia

yakin sepenuhnya kebenaran apa yang disampaikan kepada Rasulullah saw

itu sebab telah dilihatnya dengan mata kepala sendiri. Tetapi Rasulullah saw

meminta bukti nyata. Bagaimana ia dapat membawakan empat orang saksi

yang bersama dia akan memberikan kesaksian untuk membenarkan

dakwaannya. Dalam pada itu Rasul berkata: “Bahwa bukti nyata, atau

hukuman dera menyengat punggungmu. “Sa’ad bin Ubadah tokoh dan

pemuka kaum Anshor mendengar dialog antara Hilal dan Rasulullah saw. Ia

tak dapat menahan hatinya, dan berkata: “Ya Rasulullah, kalau salah

seorang laki-laki, apakah ia harus membiarkan saja orang laki-laki itu dan

jangan digusarkan, sampai si suami dapat mendatangkan empat orang saksi?

Demi Allah, aku akan memenggal lehernya dengan pedang tanpa memberi

ampun padanya. “Rasulullah saw menoleh kepada sahabatnya, sambil

berkata: “Apakah kalian heran akan kecemburuaan Sa’ad? Demi Allah, aku

lebih cemburu daripadanya, tetapi Allah lebih cemburu daripadaku.

“Rasulullah lah tetap meminta bukti nyata (saksi). Keadaan menjadi kritis

bagi Rasulullah dan bagi para sahabatya. Mereka berkata-kata: “Sekarang

memberikan kesaksian di antara manusia.

Dalam pada itu Hilal berkata: “Ya Rasulullah, demi Allah aku benar,

dan aku sungguh berharap semoga Allah memberikan pelepasan dan

mengadakan bagiku jalan keluar. “Dalam keadaan yang demikian itu wahyu

turun kepada Rasulullah saw membawakan ayat-ayat suci tentang hukum
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li’an yang menjadi suatu bacaan yang ditilawati, suatu pelajaran yang

diingat-ingat dan dihafalkan, serta sebagai suatu peraturan hukum yang

harus diterapkan oleh kaum muslimin dan kehidupan mereka. Rasul berkata

kepada Hilal: “Berbahagialah Hilal Allah telah memberimu pelepasan dan

mengadakan bagimu jalan keluar, “yang dijawab oleh Hilal dengan

perkataan: Saya sebenarnya memang mengharapkan itu dari Tuhanku, Azza

wa jalla105.

Inilah suatu segi kehidupan yang rumit yang ditangani oleh Islam

dengan kebijaksanaannya yang tinggi dan memberi jalan keluar dengan

mensyariatkan hukum li’an yang harus dilakukan oleh suami dan istri

dengan tujuan bahwa Allah berkehendak dengan hukum tersebut menutupi

keaiban hamba-hamba-Nya dan membuka jalan di hadapan  mereka untuk

bertaubat dan kembali ke jalan benar. Seandainya hukum li’an ini tidak

disyariatkan niscaya banyak darah akan bertumpah dan banyak nyawa akan

terenggut demi membela prestise dan kehormatan diri, di samping itu dapat

juga terjadi serangan dari salah seorang suami dan istri itu terhadap yang

lain. Dan sekiranya diperbolehkan bagi suami untuk membalas dendam

dengan tangannya sendiri terhadap istrinya, niscaya akan terdapat korban-

korban dari pihak istri-istri yang sebenarnya tak berdosa. Mereka menjadi

korban makar jahat dan tipu daya busuk, sebab tidak semua suami benar

dalam dakwaannya. Tetapi seandainya terhadapnya dilaksanakan hukuman

qadzaf dengan tuduhan bahwa ia menuduh seorang wanita baik-baik berbuat

105 Saleh Mahfoed, Tafsir Ayat-ayat Hukum Dalam Al-Qur’an Jilid II, 174-175
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zina, maka akan menderita kesakitan yang amat pedih dan kemudaratan

yang sangat besar, sebab mungkin ia benar dalam dakwaannya. Sehingga

dengan hukuman qadzaf itu bertuumpuh di atas bahunya hukuman dera dan

penodaan tempat tidur suami-istri. Maka alternatif baginya menjadi kalau ia

melapor, ia akan dihukum dera dan kalau ia berdiam diri, ia akan berdiam

diri dengan penuh rasa marah dan dendam106.

Oleh sebab itu maka dalam penetapan syariat Ilahi yang bijaksana

ini, terkandung keadilan yang paling luhur yang dapat di  bayangkan oleh

seorang insani dan sekaligus mengubur kejahatan itu sejak lehernya, yaitu

dengan jalan melakukan li’an, sebab dengan jalan hukum tersebut perkara

yang menjadi persoalan menjadi tergantung, tak seorang pun dapat

memutuskan akan kedustaan suami, sebab mungkin ia benar dengan

dakwaannya. Kemudian dijatuhkaan perceraian untuk selama-lamanya,

yang dengan demikian orang akan terbebas dari penderitaan, sedang lidah-

lidah jahat dapat dipotong dan kehormatan rumah tangga terpelihara.

Alangkah luhur syariat Islam dan alangkah jauh pandangannya serta

alangkag seksama hukum-hukumnya. Maka Maha Benarlah Allah dengan

firman-Nya107.

106 Saleh Mahfoed, 76
107 Saleh Mahfoed, 76
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dalam penelitian ini ada dua kesimpulan sesuai dengan fokus

penelitian yakni:

1. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara sumpah li’an dengan duduk

perkara bahwa termohon hamil diluar nikah yaitu pemohon dan termohon

melakukan hubungan suami istri pada bulan September 2015 sebanyak dua

kali dan sperma dikeluarkan diluar. Di bulan November termohon hamil

dengan usia kehamilan empat bulan. Pada bulan Maret 2016 termohon dan

pemohon menikah dan setelah satu bulan menikah termohon melahirkan.

Maka dengan ini karena pemohon mengingkari anak yang lahir oleh

termohon hakim memutuskan bahwa perceraian ini diputus dengan

perceraian secara sumpah li’an. Sesuai dengan dasar hukum dalam

Kompilasi Hukum Islam baik prosedur melakukan sumpah li’an dan

konsep dari sumpah li’an. Sesuai dengan pasal 162 Kompilasi Hukum

Islam bilamana li’an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya

dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya

terbebas dari kewajiban memberi nafkah baik nafkah madliyah, ‘iddah,

maskan, kiswah dan nafkah hadhanah atau biaya pemeliharaan anak. Akan

tetapi, dalam pengajuan permohonan pengingkaran anak tidak sesuai

dengan pasal 102 Kompilasi Hukum Islam. Dalam putusan nomor

0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw melebihi batas waktu yang diperbolehkan untuk

mengajukan permohonan pengingkaran anak. Dan pertimbangan hukum

110
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belum menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan

Berhadapan Dengan Hukum sehingga pemahaman mengenai gender masih

kurang.

2. Perceraian secara sumpah li’an perspektif gender apabila dilihat dari

dampak sumpah li’an yang merugikan pihak perempuan adalah bias

gender. Bias gender adalah pembagian posisi, hak atau kebijakan atau

kondisi yang memihak atau merugikan satu jenis kelamin dan dalam hal

ini yang dirugikan adalah perempuan. Bias gender terjadi apabila salah

satu pihak dirugikan, sehingga mengalami ketidakadilan. Yang dimaksud

ketidakadilan disini adalah apabila salah satu jenis gender lebih baik

keadaan, posisi, dan kedudukannya. Akan tetapi hukum li’an ini ada

karena firman Allah Swt, hukum terkuat karena di atur dalam Al-qur’an.

Hukum Al-Qur’an sudah tidak dapat di revitalisasi atau diperbarui sesuai

dengan zaman. Namun fiqh jangan dilihat secara tekstual saja harus dilihat

secara kontekstual. Karena yang terjadi pada jaman nabi tidak akan sama

dengan yang terjadi pada jaman sekarang. Misal mengenai saksi dalam

perkara sumpah li’an ini empat orang saksi adalah terdiri dari empat orang.

Pada jaman sekarang ini tentunya sudah lebih modern dan tekhnolgi sudah

canggih, empat orang saksi disini bisa terdiri dari empat komponen yaitu

satu orang saksi, satu buah foto, satu buah cctv dan satu buah dan lainnya

yang mengarah kepada fakta. Maka teruntuk perempuan diera milenial

atau era modern saat ini perlu hati-hati dan menjaga kehormatannya,
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menjaga rumah tangga atau pernikahannya agar terhindar dari fitnah atau

tuduhan zina karena bilamana terjadi li’an maka tentunya sangat

merugikan perempuan.

B. Saran-saran.

1. Dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara perceraian dengan

sumpah li’an tidaklah mudah dan secepat perceraian biasa. Perceraian

dengan sumpah li’an masih tergolong jarang atau sedikit pengadilan yang

memutusnya. Akan tetapi banyak perkara bisa dikategorikan li’an. Maka

perlu adanya sosialisasi terkait peceraian karena perceraian banyak

macamnya. Khususnya mahasiswa program studi Hukum Keluarga yang

tidak boleh tabu mengenai macam-macam perceraian. Karena dengan

lahirnya mahasiswa lulusan program studi Hukum Keluarga dapat

membantu masyarakat memahami peceraian sesuai dengan hukum islam

dan hukum positif yang diatur di Indonesia.

2. Dampak dari perceraian sumpah li’an ini yang merugikan perempuan

maka sebagai perempuan hendaklah menjaga kehormatannya, menjaga

dirinya terutama yang sudah menikah. Sebagai istri harus menjaga

kehormatan suami dan dirinya. Apabila terjadi li’an tentunya merugikan

perempuan itu sendiri dan apabila ada anak merugikan hak-hak dan masa

depan anak.

3. Hukum yang sudah mutlak ada dalam al-qur’an tidak dapat dibenturkan

dengan gender. Kita hanya bisa menghindari, adanya hukum li’an ini

sudah jelas hikmahnya dan apabila melanggar syariat islam atau hukum
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positif tentunya akan ada sanksi baik sanksi moral, sosial, hukum dan

agama. Jadi, dalam bermasyarakat dan hidup yang diatur oleh hukum

haruslah berhati-hati dalam bersikap.

4. Sebagai manusia yang hidup pada zaman sekarang yang modern atau

milenial ini harus menilai atau membaca fiqh jangan secara tekstual akan

tetapi secara konstektual. Karena yang terjadi pada masa nabi belum tentu

terjadi masa masa sekarang.
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P U T U S A N
Nomor 0918/Pdt.G/2019/PA.Bdw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso  yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai

talak antara :

PEMOHON ASLI, Umur: Tahun ; Pendidikan:  ; Agama: Islam ; Pekerjaan:  ;

Alamat:   Kecamatan Maesan  Kabupaten Bondowoso  ; dalam

perkara ini memberikan kuasa kepada HARYONO,
S.H.Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jln.Pelita No.

56 B Kel. Tamansari, Kec. Kota Bondowoso Kabupaten

Bondowoso ; Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal20

Juni 2019, sebagai PEMOHON;

Melawan
TERMOHON ASLI; Umur  : Tahun ; Agama: Islam; Pendidikan Terakhir: (;

Pekerjaan: ; Tempat kediaman : Kecamatan Maesan,

Kabupaten Bondowoso. Dalam perkara ini memberikan kuasa

kepada BUDI WANTORO, S.H.    PRIA ALFISOL R, S.H., M.H.
YOSIE MARTHADISA, S.H. Advokat /Penasehat Hukum yang

berkantor di Jul. Srikoyo 12 Patrang – Jember. Berdasarkan

surat ijin praktek Advokat dan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4

Juli 2019. sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan

Pemohon;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak beperkara serta

memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;
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DUDUK PERKARA
Bahwa,dalam surat permohonan tanggal 24 Juni 2019yang telah

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 24 Juni

2019  pada Register Nomor 0918/Pdt.G/2019/PA.Bdw., Pemohon telah

mengajukan permohonan cerai talak  dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai

berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohontelah melangsungkan pernikahan pada hari

Senen tanggal 14Maret Tahun2016yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesan Kabupaten

Bondowoso dengan kutipan Akta Nikah Nomor :No.0086010/III/2016

;Tanggal14Maret Tahun2016 ;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan TermohonTIDAK hidup bersama

sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon pulang dan tinggal di rumah

orang tua Pemohon di Desa Sumber Pakem Dusun Talang  RT. 02 RW. 01

Kecamatan Maesan  Kabupaten Bondowoso, sedangkan Termohon tinggal

di rumah orang tua Termohon di Desa Pakuniran Rt.14, Rw. 05

Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso ;

3. Bahwa pada awalnya sekitar  bulan September Tahun 2015 Pemohon dan

Termohon berpacaran namun hubungan pacaran antara Pemohon dan

Termohon sangat singkat, yaitu hanya berjalan ± sepuluh hari saja, karena

di ketahui Termohon mempunyai lebih dari satu pacar, akhirnya pada bulan

September tahun 2015 itu pula Pemohon memutuskan hubungan

berpacaran dengan Termohon ;

4. Bahwa sekitar Bulan Nopember Tahun 2015, datanglah orang tua

Termohon yang berama ORANG TUA ASLI, ke rumah Pemohon di desa

Sumber Pakem Dusun Talang  kecamatan Maesan, dengan memaksa

meminta KTP. (kartu tanda Penduduk) Pemohon, namun Pemohon tidak

memberikan KTP milik pemohon ;

5. Bahwa sekitar pada bulan Nopember Tahun 2015, Pemohon di tuduh

menghamili Termohon dan sempat Termohon dan orang tua Termohon

melaporkan Pemohon ke kantor polisi, yang sewaktu itu Termohon

meminta pertanggung jawaban Pemohon untuk mengawini Termohon ;
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6. Bahwa sewaktu proses hukum di polres Bondowoso, orang tua pemohon

mengatakan kepada Pemohon, dengan berkata“ yang penting anakku ada

yang bertanggung jawab untuk mengawini setelah perkawinan

terserahlah....” akhirnya Pemohon di bawah tekanan spikologis dengan

sangat terpaksa Pemohon mengawini Termohon pada tanggal 14Maret

Tahun2016 ;

7. Bahwa sejak terjadinya perkawinan pada  tanggal 14Maret Tahun2016 tsb.

antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul satu rumah dan

tidak pernah bersetubuh layaknya sebagai suami isteri, namun selang satu

bulan kemudian setelah perkawinan tsb. tepatnya pada bulan april Tahun

2016, Termohon melahirkan seorang anak laki laki yang diberi nama :

ANAKNYA ASLIyang sekarang berumur ± dua setengah tahun yang dalam

asuhan Termohon ;

8. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon terjadi karena atas

tekanan dan keterpaksaan, dan Pemohon tidak pernah mencintai

Termohon, sehingga atas ikatan perkawinan yang demikian itu sungguh

menyiksa lahir batin Pemohon , yang menurut Pemohon perceraian

merupakan jalan terbaik antara Pemohon dan Termohon ;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Bondowoso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya

berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena

CERAI TALAK ;
3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu terhadap

Termohon ;

4. Menetapkan  biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dan apabila majlis hakim berpendapat lain , Mohon putusan yang

seadil-adilnya;
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Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan

Termohon masing-masing didampingi kuasanya menghadap ke persidangan

dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang

berperkara pada setiap persidangan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim

juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan

perdamaian melalui mediasi dan telah ditunjuk seorang Mediator yang terdaftar

di Pengadilan Agama Bondowoso  bernama H. Syamsul Hadi, S.H. dan

berdasarkan laporannya tanggal 20 Agustus 2019, dinyatakan bahwa mediasi

tidak berhasil / gagal ;

Bahwa, Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha untuk mendamaikan

kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu,

pemeriksaan perkara ini dinyatakan tertutup untuk umum kemudian

pemeriksaan ini diteruskan dengan pembacaan surat permohonanPemohon

yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui

kuasa hukumnya mengajukan jawabannya secara tertulis pada pokoknya

sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil cerai talak dari

pemohon kecuali yang dengan tegas diakui oleh termohon.

2. Bahwa Termohon sangat keberatan dengan perceraian ini karena

termohon merasa tidak bersalah dan bahkan sebenarnya kesalahan ada di

pihak pemohon.

3. Bahwa dalil gugatan / posita no 2 adalah pada pokoknya menerangkan jika

antara pemohon dengan termohon setelah akad nikah yakni tidak hidup

bersama layaknya suami istri. Bahwa dalam posita point 2 juga

menyampaikan jika pemohon pulang tinggal dirumah orang tuanya dan

termohon tingga dirumah orang tuanya. Bahwa dalil ini menunjukkan jika

pemohon setelah akad nikah seakan-akan melepaskan tanggung jawab

sebagai seorang kepala rumah tangga. Bahwa dalil pemohon point 2

adalah bukti yang sempurna dan memberikan keyakinan jika pemohon
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sejak selesai akad nikah hingga sekarang telah menelantarkan termohon

sebagai istri sah dari pemohon.

4. Bahwa pemohon dalam dalil posita angka 3 pada pokoknya menerangkan

jika pemohon dan termohon adalah sepasang kekasih yang mana

hubungan pacaran tersebut dilakukan di tahun sekira 2015. Bahwa dalil ini

adalah benar jika termohon dengan pemohon sebelum melaksanakan

nikah yakni sebelumnya telah melalui masa-masa pacaran yang cukup

lama.

5. Bahwa pemohon dalam dalil posita angka 4 dan 5 adalah menerangkan jika

pemohon pernah dilaporkan di Kepolisian Resort Bondowoso oleh

termohon dalam perkara pidana yakni pemohon melakukan perbuatan

layaknya suami istri hingga akhirnya termohon hamil. Bahwa dalil posita

point 5 adalah bentuk pengakuan dari kesalahan pemohon dihadapan

Polres Bondowoso yakni akibat perbuatan pemohon maka mengakibatkan

termohon menjadi hamil dan hingga diselesaikan melalui perkawinan

antara pemohon dan termohon sehingga perkara pidana tersebut

diselesaikan dengan cara mediasi penal.

6. Bahwa dalam posita point 6 dan 7 menerangkan jika pemohon dan

termohon tidak pernah berkumpul satu rumah dan tidak melakukan

layaknya suami istri. Bahwa dalil pemohon yang menyampaikan jika

pemohon dan termohon tidak berkumpul satu rumah adalah sebagai

pengakuan perbuatan penelantaran rumah tangga yang dilakukan

pemohon terhadap termohon dan anaknya yang bernama ANAKNYA ASLI.

7. Bahwa selama ini pemohon telah menelantarkan kehidupan termohon

beserta anaknya yakni dengan tidak memberikan nafkah sehingga

pemohon mengajukan cerai talak hanya ingin melepas tanggung jawab

sebagai suami terhadap termohon sebagai istri dan anaknya. Bahwa

perbuatan penelentaran pemohon sangat menyakitkan hati termohon dan

anaknya

8. Bahwa termohon dengan tegas menyampaikan jika anak yang bernama

ANAKNYA ASLIadalah anak kandung pemohon dengan termohon. Bahwa

termohon selama ini hanya melakukan hubungan layaknya suami istri
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hanya dengan pemohon. Bahwa jika pemohon mengingingkari ini,

perbuatan pemohon sangat membuat hati termohon menderita.

9. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, maka kesalahan ada di pihak Pemohon

karena tidak melakukan tugas layaknya seorang suami / kepala rumah

tangga dan sejak awal menikah pemohon telah menelantarkan termohon

serta anaknya sehingga termohon mengalami penderitaan lahir batin yang

berkepanjangan. Maka dengan posita gugatan cerai talak pemohon dan

jawaban dari termohon, patut diduga bahwa perceraian talak dari pemohon

disebabkan dari kesalahan pemohon.

10.Bahwa walaupun termohon telah disakiti lahir dan batin yaitu termohon

ditinggalkan dan ditelantarkan hingga kini berlangsung selama ± 3 tahun

lamanya serta selama termohon ditinggalkan oleh pemohon tidak diberikan

nafkah lahir batin oleh pemohon. Walaupun demikian, termohon sampai

saat ini masih berusaha sabar menunggu kehadiran Pemohon.

11.Bahwa dengan demikian telah nampak dan sangat jelas bahwa dasar

perceraian tersebut diatas jelas tidak cukup bukti untuk mengungkap

kesalahan termohon dan justru sebaliknya Pemohon yang bersalah karena

pemohon telah meninggalkan dan menelantarkan termohon serta anaknya

yang hingga kini selama ± 3 tahun lamanya dengan tidak memberikan

nafkah lahir batin serta pemohon tidak melaksanakan kewajiban dan

tanggung jawabnya sebagai seorang suami.

Dengan demikian mohon agar Bapak Majelis Hakim pemeriksa perkara ini

menolak Permohonan Perceraian pemohon tersebut untuk seluruhnya.

Bahwa seandainya Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut

harus bercerai maka Termohon mengajukan Gugatan Rekonpensi sebagai

berikut :

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang terurai dalam bab pokok perkara mohon dianggap

berlaku dan terbaca ulang dalam bab rekonpensi ini.

2. Bahwa selama perkawinan antara penggugat dalam rekonpensi dengan

tergugat dalam rekonpensi telah dikaruniai satu orang anak
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yakniANAKNYA ASLI umur ± 3 tahun (ikut Termohon / Penggugat dalam

rekonpensi).

3. Bahwa oleh karena satu orang anak bernamaANAKNYA ASLI umur ± 3

tahun sekarang ikut penggugat rekonpensi / termohon, maka mohon agar

anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan dan penguasaan (hadlonah)

penggugat rekonpensi / termohon. Bahwa oleh karena penggugat

rekonpensi sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak, maka

penggugat dalam rekonpensi/ termohon menuntut dan mohon dihukum

agar tergugat rekonpensi/pemohon memberi nafkah anak melalui

penggugat rekonpensi / termohonuntuk selanjutnya sampai satu orang

anak tersebut dewasa atau setidak-tidaknya lulus kuliah yakni per/bulan

sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

4. Bahwa pemohon dalam konpensi / tergugat dalam rekonpensi telah

mengajukan permohonan perceraian terhadap penggugat dalam

rekonpensi tanpa didasari dasar hukum yang menjadi syarat sahnya

perceraian atau dapat dikatakan Penggugat dalam rekonpensi dicerai oleh

tergugat dalam rekonpensi tanpa suatu kesalahan yang sah.

5. Bahwa tergugat dalam rekonpensi adalah orang yang berfinansial cukup

tinggi hal ini terbukti jika tergugat dalam rekonpensi selalu sibuk ke luar

pulau jawa seperti ke Kalimantan yakni dengan acara tugas kantor. Hal ini

terbukti dalam sidang awal, tergugat rekonpensi melalui kuasanya

menyampaikan bahwa tergugat rekonpensi/pemohom tidak bisa hadir

mediasi dikarenakan berada dalam tugas dinas ke pulau Kalimantan.

Bahwa hal –hal ini semakin meyakinkan jika tergugat dalam rekonpensi

adalah orang yang berstatus sosial tinggi, apalagi pemohon / tergugat

rekonpensi bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 41 C UU RI No 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan yang pada pokoknya menerangkan “ akibat putusnya

perkawinan karena perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada

bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan

sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Oleh karenanya penggugat dalam
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rekonpensi menuntut nafkah-nafkah sesuai ketentuan perundang-

undangan kepada tergugat dalam rekonpensi.

7. Bahwa dari uraian diatas, justru tergugat dalam rekonpensi yang

melakukan kesalahan yaitu melakukan perbuatan meninggalkan dan

menelantarkan Penggugat dalam rekonpensi / termohon beserta anaknya

sehingga telah membuat penderitaan lahir dan batin bagi termohon /

penggugat rekonpensi. Bahwa menurut Inpres No. 1 tahun 1991 tentang

Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat dalam rekonpensi dapat

menuntut Terguggat dalam rekonpensi, diantaranya sebagai berikut

dibawah ini :

1) NAFKAH MUT’AH yang layak kepada bekas istri / dari bekas suami

sedikitnya Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) mengingat status

sosial tergugat dalam rekonpensi termasuk orang yang berkecukupan

secara financial.

2) NAFKAH MADLIYAH sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap

hari yakni perhitungannya secara keseluruhan: Rp 100.000,- x 3 tahun

(1095 Hari) = 109.500.000,- terhitung sejak awal nikah tahun 2016

yakni Tergugat dalam rekonpensi tidak memberi nafkah selama

perkawinan dengan penggugat dalam rekonpensi.

3) NAFKAH IDDAH/ perbulan sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta

rupiah).

4) NAFKAH MASKAN (tempat tinggal) dan NAFKAH KISWAH (pakaian)

tiap 6 (enam) bulan sekali sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

5) Biaya pemeliharaan anak  /Nafkah Hadhanah untuk 1 (satu) orang anak

yang kini masih memerlukan biaya sedikitnya Rp 2.000.000,- (dua juta

rupiah) setiap bulan / hingga anak dewasa. Dengan perhitungan

kenaikan 5 % setiap tahunnya

8. Bahwa oleh karena oleh karena gugatan rekonpensi ini berdasarkan bukti-

bukti yang kuat dan meyakinkan mohon agar perkara ini diputus dengan

putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbar bij voorraad)

sekalipun ada pemeriksaan verzet, banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, mohon Majelis hakim menjatuhgkan
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putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI
Mengabulkan permohonan pemohon

DALAM REKONPENSI
1. Mengabulkan gugatan penggugat dalam rekonpensi untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara penggugat dalam

rekonpensi dengan tergugat dalam rekonpensi telah putus karena

perceraian.

3. Menetapkan sebagai hukum bahwa 1 (satu) orang anak penggugat

rekonpensi/ termohon dan tergugat rekonpensi/ pemohon yang bernama

ANAKNYA ASLIyang sekarang ikut termohon / penggugat rekonpensi

tetap berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (hadlonah)

penggugatrekonpensi/termohon.

4. Menghukum tergugat dalam rekonpensi untuk membayar kepada

penggugat dalam rekonpensi berupa :

1) NAFKAH MUT’AH yang layak kepada bekas istri / dari bekas suami

sedikitnya Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) mengingat status

sosial tergugat dalam rekonpensi termasuk orang yang berkecukupan

secara financial.

2) NAFKAH MADLIYAH sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap

hari yakni perhitungannyasecara keseluruhan : Rp 100.000,- x 3 tahun

(1095 Hari) = 109.500.000,- terhitung sejak awal nikah tahun 2016

yakni Tergugat dalam rekonpensi tidak memberi nafkah selama

perkawinan dengan penggugat dalam rekonpensi.

3) NAFKAH IDDAH/ perbulan sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta

rupiah).

4) NAFKAH MASKAN (tempat tinggal) dan NAFKAH KISWAH (pakaian)

tiap 6 (enam) bulan sekali sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

5) Biaya pemeliharaan anak / Nafkah Hadhanah untuk 1 (satu) orang anak

yang kini masih memerlukan biaya sedikitnya Rp 2.000.000,- (dua juta

rupiah) setiap bulan / hingga anak dewasa atau setidak-tidaknya

sampai lulus kuliah. Dengan perhitungan kenaikan 10 % setiap

tahunnya
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5. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih

dahulu sekalipun ada pemeriksaan verzet, banding maupun kasasi.

6. Menghukum tergugat dalam rekonpensi membayar biaya perkara yang

timbul karena perkara ini.

Atau apabila pengadilan berpandangan lain mohon agar perkara ini diputus

yang seadil-adilnyaex aequo et bono,

Bahwa, atas jawaban dan tuntutan dari Termohon tersebut, Pemohon

telah mengajukan replik dalam dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis

sebagai berikut :

REPLIKKONPENSI

1. Bahwapemohondengantegas menolak jawaban dan Gugatan Rekonvensi

termohon, dan tetap berpegang teguh pada gugatan pemohon yang

disampaikan oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama

Bondowosopadatanggal 21 Juni 2019;

2. BahwajawabanTermohonpada jawaban pokok perkara no. 2,3 dan 4

menyebutkan yang pada pokoknya “ kesalahan ada di pihak Pemohon dan

pemohon dianggap melepaskan tanggung jawab terhadap termohon”

jawaban tersebut sungguhlah tidak benar, dikarenakan Pemohon dan

termohon hanya berpacaran 10 hari, kemudian diketahui oleh pemohon

lewat Handphone termohon ada Chat dari pria lain yang sewaktu di

tanyakan oleh Pemohon, termohon tidak menjawabnya, kemudian atas

kecurigaan bahwa termohon mempunyai lelaki lain tersebut, akhirnya

pemohon mencari informasi kepada teman temannya, yang didapat

informasi jikalau termohon mempunyai pacar lebih dari satu laki laki ;

Kemudian atas informasi tersebut pemohon memutuskan berpacaran

dengan termohon, namun selang beberapa bulan kemudian pemohon

dituduh menghamili termohon dan di laporkan ke Polres Bondowoso untuk

meminta pertanggung jawaban pemohon untuk mengawini termohon,

dikarenakan pemohon merasa terintimidasi dan dibawah ancaman dengan

terpaksa pemohon mengawini termohon, namun sejak perkawinan tersebut

pemohon tidak merasa bahagia dengan terjadinya perkawinan itu

sebagaimana gugatan pemohon dalam dalil posita 3,4,5, dan 6 tersebut ;
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Adapun dalil pemohonanpemohon didasari oleh Hukum sebagai berikut :

Bahwa dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

TentangPerkawinan

Pasal 1 di nyatakan “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang

priadanseorangwanitasebagaisuamiistridengantujuanmembentukkeluargaat

aurumahtangga yang bahagiadankekalberdasarkanKetuhanan Yang

MahaEsa”

Pasal 27 ayat 1 s/d 3

1. Seorangsuamiatauisteri dapat mengajukan permohonan pembatalan

perkawinan apabila perkawinandilangsungkandibawahancaman yang

melanggar hokum ;

2. Seorangsuamiatauisteri dapat mengajukan permohonan pembatalan

perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi

salahsangkamengenaidirisuamiatauisteri ;

Sehingga atas dasar Hukum tersebut pemohon mengajukan cerai talak

terhadap termohon di Pengadilan Agama Bondowoso.

3. BahwaJawabanTermohonpadajawabanPokokPerkarapadaangka 5

menerangkankanpadapokoknya, “

bahwaPemohonmelakukanperbuatanlayaknyasuamiisterihinggaakhirnyater

mohonhamil

“memangpemohonakuipemohonmelakukanselayaknyasuamiisteridenganter

mohon,

namunperludiketahuipemohonmelakukanhubunganbadandengantermohon

hanya2 (dua) kali danspermamilikpemohondikeluarkan di

luartubuhtermohon, sehinggapemohontidakyakinanak yang bernama

ANAKNYA ASLIadalahanakkandungdariPemohon;

4. Bahwaancamantermohonterhadappemohonterusberlangungselama 3

tahuntersebut,

denganancamanapabilatidakmemberikannafkahdantidakmengakuianakterm

ohon, makatermohonmenggertak akanmelanjutkankasushukum di

PolresBondowoso,

dengandemikianancamantersebutsungguhmengganggupsikologisPemohon
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, sehinggaperkawinan yang demikianmenurutPemohontidakbisa di

pertahankan, dengan alasan itulah pemohon

mengajukanceraitalakkepadaTermohon,Permohonan pemohon di

Pengadilan Agama Bondowoso sejalandenganUndang UndangNomor 1

Tahun 1974 TentangPerkawinansebagaimana di sebutkandalamangka 2

tersebut di atas ;

5. Bahwa, berdasarkanhal-haltersebutdiatasdandidukungdenganbukti-

buktidansaksi-saksi yang menguatkansecarahukum,

MakaPenggugatMohonKepadaMajelis Hakim

untukberkenanMengabulkanPermohonanpemohon;

JAWABAN DALAM  REKONVENSI ;

BahwadalamgugatanRekonvensi,

tergugatkonvensisekarangkedudukannyasebagaipenggugatrekonvensi,

danPenggugatkonvensisekarangkedudukannyasebagattergugatRekonvensi

;

Bahwaseluruhdalil yang

dikemukakandalamgugatanKonpensiolehtergugatRekonvensimohondipand

angsatu kesatuan secara mutatis mutandis dalam

daliljawabantergugatRekonvensi ;

BahwaTergugatRekonvensimenolakdankeberatan seluruh dalil posita

penggugat rekonpensi kecuali yang secara tegas yang

dibenarkanolehtergugatRekovensi ;

1. Bahwa untuk membenarkan Gugatan Rekonpensi oleh Peggugat

Rekonpensi pada gugatan Rekonpensi angka 2 dan 3, maka Penggugat

Rekonpensi harus membuktikan dulu bahwa anak ANAKNYA ASLIadalah

anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat

Rekonpensi, apabila hanya bukti akta kelahiran atas nama SULTAN

APRILIOyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kab. Bondowoso, hal

tersebut hanya bukti adminitrasi di kependudukan yang merupakan suatu

pencatatan berdasarkan Buku nikah, sehingga Penggugat Rekonpensi

harus bisa membuktikan secara uji Forensik untuk mengetahui Genetika
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ANAKNYA ASLIapakah benar  anak ANAKNYA ASLIadalah hasil

perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak perlu menjawab Gugatan Penggugat

Rekonvensi, dikarenakan sudah di jawab pada Replik Konvensi ;

3. Bahwa tidak benar gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonpensi pada

angka 5, jikalau Tergugat Rekonvensi berstatus sosial tinggi, Tergugat

Rekonvensi pekerjaannya hanya seorang honorer di dinas Pertanian yang

mempunyai penghasilan perbulan sebesar Rp. 1.400.000.- (satu juta empat

ratus rupiah) perbulan, honor tersebut inklud dengan uang makan dan uang

bensin perhari, uang makan Rp. 20.000.-x 30 hari = rp. 600.000,-, uang

bensin Rp. 10.000,- x 30hari = Rp. 300.000,-, biaya kuliah Rp. 750.000,-

satu bulan , besar pengeluaran tergugat rekonvensi sebesar Rp.

1.650.000,- setiap bulan, sehingga  penghasilan tetap perbulan tergugat

Rekonvensi minus Rp. 250.000.- (dua ratus rupiah) ;

4. Bahwa TIDAK BENAR kesalahan dalam perkara ini hanya dituduhkan

secara sepihak kepada tergugat Rekonvensi saja, kesalahan juga ada pada

Penggugat Rekonvensi yang dalam hubungan berpacaran penggugat

rekonvensi menduakan cinta tergugat Rekonvensi dan tergugat gugat

rekonvensi mengetahui bahwa penggugat rekonvensi mempunyai

pergaulan yang begitu bebas dengan teman teman gang motor balap di

daerah Kecamatan maesan ;

5. Bahwa tergugat secara tegas menolak seluruh tuntutan Penggugat

Rekonvensi yang diantaranya adalah sbb:

1) Nafkah MUT’AH yang layak kepada beka isteri/dari bekas suami sidikitnya

Rp. 70.000.000.- ( tujuh puluh juta rupiah) menginat status sosial tergugat

dalam rekonpensi termasuk berkecukupan secara financial ;

2) NAFKAH MADLIYAH sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari

yakni perhitungannya secara keseluruhan Rp. 100.000.- ( seratus ribu

rupiah) X 3 tahun ( 1095) hari = 109.500.000,- terhitung sejak awal nikah

tahun 2016 yakni terggat dalam rekonpensi tidak memberikan nafkah

dalam perkawinan dengan penggugat dalm rekonpensi ;
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3) NAFKAH IDDAH/ Perbulan sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta

rupiah) ;

4) NAFKAH MASKAN (Tempat tingga) dan NAFKAH KISWAH (Pakaian) tiap

enam bulan sekali Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

5) Biaya pemeliharaan anak/ Nafkah hadhanah untuk 1 (satu) orang anak

yang kini masih memerlukan biaya yang sedikitnya Rp. 2.000.000.- (dua

juta rupiah) setiap bulan/ hingga anak dewasa, dengan perhitungan

kenaikan 10% setiap bulannya.

Dikarenakan tuntutan penggugat rekonvensi sebagaimana angka 5 di atas

jauh dari kemampuan tergugat rekonvensi dan tidak raional ;

berdasarkanalasandandalil-

dalilbaikdalamReplikKonvensimaupunJawabanRekonvensitsb. diatas,

Pemohonmemohondengansegalakerendahanhatikehadapan yang

MuliaMajelis Hakim PemeriksadanMengadilidalamperkaraini,

berkenanmemberikanputusan yang amarnyasebagaiberikut :

Dalam KONPENSI

PRIMAIR :

1. MengabulkanPermohonanPemohonuntukseluruhnya;

2. MenyatakanperkawinanantaraPemohondanTermohonputuskarenaCERAI
TALAK ;

3. MengizinkanPemohonuntukmenjatuhkanTalakSatuterhadapTermohon ;

DALAM REKONPENSI

PRIMAIR :

I. MenolakdantidakdapatditerimagugatanRekonfensipenggugatdalamtuntutan

nyasebagai berikut :

1. Nafkah MUT’AH yang layakkepadabekas

isteri/daribekassuamisidikitnyaRp. 70.000.000.- ( tujuh puluh juta

rupiah) menginat status sosial tergugat dalam rekonpensi termasuk

berkecukupan secara financial ;

2. NAFKAH MADLIYAH sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap

hari yakni perhitungannya secara keseluruhan Rp. 100.000.- ( seratus

ribu rupiah) X 3 tahun ( 1095) hari = 109.500.000,- terhitung sejak awal
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nikah tahun 2016 yakni terggat dalam rekonpensi tidak memberikan

nafkah dalam perkawinan dengan penggugat dalm rekonpensi ;

3. NAFKAH IDDAH/ Perbulan sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta

rupiah) ;

4. NAFKAH MASKAN (Tempat tingga) dan NAFKAH KISWAH (Pakaian) tiap

enam bulan sekali Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

5. Biaya pemeliharaan anak/ Nafkah hadhanah untuk 1 (satu) orang anak

yang kini masih memerlukan biaya yang sedikitnya Rp. 2.000.000.- (dua

juta rupiah) setiap bulan/ hingga anak dewasa, dengan perhitungan

kenaikan 10% setiap bulannya.

Dikarenakan tuntutan tersebut tidak sesuai dengan kemampuan tergugat

rekonpensi ;

II. MenolakdantidakdapatditerimagugatanRekonfensipenggugatuntukseluruhn

ya ;

III. Membebankanbiayaperkarainimenuruthukum.

SUBSIDAIR:

Jika yang MuliaMajelis Hakim berpendapatlain, Mohonputusan yang seadil-

adilnyadalampersidangan yang adildantanpamemihak (ex aequoet bono)

Bahwa atas replik dari Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan

duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis yang pada

pokoknya dapat menerima kesanggupan Pemohon tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil cerai talak dari

pemohon kecuali yang dengan tegas diakui oleh termohon.

2. Bahwa Termohon pada pokoknya menerangkan secara tegas jika

termohon sangat keberatan dengan perceraian ini karena termohon merasa

tidak bersalah dan sebaliknya kesalahan ada di pihak pemohon yakni tidak

bertanggung jawab kepada rumah tangga termohon dengan pemohon

3. Bahwa dalam dalil replik pemohon point 2 menerangkan pada pokoknya

benar jika sebelum menikahi pemohon yakni diantara pemohon dan

termohon telah melakukan hubungan berpacaran layaknya orang yang

sebelum melakukan pernikahan. Bahwa selanjutnya tidak benar jika
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pemohon menuduh termohon selama berpacaran memilki pacar lain.

Bahwa sebenarnya pemohon tidak dibenarkan mencari alasan-alasan

perceraian dengan menceritakan masalah dalam pacaran antara pemohon

dengan termohon, sehingga alasan ini bukanlah alasan dibenarkannya

dalam suatu perceraian.

4. Bahwa tidak benar jika pemohon merasa terintimidasi dalam melakukan

perkawinan dengan termohon. Bahwa dalil terintimidasi ini adalah tidak

benar karena unsur terintimidasi merupakan istitilah adanya suatu tindak

pidana dan secara nyata pemohon jika merasa terintimidasi tidak pernah

melaporkan termohon kepada kepolisian. Sehingga tuduhan terintimidasi

adalah tidak terbukti. Bahwa sebagai seorang isteri yakni termohon tidak

mungkin melakukan intimidasi kepada pemohon, apalagi pemohon adalah

seorang laki-laki sehingga dalil terintimidasi tidaklah benar dan hanya

mengarang cerita belaka guna melancarkan keinginan perceraian ini.

5. Bahwa dalam point 3 replik pemohon yang pada pokoknya mendalilkan

benar jika antara pemohon dan termohon telah melakukan hubungan

layaknya suami istri. Bahwa hal ini membuktikan jika antara pemohon

dengan termohon melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini telah

dikaruniai anak yang bernama Sultan Aprilio. Bahwa pemohon dalam

dalilnya telah tidak yakin jika anak yang bernama Anaknya Asliadalah anak

pemohon sehingga dalil ini sangat membuat sakit hati termohon dan

tuduhan fitnah pemohon tidak berdasarkan hukum (fitnah itu lebih kejam

dari pembunuhan). Bahwa secara hukum terhadap pengingkaran
adanya anak telah diatur dengan tata caraLi’an. Bahwa pemohon telah

melakukan perbuatan hubungan suami istri namun selalu berkilah terhadap

status anak kandungnya, sehingga menunjukkan kesalahan ada di pihak

pemohon.

6. Bahwa pemohon mendalilkan dalam replik point 4 jika termohon minta

nafkah pada pemohon dan jika tidak memberikan nafkah akan dilaporkan

ke Polres Bondowoso. Bahwa terhadap hal ini adalah bukan suatu

ancaman yakni suatu hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Apalagi,jika

pemohon paham hak dan kewajiban dalam agama serta sejalan dengan isi



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

Page 17 of 40 Putusan 0918/Pdt.G/2019/PA.Bdw.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan

Undang-Undang Perlindungan Anak maka jika ada seorang suami tidak

menafkahi istri atau anaknya dalam hak ruang lingkup rumah tangganya

akan diancam suatu pidana penjara. Sehingga permintaan nafkah tersebut

oleh termohon adalah suatu hal yang dibenarkan hukum karena pada

esensinya Undang-Undang PKDRT dan Undang-Undang perlindungan

anak adalah melindungi kepentingan Istri, anak dan/atau orang-orang

dalam ruang lingkup rumah tangga dari seorang kepala Rumah Tangga.

7. Bahwa selama ini pemohon telah menelantarkan kehidupan termohon

beserta anaknya yakni dengan tidak memberikan nafkah sehingga

pemohon mengajukan cerai talak hanya ingin melepas tanggung jawab

sebagai seorang suami terhadap termohon sebagai istri dan anaknya.

Bahwa perbuatan penelantaran pemohon sangat menyakitkan hati

termohon dan anaknya

8. Bahwa termohon dengan tegas menyampaikan jika anak yang bernama

ANAKNYA ASLIadalah anak kandung pemohon dengan termohon. Bahwa

termohon selama ini hanya melakukan hubungan layaknya suami istri

hanya dengan pemohon. Bahwa jika pemohon mengingingkari ini,

perbuatan pemohon sangat membuat hati termohon menderita. Bahwa

pemohon tidak bertanggung jawab apa telah dilakukan kepada termohon.

9. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, maka kesalahan ada di pihak Pemohon

karena tidak melakukan tugas layaknya seorang suami / kepala rumah

tangga dan sejak awal menikah pemohon telah menelantarkan termohon

serta anaknya sehingga termohon mengalami penderitaan lahir batin yang

berkepanjangan. Maka dengan posita gugatan cerai talak pemohon dan

jawaban serta duplik dari termohon, bahwa perceraian talak dari pemohon

disebabkan dari kesalahan pemohon.

10.Bahwa walaupun termohon telah disakiti lahir dan batin yaitu termohon

ditinggalkan dan ditelantarkan hingga kini berlangsung selama ± 3 tahun

lamanya serta selama termohon ditinggalkan oleh pemohon tidak diberikan

nafkah lahir batin oleh pemohon. Walaupun demikian, termohon sampai

saat ini masih berusaha sabar menunggu kehadiran Pemohon.
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11.Bahwa dengan demikian telah nampak dan sangat jelas bahwa dasar

perceraian tersebut diatas jelas tidak cukup bukti untuk mengungkap

kesalahan termohon dan justru sebaliknya Pemohon yang bersalah karena

pemohon telah meninggalkan dan menelantarkan termohon serta anaknya

yang hingga kini selama ± 3 tahun lamanya dengan tidak memberikan

nafkah lahir batin serta pemohon tidak melaksanakan kewajiban dan

tanggung jawabnya sebagai seorang suami.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang terurai dalam bab pokok perkara mohon dianggap

berlaku dan terbaca ulang dalam bab rekonpensi ini.

2. Bahwa selama perkawinan antara penggugat dalam rekonpensi dengan

tergugat dalam rekonpensi telah dikaruniai satu orang anak

yakniANAKNYA ASLI umur ± 3 tahun (ikut Termohon / Penggugat dalam

rekonpensi).

3. Bahwa oleh karena satu orang anak bernamaANAKNYA ASLI umur ± 3

tahun sekarang ikut penggugat rekonpensi / termohon, maka mohon agar

anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan dan penguasaan (hadlonah)

penggugat rekonpensi / termohon. Bahwa oleh karena penggugat

rekonpensi sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak, maka

penggugat dalam rekonpensi/ termohon menuntut dan mohon dihukum

agar tergugat rekonpensi/pemohon memberi nafkah anak melalui

penggugat rekonpensi / termohon untuk selanjutnya sampai satu orang

anak tersebut dewasa atau setidak-tidaknya lulus kuliah yakni per/bulan

sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

4. Bahwa pemohon dalam konpensi / tergugat dalam rekonpensi telah

mengajukan permohonan perceraian terhadap penggugat dalam

rekonpensi tanpa didasari dasar hukum yang menjadi syarat sahnya

perceraian atau dapat dikatakan Penggugat dalam rekonpensi dicerai oleh

tergugat dalam rekonpensi tanpa suatu kesalahan yang sah.

5. Bahwa tergugat rekonpensi menyampaikan bekerja di Dinas Pertanian

Bondowoso dengan mendalilkan rincian gajinya, bahkan tergugat

rekonpensi menyampaikan jika gaji tergugat rekonpensi sampe minus
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karena kebutuhan tergugat rekonpensi sendiri. Bahwa hal ini adalah tidak

masuk akal jika orang yang berkerja gajinya sampai minus dan tetap

bertahan kerja di Dinas Pertanian. Bahwa dalil ini hanyalah untuk alibi jika

tergugat rekonpensi tidak berkenan memberikan nafkah kepada bekas istri

dan anak kandungnya. Bahwa hal ini terbantahkan dengan dalil kuasa

hukum tergugat rekonpensi yang pada saat mediasi menyampaikan jika

principal tergugat rekonpensi sedang berada dinas luar pulau di

Kalimantan. Bahwa dengan dalil ini membuktikan dengan sendirinya jika

dalil minus gaji tergugat rekonpensi adalah rekayasa karena sejatinya

tergugat rekonpensi termasuk orang yang cukup secara financial. Bahwa

dalil gaji tergugat rekonpensi itu belum termasuk insentif atau tunjangan

dalam dinas.

6. Bahwa tergugat dalam rekonpensi adalah orang yang berfinansial cukup

hal ini terbukti jika tergugat dalam rekonpensi selalu sibuk ke luar pulau

jawa seperti ke Kalimantan yakni dengan acara tugas kantor. Hal ini

terbukti dalam sidang awal di Pengadilan, tergugat rekonpensi melalui

kuasa hukumnya menyampaikan bahwa tergugat rekonpensi/pemohon

pernah tidak bisa hadir mediasi dikarenakan berada dalam tugas dinas ke

pulau Kalimantan. Bahwa hal –hal ini semakin meyakinkan jika tergugat

dalam rekonpensi adalah orang yang berstatus sosial cukup, apalagi

pemohon / tergugat rekonpensi bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten

Bondowoso.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 41 C UU RI No 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan yang pada pokoknya menerangkan “ akibat putusnya

perkawinan karena perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada

bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan

sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Oleh karenanya penggugat dalam

rekonpensi menuntut nafkah-nafkah sesuai ketentuan perundang-

undangan kepada tergugat dalam rekonpensi.

8. Bahwa dari uraian diatas, justru tergugat dalam rekonpensi yang

melakukan kesalahan yaitu melakukan perbuatan meninggalkan dan

menelantarkan Penggugat dalam rekonpensi / termohon beserta anaknya
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sehingga telah membuat penderitaan lahir dan batin bagi termohon /

penggugat rekonpensi. Bahwa menurut Inpres No. 1 tahun 1991 tentang

Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat dalam rekonpensi dapat

menuntut hak nafkah sebagai bekas istri dan nafkah hak anak kepada

Terguggat dalam rekonpensi

DALAM KONPENSI
Mengabulkan permohonan pemohon

DALAM REKONPENSI
Mengabulkan gugatan penggugat dalam rekonpensi untuk seluruhnya.

Atau apabila pengadilan berpandangan lain mohon agar perkara ini diputus

yang seadil-adilnyaex aequo et bono,

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon

telahmengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor

3511101212520002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur pada tanggal

05 -09- 2012, yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya

(Bukti P.1) ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapen Kabupaten

Bondowoso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/12/III/1989 tanggal 16

Maret 1989, yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya

(Bukti P.2);

Bahwa,selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Pemohon

juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Saksi I Asli , Umur :  Tahun, agama Islam,pekerjaan , alamat  Kecamatan

Maesan Kabupaten Bondowoso, dan saksi tersebut menerangkan di bawah

sumpahnya yang pada pokoknya sebagai  berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah

Ibu kandung Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang

menikah tanggal 14Maret Tahun2016, akan tetapi sesudah akad nikah
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Pemohon tidak pernah kumpul baik layaknya suami istri dan tidak pernah

tinggal bersama dalam 1 rumah dengan Termohon, karena setelah akad

nikah Pemohon pulang dan tinggal di rumah saksi di  Kecamatan

Maesan  Kabupaten Bondowoso, sedangkan Termohon tinggal di rumah

orang tua Termohon di Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Termohon karena adanya

terkanan dan ancaman dari orang tua Termohon dengan cara

melaporkan Pemohon ke Polisi dengan tuduhan telah menghamili

anaknya yang masih dibawah umur, yaitu Termohon.

- Bahwa saksi tahu Pemohon pada awalnya menolak untuk kawin dengan

Termohon karena menurut Pemohon Termohon mempunyai lebih dari

satu pacar dan Pemohon tidak yakin anak yang dikandung Termohon

adalah anak Pemohon;

- Bahwa saksi tahu akhirnya Pemohon bersedia mengawini Termohon

karena adanya ancaman Pemohon akan dituntut pidana selama 15

tahun penjara, jika Pemohon menolak mengawainani Termohon;

- Bahwa saksi tahu sekitar 1 bulan setelah acara perkawinan Termohon

melahirkan anak laki laki yang diberi nama : ANAKNYA ASLIyang

sekarang dalam asuhan Termohon;

- Bahwa pada saat Termohon melahirkan saksi pernah menyuruh

Pemohon menjenguk Termohon akan tetapi Pemohon menolak dengan

alasan tidak yakin anak tersebut anak Pemohon, akhirnya saksi bersama

suami saksi menjenguk Termohon tanpa Pemohon.

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun

dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap tidak

bersedia untuk rukun lagi dengan Termohon;

2. Saksi II Asli , Umur :  Tahun, agama Islam,pekerjaan , alamat  Kecamatan

Maesan Kabupaten Bondowoso, dan saksi tersebut menerangkan di bawah

sumpahnya yang pada pokoknya sebagai  berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah

Tetangga Pemohon;
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- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang

menikah tanggal 14Maret Tahun2016, akan tetapi sesudah akad nikah

Pemohon tidak pernah kumpul baik layaknya suami istri dan tidak pernah

tinggal bersama dalam 1 rumah dengan Termohon, karena setelah akad

nikah Pemohon pulang dan tinggal di rumah orang tuanya di  Kecamatan

Maesan  Kabupaten Bondowoso, sedangkan Termohon tinggal di rumah

orang tua Termohon di Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Termohon karena adanya

terkanan dan ancaman dari orang tua Termohon dengan cara

melaporkan Pemohon ke Polisi dengan tuduhan telah menghamili

anaknya yang masih dibawah umur, yaitu Termohon.

- Bahwa saksi tahu Pemohon pada awalnya menolak untuk kawin dengan

Termohon karena menurut Pemohon Termohon mempunyai lebih dari

satu pacar dan Pemohon tidak yakin anak yang dikandung Termohon

adalah anak Pemohon;

- Bahwa saksi tahu akhirnya Pemohon bersedia mengawini Termohon

karena adanya ancaman Pemohon akan dituntut pidana selama 15

tahun penjara, jika Pemohon menolak mengawainani Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut karena pada saat itu

Pemohon meminta nasehat kepada saksi, dan saksi menasehati

Pemohon untuk menghindari masalah sebaiknya Pemohon mengawini

Termohon.

- Bahwa saksi tahu sekitar 1 bulan setelah acara perkawinan Termohon

melahirkan anak laki laki yang diberi nama : ANAKNYA ASLIyang

sekarang dalam asuhan Termohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak mau mengurusi Termohon dan

anaknya karena Pemohon tidak yakin anak tersebut anak Pemohon;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun

dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap tidak

bersedia untuk rukun lagi dengan Termohon;
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3. Saksi III Asli , Umur:  Tahun, agama Islam,pekerjaan , alamat  Kecamatan

Maesan Kabupaten Bondowoso, dan saksi tersebut menerangkan di bawah

sumpahnya yang pada pokoknya sebagai  berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah

ayah tiriPemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang

menikah tanggal 14Maret Tahun2016, akan tetapi sesudah akad nikah

Pemohon tidak pernah kumpul baik layaknya suami istri dan tidak pernah

tinggal bersama dalam 1 rumah dengan Termohon, karena setelah akad

nikah Pemohon pulang dan tinggal di rumah ibunya di  Kecamatan

Maesan  Kabupaten Bondowoso, sedangkan Termohon tinggal di rumah

orang tua Termohon di Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Termohon karena adanya

terkanan dan ancaman dari orang tua Termohon dengan cara

melaporkan Pemohon ke Polisi dengan tuduhan telah menghamili

anaknya yang masih dibawah umur, yaitu Termohon.

- Bahwa saksi tahu Pemohon pada awalnya menolak untuk kawin dengan

Termohon karena menurut Pemohon Termohon mempunyai lebih dari

satu pacar dan Pemohon tidak yakin anak yang dikandung Termohon

adalah anak Pemohon;

- Bahwa saksi tahu akhirnya Pemohon bersedia mengawini Termohon

karena adanya ancaman Pemohon akan dituntut pidana selama 15

tahun penjara, jika Pemohon menolak mengawainani Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut karena pada saat itu

Pemohon meminta nasehat kepada saksi, dan saksi menasehati

Pemohon untuk menghindari masalah sebaiknya Pemohon mengawini

Termohon.

- Bahwa saksi tahu sekitar 1 bulan setelah acara perkawinan Termohon

melahirkan anak laki laki yang diberi nama : ANAKNYA ASLIyang

sekarang dalam asuhan Termohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak mau mengurusi Termohon dan

anaknya karena Pemohon tidak yakin anak tersebut anak Pemohon;
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- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun

dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap tidak

bersedia untuk rukun lagi dengan Termohon;

Bahwa,pihak Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti

terlulia, akan tetapi menngajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I Asli , Umur :  Tahun, agama Islam,Pekerjaan , alamat  Kecamatan

Maesan Kabupaten Bondowoso, dan saksi tersebut menerangkan di bawah

sumpahnya yang pada pokoknya sebagai  berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah

ayah kandung Termohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang

menikah tanggal 14Maret Tahun2016, akan tetapi sesudah akad nikah

Pemohon tidak pernah kumpul baik layaknya suami istri dan tidak pernah

tinggal bersama dalam 1 rumah dengan Termohon, karena setelah akad

nikah Pemohon pamit pulang mengambil baju, akan tetapi tidak pernah

kembali lagi tinggal bersama Termohon sampai sekarang ini;

- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Termohon setelah saksi

melaporkan Pemohon ke Polisi dengan tuduhan telah menghamili anak

saksi yang masih dibawah umur, baru berumur 15 tahun.

- Bahwa saksi tahu oleh karena Termohon baru berusia 15 tahun, maka

untuk melakukan perkawinan saksi telah mengajukan Dispensasi kawin

untuk Termohon kepada Pengadilan Agama Bondowoso.

- Bahwa saksi tahu Pemohon pada awalnya menolak untuk kawin dengan

Termohon dengan alasan Termohon mempunyai banyak pacar, akan

tetapiakhirnya Pemohon bersedia mengawini Termohon setelah adanya

ancaman dari polisi bahwa Pemohon dapat dituntut pidana selama 15

tahun penjara.

- Bahwa sebelum melaporkan Pemohon ke Polisi saksi telah berusaha

menemui Pemohon dirumahnya secara baik-baik, meminta KTP

Pemohon akan tetapi Pemohon berusaha menghindar dan menolak

bertanggung jawab mengawini Termohon.
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- Bahwa saksi pada awalnya tidak tahu atas kehamilan Termohon dan

adanya hubungan dengan Pemohon. Saksi mengatahui Termohon hamil

karena Termohon pingsan di sekolahnya, lalu dibawa ke Dokter dan

diketahui Termohon sedang hamil.Termohon mengaku telah melakukan

hubungan badan dengan Pemohon sebanyak 2 kali dirumah Saksi, lalu

Saksi mencari Pemohon kerumahnya akan tetapi tidak ditanggapi

dengan baik, bahkan Pemohon menolak bertanggung jawab.

- Bahwa saksi mengetahui Termohon banyak teman laki-laki karena

Termohon mengikuti grup sepeda motor, tetapi tidak pernah mengetahui

Termohon mempunyai banyak pacar dan tidak mengetahui Termohon

berpacaran dengan Pemohon serta pernah berhubungan badan dengan

Termohon dirumah saksi.

- Bahwa saksi tahu sekitar 1 bulan setelah acara perkawinan Termohon

melahirkan anak laki laki yang diberi nama : ANAKNYA ASLIyang

sekarang dalam asuhan Termohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak pernah mengurusi atau membiayai

Termohon dan anaknya sepeserpun, bahkan ketikan Termohon

melahirkan anak Pemohon tidak mau datang menjenguk, hanya ibunya

dan babaknya saja datang menjenguk dengan membawa gula.

2. Saksi II Asli , Umur :  Tahun, agama Islam,Pekerjaan , alamat Kecamatan

Maesan Kabupaten Bondowoso, dan saksi tersebut menerangkan di bawah

sumpahnya yang pada pokoknya sebagai  berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah

Paman Termohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang

menikah tanggal 14Maret Tahun2016, akan tetapi sesudah akad nikah

Pemohon tidak pernah kumpul baik layaknya suami istri dan tidak pernah

tinggal bersama dalam 1 rumah dengan Termohon, karena setelah akad

nikah Pemohon pamit pulang mengambil baju, akan tetapi tidak pernah

kembali lagi tinggal bersama Termohon sampai sekarang ini;
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- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Termohon karena adanya

laporan ayah Termohon ke Polisidengan tuduhan telah menghamili

anakyang masih dibawah umur, yaitu Termohon berumur 15 tahun.

- Bahwa saksi tahu Pemohon pada awalnya menolak untuk kawin dengan

Termohon, akan tetapiakhirnya Pemohon bersedia mengawini Termohon

setelah adanya ancaman dari polisi bahwa Pemohon dapat dituntut

pidana selama 15 tahun penjara.

- Bahwa saksi tahu oleh karena Termohon baru berusia 15 tahun, maka

untuk melakukan perkawinan ayah Termohon telah mengajukan

Dispensasi kawin untuk Termohon.

- Bahwa sebelum melaporkan Pemohon ke Polisi ayah Termohon telah

berusaha menemui Pemohon dirumahnya secara baik-baik akan tetapi

Pemohon selalu menghindar dan menolak bertanggung jawab

mengawini Termohon.

- Bahwa saksi tidak pernah ikut mengurusi perkawinan Pemohon dengan

Termohon, saksi hanya hadir saat selamatan dirumah orang tua

Termohon

- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon mempunyai banyak teman,

banyak pacar, dan tidak pernah mengetahui Termohon berpacaran

dengan Pemohon serta melakukan hubungan suami istri dirumah orang

tua Termohon.

- Bahwa saksi tahu sekitar 1 bulan setelah acara perkawinan Termohon

melahirkan anak laki laki yang diberi nama : ANAKNYA ASLIyang

sekarang dalam asuhan Termohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak pernah mengurusi atau membiayai

Termohon dan anaknya sepeserpun, bahkan ketika Termohon

melahirkan anak Pemohon tidak mau datang menjenguk, hanya ibunya

dan babaknya saja datang menjenguk dengan membawa gula.

Bahwa pihak Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan

yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tetap menuduh

Termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain dan anak

bernamaANAKNYA ASLIbukan anak Pemohon, sehingga Pemohon menolak
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seluruh gugatan rekonvensi dari Termohon. Sedangkan pihak Termohon

menyampaikan kesimpulan secara Lisan yang pada pokoknya

membantah/menolak tuduhan dan pengingkaran Pemohon tersebut, serta tetap

pada gugatan rekonvensinya.

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor

0981/Pdt.G/2019/PA.Bdw. tanggal 29 Oktober 2019 yang amarnya sebagai

berikut :

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah Li’an

denngan lafal sebegai berikut :

WAllahi.Demi Allah saya bersumpah telah menuduh Termohon melakukan

hubungan badan dengan laki-laki lain dan mengingkari anak yang bernama

ANAKNYA ASLIsebagai anak saya.

WAllahi. Demi Allah saya bersumpah telah menuduh Termohon melakukan

hubungan badan dengan laki-laki lain dan mengingkari anak yang bernama

ANAKNYA ASLIsebagai anak saya

WAllahi.Demi Allah saya bersumpah telah menuduh Termohon melakukan

hubungan badan dengan laki-laki lain dan mengingkari anak yang bernama

ANAKNYA ASLIsebagai anak saya.

WAllahi. Demi Allah saya bersumpah telah menuduh Termohon melakukan

hubungan badan dengan laki-laki lain dan mengingkari anak yang bernama

ANAKNYA ASLIsebagai anak saya

WAllahi.Demi Allah laknat Allah atas diri saya apabila tuduhan dan

pengingkaran saya tersebut adalah dusta.

2. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengucapkan sumpah Li’an

sebagai berikut :

WAllahi, demi Allah saya bersumpah tuduhan dan pengingkaran Pemohon

tersebut adalah dusta”

WAllahi, demi Allah saya bersumpah tuduhan dan pengingkaran Pemohon

tersebut adalah dusta”

WAllahi, demi Allah saya bersumpah tuduhan dan pengingkaran Pemohon

tersebut adalah dusta”

WAllahi, demi Allah saya bersumpah tuduhan dan pengingkaran Pemohon
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tersebut adalah dusta”

WAllahi, demi Allah murka Allah atas diri saya; jika tuduhan dan

pengingkaran tersebut benar adanya.

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengucapkan

sumpah tersebut dimuka sidang sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara

Persidangan nomor 0000/Pdt.G/2019PA.Bdw tanggal 12 Nopember 2019

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan

kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada

pendirian masing-masing.Kedua belah pihak mohon agar segera diputuskan

perkaranya dengan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan inidan segala sesuatu

yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara

ini danMajelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah diajukan gugatan

balik (rekonvensi) dari Termohon, maka dalam konvensiPemohon akan disebut

sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon akan disebut sebagai Termohon

Konvensi, sedang dalam rekonvensi Termohon akan disebut sebagai

Penggugat rekonvensi dan Pemohon akan disebut sebagai Tergugat

Rekonvensi;

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan  permohonan Pemohon

Konvensi adalah   sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan yang

menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bondowoso sesuai ketentuan Pasal

49 huruf a UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No 50 Tahun 2009,

dan telah diajukan sesuai   dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan

yang berlaku, maka secara formil permohonan Pemohon Konvensi dapat

diterima.
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Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam  dan Pasal 65 Undang Undang

Nomor 7 Tahun 1989, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

Pemohon Konvensi dan TermohonKonvensi, akan tetapi tidak berhasil, serta

telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk

melakukan mediasi sebagaimana diperintahkan dalam PERMA No. 1 Tahun

2016, dan kedua belah pihak yang berperkara telah melakukan mediasi dengan

mediator H. Syamsul Hadi, S.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil sesuai

laporan mediasi  tanggal20 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah dilakukan dalam

sidang yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan

PemohonKonvensi, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi

yang pada pokoknya Pemohon Konvensiingin bercerai dengan Termohon

Konvensidengan alasan antara PemohonKonvensi dengan TermohonKonvensi

telah terjadi perselisihan terus menerus disebabkan perkawinan antara

Pemohon Konvensidan Termohon Konvensiterjadi karena adanya paksaan dari

TermohonKonvensiyang hamil diluar nikah dengan cara melaporkan Pemohon

Konvensi ke Polisi. Pemohon KonvensimengetahuiTermohonKonvensi

mempunyai lebih dari satu pacar, dan Pemohon konvensi tidak yakinanak yang

kemudian dilahirkan Termohon Konvensi yang bernama ANAKNYA ASLIadalah

anak PemohonKonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan PemohonKonvensi tersebut

Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada

pokoknya membenarkan perkawinan antara Pemohon Konvensidan Termohon

Konvensiterjadi disebabkan Termohon Konvensidan Pemohon telah pacaran

dan Termohon hamil sebelum menikah, dan perkawinan tersebut terjadi setelah

pemohon Konvensidilaporkan di Kepolisian Resort Bondowoso oleh termohon

Konvensidalam perkara pidana yakni pemohon melakukan perbuatan layaknya

suami istri hingga akhirnya termohon hamil. Termohon membantah dalil
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PemohonKonvensi yang tidak yakin jika anak yang bernama Anaknya

Asliadalah anak pemohon sehingga dalil ini sangat membuat sakit hati

termohon dan tuduhan fitnah pemohon tidak berdasarkan hukum (fitnah itu lebih

kejam dari pembunuhan). Bahwa secara hukum terhadap pengingkaran
adanya anak telah diatur dengan tata caraLi’an.

Menimbang, untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon Konvensi

telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2., alat bukti mana merupakan

akta otentik dan telah dicocokkan sesuai aslinya serta telah bermaterai cukup,

sehingga menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil

sebagai alat bukti, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk

dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon konvensi telah mengajukan 3

(tiga) orang saksi. Saksi-saksi mana telah cakap hukum dan memberikan

keterangan didepan sidang dibawah sumpah, dan keterangannya didasarkan

pada kenyataan yang dialami, dilihat dan didengar sendiri, serta keterangan

saksi satu dengan lainnya saling berkaitan dan saling mendukung. Sehingga

menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat

bukti, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam

perkara ini.

Menimbang. bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Pemohon

Konvensimempunyai identitas yang jelas, beragama Islam, dan bertempat

tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso,yang wilayahnya

meliputi tempat kediaman TermohonKonvensi, sehingga permohonan Pemohon

Konvensitelah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 67 huruf

(a) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2,  maka harus dinyatakan telah

terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konmvensi adalah suami istri

yang telah terikat oleh perklawinan  yang sah, sehingga masing-masing dapat

menjadi pihak dalam perkara perceraian ini.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dapat

diketahui alasan cerai yang diajukan pada pokoknya didasarkan pada ketentuan
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Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, yaitu  antara suami istri terus menerus

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun

lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan perceraian karena alasan tersebut

dalam Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan

mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah

mendengar saksi keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri.

Demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun

1989 dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 495

K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002.

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1 dan P.2 keterangan saksi-saksi,

serta Sumpah Li’an dari PemohonKonvensi dan TermohonKonvensi maka

dapat ditemukan fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensidan TermohonKonvensitelah melakukan

perkawinan secara sah pada tanggal 14Maret Tahun2016, akan tetapi

sesudah akad nikah PemohonKonvensi tidak pernah rukun atau kumpul

layaknya suami istridengan Termohon Konvensi disebabkan telah terjadi

perselisihan terus menerus;

- Bahwa perselisihan tersebut terjadi disebabkanperkawinan antara Pemohon

Konvensidengan Termohon Konvensidilakukankarena adanya ancaman dari

orang tua Termohon Konvensidengan cara melaporkan PemohonKonvensi

ke Polisi dengan tuduhan Pemohon Konvensimenghamili anaknya yang

masih dibawah umur (15 tahun), dengan ancaman pidana penjara 15 tahun.

- Bahwa sekitar 1 bulan setelah perkawinan Termohon Konvensimelahirkan

anak laki laki yang diberi nama : ANAKNYA ASLIyang sekarang dalam

asuhan TermohonKonvensi, tetapi Pemohon menyatakan Termohon

Konvensimempunyai lebih dari satu pacar dan tidak menyakini (mengingkari)

anak tersebut sebagai anak Pemohon.

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar

rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bagi

Majelis Hakim mengenai sebab-sebab pertengkaran yang terjadi antara

Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi, yaitu disebabkan perkawinan

antara Pemohon dengan Termohon terjadi karena adanya tekanan dan

ancaman dari orang tua Termohon dengan cara melaporkan Pemohon ke Polisi

dengan tuduhan Pemohon telah menghamili anaknya yang masih dibawah

umur (15 tahun), dengan ancaman pidana penjara 15 tahun. Pemohon

menuduh Termohon mempunyai lebih dari satu pacar dan tidak meyakini

(mengingkari) anak bernama ANAKNYA ASLIsebagai anaknya.

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi

sejak perkawinan dilakukan tidak pernah rukun/kumpul dan tidak pernah tinggal

bersama dalam 1 rumah sampai sekarang ini, dan pihak keluarga telah

berusaha untuk mendamaikan Pemohon konvensi agar dapat rukun dan kumpul

kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka

Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon Konvensi dan Termohon

Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak

ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga

harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan sakinah

atas dasar mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal

1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

tidak mungkin dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas, maka alasan cerai yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi berdasarkan

pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dapat dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon yangmenyatakan

Termohon punya lebih dari satu pacar dan tidak menyakini (mengingkari) anak

bernama ANAKNYA ASLIsebagai anaknya.Dalil mana telah dibantah oleh

Termohon dengan menyatakan “Bahwa secara hukum terhadap
pengingkaran adanya anak telah diatur dengan tata cara Li’an.”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum
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Islam. Pasal 126 Li`an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zinah dan

atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya,

sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. Oleh

karena itu Majelis hakim berpendapat dalam perkara ini dapat diterapkan

prosedur Lian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 87 (1) Apabila permohonan atau

gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina,

sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan

termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat

bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta

upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon

atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena

jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah. (2)

Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan

sanggahannya dengan cara yang sama.Pasal 88 (1) Apabila sumpah

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami,

maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara lain. (2) Apabila

sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh

istri maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang

telah dipertimbangkan diatas ternyata pemohon Konvensi tidak dapat

melengkapi bukti-bukti tentang tuduhan Termohon Konvensi mempunyai lebih

dari 1 pacar dan pengingkaran terhadap anak yang dilahirkan Termohon

konvensi. Sedang termohon Konvensimenyanggah alasan tersebut, dan Majelis

Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai Pemohon Konvensibukan tiada

pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi

diperoleh baik dari pemohon Konvensimaupun dari termohon Konvensi. Oleh

karna ituMajelis Hakim secara ex offisio telah memerintahkan kepada pemohon

Konvensi dan termohon Konvensiuntuk bersumpahLi’an sebagaimana termuat

dalam Putusan Sela Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA. Bdw tanggal 29 Oltober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Kompilasi Hukum
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Islam Tata cara li`an diatur sebagai berikut : a. Suami bersumpah empat kali

dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah

kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau

pengingkaran tersebut dusta”b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran

gtersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau

pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata

murka Allah atas dirinya :tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”; c.

tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak

terpisahkan; d.apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b,

maka dianggap tidak terjadi li`an. Pasal 128 Li`an hanya sah apabila dilakukann

di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang Tanggal 12

Nopember 2019 Pemohon Konvensidan Termohon Konvensitelah

mengucapkan sumpah Li’an, dan sesuai dengan ketentuan dalam Kompoilasi

Hukum Islam  Pasal 125 Li`an menyebabkan putusnya perkawinan antara

suami isteri untuk selama-lamnya. Dan oleh karena Pemohon Konvensi dan

Termohon Konvensi telah mengucapkan sumpah Li’an, maka berdasarkan

ketentuan hukum Islam Pengadilan Agama Bondowoso cq Majelis Hakimharus

menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah putus karena

perceraian Li’an.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun

1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan

diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009

permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan, akan tetapi oleh karena

perceraian ini terjadi karena Li`an, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan

tidak perlu menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak bagi Pemohon

Konvensi terhadap Termohon Konvensi sebagaimana diatur dalam pasal 70

ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan

dalil syar’I dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 227 :
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وإنعزمواالطلاقفإناللھسمیععلیم
Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah

mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menetapkan sebagai hukum bahwa 1 (satu) orang anak penggugat

rekonpensi/ termohon dan tergugat rekonpensi/ pemohon yang bernama

ANAKNYA ASLIyang sekarang ikut termohon / penggugat rekonpensi

tetap berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (hadlonah)

penggugatrekonpensi/termohon.

2. Menghukum tergugat dalam rekonpensi untuk membayar kepada

penggugat dalam rekonpensi berupa :

2.1NAFKAH MUT’AH yang layak kepada bekas istri / dari bekas suami

sedikitnya Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) mengingat status

sosial tergugat dalam rekonpensi termasuk orang yang berkecukupan

secara financial.

2.2NAFKAH MADLIYAH sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap

hari yakni perhitungannyasecara keseluruhan : Rp 100.000,- x 3 tahun

(1095 Hari) = 109.500.000,- terhitung sejak awal nikah tahun 2016

yakni Tergugat dalam rekonpensi tidak memberi nafkah selama

perkawinan dengan penggugat dalam rekonpensi.

2.3NAFKAH IDDAH/ perbulan sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta

rupiah).

2.4NAFKAH MASKAN (tempat tinggal) dan NAFKAH KISWAH (pakaian)

tiap 6 (enam) bulan sekali sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

2.5Biaya pemeliharaan anak / Nafkah Hadhanah untuk 1 (satu) orang anak

yang kini masih memerlukan biaya sedikitnya Rp 2.000.000,- (dua juta

rupiah) setiap bulan / hingga anak dewasa atau setidak-tidaknya

sampai lulus kuliah. Dengan perhitungan kenaikan 10 % setiap

tahunnya
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3. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih

dahulu sekalipun ada pemeriksaan verzet, banding maupun kasasi.

Menimbang, bahwaterhadap tuntutan dari Penggugat

Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat

Rekonvensi menyatakan menolak dankeberatan atas seluruh gugatan

Penggugat Rekonvensi dengan alasan tuntutan penggugat rekonvensi tersebut

di atas tidak raional dan jauh dari kemampuan tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut

Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang

saksi yang telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana diatur dalam

ketentuan hukum acara yang berlaku (pasal 168 s/d 172 HIR, akan tetapi

keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya

dengan gugatan Rekonvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi,

sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diterapkan prosedur Li’an

dan kedua belah pihak yang berperkara telah mengucapkan sumpah Li’an,

sehingga berdasarkan dalil-dalil syar’i Li’an dalam perkara ini membawa akibat

hukum pada pokoknya :

1. Perceraian antara Pemohon dengan termohon putus karena talak bai’n.

2. Haram bagi Pemohon dengan Termohon melakukan hubungan suami istri

dan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah putus untuk

selama-lamanya, atau Pemohan dan Termohon tidak boleh rujuk atau

menikah lagi untuk selama-lamanya;

3. Putus hubungan nasab antara anak bernama ANAKNYA ASLIdengan

Pemohon, atau anak tersebut dinasabkan pada Termohon saja.

4. Pemohon terbebas dari kewajiban memberikan nafkah kepada Termohon.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi dari Penggugat

Rekonvensi/Termohon Konvensiangka 1 agar anak bernama ANAKNYA
ASLIdiasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

Maka berdasarkan ketentuan pasal 162 Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak

yang di kandung atau dilahirkan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon

Konvensi(akibat Li’an)tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon
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Konvensi/Tergugat Rekonvensi, melainkan hanya ada hubunganperdata dan

nasab dengan ibunya, menurut Majelis Hakim gugatan rekonvensi tersebut

telah cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi dari Penggugat

Rekonvensi/Termohon Konvensi angka 2.1. tentang NAFKAH MUT’AH yang

layak sedikitnya Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).Maka

berdasarkanfakta adanya pengakuan dari Pemohon Konvensi/Tergugat

Rekonvensi bahwa ia telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan

Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensisebanyak 2 kali sebelum

perkawinan dilakukan, meskipun menurut Pemohon Konvensi/Tergugat

Rekonvensi spermanya dikeluarkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensisekarang ini telah dalam keadaan

ba’da dukhul, sehingga berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal

149 huruf a. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban

memberikan mut’ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon

Konvensi.

Menimbang, bahwa mengenai mut’ah yang layak bagi Penggugat

Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 70.000.000,- ternyata tidak

didukung dengan alat bukti tentang penghasilan/kemampuan Pemohon

Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai

dengan kedaan perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta

kemampuanPemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pemohon

Konvensi/Tergugat Rekonvensi layak dibebani mebayar mut’ah berupa uang

sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat

Rekonvensi/Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa mengenaigugatan rekonvensi dari Penggugat

Rekonvensi/Termohon Konvensi angka 2.2,NAFKAH MADLIYAH sebesar Rp

100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari yakni perhitungannyasecara

keseluruhan : Rp 100.000,- x 3 tahun (1095 Hari) = 109.500.000, dan 2.1

NAFKAH MASKAN (tempat tinggal) dan NAFKAH KISWAH (pakaian) tiap 6

(enam) bulan sekali sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). maka
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berdasarkan fakta  pengakuan Pemohon dan Termohon bahwa sesudah akad

nikah tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan tidak

pernah tinggal dalam satu rumah,Majelis Hakim berpendapat dalam

perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum ada tamkin sempurna

dari Termohon, sehingga berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal

80 ayat 5, dan Pasal 162maka tidak ada kewajiban Pemohon atas nafkah

madhiyah, kiswah dan maskan bagi Termohon.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi dari Penggugat

Rekonvensi/Termohon Konvensi angka 2.3.NAFKAH IDDAH/ perbulan sebesar

Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah). Oleh karena antara Pemohon dan

Termohon telah terjadi Li’an dan talak ini termasuk talak bain, maka

berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b dan Pasal

162, bahwa bekas suami terbebas dari kewajiban memberikan nafkah iddah

kepada bekasistri.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi dari Penggugat

Rekonvensi/Termohon Konvensi angka 2.5.Biaya pemeliharaan anak / Nafkah

Hadhanah untuk 1 (satu) orang anak sedikitnya Rp 2.000.000,- (dua juta

rupiah) setiap bulan / hingga anak dewasa. Oleh karena antara Pemohon dan

Termohon telah terjadi Li’an, maka berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum

Islam Pasal 162 Pemohon terbebas dari kewajiban memberi nafkah kepada

anak bernama ANAKNYA ASLIWIRASTA.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbanngan tersebut

diatas, maka gugatan Rekonvensi dari Termohon angka 2.2 s/d 2.5 harus

dinyatakan tidak cukup beralasan sehingga harus dinyatakan tidak dapat

diterima.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan

dengan dalil Syar’I dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 43 (1), 70 huruf b.,

125,162, 163 (2) hurufb., dan Hadist Nabi SAW.

تھقانتفىمنامرواجلرلاعنبیناةلولدبالمرالحقوااففرقابینھماھلدو
Artinya: “ seorang suami yang meli’an istrinya, lalu suami tidak mengakui

anaknya, makadiceraikan antara keduanya dan mengikutkan anaknya kepada

ibunya” (HR. Bukhari).
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Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi dari Termohon angka

3.agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada

pemeriksaan verzet, banding maupun kasasi Oleh karena dalam perkara ini

telah terjadi Li’anyang menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri

untuk selama-lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi

tersebut cukup beralasan, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya

perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan PemohonKonvensi ;

2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon Konvensi(PEMOHON ASLI)dan

Termohon Konvensi(Termohon Asli) telah putus karena perceraianLI’an;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat

Rekonvensi/TermohonKonvensi sebagian.

2. Menetapkan bahwa 1 (satu) orang anak bernama ANAKNYA ASLIberada

dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat

Rekonvensi/TermohonKonvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan

mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi /TermohonKonvensi berupa uang

sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada

upaya hokum banding atau kasasi.

5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan rekonvensi dari Penggugat

Rekonvensi /TermohonKonvensiyang selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi
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- Membebankan kepada Pemohon Konvens?Tergugat Rekonvensi membayar

biaya perkara sejumlah Rp.1.221.000,- (Satu juta dua ratus dua puluh satu

ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2019, bertepatan

dengan  tanggal 21 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami Harun JP., S.Ag.,

M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Imam Khusaini dan Drs. Zainul Fatawi,

SH., SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu

Mochammad Nur Prehantoro, SH.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

pula oleh Kuasa Pemohon diluar hadirnya kuasa Termohon.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

ttd ttd

Drs. H Imam Khusaini Harun JP., S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Zainul Fatawi, SH. Panitera Pengganti,

 ttd

-

- Mochammad Nur Prehantoro, SH.

Perincian Biaya Perkara

 Biaya Pendaftaran Rp.    30.000,-

 Biaya Proses Rp. 50.000,-

 Pemanggilan Rp 520.000,-

 Redaksi Rp. 10.000,-

 Meterai Rp.      6.000,-

- Jumlah Rp616.000,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah);
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MOTTO 

                    

                       

    
Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik 

(berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, 

maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan 

janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan 

mereka itulah orang-orang yang fasik”.
1
 

 

(Al-Qur‟an, 24:4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Al- Qur‟an, 24:4 
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PERSEMBAHAN 

Skripsi ini adalah bagian dari ibadah saya kepada pemilik semesta yaitu 

Allah SWT yang maha Adil, Maha Agung dan Maha Bijaksana. Dengan 

pertolongannya dan ridha-Nya saya mampu menyelesaikan pendidikan hingga 

meraih gelar Sarjana Hukum. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal 

untuk masa depan saya dalam meraih cita-cita. Ucapan terima  kasih kepada orang 

tua saya yang telah mengorbankan segalanya untuk kesuksesan saya sampai saat 

ini. Bahagianya bisa terlahir dari orangtua yang hebat seperti kalian sampai 

kapanpun. Terima kasih teruntuk guru-guru saya, ilmu yang telah diberikan 

adalah hadiah paling indah. Mereka seperti lilin yang menerangi kegelapan. 

Semoga setiap peluh dan lelahnya melahirkan generasi tangguh dan memiliki jiwa 

negarawan. Dan teruntuk saya terima kasih sudah menjadi kuat, mampu melawan 

rasa malas, bodoh, lelah, dan sulit dalam mencari ilmu. Lulus ditahun 2020 

bukanlah hal yang mudah, bimbingan ditengah masa pandemi COVID-19 menjadi 

tidak maksimal. Namun, masih ada jalan untuk segera menyelesaikan tugas akhir 

dan bisa wisuda tahun ini. Terakhir teruntuk yang selalu bertanya “kapan 

skripsimu selesai?”, “kapan kamu sidang?”, “kapan kamu wisuda?” “dan 

kapan kamu nikah?”, karena katanya “menunda wisuda berarti menunda 

menikah”. Terima kasih atas pertanyaannya, sehingga bisa menjadi alarm 

penyemangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.  
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SKEMA TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA 

Berikut adalah skema transliterasi Arab-Indonesia yang ditetapkan dalam 

pedoman Karya Tulis Ilmiah Institut Agama Islam Negeri  (IAIN) Jember. 

 

No Arab Indonesia Arab Indonesia 

 ț ط ` ا 1

 zh ظ b ب 2

 ˊ ع t ت 3

 gh غ ts ث 4

 f ؼ j ج 5

 q ؽ h ح 6

 k ؾ kh خ 7

 l ؿ d د 8

 m ـ dz ذ 9

 n ف r ر 10

 W ك z ز 11

 H ق s س 12

 ̗ ء sy ش 13

 Y ل sh ص 14

   dl ض 15
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ABSTRAK 

Angga Tiara Wardaningtias, 2020: “Analisis Putusan Pengadilan Agama 

Bondowoso nomor 0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw tentang Perceraian 

Sumpah Li‟an Perspektif Gender” 

. 

Perceraian secara sumpah li‟an adalah perceraian yang terjadi apabila 

suami menuduh itsrinya berzina atau suami mengingkari anak yang terlahir dari 

istrinya. Konsekuensi dari perceraian secara sumpah li‟an ini yakni putusnya 

nasab anak dengan bapaknya dan putusnya perkawinan selama-lamanya. 

Pengadilan Agama Bondowoso merupakan salah satu Pengadilan Agama yang 

memutus perceraian dengan sumpah li‟an. Perceraian secara sumpah li‟an masih 

tergolong langka, tidak banyak Pengadilan Agama yang memutus perkara ini.  

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pertimbangan 

Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw tentang  

perceraian dengan sumpah li‟an? 2) Bagaimana konsep li‟an perspektif gender?.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai 

pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 

0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw tentang  perceraian dengan sumpah li‟an dan untuk 

mengetahui bagaimana konsep li‟an perspektif gender. Untuk mengindetifikasi 

permasalah tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field 

research) dengan dua pendekatan pertama, pendekatan konseptual (conceptual 

approach). Kedua, pendekatan kasus (case approach). Teknik penelitian yang 

digunakan yaitu dengan wawancara dan dokumentasi.  

Hasil dari penelitian ini adalah pertama, pertimbangan hakim dalam 

memutus perkara sumpah li‟an sesuai dengan dasar hukum dalam Kompilasi 

Hukum Islam baik prosedur melakukan sumpah li‟an dan konsep dari sumpah 

li‟an.  Sesuai dengan pasal 162 Kompilasi Hukum Islam bilamana li‟an terjadi 

maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan 

kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah baik 

nafkah madliyah, nafkah iddah, nafkah maskan dan nafkah hadhanah atau biaya 

pemeliharaan anak. Akan tetapi, dalam pengajuan permohonan pengingkaran anak 

tidak sesuai dengan pasal 102 Kompilasi Hukum Islam. Dalam putusan nomor 

0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw melebihi batas waktu yang diperbolehkan untuk 

mengajukan permohonan pengingkaran anak. Kedua, perceraian secara sumpah 

li‟an perspektif gender apabila dilihat dari dampak sumpah li‟an yang merugikan 

pihak perempuan adalah bias gender. Bias gender adalah pembagian posisi, hak 

atau kebijakan atau kondisi yang memihak atau merugikan satu jenis kelamin dan 

dalam hal ini yang dirugikan adalah perempuan. Bias gender terjadi apabila salah 

satu pihak dirugikan, sehingga mengalami ketidakadilan. Yang dimaksud 

ketidakadilan disini adalah apabila salah satu jenis gender lebih baik keadaan, 

posisi, dan kedudukannya. Maka teruntuk perempuan diera milenial atau era 

modern saat ini perlu hati-hati dan menjaga kehormatannya, menjaga rumah 

tangga atau pernikahannya agar terhindar dari fitnah atau tuduhan zina karena 

bilamana terjadi li‟an maka tentunya sangat merugikan perempuan. 

Kata kunci: Putusan, Sumpah Li‟an, Gender. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan asas pokok hidup yang paling utama dalam 

pergaulan kita di lingkungan masyarakat. Pertalian perkawinan adalah suatu 

pertalian yang kuat dan seteguh-teguhnya dalam kehidupan manusia yang 

mengaitkan antara suami istri dan keturunannya serta dengan dua keluarga. 

Melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta 

bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. 

Karena pernikahan termasuk pelaksana agama, maka di dalamnya terkandung 

adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah Swt. Allah tidak 

menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti 

nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. 

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah 

mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara 

laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling 

meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-

meridhai, dan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan 

laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah 

memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan 

baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa 

dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri 

menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapakan 

 

1 
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sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-

tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula. Dalam Al-Qur‟an 

dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah 

naluri segala makhluk Allah termasuk manusia sebagaimana firman-Nya dalam 

surah adz-Dzariyaat ayat 49:  

                  
Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 

mengingat kebesaran Allah”.
2
 

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara 

perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun 

di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya 

kesejahteraan yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil 

dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat tergantung kepada 

kesejahteraan keluarga. Demikian pula, kesejahteraan perorangan sangat 

dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga 

bukan secara garis besar, tetapi secara terperinci. Yang demikian ini 

menunjukan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. 

Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat 

dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan itu 

dinyatakan, baik dalam Al-Qur‟an maupun Al-Sunnah
3
.  Faedah yang terbesar 

dalam perkawinan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang 

bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan apabila sudah 

                                                             
2 Al-Qur‟an, 51:49 
3 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 7-8. 
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menikah maka mengenai biaya hidupnya (nafkah) wajib ditanggung oleh 

suaminya. Akan tetapi dalam pernikahan tidak selamanya akan hidup rukun 

tanpa ada masalah atau ujian dalam rumah tangga dikarenakan ada pendapat 

atau keinginan yang berbeda. Dalam kehidupan rumah tangga mungkin terjadi 

suatu hak yang tidak dapat dihindarkan, yang meyebabkan perkawinan itu 

tidak mungkin dipertahankan
4
. Jika permasalahan tidak dapat diselesaikan 

dengan jalan kekeluargaan maka biasanya akan terjadi keinginan untuk 

bercerai.  

Putusnya  hubungan perkawinan dalam Islam terjadi karena dua hal, 

yakni karena sebab talak dan fasakh. Talak adalah perceraian kerena inisiatif 

suami sedangkan fasakh merupakan perceraian yang terjadi karena tindakan 

istri. Pengertian talak secara etimologi adalah melepaskan tali pengikat atau 

meninggalkan secara mutlak. Sedangkan secara terminologi, talak artinya 

melepaskan ikatan perkawinan yang ada hubungannya dengan suatu keadaan 

atau finansial dengan akal tertentu. Asal hukum talak adalah terlarang, kecuali 

dengan alasan yang benar. Pendapat ini dikemukakan oleh golongan Hanafi 

dan Hanbali. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan suatu sebab tertentu maka 

hukum talak itu bisa berubah-ubah secara temporal dan kondisional. 

Adakalanya wajib, sunah, mubah, makruh, atau haram.  

Li‟an merupakan bagian dari macam-macam perceraian yakni termasuk 

dalam kategori cerai dengan campur tangan hakim. Menurut bahasa li‟an 

diambil dari kata la‟nun artinya  laknat (kutukan) maksudnya adalah laknat 

                                                             
4 M.Dahlan, Fikih Munakahat, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), l 9. 
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atau kutukan Allah kepada suami istri yang saling bermuala‟anah dan yang 

kelima kalinya mengucapkan kesediaan dilaknat oleh Allah SWT. Li‟an juga 

menjauhkan suami istri yang bermula‟anah karena setelah terjadinya li‟an, 

mereka mendapat dosa dan dijauhkan satu sama lain untuk selamanya. Jika 

salah satu diantara keduanya dusta, dialah yang dilaknat Allah SWT.
5
 Dalam 

Kompilasi Hukum Islam pasal 126 yaitu li‟an terjadi karena suami menuduh 

istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah 

lahir dari istrinya sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran 

tersebut.
6
 

Konsekuensi logisnya akan berakibat pada hak waris mewarisi. Dimana 

diantara syarat diberlakukan hukum waris adalah pewaris dengan ahli waris 

ada hubungan nasab yang suci. Putusnya nasab anak dengan bapaknya dan 

setelah bercerai dengan sumpah li‟an maka bekas suami tidak mempunyai 

kewajiban untuk memberi nafkah „iddah, madliyah, kiswah, maskan dan 

hadhanah dengan ini tentunya merugikan hak-hak perempuan dan masa depan 

anak. Maka dengan dirugikan hak-hak perempuan penulis meneliti perceraian 

secara sumpah li‟an dengan pemantauan peradilan perspektif perempuan. 

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan 

dengan Hukum bahwa perempuan telah benar-benar dilindungin agar tidak 

terjadi bias gender ataupun diskriminasi terhadap perempuan.  

                                                             
5Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: CV Pustakan Setia, 2000), 182 
6 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam ( Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015), 35 
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 Ada delapan perkara tentang perceraian sumpah li‟an diantaranya 

adalah tiga perkara yang diputus secara sumpah li‟an, satu perkara dicabut oleh 

pemohon dan empat perkara ditolak atau tidak diputus secara sumpah li‟an. 

Akan tetapi penulis memilih perkara Pengadilan Agama Bondowoso dengan 

nomor 0918/Pdt.G/2019/PA.Bdw yang diputus dengan perceraian sumpah li‟an 

karena pemohon mengingkari anak yang dilahirkan oleh termohon. Mengenai 

perceraian dengan sumpah li‟an ini jarang dilakukan di Pengadilan Agama, di 

Pengadilan Agama Bondowoso saja masih terjadi satu kali sekalipun 

sebenarnya banyak perkara-perkara yang bisa diselesaikan dengan sumpah 

li‟an. Akan tetapi Majelis Hakim tidak dengan mudahnya memutus perkara 

perceraian dengan sumpah li‟an dikarenakan masyarakat hanya mengenal 

peceraian biasa saja yaitu cerai talak dan cerai gugat. Mengenai perceraian 

secara sumpah li‟an masyarakat masih tabu.  

 Alasan penulis ingin meneliti perkara Sumpah li‟an ada dua alasan 

pertama, dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan 

Berhadapan dengan Hukum maka pertimbangan hakim dalam memutus 

perkara sumpah li‟an apakah sudah menggunakan Perma ini dalam 

pertimbangan hukumnya. Alasan kedua, belum ada penelitian atau mahasiswa 

Fakultas Syariah dengan konsentrasi program studi Hukum Keluarga yang 

tugas akhirnya membahas atau meneliti tentang sumpah li‟an dengan 

menggunakan analisis pemantauan peradilan perspektif perempuan, akan tetapi 

hanya sebatas meneliti atau membahas mengenai teorinya saja, yaitu 
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membahas tentang sumpah li‟an menurut beberapa pendapat dan bagaimana 

prosedur sumpah li‟an bukan mengenai bagaimana praktik sumpah li‟an yang 

dilakukan di Pengadilan Agama.  

Sehingga, dengan ini penulis dapat mensosialisasikan melalui karya 

tulis ilmiah ini bahwa perceraian secara sumpah li‟an sudah ada beberapa 

Pengadilan Agama bahkan sampai Mahkamah Agung  yang berhasil 

memeriksa, mengadili dan memutus. Penelitian ini diharapkan dapat membawa 

beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis kepada masyarakat dan 

mahasiswa program studi Hukum Keluarga dikarenakan masih banyak yang 

tabu mengenai perceraian dengan sumpah li‟an. 

B. Fokus Penelitian. 

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 

0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw tentang  perceraian secara sumpah  

li‟an? 

2. Bagaimana perceraian secara sumpah li‟an perspektif gender?  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini agar memperoleh data-data yang benar-benar 

diperlukan dan dapat menjawab secara lengkap dan tepat atas pertanyaan 

dalam fokus penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus 

perkara Nomor 0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw tentang  perceraian secara 

sumpah li‟an.  
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2. Untuk mengetahui bagaimana perceraian secara sumpah li‟an perspektif 

gender. 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama 

Bondowoso nomor 0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw tentang Perceraian Sumpah 

Li‟an Perspektif Gender” diharapkan dapat membawa beberapa manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis kepada penulis dan khususnya program studi 

Hukum Keluarga. 

1. Secara Teoritis 

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas khazanah dan 

wawasan keilmuwan tentang konsep li‟an perspektif gender. 

b. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan 

bagi mahasiswa dan akademisi khususnya mahasiswa Program Studi 

Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Jember serta dapat dijadikan 

rujukan untuk penelitian selanjutnya karena banyak mahasiswa Hukum 

Keluarga yang masih tabu mengenai perceraian secara sumpah li‟an 

mereka hanya mengenal perceraian biasa padahal sudah ada beberapa 

Pengadilan Agama yang memutus perceraian secara sumpah li‟an. 

2. Secara Praktis    

a. Bagi penulis sendiri diharapkan bisa menjadi penelitian yang ilmiah 

yang dapat dipertanggung jawabkan nilai akademisinya sebagai hasil 

penelitian untuk laporan serta tugas akhir Strata 1 (satu) Hukum 

Keluarga. 
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b. Bagi masyarakat  dapat mengetahui perceraian secara sumpah li‟an 

dan bila dikaitkan dengan gender. Karena banyak masyarakat yang 

belum paham terkait perceraian secara sumpah li‟an. 

E. Definisi istilah  

1. Analisis. 

Menurut Spradley analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari 

suatu pola selain itu analisis cara berpikir yang berkaitan dengan 

pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, 

hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan. Sedangkan  

menurut Nasution analisis adalah pekerjaan sulit, memerlukan, kerja 

keras.
7
 

2. Li‟an. 

Tuduhan suami bahwa istrinya berbuat zina dengan orang lain atau 

pengingkaran suami terhadap kehamilan istrinya sebagai buah pergaulan 

dengan istrinya
8
. Kata lian adalah bentuk masdar dari fiil laa‟ana artinya 

adalah menjauh diri dari rahmat Allah. Li‟an menurut syarak adalah 

ungkapan kalimat tertentu yang dijadikan sebagai alasan oleh orang yang 

terpaksa menuduh zina karena alas tidurnya (kemaluan istrinya) dikotori 

oleh orang lain yang mengakibatkan ia (suami) merasa malu.
9
 

 

 

 

                                                             
7 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods), (Bandung: Alfabeta,2015) 334-335 
8 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam), (Bandung: Sinar Baru Algensindo), 90 
9 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Intermasa, 2001), 1009 
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3. Perspektif  

Perspektif merupakan suatu kumpulan asumsi maupun keyakinan 

tertentu tentang bagaimana memahami fenomena untuk menghasilkan 

tindakan dalam suatu konteks situasi yang dihadapi oleh  manusia.
10

 

4. Gender. 

Gender adalah perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara 

perempan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan 

dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.
11

 

5. Putusan  

Putusan sering juga disebut dengan istilah “vonis” yang di dalam 

kamus bahasa Indonesia berarti putusan hakim yang dijatuhkan kepada 

terdakwa. Menurut kamus ilmiah populer, vonis berarti putusan hakim 

pada sidang pengadilan yang berkaitan dengan persengketaan perkara 

pidana atau perdata. Menurut Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 

putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah 

dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya secara tertulis 

atau lisan
12

.  

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan 

skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format 

penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, 

                                                             
10 Tuti Widiastuti, Perbandingan Perspektif Disiplin Dan Tradisi Dalam Kajian Komunikasi 

Antarmanusia,  Majalah Ilmiah Komunikasi Dalam Pembangunan Vol.10.No.2,2007, 95. 
11 Mufidah, Bingkai Sosial Gender, (Malang: UIN-Maliki Press, 2009), 3 
12Ramiyanto,Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum Positif dan 

Perkembangannya, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019) 14 
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bukan seperti daftar isi
13

. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Bab I berisi pendahuluan dengan rician terdiri dari latar belakang, 

mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang diteliti sehingga dapat 

diketahui hal-hal yang melandasi dilakukan penelitian
14

. Selanjutnya 

membahas mengenai fokus penelitian yaitu rumusan masalah yang dicari 

jawabannya melalui proses penelitian. Perumusan ini disusun secara singkat, 

jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. 

Tujuan penelitian, manfaat penelitian yang berisi tentang kontribusi yang 

diberikan setelah selesai melakukan penelitian baik bersifat teoritis maupun 

praaktis. Kemudian definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah 

penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam tujuan penelitian dengan 

tujuan agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana 

dimaksud oleh penulis.  

Bab II kajian kepustakaan yang berisi tentang penelitian terdahulu yang 

mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul 

penelitian yaitu “Analisis Putusan Pengadilan Agama Bondowoso nomor 

0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw tentang Perceraian Sumpah Li‟an Perspektif 

Gender”. Kemudian dilanjutkan kajian teori berisi tentang pembahasan teori 

secara lebih luas untuk mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai 

dengan fokus penelitian.  

                                                             
13 Tim Penyusun, Penulisan Karya Ilmiah, ( Jember: IAIN Jember Press, 2017)  84 
14 Tim penyusun, 82 
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Bab III metode penelitian yang menjelaskan semua langkah yang 

dikerjakan peneliti sejak awal hingga akhir dan yang terakhir berisi mengenai 

sistematika pembahasan tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang 

dimulai dari  bab pendahuluan hingga bab penutup
15

. Metode penelitian ini 

terdiri dari pendekatan dan jenis Penelitian, lokasi yang digunakan untuk 

penelitian sesuai dengan judul penelitian, subyek penelitian, teknik 

pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta yang terakhir mengenai 

tahap-tahap penelitian.  

Bab IV penyajian data dan analisis yang menjelasakan mengenai 

gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis yakni membahas 

mengenai hasil penelitian di lapangan yang disajiakan secara deskriktif serta 

dianalisis dan untuk selanjutnya mengenai pembahasan temuan yakni 

mengaitkan antara teori dengan hasil temuan atau penelitian dilapangan.  

Bab V penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dirumuskan oleh penulis dari tahap  penelitian sampai hasil dari penelitian. 

Selanjutkan setelah mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian maka penulis  

memberikan saran.  

 

 

 

 

 

                                                             
15 Tim penyusun , 84 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

A. Penelitian Terdahulu. 

Penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis adalah skripsi yang 

terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan namun berbeda fokus 

penelitiannya. Dalam pengamatan penulis masih belum ada yang meneliti 

dengan fokus penelitian analisis putusan pengadilan tentang perceraian 

sumpah li‟an perspektif gender. 

No Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1 Perceraian Li‟an 

Dalam Perspektif 

Hukum Islam.
16

 

Persamaannya adalah 

sama-sama meneliti 

konsep perceraian secara 

sumpah li‟an. 

Skripsi ini meneliti 

perceraian li‟an dalam 

perspektif Hukum Islam, 

2 Analisis Pendapat 

Imam Abu Hanifah 

Tentang Akibat 

Li‟an Terhadap 

Perkawinan Dalam 

Kitab Badai‟ Al-

Shanai‟ „Alauddin 

Abi Bakri Bin 

Mas‟ud Al-Kasani
17

 

Persamaannya adalah 

sama-sama meneliti 

konsep perceraian secara 

sumpah li‟an. 

Skripsi ini meneliti  

pendapat Imam Abu 

Hanifah tentang akibat 

li‟an terhadap perkawi- 

nan.   

3 Konsekuensi 

Sumpah Li‟an (Studi 

Analisis Komparatif 

Terhadap Pendapat 

Jumhur Ulama‟ Dan 

Hanafiah).
18

 

Persamaannya adalah 

sama-sama meneliti 

konsep perceraian secara 

sumpah li‟an. 

Skripsi ini meneliti  

bagmetode istimbath 

hukum Jumhur Ulama‟ 

dan Hanafiyah tentang 

konsekuensi sumpah 

li‟an,  

4 Studi Analisis 

Terhadap Pendapat 

Ibnu „Abidin 

Persamaannya adalah 

sama-sama meneliti 

konsep perceraian secara 

Skripsi ini membahas 

mengenai pendapat Ibnu 

„Abidin tentang li‟an 

                                                             
16

Camila Rizky Ramadhani, “Perceraian Li‟an Dalam Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi, 

Universitas Lampung, Lampung, 2017). 
17

 Afton Muzzaqi, “Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Akibat Li‟an Terhadap 

Perkawinan Dlam Kitab Badai‟ Al-Shanai‟ „Alauddin Abi Bakri Bin Mas‟ud Al-Kasani”,( Skripsi, 

Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015) 
18 Rudi Adi, “Konsekuensi Sumpah Li‟an (Studi Analisis Komparatif Terhadap Pendapat Jumhur 

Ulama‟ Dan Hanafiah)” , ( Skripsi, IAIN Jember, Jember, 2016) 

 

12 
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Tentang Li‟an Bagi 

Orang Bisu
19

 

sumpah li‟an. yang dilakukan oleh 

orang bisu dan analisis 

fiqhiyah dan ushuliyah 

terhadap pendapat Ibnu 

„Abidin tentang li‟an 

yang dilakukan oleh 

orang bisu 

 

B. Kajian Teori  

1. Konsep Li’an. 

a. Pengertian Li’an. 

Menurut bahasa li‟an diambil dari kata la‟nun artinya  laknat 

(kutukan) maksudnya adalah laknat atau kutukan Allah kepada suami 

istri yang saling bermuala‟anah dan yang kelima kalinya mengucapkan 

kesediaan dilaknat oleh Allah SWT. Li‟an juga menjauhkan suami istri 

yang bermula‟anah karena setelah terjadinya li‟an, mereka mendapat 

dosa dan dijauhkan satu sama lain untuk selamanya. Jika salah satu 

diantara keduanya dusta, dialah yang dilaknat Allah SWT.
20

 Dalam 

Kompilasi Hukum Islam pasal 126 yaitu li‟an terjadi karena suami 

menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam 

kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya sedangkan istri menolak 

tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.
21

 Li‟an adalah tuduhan suami 

bahwa istrinya berbuat zina dengan orang atau pengingkaran suami 

terhadap kehamilan istrinya sebagai buah pergaulan dengan istrinya 

                                                             
19 Anisatul Inayah Mahasiswa, 2008, “Studi Analisis Terhadap Pendapat Ibnu „Abidin Tentang 

Li‟an Bagi Orang Bisu, Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 

Walisongo) 
20Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: CV Pustakan Setia, 2000), 182 
21 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam ( Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015), 35 
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itu.
22

 Lian adalah kesaksian-kesaksian yang diperkuat dengan sumpah 

dan disertai dengan  laknat. Jika suami menuduh istrinya berzina dan 

ia tidak dapat mendatangkan bukti, maka terkena had qadzaf yang 

hanya dapat gugur darinya dengan li‟an.
23

 Ada beberapa definisi li‟an 

yang dikemukakan ulama fiqih. Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab 

Hanbali mendefinisikannya dengan persaksian kuat dari pihak suami 

bahwa istrinya berbuat zina yang diungkapkan dengan sumpah yang 

dibarengi dengan lafal  lian, yang ditanggapi dengan kemarahan dari 

pihak istri. Bagi ulama Mazhab Hanbali,  lian juga berlaku dalam 

nikah fasid (rusak, karena kekurangan salah satu syarat nikah). Bagi 

ulama Mazhab Hanafi, tidak sah dalam nikah fasid.  

Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan sumpah li‟an dengan 

sumpah suami yang muslim dan cakap bertindak hukum bahwa ia 

melihat istrinya sebagai hasil pergaulannya dengan istrinya itu, 

kemudian istri bersumpah bahwa tuduhan tersebut tidak benar 

sebanyak empat kali di hadapan hakim, baik nikah antar suami istri itu 

nikah sahih maupun nikah fasid. Ulama Mazhab Syafi‟i 

mendefinisikannya dengan kalimat tertentu yang dijadikan alasan 

untuk menuduh istri berbuat zina dan mempermalukannya atau 

mengingkar kehamilan istri sebagai hasil pergaulannya dengan istrinya 

itu.  

                                                             
22 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Intermasa, 2001), 1009 
23https://albayyinatulilmiyyah.files.wordpress.com/2013/12/80-ensiklopedi-fiqih-islam_6-kitab-

munakahat.pdf, diakses pada tanggal 25  September 2019. 

https://albayyinatulilmiyyah.files.wordpress.com/2013/12/80-ensiklopedi-fiqih-islam_6-kitab-munakahat.pdf
https://albayyinatulilmiyyah.files.wordpress.com/2013/12/80-ensiklopedi-fiqih-islam_6-kitab-munakahat.pdf


digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

15 

 

 
 

Dari berbagai definisi di atas terlihat bahwa penyebab li‟an 

adalah sebagai berikut, (1) Tuduhan suami terhadap istrinya bahwa 

istrinya itu berbuat zina yang wajib dikenakan hukuman zina. Untuk 

itu menurut Mazhab Maliki, suami yang mengaku melihat istrinya 

berzina itu disyaratkan tidak melakukan sanggama dengan istrinya 

tersebut setelah tuduhan dijatuhkan. Jika tudukan berbuat zina itu 

dilakukan suami bukan atas penglihatan sendiri, maka suami 

dikenakan hukuman qazf. (2) Suami mengingkari kehamilan istrinya 

disebabkan hubungan sanggama yang dilakukannya dengan istrinya 

itu, sekalipun dalam nikah fasid. Tuduhan yang dilontarkan suami 

dengan menggunakan lafal yang secara nyata menunjukkan tuduhan 

itu, seperti perkataan suami “Hai pezina” atau “Kehamilan itu bukan 

dari saya”. Disamping itu, menurut ulama ulama Mazhab Syafi‟i, 

tuduhan tersebut bisa juga melalui lafal kinayah (sindiran) seperti 

ungkapan suami pada istrinya “Saya ini bukan pezina”. Dalam lafal 

kinayah ini disyaratkan bahwa ungkapan itu dibarengin niat menuduh 

istri berbuat  zina
24

.  

Ada pula yang mengatakan bahwa disebut li‟an karena masing-

masing suami dan istri yang mengucapkan lian itu menjadi berjauhan 

sebab haram selamanya untuk berkumpul kembali. Li‟an menurut 

syarak adalah ungkapan kalimat tertentu yang dijadikan sebagai alasan 

oleh orang yang terpaksa menuduh zina karena alas tidurnya atau 

                                                             
24 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Intermasa, 2001), 1009 
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kemaluan istrinya dikotori oleh orang lain yang mengakibatkan ia 

(suami) merasa malu. Apabila suami menuduh istrinya berzina maka 

suami tersebut wajib diberi hukuman sebagaimana yang ditentukan 

oleh nas. Tetapi suami tersebut bisa bebas dari hukuuman dengan dua 

sebab: yaitu dengan membawa saksi atau dengan mengucapkan lian 

sebagaimana yang telah dinaskan oleh hadis. Apabila suami sudah 

yakin bahwa istrinya berzina karena ia melihat sendiri, maka suami 

boleh menuduhnya berzina. Demikian pula seandainya istri mengaku 

kepada suaminya bahwa ia telah berzina dan hati suami membenarkan 

pengakuan istrinya tersebut atau suami diberitahu oleh orang yang 

terpercaya atau sudah tersebar berita bahwa ada laki-laki yang berzina 

dengan istrinya dan orang yang terpercaya pernah melihat laki-laki 

keluar dari tempat istrinya pada saat yang mencurigakan, maka suami 

boleh menuduh istrinya berzina
25

. 

Imam Haramain mengatakan “kalau suami melihat laki-laki 

bersama istrinya dengan tanda-tanda ada tingkah laku kemungkaran, 

atau suami melihat istrinya bersama laki-laki berulang kali di tempat 

yang mencurigakan maka ketentuannya sama dengan tersebarnya 

berita disertai melihat”. Pendapat ini diikuti oleh Imam Ghazali dan 

ulama lain. Tidak boleh menuduh zina kalau tidak ada ketentuan 

seperti yang telah kami sebutkan. Ini semua berlaku jika tidak ada 

anak sebagai bukti perzinaan. Imam Nawawi mengatakan: “Ashhab 

                                                             
25 Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II, ( Surabaya: PT 

Bina Ilmu Offset, 2011) , 561 
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kami mengatakan bahwa jika tidak ada anak sebagai bukti perzinaan, 

maka yang lebih utama adalah suami tidak melian istrinya, tetapi 

hendaklah ia talak saja istrinya jika ia membenci istrinya”.  Kalau ada 

anak yang diyakini oleh suami bahwa anak tersebut bukan hasilnya, 

maka suami wajib menolak anak tersebut dengan melian, sehingga 

anak yang tidak dari hasil suami itu bertolak darinya. Ada satu 

pendapat, tidak wajib menolak anak tersebut
26

.  

Al- Baghawi dan lain-lain mengatakan “kalau dengan adanya 

anak itu suami yakin bahwa istrinya berzina, maka ia boleh menuduh 

istrinya berzina dan melian”. Kalau tidak yakin, maka ia tidak boleh 

menuduh istrinya berzina,  karena ada kemungkinan anak tersebut dari 

hasil suami sebelumnya atau hasil dari persetubuhan syubhat (wathi 

syubhat). Para Imam mengatakan keyakinan itu bisa tercapai apabila 

suami tidak menyetubuhi istrinya sama sekali lalu istri tersebut 

melahirkan anak, atau suami tidak menyetubuhi istrinya lalu istrinya 

melahirkan anak lebih empat tahun sejak persetubuhan  atau kurang 

dari enam bulan
27

.  

Ulama Mazhab Maliki mensyaratkan dua hal dalam tuduhan 

suami dan pengingkaran suami terhadap anak yang dilahirkan istrinya, 

yaitu (a) suami tidak melakukan senggama dengan istrinya selama 

masa yang diduga bisa menimbulkan kehamilan, yaitu satu kali haid 

dan (b) pengingkaran terhadap anak tersebut dilakukan sebelum anak 

                                                             
26 Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, 561 
27 Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, 562-563 
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itu lahir. Apabila suami diam saja tanpa alasan sampai anak itu lahir 

walaupun satu hari maka li‟an tidak sah, dan suami tersebut bahkan 

dikenakan hukuman tuduhan berbuat zina. Ulama Mazhab Syafi‟i 

membolehkan pengingkaran itu dilakukan selama kehamilan atau 

menunggu sampai kelahiran. Alasan mereka adalah sebuah riwayat 

ketika Hilal Bin Umayah menuduh istrinya melakukan zina dengan 

Syuraik as-Samha dihadapan Rasullah SAW. Rasulullah SAW 

mengatakan “Datangkan saksi, kalau tidak engkau hukum” Hilal 

menjawab: “Ya Rasullah, apabila seseorang melihat seorang pria 

bersama istrinya keluar dari kamar, apakah masih diperlukan alat 

bukti?” Rasulullah SAW tetap menjawab seperti jawaban pertama. 

Lalu Hilal berkata: “Demi yang mengutus engkau sebagai nabi dengan 

kebenaran, saya benar dengan tuduhan saya. Semoga Allah 

menurunkan ayat-Nya yang bisa membebaskan saya dari hukuman”. 

Setelah itu turun firman Allah SWT dalam surah an-Nur (24) ayat 6-7 

yang  mengatur masalah li‟an. Ulama Mazhab Syafi‟i mengatakan 

bahwa dibolehkannya tuduhan sampai kelahiran anak yang dikandung 

istri itu bertujuan agar tuduhan dapat dikemukakan secara 

meyakinkan. Akan tetapi ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali 

tidak membolehkan pengingkaran anak yang dilahirkan istrinya 

setelah anak itu lahir
28

.  

 

                                                             
28 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Intermasa, 2001) 1010 
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b. Dasar Hukum Li’an. 

1) Al-qur’an. 

دَةُ أَحَدِهِمۡ أرَۡبَعُ  مُۡ شُهَدَاءُٓ إِلََّّٓ أنَفُسُهُمۡ فَشَهََٰ كَٱلَّذِينَ يػَرۡمُوفَ أزَۡكََٰجَهُمۡ كَلََۡ يَكُن لََّّ

ذِبِينَ  دِقِيَن كَٱلََٰۡمِسَةُ أفََّ لَعۡنَتَ ٱللََِّّ عَلَيۡهِ إِف كَافَ مِنَ ٱلۡكََٰ تِِۢ بٱِللََِّّ إنَِّهۥُ لَمِنَ ٱلصََّٰ دََٰ  شَهََٰ

ذِبِيَن كَٱلََٰۡمِسَةَ أفََّ كَيدَۡرَ  تِِۢ بٱِللََِّّ إنَِّهۥُ لَمِنَ ٱلۡكََٰ دََٰ هَا ٱلۡعَذَابَ أفَ تَشۡهَدَ أرَۡبعََ شَهََٰ ؤُاْ عَنػۡ

دِقِيَن كَلَوۡلََّ فَضۡلُ ٱللََِّّ عَليَۡكُمۡ كَرَحۡۡتَُهۥُ كَأفََّ ٱللَََّّ  هَآ إِف كَافَ مِنَ ٱلصََّٰ غَضَبَ ٱللََِّّ عَلَيػۡ

   تػَوَّابٌ حَكِيمٌ 

Artinya: Dan orang- orang yang menuduh istrinya (berzina), 

padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain 

diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 

empat kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa 

sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang 

berdusta. Istrinya itu dapat dihindarkan dari hukuman 

oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah bahwa 

suaminya itu sungguh-sungguh termasuk orang-orang 

yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat 

Allah (akan di timpakan) atasnya jika suaminya itu 

termasuk orang-orang yang benar. Dan andaikata tidak 

ada karuna Allah dan rahmat-Nya kepadamu dan Allah 

tidak Penerima Taubat lagi maha Bijaksana, (niscaya 

kamu akan mengalami kesulitan-kesulitan). (Surah An-

Nur, ayat 6-10).
29

 

 

Kandungan dari ayat tersebut adalah Allah swt 

memberitahukan bahwasanya seorang suami yang mengqadzaf 

isterinya dengan dakwaan melakukan perbuatan keji dan 

menuduhnya berbuat zina, sedang ia tidak mempunyai bukti nyata 

                                                             
29 Al-Qur’an,  24:6-10 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

20 

 

 
 

untuk memperkuat kebenarannya mengenai tuduhannya itu, pula 

tidak dapat mendatangkan saksi-saksi yang membenarkan apa yang 

yang ia dakwakan itu, maka wajiblah atasnya memberikan 

persaksian dengan jalan bersumpah empat kali dengan nama Allah 

bahwasannya ia teramasuk orang-orang yang benar, sumapah mana 

mengganti kedudukan empat orang saksi untuk menyelamatkannya 

dari hukuman qadzaf. Ia harus juga bersumpah untuk kelima 

kalinya bahwasanya laknat dan kutukan Allah mudah-mudahan 

menimpa dirinya sekiranya ia berdusta dalam dakwaannya terhadap 

istrinya yang dituduhnya berbuat zina itu
30

.  

c. Rukun dan Syarat li’an.  

Bagi ulama Mazhab Hanafi, rukun li‟an hanyalah persaksian 

secara meyakinkan melalui sumpah. Akan tetapi jumhur ulama 

mengemukakan empat rukun li‟an:  

1) Suami yang melakukan li‟an.  

2) Istri yang dili‟an. 

3) Sebab li‟an dan.  

4) Lafal li‟an. 

Adapun syarat li‟an dibagi ulama menjadi dua bentuk, yaitu 

syarat wajibnya li‟an dan syarat sahnya melakukan li‟an. Syarat 

wajibnya li‟an menurut Mazhab Hanafi ada tiga yakni: 

                                                             
30 Saleh Mahfoed, Tafsir Ayat-ayat Hukum Dalam Al-Qur‟an Jilid II ,(Bandung: PT. Al-

Ma‟arif,1994) 143-146 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

21 

 

 
 

1) Pasangan tersebut masih berstatus suami istri, sekalipun istri belum 

digauli atau istri masih dalam masa „iddah talak raj‟i (talak satu dan 

dua talak). Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa li‟an 

tetapi sah terhadap istri yang dalam talak ba‟in (talak yang 

dijatuhkan suami, dimana jika suami ingin kembali pada istrinya 

harus dimulai dengan akan nikah dan mahar yang baru). Alasan nya 

adalah firman Allah SWT dalam surah An-Nur (24) ayat 6 yang 

artinya: “Dan orang-orang yang menuduh istrinya....”. Kata “istri” 

menurut ulama Mazhab Hanafi menunjukkan bahwa status mereka 

suami istri. 

2) Status perkawinan mereka adalah nikah yang sah, bukan fasid. 

Syarat ini tidak disetujui oleh jumhur ulama lain, karena adanya 

masalah nasab (keturunan) dalam nikah fasid tersebut.  

3) Suami adalah seorang muslim yang cakap memberikan kesaksian 

secara lisan. Oleh sebab itu, orang kafir, orang gila, anak kecil, 

hamba sahaya, dan orang bisu tidak sah li‟annya. Syarat ini tidak 

disetujui oleh jumhur ulama. Akan tetapi, ulama Mazhab Maliki 

tetap memakai syarat bahwa suami itu adalah seorang muslim. 

Ulama Mazhab Syafi‟i dan Mazhab Hambali tidak mensyaratkan 

suami istri itu orang Islam. Yang menjadi patokan bagi mereka 

adalah bahwa suami  itu orang yang cakap menjatuhkan talak pada 
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istrinya tanpa membedakan apakah ia kafir atau muslim, hamba 

atau orang merdeka, bisa berbicara atau bisu
31

. 

Ulama Mazhab Syafi‟i dan Mazhab Hanbali mengemukakan 

tiga syarat dalam li‟an yaitu:  

1) Status mereka masih suami istri, sekalipun belum bergaul. 

2) Adanya tuduhan berbuat zina dari suami terhadap istri. 

3) Istri mengingkari tuduhan tersebut sampai berakhirnya proses dan 

hukum li‟an
32

.  

Adapun syarat sahnya proses li‟an menurut ulama Mazhab 

Hambali ada enam, sebagiannya disepakati oleh ulama lain dan 

sebagiannya tidak.  

1) Li‟an dilakukan di hadapan hakim, sejalan dengan kasus Hilal bin 

Umayah dengan Syuraik as-Samha. Syarat ini disetujui oleh ulama 

lain 

2) Li‟an dilaksanakan suami setelah diminta oleh hakim. Syarat ini 

disetujui oleh ulama lain  

3) Lafal yang lima kali itu diucapkan  secara sempurna. Syarat ini pun  

disepakati ulama lain. 

4) Lafal yang dipergunakan dalam li‟an itu sesuai dengan yang 

dituntukan Al-Qur‟an. Terdapat perbedaan pendapat ulama jika 

lafal itu diganti dengan lafal lain. Misalnya, lafal “sesungguhnya 

saya adalah orang benar” ditukar dengan “sesungguhnya ia (istri 

                                                             
31 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Intermasa, 2001) ,1010 
32 Abdul Aziz Dahlan, 1011 
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itu) telah berbuat zina,” atau lafal “bahwa dia (suami) termasuk 

orang berdusta” diganti dengan “sesungguhnya dia berdusta”. Jika 

lafal pengganti itu adalah pengganti adalah salah satu lafal sumpah 

berarti “ahlifu” dan “aqsimu” (keduanya berarti “saya 

bersumpah”).  Menurut ulama Mazhab Syafi‟i dan Mazhab Hanbali 

tidak bisa digunakan dalam li‟an. Menurut mereka, kalimat yang 

dibolehkan itu hanya kalimat “asyhadu” (“saya bersaksi”). 

Pendapat ini juga dianut oleh ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab 

Maliki.  

5) Proses li‟an harus berurut, yang dimulai dengan sumpah suami 

empat kali dan yang kelima suami melaknat dirinya, tidak boleh 

sebaliknya dan tidak boleh diubah. Syarat ini pun disetujui ulama 

lainnya.  

6) Jika suami istri itu hadir dalam persidangan li‟an, maka keduanya 

boleh mengajukan isyarat untuk menunjuk pihak lainnya. Akan 

tetapi, jika ada diantara mereka yang tidak hadir maka penunjukan 

harus dilakukan dengan penyebutan nama dan identitas lengkap. 

Syarat ini pun disepakati ulama lain. Ulama Mazhab Syafi‟i dan 

Mazhab Hambali menyatakan bahwa proses li‟an tidak harus 

dihadiri oleh kedua belah pihak. Terdapat juga perbedaan pendapat 

dalam hal apakah diperlukan kehadiran saksi ketika terjadinya li‟an. 

Ulama Mazhab Maliki berpendapat li‟an itu harus dihadiri banyak 

orang dan paling tidak empat orang yang adil. Ulama Mazhab 
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Syafi‟i dan Mazhab Hanbali menyatakan bahwa li‟an dianjurkan 

dihadiri oleh jemaah umat Islam
33

.  

Dalam mengingkari status anak oleh suami, ulama Mazhab 

Hanafi mengemukakan syarat sebagai berikut: 

1) Adanya keputusan hakim yang memfasakhkan atau membatalkan 

ikatan pernikahan suami istri tersebut.  

2) Menurut Imam Abu Hanifah, pengingkaran terhadap anak itu 

dilakukan langsung setelah anak lahir atau beberapa hari setelahnya. 

Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani 

menetapkan jangka waktunya 40 hari. Akan tetapi, menurut jumhur 

ulama bahwa pengingkaran terhadap anak tersebut harus setelah 

anak itu lahir, tidak boleh ada tenggang waktu.  

3) Sebelumnya suami tidak menyatakan bahwa anak itu adalah 

anaknya, sekalipun melalui isyarat. Misalnya, ia menerima ucapan 

selamat dari orang lain atas kelahiran anak tersebut dengan senang 

hati.  

4) Anak itu hidup ketika hakim menceraikan mereka.  

5) Setelah perceraian, wanita tersebut tidak melahirkan anak kedua 

(saudara kembar pertama). Apabila wanita tersebut melahirkan anak 

kedua tersebut setelah suami istri tersebut dipisahkan hakim, maka 

anak kedua itu dianggap sebagai keturunan laki-laki yang 

melakukan li‟an.  

                                                             
33 Abdul Aziz Dahlan, 1011 
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6) Suami itu bukan seseorang yang dihukum membunuh anak
34

.  

d. Tata Cara Melakukan Li’an. 

Jika suami menuduh istrinya berbuat zina maka hakim 

menetapkan agar mereka saling melakukan li‟an. Adapun ketentuan 

dalam melakukan sumpah li‟an adalah:  

1) Suami harus menyebutkan nama istri yang dituduh kalau istrinya 

tidak berada atau majelis tersebut, juga harus menyebutkan 

nasabnya (binti siapa dan seterusnya) agar bisa dibedakan dengan 

perempuan lainya. 

2) Kalau istrinya hadir maka cukup dengan menunjuknya, menurut 

pendapat yang sahih karena dengan menunjuk (menuding) itu sudah 

bisa dibedakan, maka tidak perlu menyebutkan nasab dan namanya. 

Ada yang mengatakan walaupun si istri hadir tetap harus disebutkan 

namanya dan juga ditunjuk.  

3) Hakim memerintahkan suami untuk bersaksi empat kali dengan 

nama Allah SWT bahwa ia termasuk orang yang benar dalam 

tuduhan atau pengingkarannya terhadap anak yang dikandung 

istrinya itu. Dalam pengulangan yang kelima, suami harus 

mengatakan: “sesungguhnya laknat Allah menimpaku jika aku 

dusta dalam tuduhan zina kepada istriku”. Kalau ada anak yang ia 

sebutkan dalam kalimat yang kelima, karena setiap kali pengucapan 

kalimat itu sebagai satu kesaksian, lalu suami mengatakan: 

                                                             
34 Abdul Aziz Dahlan, 1011 
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“sesungguhnya anak ini atau kandungan ini adalah dari hasil zina, 

bukan dari hasil saya”. Seandainya suami meringkas ucapannya: 

”....dari hasil zina,” tanpa dengan mengucapkan “bukan dari hasil 

saya, ini terdapat banyak pendapat:  

a) Mayoritas ulama mengatakan: Tidak cukup, karena mungkin 

suami meyakini bahwa wathi syubhat itu disamakan dengan 

zina. Jadi, dengan demikian maka anaknya tidak tertolak.  

b) Menurut pendapat yang ashah: cukup  

c) Kalau suami meringkas ucapannya dengan mengatakan 

“Sesungguhnya anak ini atau kandungan ini adalah hasil dari 

zina” tanpa mengucapkan: “bukan dari hasil saya,” maka tidak 

cukup.  

d) Kalau suami lupa tidak menyebut kata “anak” di dalam kalimat 

li‟an-nya, maka perlu diulangi lagi, karena dengan demikian 

berarti ia tidak menolak anak tersebut. 

4) “Wa yaquulu „imdal haakimi” (suami mengatakan tuduhannya di 

hadapan majelis hakim) adalah suatu keharusan sebagai ketentuan 

sahnya li‟an, karena li‟an itu sumpah maka harus dengan perintah 

hakim seperti sumpah-sumpah yang lain.  

5) “Alal minbari fii jamaa‟atin minal muslimiina” (suami mengatakan 

tuduhannya di atas mimbar di depan sekelompok orang-orang 

Islam) adalah termasuk tata krama, dan kelompok tersebut minimal 

empat orang, terdiri dari tokoh- tokoh daerah setempat dan 
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termasuk orang-orang yang saleh, karena dengan demikian bisa 

memberi kesan bahwa masalah  tersebut besar dan akan lebih dapat 

menghalangi suami untuk bergaul dengan istri yang dili‟an-nya.  

6) “Asyhadu” (suami berkata: Aku persaksikan) adalah lafal yang 

sudah tertentu. Jadi, seandainya suami mengganti lafal tersebut 

dengan lafal lain seperti: Ahlifu billaahi innii laminash shaadiqiina 

atau Uqsimu billaahi innii laminash-shaadiqiina (aku bersumpah, 

demi Allah, aku termasuk orang yang benar) dan ucapan-ucapan 

lain yang sejenis, atau suami mengganti lafal la‟ana (laknat) dengan 

ib‟aad (jauh dari rahmat Allah), atau mengganti lafal ghadhab 

(murka) dengan sukhth (marah), atau mengganti lafal ghadhab 

(murka) dengan la‟ana (laknat) atau sebaliknya, maka semuanya itu 

menurut pendapat yang ashah li‟an-nya tidak sah, karena merusak 

lafal yang sudah diperintahkan, sama dengan orang bersaksi yang 

merusak lafal kesaksian.  

7) Apabila ucapan suami sampai pada lafal “laknat” atau ucapan istri 

pada kata “marah atau murka” hakim disunahkan berkata: 

“Sumpah yang kelima ini akan mengakibatkan siksa di dunia, 

sedangkan siksa di dunia lebih ringan daripada siksa akhirat, maka 

tajutlah kepada Allah! Karena selamanya saya khawatirkan dirimu, 

jangan-jangan kamu tidak benar lalu kamu tertimpa laknat Allah
35

.  

                                                             
35 Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II, ( Surabaya: PT 

Bina Ilmu Offset, 2011), 562-563. 
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Menurut Kompilasi Hukum islam pasal 127 tata cara li‟an 

sebagai berikut: 

a) Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan tau 

pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-

kata “latnat Allah atas dirinya apabila tuduhan atau 

pengingkaran tersebut dusta”. 

b) Istri menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut dengan 

sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau 

pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima 

dengan kata-kata murka Allah atas dirinya: tuduhan dan atau 

pengingkaran tersebut benar”. 

c) Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan 

yang tak terpisahkan.  

d) Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b,  

maka dianggap tidak terjadi li‟an. Pasal 128  Li‟an hanya sah 

apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama
36

. 

e. Jenis-jenis Li’an. 

Li‟an dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu: 

1) Suami menuduh istrinya berzina, tetapi ia tidak punya empat orang 

saksi laki-laki yang dapat menguatkan kebenaran tuduhannya itu. 

Jika ada laki-laki yang menzinai istrinya dan suami melihat laki-laki 

tersebut sedang menzinai isrtinya atau istri mengakui berbuat zina 

                                                             
36 Tim Redaksi Nuansa, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia,2015),35 
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dan suami yakin akan kebenaran pengakuannya tersebut, maka 

dalam keadaan seperti ini lebih baik ditalak, bukan dengan jalan 

me-li‟an atau mengakadkan mula‟anah. Tetapi jika tidak terbukti 

laki-laki yang menzinainya, maka suami boleh menuduhnya berbuat 

zina. 

2) Suami tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai hasil dari 

benihnya. Suami boleh tidak mengakui kehamilan istri, biar dalam 

keadaan bagaimanapun, karena ia  merasa belum pernah sama 

sekali mencampuri istrinya sejak akad nikahnya.  

Dalam Hukum Islam seorang suami dapat menolak untuk 

mengakui bahwa anak yang dilahirkan istrinya bukanlah anaknya, 

selama suami dapat membuktikan bahwa:  

a) Suami belum pernah men-Jima‟ istrinya akan tetapi istri tiba-

tiba melahirkan  

b) Lahirnya anak itu kurang dari enam bukan sejak men-jima‟ 

istrinya sedangkan bayi lahir seperti bayi yang cukup umur.  

c) Bayi lahir sesudah lebih dari empat tahun dan si istri tidak di-

jima‟ suaminya. 

3) Suami menuduhkan kedua-duanya kepada istrinya, yakni menuduh 

istrinya berzina dan tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai hasil 
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dari benihnya dunia tidak bisa membuktikan hal itu dengan 

kehadiran empat orang saksi
37

.  

f. Akibat Li’an.  

Jika li‟an berlangsung dihadapan hakim, maka akibat hukumnya 

adalah sebagai berikut: 

1) Gugurnya hukuman qazaf bagi suaminya dan gugurnya hukuman 

zina bagi istri. 

2) Haramnya melakukan hubungan suami istri sekalipun sebelum 

mereka dipisahkan hakim, karena Rasulullah SAW menyatakan” 

Orang yang saling melakukan li‟an tidak boleh berkumpul 

selamanya” (HR.Daruqutni dan Abu Dawud) 

3) Hubungan suami istri mereka wajib diputuskan. Menurut ulama 

Mazhab Hanafi pemisahan itu harus dilakukan oleh hakim. Ulama 

Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali menyatakan hubungan suami 

istri itu putus dengan sendirinya, tanpa campur tangan hakim. 

Ulama Mazhab Syafi‟i menyatakan hubungan suami istri itu putus 

dengan adanya li‟an dari pihak suami karena li‟an adalah ganti 

talak.  

4) Talak yang jatuh disebabkan li‟an, menurut Imam Abu Hanifah 

adalah talak ba‟in
38

. Menurut ulama Mazhab Maliki dan Imam Abu 

                                                             
37Amnur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: 

Kencana,2004), 284. 
38 Talak ba'in adalah talak yang dijatuhkan suami, dan bekas suami tidak boleh merujuk kembali 

kecuali dengan pembaruan akad nikah dengan seluruh syarat dan rukunnya. Talak ba‟in ada dua 

macam : Pertama ba'in shughra adalah menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap mantan 

istrinya tetapi tidak menghilangkan kebolehan mantan suami untuk rujuk dengan memperbaharui 
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Yusuf, perceraian yang terjadi termasuk fasakh, sehingga mereka 

haram kawin untuk selamanya
39

.  

Apabila suami tidak mengucapkan li‟an dan sudah memenuhi 

ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan li‟an, maka berlakulah 

hukum-hukum secara berturut-turut sebagai berikut: 

a) Gugurnya hukuman cambuk untuk suami, berdasarkan ayat Al-

Qur‟an yang mulia, karena ayat tersebut menempatkan li‟an sebagai 

kesaksian yang menjadi hak suami.  

b) Istri wajib dihukum apabila suami menuduhnya berbuat zina yang 

dihubungkan dengan kondisi suami istri, sedangkan si istri adalah 

seorang Islam.  

c) Kalau ada anak dari hasil perzinahan istri, maka suami anak  

tersebut tidak diakui oleh suami. 

d) Apabila terjadi perceraian dengan li‟an, maka suami dan istri yang 

bercerai itu haram menikah lagi antara keduanya selama-lamanya.  

 Apabila suami tidak menalak istri sebelum li‟an, lalu suami 

meli‟an, maka haram selamanya untuk menikahi lagi
40

.  

 Gugurnya li‟an setelah terjadinya li‟an itu sendiri. Hal ini, 

menurut ulama Mazhab Hanafi bisa terjadi dalam hal-hal berikut: 

1) Secara mendadak suami yang melakukan li‟an kehilangan 

kecakapannya bertindak hukum, seperti gila atau murtad. 

                                                                                                                                                                       
akad nikah. Kedua ba'in kubra talak tiga dimana mantan suami tidak boleh rujuk kembali kecuali 

jika mantan istrinya pernah menikah lagi 
39 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Intermasa, 2001) ,1012 
40 Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II, ( Surabaya: PT 

Bina Ilmu Offset, 2011) , 566-567. 
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2) Suami menalak istrinya setelah ia menuduh istrinnya berbuat 

zina dan sebelum diproses di muka hakim, atau suami itu wafat 

3) Suami berdusta, sehingga suami dikenakan hukuman qazf. 

 Bagi ulama Mazhab Hanbali, li‟an juga bisa gugur dalam 

hal-hal berikut: 

1) Hilangnya kecakapan bertindak hukum salah satu pihak. 

2) Wafatnya suami sebelum li‟an sempurna 

3) Istri tidak membenarkan tuduhan suaminya sampai proses li‟an 

selesai. 

2. Konsep Gender. 

Gender lahir merekonstruksi hubungan laki-laki dan perempuan 

dalam pergaulan sosial masyarakat, maka konsep gender lahir 

mengkonstruksi hubungan laki-laki dan perempuan secara universal untuk 

membuka peluang yang sama menggeluti berbagai bidang kehidupan 

tanpa dipengaruhi oleh perbedaan gender laki-laki atau perempuan
41

.  

Istilah gender yang berarti seks atau jenis kelamin, juga diartikan 

sebagai sifat, karakter yang melekat pada kedua jenis kelamin yang 

dikonstruksi secara sosial dan kultural. Hilary M.Lips 
42

 mengartikan 

gender sebagai “cultural  expectations for womwn and men,” atau 

                                                             
41 Alfian Rokhmansyah, Pengantar Gender dan Fenisme, (Yogyakarta: Garudhawaca,2016), 1 
42 Hilary Margaret Lips, pendidik psikologi Kanada, penulis. Penerima Jessie Bernard Paper 

memberikan National Council Family Relations, 1998, penghargaan American Distinguished 

American New Zealand United States Educational Foundation, 1998. Fellow American 

Psychological Association, Canada Psychological Association (Distinguished Member award 

2006), anggota Asosiasi Perempuan dalam Psikologi (penghargaan Publikasi Distinguished 

1992). Penulis buku Sex & Gender: An Introduction 
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harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan pengertian 

gender sebagaimana dikemukakan oleh Margaret L. Andersen adalah:  

“Gender refers to teh sosially learned behaviors and expectation that are 

associated with two sexes. Thos, whereas “maleness” and “femaleness” are 

biological facts, masculinity an feminity are kulturally constructed attributes. 

Similar to the sosial categories established by race and sosial class, gender 

patterns waht others expect of us and what we expect of ourselves. Gender also 

establishes, in large measue, our life changes anf directs our sosial relations with 

others” 

(Gender merujuk pada perilaku yang dipelajari secara sosial dan harapan-

harapan yang berhubungan dengan dua jenis kelamin. Jadi, kalau female dan 

male merupakan fakta-fakta biologis, sementara maskulin dan feminin adalah 

atribut-atribut yang dikonstruk secara kultural. Sebagaimana kategori sosial yang 

dibangun berdasarkan ras, kelas sosial, pola-pola gender adalah apa yang 

diharapkan orang lain terhadap kita dan apa yang diharapkan oranglain terhadap 

kita dan apa yang kita harapkan pada diri kita sendiri. Gender, dalam skala besar, 

dipahami sebagai kesempatan hidup dan mengarahkan hubungan sosial kita 

dengan yang lain).
43

  

Gender dalam arti tersebut mengindetifikasi laki-laki dan 

perempuan dari sudut non-biologis yang dikenal dengan istilah identitas 

jenis kelamin. Jenis kelamin atau seks merupakan penafsiran jenis kelamin 

dari aspek biologis dengan tanda-tanda lahir yang mudah dikenali, 

misalnya laki-laki memiliki penis, jakun, memproduksi sperma, sedangkan 

                                                             
43 Mufidah, Bingkai Sosial Gender, (Malang: UIN-Maliki Press, 2009), 2 
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perempuan memiliki vagina, rahim, air susu ibu (ASI), mengalami siklus 

menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui. Kantor Negara Kementrian 

Pemberdayaan Perempuan (KNPP) mendefinisikan gender yaitu mengacu 

kepada peran-peran yang dikonstruksikan dan dibebankan kepada 

perempuan dan laki-laki oleh masyarakat. Peran-peran ini dipelajari, 

berubah dari waktu ke waktu dan sangat bervariasi di dalam dan diantara 

berbagai budaya. Tidak seperti seks (perbedaan biologis antara perempuan 

dan laki-laki), gender mengacu kepada perilaku yang dipelajari dan 

harapan-harapan masyarakat yang membedakan antara maskulinitas dan 

feminitas. Kalau identitas seks ditentukan oleh ciri-ciri genetika dan 

anatomi, gender yang dipelajari secara sosial merupakan suatu identitas 

yang diperoleh. Tercakup dalam konsep gender juga harapan-harapan 

tentang ciri-ciri, sikap-sikap, dan perilaku-perilaku perempuan dan laki-

laki (feminitas dan maskulinitas)
44

.  

Secara terminologi gender bisa didefinisikan sebagai harapan-

harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Gender dipandang 

sebagai suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, 

perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional anatara laki-laki dan 

perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Dipahami bahwa gender 

merupakan suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengindetifikasi 

perbedaan antara laki-laki dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai 

dan perilaku, mentalitas, dan emosi, serta faktor-faktor nonbiologis 

                                                             
44 Mufidah, Bingkai Sosial Gender, (Malang: UIN-Maliki Press, 2009), 1-3 
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lainnya. Gender sering diindektikan dengan jenis kelamin (sex), padahal 

gender berbeda dengan jenis kelamin. 

Gender sering juga dipahami sebagai pemberian dari Tuhan atau 

kodrat ilahi, padahal gender tidak semata-mata demikian. Gender berbeda 

dengan seks, meskipun secara etimologis artinya sama-sama dengan seks, 

yaitu jenis kelamin. Gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek 

sosial, budaya, dan aspek-aspek nonbiologis lainnya. Gender merupakan 

bagian peran sosiokultural yang didasarkan atas jenis kelamin. Identitas 

gender baru muncul ketika manusia secara kodrati dilahirkan dengan jenis 

kelamin. Namun karena kemunculan identitas gender mengikuti kelahiran 

manusia dengan jenis kelamin tertentu maka gender dianggap inheren 

dalam jenis kelamin bahkan menjadi identik dengan jenis kelamin. Sejarah 

perbedaan gender antara seorang pria dengan seorang wanita terjadi 

melalui proses yang sangat panjang dan dibentuk oleh beberapa sebab, 

seperti kondisi sosial budaya, kondisi keagamaan, dan kondisi kenegaraan.  

Dengan proses yang panjang ini, perbedaan gender akhirnya sering 

dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang bersifat biologis yang tidak dapat 

diubah lagi. Inilah sebenarnya yang menyebabkan awal terjadinya ketidak- 

adilan gender di tengah-tengah masyarakat. Perempuan tersubordinasi
45

 

oleh faktor-faktor yang dikonstruksikan secara sosial. Banyak mitos dan 

kepercayaan yang menjadikan kedudukan perempuan berada lebih rendah 

daripada laki-laki. Hal itu semata-mata karena perempuan dipandang dari 

                                                             
45 Surbordinasi adalah suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu 

jenhis kelamin lebih rendah dari yang lain. Telah diketahui nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat, 

telah memisahkan dan memilah-milah peran-peran gender, laki-laki dan perempuan 
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segi seks, bukan dari segi kemampuan, kesempatan dan aspek-aspek 

manusiawi secara universal, yaitu sebagai manusia yang berakal, bernalar 

dan berperasaan. Gender memiliki kedudukan yang penting dalam 

kehidupan seseorang dan dapat menentukan pengalaman hidup yang akan 

ditempuhnya.  

Gender dapat menentukan akses seseorang terhadap pendidikan, 

dunia  kerja, dan sektor-sektor publik lainnya. Gender juga dapat 

menentukan kesehatan, harapan hidup, dan kebebasan gerak seseorang. 

Jelasnya, gender akan menentukan seksualitas, hubungan, dan kemampuan 

seseornag untuk membuat keputusan dan bertindak secara otonom. 

Akhirnya, genderlah yang banyak menentukan seseorang akan menjadi 

apa nantinya.  

Konsep gender yang dikembangkan Hubies meliputi:  

1) Gender difference, yaitu perbedaan-perbedaan karakter, perilaku, 

harapan yang dirumuskan untuk tiap-tiap orang menurut   jenis 

kelamin. 

2) Gender Gap, yaitu perbedaan dalam hubungan berpolitik dan bersikap 

antara laki-laki dan perempuan.  

3) Genderization, yaitu acuan konsep penempatan jenis kelamin pada 

identitas diri dan pandangan orang lain.  

4) Gender identity, yaitu perilaku yang seharusnya dimiliki seseorang 

menurut jenis kelaminnya. 
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5) Gender Role, yaitu peran perempuan dan peran laki-laki yang 

diterapkan dalam bentuk nyata menurut budaya setempat yang 

dianut
46

.  

3. Kesetaraan Gender. 

 Kesetaraan gender (gender equality) adalah posisi yang sama 

antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, 

kontrol, dan manfaat dalam aktivitas kehidupan baik dalam keluarga, 

masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Keadilan gender (gender 

equality) adalah suatu proses menuju setara, selaras, seimbang, serasi, 

tanpa diskriminasi. Dalam Kepmendagri disebutkan kesetaraan dan 

keadilan gender adalah suatu kondisi yang adil dan setara dalam hubungan 

kerjasama antara perempuan dan laki-laki
47

. Sejumlah peneliti dibidang 

kesetaraan gender berbeda dalam mengkonstruk tentang gender. 

a. Konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam Islam menurut 

Muhammad Rasyid Ridha
48

 tercermin dalam beberapa ayat Al-Qur‟an 

, antara lain surah An-Nisa‟: 34, dan Al-Baqarah: 228 bahwa kelebihan 

laki-laki atas perempuan merupakan fitrah dan kodrati karena Allah 

melebihkan laki-laki disebabkan bentuk fisiknya yang kuat, akalnya 

lebih tajam sehingga diberi tanggung jawab sebagai pemimpin 

keluarga, kelebihan laki-laki tersebut sebagai dasar pemberian peran-

peran ideal misalnya mencari ilmu dan bekerja. Fitrah perempuan 

                                                             
46 Alfian Rokhmansyah, Pengantar Gender dan Fenisme, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), 1-4 
47 M. Faisol, Hermeneutika Gender, ( Malang: UIN-Maliki Press 2012), 10 
48 Muhammad Rasyd bin Ali Ridha adalah seorang intelektual muslim dari Suriah yang 

mengembangkan gagasan modernisme Islam. Mulai tahun 1858 hingga wafat pada tahuun 1935 

Ridha menerbitkan surat kabar yang bernama Al-Manar. 
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meliputi hamil, melahirkan, menyusui, juga tanggung jawab 

mengasuh, mendidik anak, dan mengatur rumah tangga suaminya. 

Perempuan bisa menjadi pemimpin dalam konteks tertentu dan dalam 

wilayah domestik, peran jenis kelamin laki-laki yang dipersepsikan 

sebagai pemberi pada perempuan, karenanya ia lebih tinggi derajatya. 

Kesetaraan gender dipahami sebatas status keduanya sederajat di 

hadapan Allah, tetapi tidak pada implementasi dalam membangun 

relasi yang setara gender.
49

  

b. Menurut Qazan melalui ide reformasi intelektual (fikrah al-ta‟dhim) 

bagi perempuan dalam membangun mentalitas konstruktif dengan 

menekankan pentingnya kesetaraan hak-hak perempuan di wilayah 

publik. Upaya ini penting karena perempuan juga dituntut tanggung 

jawabnya terhadap kepentingan umum, pembagian tugas dikotomis 

publik-domestik  bagi perempuan dipertanyakan. Sepanjang sejarah, 

perempuan selalu tertinggal dari laki-laki disebabkan laki-laki telah 

mampu mengorganisir dirinya, sedangkan perempuan masih dalam 

tahap ketidakteraturan. Karena itu pemberdayaan perempuan untuk 

pengorganisasian dirinya sangat penting. Qazan mengkonsep 

perempuan sebagai pengemban peran reproduktif sekaligus peran 

produktif, tetapi tidak diikuti oleh negoisasi dan komitmen untuk 

peran-peran tradisional-reproduksi sosial dalam rumah tangga yang 

menyebabkan perempuan memiliki peran ganda yang berdampak pada 

                                                             
49 Mufidah, Bingkai Sosial Gender, (Malang: UIN-Maliki Press, 2009), 23-24 
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beban yang ganda (doble burden). Konsep kesetaraan gender yang 

dikembangkan oleh Qazan ini mirip dengan women in development di 

era orde baru, di mana perempuan berpartisipasi dalam pembangunan, 

bahkan rentan menjadi korban pembangunan itu sendiri.
50

  

c. Menurut Hibbah Rauf Izaat
51

, konsep kesetaraan gender diangkat dari 

tulisannya tentang partisipasi politik bagi perempuan. Islam 

memberikan akses dan partisipasi kepada perempuan dalam politik 

yang didasarkan pada ahliyah al-wujub (kompetesi wajib) yakni 

tersedianya akses dan terpenuhinya syarat-syarat, dan ahliyah al-ada‟ 

al-kamilah (kompetesi yang sempurna dalam menjalankan peran. 

Kedua kemampuan tersebut sama-sama dimiliki oleh laki-laki dan 

perempuan. Islam memberikan beban yang setara sekalipun dalam 

bentuk yang berbeda sesuai dengan kondrat reproduksinya. 

Kekurangan insidental (naqsu al-aradhi) bagi perempuan seperti 

menstruasi, hamil, dan melahirkan terjadi dalam kondisi khusus dan 

sementara, serta dapat difasilitasi sehingga tidak menghalangi 

kompetensi tersebut. Jika kekurangan temporer perempuan terjadi 

terus menerus, maka harus ada upaya pemberdayaan, affirmation 

action, dan dimusyawarahkan dengan laki-laki sesuai dengan budaya 

                                                             
50 Mufidah, 24-25 
51 Hibbah Rauf Izaat lahir pada tanggal 25 Juli 1965, penulis buku “Wanita Pemikir Islami”. 

Seorang yang menjadikan islam sebagai paradigma dan titik tolak berfikir dalam mengkritisi 

realitas termasuk mengkritisi feminisme. 
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yang  berlaku. Posisi laki-laki sebagai pemimpin keluarga disyaratkan 

adil, demokrasi, penyedia materi, rasa aman, nyaman, dan terbatas
52

.  

d. Menurut Asghar Ali Engeneer
53

, konsep kesetaraan gender bagi 

perempuan ditegaskan melalui status individual perempuan bukan 

sebagai subordinat laki-laki. Islam menerima martabat keduanya dalam 

ukuran yang setara, memiliki hak-hak setara dalam bidang sosial, 

ekonomi, politik, peran pengambilan keputusan, kebebasan, dan 

tanggung jawab yang sama menurutnya, konsep kesetaraan dan 

keadilan gender dalam Al-Qur‟an memberikan tempat yang terhormat, 

misal surah  Al-Hujarat:13, Al-Nahl:97, Al-Taubah:71 perbedaan 

biologis tidak menghalangi hak-haknya yang dijamin oleh Tuhan. 

Fungsi biologis keduanya harus dibedakan dengan peran-peran sosial. 

Untuk mengubah pandangan bias gender, perlu dilakukan 

pembaharuan hukum personal dalam Islam sebagai upaya penegakan 

hak-hak dasar kemanusiaan. Menurutnya, sekalipun Islam bermaksud 

memberikan posisi perempuan setara dengan laki-laki, tetapi jika 

misoginis
54

 yang berasal dari pra Islam masih bercokol, maka 

kesetaraan sulit terwujud. Ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan 

karena adanya pemisahan antara ruang publik dan domestik yang 

                                                             
52 Mufidah, 27-28 
53 Asghar Ali Engeneer  adalah seorang reformis-penulis dan aktivis sosial India. Dikenal dengan 

karyanya tentang teolog pembebasan dalam Islam, ia memimpin gerakan progersif Dawoodi 

Bohra. Karyanya diantaranya yakni Status Perempuan Dalam Islam, Hak-hak Perempuan Dalam 

Islam, Al-Qur‟an Wanita dan Masyarakat Modern. 
54 Misoginis adalah kebencian atau tidak suka terhadap wanita atau anak perempuan. Misoginis 

dapat diwujudkan dalam berbagai cara, termasuk diskriminasi seksual, fitnah perempuan, dan 

objek tifikasi seksual perempuan. 
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masih dipertahankan oleh penduduk Mekkah sebagai warisan tradisi 

pra Islam yang masih kental di kalangan umat Islam. Peran 

stereotype
55

 laki-laki dan perempuan dikonstruk oleh budaya, 

bersinergi dengan interpretasi bias gender yang didasarkan pada 

hadist-hadist misoginis memperkuat struktur kelas berdasarkan jenis 

kelamin.
56

 

e. Menurut Qasim Amin
57

, konsep kesetaraan gender bahwa hak dan 

tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam teks suci adalah sama. 

Kesenjangan terjadi disebabkan oleh stereotype dan budaya partriakhi 

yang menindas, sehingga akses dan partisipasi perempuan pada dunia 

pendidikan sangat rendah. Perempuan harus diberi kebebasan dalam 

berekspresi,  mengambil keputusan secara mandiri. Melalui pendidikan 

yang memadai, perempuan dapat mewujudkan posisi setara dalam 

kehidupan. Laki-laki dan perempuan merupakan mitra, lembaga 

perkawinan menjadi ujung tombak dalam  menjalin komunikasi dan 

relasi keduanya dengan sehat. Ia menolak konsep gerakan perempuan 

                                                             
55 Stereotype adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok 

di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Stereotype merupakan jalan pintas pemikiran yang 

dilakukan secara intititif oleh manusia untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks dan 

membantu dalam mengambil keputusan secara tepat. Namun stereotype dapat berupa prasangka 

positif dan kadang juga negatif karena kadang-kadang dijadikan alasan untuk melakukan 

tindakan diskriminatif. 
56 Mufidah, 28-29 
57 Qasim Amin adalah ahli hukum Mesir dan salah satu dari pendiri gerakan Nasional Mesir dan 

Universitas Kairo. Secara historis dipandang salah satu “Feminis Pertama” di dunia Arab. 

Karyanya diantaranya adalah Haquq al-nisa fi‟il Islam (Hak-hak Wanita Dalam Islam), 

Perbudakan Perempuan, Mereka Wanita Muda, Pembebasan Wanita. 
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di negara Barat waktu itu karena mengusung kompetesi 

kontraproduktif.
58

  

Pembahasan pemahaman gender menurut sejumlah ulama‟ 

modern hingga kontemporer terdapat 3 kategori pemikiran tentang 

konsep kesetaraan gender dalam Islam sebagai berikut: 

1) Kelompok konservatif  

 Kesetaraan gender dikonsep melalui penggalian nilai-nilai 

Islam tentang kedudukan peran-peran laki-laki dan perempuan 

dalam al-Qur‟an dan hadits sebagai respon dari gerakan feminis di 

Barat yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dikembangkan 

dalam Islam. Dalam mengkonstruk pemikiran kesetaraan gender di 

tingkat implementatif masih tampak rancu dalam mengemukakan 

konsep perbedaan jenis kelamin (sex) yang bersifat kodrati dengan 

konsep sebagai kontruksi sosial. Beberapa pendapat yang 

didasarkan pada kerancuan tersebut, kesetaraan gender yang 

diungkapkan berbenturan dengan prinsip-prinsip dasar universal 

Islam sebagai induknya, nuansa budaya partriarkhi masih kental 

dipertahankan.  

2) Kelompok moderat. 

 Konsep kesetaraan gender dikonstruk melalui penggalian 

nilai-nilai Islam sebagai agama rahmatan li al-alamin. Gender 

dimaknai dalam konteks masalah sosial yang menimbulkan 

                                                             
58 Mufidah, 30-31 
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kesenjangan dan diskriminasi gender, dan yang dominan 

mendapatkan perlakuan tidak adil adalah perempuan. Atas dasar 

ini, kelompok moderat memisahkan konsep jenis kelamin (sex) 

dengan konsep gender sebagai konstrusi sosial. Kritik terhadap 

pembakuan peran stereotype didasarkan pada konsep dikotomi 

yakni publik-domestik dan produktif-reproduktif yang dipandang 

merugikan keduanya (laki-laki-perempuan) menjadi tema penting. 

Pandangan moderat berdasarkan pada konsep kemaslahatan umat 

dan Islam sebagai solusi problem ketidakadilan gender tersebut, 

tetapi implementasi kesetaraan gender tetap beradaptasi dengan 

budaya yang tidak bias gender.  

3) Kelompok progresif  

 Ketegori progresif memandang gender tidak hanya menjadi 

masalah sosial tetapi teks suci Al-Qur‟an maupun hadist nabi itu 

sendiri juga menjadi problem. Beberapa ayat Al-Qur‟an secara 

tekstual menunjukkan bias gender, dan beberapa hadist yang 

disebut dengan hadits-hadits misoginis masih dipertanyakan status 

keshahihannya. Pendekatan penafsiran dan produk fiqh abad 

pertengahan masih bias gender, dan tidak dapat menyelesaikan 

problem kesenjangan gender diera sekarang
59

.  

 

 

                                                             
59  Mufidah, 33-36 
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4. Bias Gender.  

Bias gender adalah ketidakadilan atau ada salah satu yang 

dirugikan, sehingga mengalami ketidakadilan. Yang dimaksud ketidak-

adilan disini adalah apabila salah satu jenis gender lebih baik keadaan, 

posisi, dan maupun perempuan. Akan tetapi khususnya di Indonesia, bias 

gender ini lebih dirasakan oleh kaum perempuan.
60

  

5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan 

Dengan Hukum. 

PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara 

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum adalah hasil andil dari perwakilan 

hakim perempuan Indonesia yang hadir dalam Pertemuan Hakim 

Perempuan Se-ASEAN pada tanggal 24-25 Juni 2016 di Bangkok. Jumlah 

hakim perempuan adalah 1.900 yakni 27% dari keseluruhan jumlah hakim. 

Dengan kata lain, keberadaan perempuan dalam dunia peradilan masih 

sedikit tidak berbanding lurus dengan kasus yang dihadapi perempuan 

yang berujung pada perceraian di pengadilan. Maka Pasal 1 Dalam 

Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan: 

1. Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang 

berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan 

sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.  

                                                             
60 Nan Rahminatiwati, 2001: Isu Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan (Bias Gender): Jurnal 

Mimbar, Jurnal Sosial dan Pembangunan Vol: 17 No: 3, 2001 
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2. Jenis Kelamin adalah status fisik, fisiologis, dan biologis yang 

dicirikan sebagai laki-laki dan perempuan.  

3. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan 

tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari 

dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. 

4. Kesetaraan Gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi 

antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan 

hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan 

berpartisipasi di berbagai bidang.  

5. Analisis Gender adalah proses yang dibangun secara sistematik 

untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran 

laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber daya 

pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat 

yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan 

perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya 

memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku 

bangsa.  

6. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap 

laki-laki dan perempuan.  

7. Stereotip Gender adalah pandangan umum atau kesan tentang 

atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan 

perempuan atau laki-laki.  
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8. Diskriminasi Terhadap Perempuan adalah segala pembedaan, 

pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin 

yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau 

meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi 

manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, 

politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh 

perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar 

kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.  

9. Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan 

dan atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan atau 

pendidikan dan atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada 

satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar 

gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih 

rendah. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau 

organisasi yang dipercaya dan atau memiliki keterampilan dan 

pengetahuan untuk mendampingi Perempuan Berhadapan dengan 

Hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan 

nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan 

berlangsung.
61

 

Dalam Pasal 2 Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan 

dengan Hukum berdasarkan asas: 

                                                             
61 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman 

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. 
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a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia  

b. Non diskriminasi  

c. Kesetaraan Gender 

d. Persamaan di depan hukum  

e. Keadilan 

f. Kemanfaatan, dan  

g. Kepastian hukum.  

Pasal 3 Pedoman mengadili perkara Perempuan Berhadapan 

dengan Hukum bertujuan agar hakim:  

a. Memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 

b. Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga 

mengakibatkan Diskriminasi Terhadap Perempuan, dan  

c. Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam 

memperoleh keadilan.  

Dalam pemeriksaan perkara menurut pasal 4 dalam pemeriksaan 

perkara, hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-

diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan:   

a. Ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara.  

b. Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses 

keadilan. 

c. Diskriminasi. 
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d. Dampak psikis  yang dialami korban. 

e. Ketidakberdayaan fisik dan psikis korban. 

f. Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban atau saksi tidak berdaya, 

dan  

g. Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban atau saksi. 

Pasal 5 Dalam pemeriksaan Perempuan Berhadapan dengan 

Hukum, hakim tidak boleh:  

a. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang 

merendahkan, menyalahkan dan atau mengintimidasi Perempuan 

Berhadapan dengan Hukum. 

b. Membenarkan terjadinya Diskriminasi Terhadap Perempuan 

dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik 

tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias 

Gender. 

c. Mempertanyakan dan atau mempertimbangkan mengenai 

pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar 

untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku, 

dan  

d. Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung 

Stereotip Gender.  

Dalam Pasal 6 Hakim dalam mengadili perkara Perempuan 

Berhadapan dengan Hukum:   
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a. Mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender 

dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis. 

b. Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan atau 

hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender. 

c. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang 

hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, 

perlindungan yang setara dan non diskriminasi, dan 

d. Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjianperjanjian 

internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi.
62

 

6. Putusan Yang Adil.  

Menurut Gustav Radbruch putusan yang adil ada tiga nilai dasar 

(Grundwerte), sehingga ketiga-tiganya merupakan parameter manakala 

kita berbicara tentang hukum. Ketiganya adalah: kepastian hukum 

(Rechtssicherkeit), keadilan (Gerechtigkeit) dan kemanfaatan 

(Zweckmaszigkeit). Ketiganya tidak selalu dalam hubungan harmoni, 

tetapi lebih sering bersifat ketegangan (Spannungsverhaltnisse). Kepastian 

hukum berseberangan dengan keadilan dan demikian seterusnya. Dengan 

demikian dalam memutus, pekerjaan hakim perlu mengelola (to manage) 

ketiga-tiga nilai dasar tersebut. Tuntutan ini berarti, bahwa hakim tidak 

dapat hanya bertolak dari satu nilai dasar saja. Kembali disini kita lihat 

                                                             
62 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman 

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

50 

 

 
 

betapa rumitnya pekerjaan hakim, sehingga kegiatan pengambilan putusan 

oleh hakim itu sebagai suatu seni (art) dari pada logika.
63

 

Dari apa yang telah diuraikan di atas, bisa dilihat bahwa kegiatan 

hakim dalam memutuskan perkara merupakan salah satu kegiatan dari 

beragam aktivitas berhukum yang sangat menarik. Pada tahap 

pengambilan putusan tersebut berbagai faktor bertemu  untuk saling 

memberikan peran. Ada faktor ideologi, politik, ekonomi dan masih 

banyak lagi lainnya. Disinilah hakim melakukan proses integrasi dalam 

menyelesaikan konflik. Jadi hakim merupakan titik sentral dalam 

pengambilan keputusan. Melihat begitu kompleksnya faktor-faktor yang 

melatarbelakangi hakim sebelum mengambil keputusan, maka seorang 

hakim tentunya dituntut mempunyai kualitas yang mumpuni, baik 

menyangkut kemampuan keilmuannya maupun kebaikan mental dan 

pribadinya.  

Persoalannya adalah tidak semua hakim mempunyai kapasitas 

yang diharapkan. Justru seringkali terjadi lemahnya  penegakan hukum di 

Indonesia. Lemahnya penegakan hukum terlihat dari masyarakat yang 

tidak menghormati hukum, demikian pula kewibawaan aparat penegak 

hukum yang semakin merosot sehingga hukum sudah tidak dapat memberi 

rasa aman dan tenteram. Hal demikian tidak lepas dari perilaku yang tidak 

benar dari para penegak hukum, termasuk (oknum) hakim.  

                                                             
63 Satjipto Rahardjo, Sekitar Hakim Yang Memutus: Bahan Bacaan Mahasiswa (Semarang: 

Program Doktor Ilmu Hukum Undip, 2007),  10 
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Di sinilah keadilan digadaikan. Pada hal, Kekuasaan mengadili, 

yang ada pada hakim, bersumber dari Tuhan. Karena itu, setiap kepala 

putusan pengadilan selalu bertuliskan “Demi Keadilan Berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maka, kekuasaan hakim dalam mengadili 

harus bebas merdeka, mandiri, dan tak boleh dipengaruhi oleh apa dan 

siapapun, baik oleh finansial, kekuasaan maupun tekanan opini publik. 

Dalam hal ini, Mahkamah Agung RI telah menentukan bahwa 

putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat 

yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, 

diwujudkan, dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah 

keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan 

moral (moral justice), dan keadilan masyarakat (sosial justice). Moral 

justice dan social justice sebenarnya sudah tersirat dalam ketentuan Pasal 5 

ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang 

Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa : “Hakim harus menggali 

nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Apa yang menjadi 

pedoman dan kode etik hakim tersebut, rupanya didasari oleh tiga nilai 

dasar yang harus diwujudkan dalam penerapan hukum oleh Gustav 

Radbruch, yakni: nilai keadilan (gerechtigkeit), kepastian hukum 

(rechtssicherkeit) dan kemanfaatan (zweckmassigkeit). Dalam konteks 

putusan pengadilan sebagai perwujudan penegakan hukum, maka secara 

ideal ketiga nilai dasar tersebut harus diperhatikan. Dalam menegakkan 

hukum harus ada kompromi dari ketiga unsur tersebut, yang harus 
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mendapat perhatian secara seimbang. Radbruch mengajarkan bahwa dalam 

hal terjadi benturan atau ketegangan di antara ketiga tujuan itu karena 

tidak dapat diakomodasi semuanya, maka penggunaan tiga nilai dasar 

hukum tersebut harus menggunakan asas prioritas. Prioritas pertama selalu 

“keadilan”, barulah “kemanfaatan”, dan terakhir “kepastian hukum”. 

Keadilan merupakan titik sentral dalam hukum. Adapun dua aspek 

lainnya, yakni kepastian dan kemanfaatan bukanlah unit yang berdiri 

sendiri dan terpisah dari keadilan. Kepastian dan kemanfaatan harus 

diletakkan dalam kerangka keadilan itu sendiri. Sebab tujuan keadilan 

menurut Radbruch adalah untuk memajukan kebaikan dalam hidup 

manusia. Aspek inilah yang harus mewarnai hukum. Oleh karena itu, bagi 

Radbruch, fungsi kepastian hukum tiada lain adalah memastikan bahwa 

hukum (yang berisi keadilan) benar-benar berfungsi sebagai peraturan 

yang ditaati. Dengan adanya kepastian bahwa aturan-aturan itu ditaati, 

maka keadilan benar-benar mendatangkan manfaat bagi kebaikan manusia. 

Jelas, bahwa dalam teori Radbruch tidak diijinkan adanya pertentangan 

antara keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Kepastian dan kemanfaatan, 

bukan saja harus diletakkan dalam kerangka keadilan, tetapi juga 

sebenarnya merupakan satu kesatuan dengan keadilan itu sendiri
64

.  

Pertimbangan aspek yuridis dalam putusan hakim merupakan 

aspek yang utama, mengingat dalam memutus perkara hakim akan 

berpatokan pada undang undang yang berlaku. Ini dilandasi pada 

                                                             
64 Ahmad Rifai,  Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2010), 126. 
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paradigma positivisme. Paradigma ini sangat mendominasi begitu kuat 

dalam pemikiran-pemikiran hukum di Indonesia. Hukum di sini lebih 

dilihat sebagai bangunan normatif semata.Dalam penegakan hukum, 

paradigma ini melahirkan aliran legisme yang menempatkan hakim 

sebagai corong undang-undang.Implikasinya, memasuki dunia hukum 

bukan lagi medan pencarian keadilan, melainkan menjadi memasuki rimba 

peraturan, prosedur dan administrasi. Mengenai aspek filosofis, 

merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. 

Sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang 

hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya 

sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta 

kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang 

terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti  asas 

legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut 

tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.
65

 

7. Pemantauan Peradilan Perspektif Gender. 

Pemantauan peradilan berperspektif perempuan ini difokukuskan 

pada upaya mengamati jalannya sidang peradilan kasus-kasus yang 

melibatkan perempuan. Dalam persidangan terhidang fakta bagaimana 

perlakuan penegak hukum terhadap perempuan (korban). Disamping itu 

juga diamati bagaimana dampak putusan pengadilan terhadap perempuan 

yang merupakan salah satu data yang membuktikan apakah hukum sudah 

                                                             
65 Ahmad Rifai, 132-133. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

54 

 

 
 

memperhatikan kepentingan perempuan. Pemantauan juga dimaksudkan 

untuk melihat apakah Konvensi CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala 

Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita) yang sudah diratifikasi dua puluh 

tahun itu, sudah meresap ke dalam benak para penegak hukum.
66

 

mengenai pertimbangan hakum yang digunakan hakim dalam 

menjatuhkan putusan penting untuk diketahui. Pertimbangan hakim tidak 

semata-mata dilandasi pandangan yang positivistik, yaitu berdasarkan 

pasal-pasal dalam undang-undang atau berdasarkan ketentuan hukum 

belaka. Akibatnya perempuan kembali dirugikan dalam posisinya sebagai 

korban atau penggugat. Putusan yang dijatuhkan hakim seharusnya 

merupakan proses persidangan. Namun bisa terjadi kondisi-kondisi yang 

terungkap dalam persidangan untuk  menjadi bahan pertimbangan. Perlu 

adanya sikap kritis para penegak hukum yaitu melakukan terobosan 

hukum baru untuk menghasilkan putusan hukum yang berkeadilan gender 

atau mengkadomodasi kepentingan perempuan. Sesuai dengan yang 

disyaratkan dalam Pasal 2 terutama bagian c dan c dari Konvensi 

Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita 

(Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against 

Women).  

Pasal 2  

Negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap 

wanita dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk 

menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa 

                                                             
66 Sulistyowati Irianto, Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif 

Perempuan, ( Jakarta: Yayasan Obor  Indonesia, 2006) 1 
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ditunda-tunda, kebijaksanaan menghapus diskriminasi 

terhadap wanita, dan untuk tujuan ini berusaha: 

... 

c. Menegakkan perlindungan hukum tehadp hak-hakm wanita 

atas dasar yang sama dengan kaum pria dan untuk 

menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan 

badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan kaum 

wanita yang efektif terhadap setiap tindakan diskrimanasi.  

d. Tidak melakukan suatu tindakan atau praktik diskriminasi 

terhadap kaum wanita, dan untuk menjamin bahwa pejabat-

pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga negara akan 

bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut
67

.  

Diskriminasi menurut Pasal 1 Konvensi mengenai Penghapusan Segala 

Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita adalah setiap perbedaan, 

pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang 

memepunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan 

pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan 

kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosila siil atau 

apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, 

atas dasar persamaan antara pria dan wanita.
68

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
67 Sulistyowati Irianto, 222 
68 Sulistyowati Irianto, 130 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif  yang mengutamakan 

deskripsi atau penjelasan dalam membangun paradigma fakta sosial sosial. 

Seperti pada buku Lexy J. Moleong yang berjudul “Metode Penelitian 

Kualitatif” oleh Bagdan dan Taylor yang mendefinisikan penelitian kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa  kata-

kata  tertulis  dari  perilaku  yang  diamati.
69

 Adapun Jenis penelitian yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (Field 

research) yaitu dengan melakukan penelitian secara cermat dengan langsung 

terjun ke lapangan. 

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan pertama, pendekatan 

konseptual (conceptual approach) adalah pendekatan yang dilakukan untuk 

menggali prinsip-prinsip yang terdapat dalam pandangan hukum para ahli 

hukum.
70

 Pendekatan ini dilakukan untuk memahami filosofi aturan hukum 

dari waktu ke waktu dan menelaah latar belakang dan perkembangan 

pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Kedua, menggunakan 

pendekatan kasus (case approach) adalah pendekatan yang bertujuan untuk 

mempelajari penerapan norma atau kaidah yang dilakukan dipraktik hukum 

terutama kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana telah dilihat. 

                                                             
 
69Lexy J.Moleong,Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1989), 3 
70 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2016) ,136 
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Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang 

telah memperoleh putusan pengadilan berkuatan hukum tetap. Dengan 

menggunakan dua macam pendekatan diharapkan akan memperoleh hasil 

analisa yang relevan dengan isu-isu hukum yang dihadapi. 

B. Lokasi Penelitian. 

Lokasi penelitian dalam penelitian di Pengadilan Agama Bondowoso. 

Pengadilan Agama Bondowoso merupakan salah satu Pengadilan Agama yang 

telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian dengan sumpah 

li‟an. Untuk kasusnya baru diputus pada tahun 2019.  

C. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi 

dalam penelitian ini sesuai dengan fokus penelitian, ada tiga data yang 

diperoleh oleh penulis: 

1. Data Primer. 

Memperoleh sumber data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa 

opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi 

terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.
71

 

Maka dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil 

wawancara terhadap Majelis Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso. 

Ada tiga hakim yakni Bapak Harun JP.,S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua 

                                                             
71 Andi Prastowo, Memahami Metode Penelitian (Yogjakarta, Ar-ruzz Media, 2011), 28 
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Majelis, Bapak Drs. H Imam Khusaini sebagai Hakim Anggota dan Bapak 

Drs. Zainul Fatawi, S.H sebagai Hakim Anggota.   

2. Data Sekunder. 

Memperoleh sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). 

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang 

telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan 

yang tidak dipublikasikan.
 72

 Maka dalam penelitian ini data selanjutkan 

adalah putusan Pengadilan Agama Bondowoso dengan nomor register 

perkara 0918/Pdt.G/2019/PA.Bdw tentang perceraian secara sumpah li‟an.  

3. Data Tersier. 

Data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data 

primer dan data sekunder yaitu Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Ilmiah, 

buku-buku tentang Gender, buku-buku Hukum Islam, Kamus (Hukum), 

ensiklopedia. 

D. Teknik Pengumpulan data  

Peneliti menggunakan dua teknik untuk pengambilan data yakni: 

1. Wawancara 

Teknik wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan sesuai dengan fokus penelitian terhadap ketiga hakim yang 

telah memutus perkara perceraian sumpah li‟an sesuai dengan putusan 

Pengadilan Agama Nomor 0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw. Penulis 

                                                             
72 Prastowo, 28 
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menggunakan teknik  wawancara tidak struktur,   penulis mengajukan 

beberapa pertanyaan dengan sistem tanya jawab.  

2. Dokumentasi. 

Dalam mengumpulkan data penulis mengelompokkan data yang 

berhubungan dengan fokus penelitian melalui dokomentasi. Dokumentasi 

yang dimaksud adalah mendokomentasi data yang diperoleh secara 

wawancara terhadap Majelis Hakim yang memutus perkara sumpah li‟an 

dengan cara merekam audio dan mencatat data yang diperoleh dari ketiga 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso yang memutus perkara 

perceraian sumpah li‟an. 

E. Analisis Data. 

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang  

dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji 

data yang diperoleh
73

. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Analisis yang 

pertama pada saat pengumpulan data sesuai dengan fokus penelitian yang 

dilakukan melalui sumber-sumber yang dikumpulkan. Setelah dilakukan 

pengumpulan data maka yang kedua yaitu menganalisis kembali data yang 

terkumpul yang berupa data mentah yang harus ditentukan hubungan satu 

sama lain. Namun, data yang terkumpul tersebut belum tentu menjawab 

seluruh permasalahan yang telah di rumuskan dalam penelitian. Maka analisis 

selanjutnya, dengan model ini menggunakan tiga tahap yaitu:  

                                                             
73 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), 270 
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1. Reduksi data, pada tahap ini penulis melakukan pemilihan, pemfokusan, 

penyederhanaan dan pentrasformasian data mentah ke dalam catatan-

catatan tertulis. Tujuan pada tahap ini adalah untuk mendapatkan temuan-

temuan yang berdasarkan fokus penelitian.  

2. Display data, pada tahap ini penulis melakukan data yang sudah direduksi 

kemudian didisplay dengan tujuan agar memberikan pemahaman terhadap 

data yang diperoleh. 

3. Penarikan kesimpulan, pada tahap ini penulis setelah melakukan reduksi 

data, display data maka dilakukan penarikan kesimpulan dari data-data 

yang telah diteliti, dari kesimpulan tersebut peneliti dapat menemukan 

penemuan baru dalam penelitian.  

F. Keabsahan Data  

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang  

dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji 

data yang diperoleh.
74

 Untuk memeriksa keabsahan data, maka penulis 

menggunakan teknik triangulasi, yaitu pengecekan dengan cara pemeriksaan 

ulang, baik sebelum dan atau sesudah data dianalisis.
75

 Teknik triangulasi data 

dapat disebut juga triangulasi sumber. Penelitian ini menggunakan triangulasi 

sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber. Cara ini mengarahkan penulis agar di 

dalam mengumpulkan data, ia berusaha menggunakan berbagai sumber yang 

ada. 

                                                             
74 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014), 270 
75 Nusa Putra, Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 

103. 
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G. Tahap-tahap Penelitian. 

Pada tahap ini menguraikan pelaksanaan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis.  

1. Tahap pra riset. 

a. Tahap awal yang dilakukan oleh penulis yakni mengindetifikasi 

masalah dan menyusun judul penelitian. Selanjutkan, penulis 

mengajukan judul penelitian ke Fakultas Syariah IAIN Jember. Dari 

tiga judul yang diajukan, satu judul yang lolos sidang judul yakni 

“Analisis Putusan Pengadilan Agama Bondowoso nomor 

0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw tentang Perceraian Sumpah Li‟an Perspektif 

Gender”. 

b. Tahap kedua yang dilakukan oleh penulis adalah proses penyususan 

proposal penelitian dengan menganalisis terhadap objek yang diteliti.  

Selanjutkan proposal yang telah dibuat diujikan dengan dihadiri oleh 

dosen pembimbing dan audiens dari mahasiswa Fakultas Syariah dan 

Fakultas lainnya di IAIN Jember.  

c. Mengajukan surat penelitian ke Pengadilan Agama Bondowoso 

ditujukan kepada Ketua Pengadilan, agar memperoleh izin untuk 

malakukan penelitian. 

2. Tahap riset.  

a. Pertama, melakukan wawancara kepada Majelis Hakim yang pernah 

memutus perkara sumpah li‟an. Ketiga hakim tersebut adalah Bapak 

Harun JP.,S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Bapak Drs. H Imam 
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Khusaini sebagai Hakim Anggota dan Bapak Drs. Zainul Fatawi, S.H 

sebagai Hakim Anggota. 

b. Mencari data melalui literatur-literatur yang sesuai denga fokus 

penelitian. 

c. Setelah data terkumpul penulis menguji data menggunakan metode 

penelitian untuk diuji kredibilitasnya dan dianalisa. 

3. Paska riset  

a. Pada tahap ini peneliti melakukan penulisan laporan atau penulisan hasil 

penelitian. Data-data yang terkumpul disistematiskan ke dalam bentuk 

karya ilmiah.  

b. Setelah penulisan laporan atau hasil penelitian selesai, selanjutnya 

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Dosen akan memberikan 

revisi atau saran mengenai hasil dari penelitian.  

c. Tahap selanjutnya laporan yang telah direvisi diberi persetujuan oleh 

dosen pembimbing untuk disidangkan.  
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

 

A. Gambaran Obyek Penelitian.  

Lokasi yang digunakan sebagai penelitian adalah Pengadilan Agama 

Bondowoso Kelas IB. Adapun profil dari Pengadilan Agama Bondowoso 

adalah sebagai berikut: 

Nama Organisasi : Pengadilan Agama Bondowoso 

Alamat : Jl. Jaksa Agung  

No Telpon : 0332 421862 

Fax : 0332 420457 

Email : pabondowoso@gmail.com 

Website : http://pa-bondowoso.go.id 

 

Visi : Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur 

Pengadilan Agama Bondowoso yang Profesional 

dan Akuntable Menuju Badan Peradilan 

Indonesia yang Agung 

Misi : 1. Menjaga Kemandirian Aparatur Pengadilan 

Agama Bondowoso 

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Hukum 

yang Berkeadilan, Kredibel dan Transparan 

3. Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan 

4. Mewujudkan Kesatuan Hukum, sehingga 
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diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat 

Motto : Pengadilan Agama Bondowoso LUAR BIASA 

Lancar Unggul Amanah Responsif Bersih 

Integritas Akuntabel Santun Aman 

Maklumat 

Pelayanan 

: Pengadilan Agama Bondowoso bertekad 

memberikan pelayanan peradilan yang mandiri, 

profesional dan transparan menuju peradilan 

yang berwibawa dan bermartabat dengan 

mengutamakan kepuasan pencari keadilan. Serta 

senantiasa melakukan perbaikan yang 

berkesinambungan melalui implementasi 

Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Peradilan 

Agama 

Kebijakan Mutu : 1. Menciptakan pelayanan keadilan yang cepat, 

jujur, bersih, profesional dan independen. 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur 

Pengadilan Agama Bondowoso melalui 

pendidikan dan pelatihan. 

3. Meningkatkan ketertiban proses administrasi 

dan manajemen peradilan yang efektif dan 

efisien. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang 

mendukung proses kegiatan pelayanan 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

65 

 

 
 

peradilan yang berbasis Akreditasi 

Penjaminan Mutu (APM) Peradilan Agama 

Pengadilan Agama Bondowoso merupakan Pengadilan Agama Kelas 

IB yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang 

dibentuk dan berdiri secara kelembagaan bersamaan dengan berdirinya 

Pengadilan Agama lain berdasarkan Staatblad 1882 No. 152 Jo STBL tahun 

1937 Nomor 116 dan 610 serta SK Menteri Agama Nomor  5 tahun 1952 

tanggal 1  Maret 1952.  

Pengadilan Agama Bondowoso beralamat di Jl. Santawi No. 94-A, 

Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, 

Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Bondowoso adalah salah satu kabupaten 

dalam lingkup Propinsi Jawa Timur yang terletak di bagian timur Pulau Jawa 

yang dikenal dengan sebutan daerah Tapal Kuda dengan Ibukota  Bondowoso 

dengan luas wilayah 1.560,10 km2 yang secara geografis berada pada 

koordinat antara 113°48′10″ – 113°48′26″ BT dan 7°50′10″ – 7°56′41″ LS. 

Kabupaten Bondowoso memiliki suhu udara yang cukup sejuk berkisar 15,40 

0C – 25,10 0C, karena berada di antara pegunungan Kendeng Utara dengan 

puncaknya Gunung Raung, Gunung Ijen dan sebagainya di sebelah timur serta 

kaki pengunungan Hyang dengan puncak Gunung Argopuro, Gunung Krincing 

dan Gunung Kilap di sebelah barat. Sedangkan di sebelah utara terdapat 

Gunung Alas Sereh, Gunung Biser dan Gunung Bendusa. 

Batas Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bondowoso : 
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1. Sebelah Utara Wilayah Hukum PA Situbondo 

2. Sebelah Timur Wilayah Hukum PA Situbondo dan PA Banyuwangi 

3. Sebelah Selatan Wilayah Hukum PA Jember 

4. Sebelah Barat Wilayah Hukum PA Situbondo dan PA Kraksaan 

Secara khusus pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama 

Bondowoso terdiri dari 23 (dua puluh tiga) Kecamatan antara lain: 

1. Kecamatan Bondowoso, terdiri dari 11 (sebelas) desa 

2. Kecamatan Binakal, terdiri dari 8 (delapan) desa 

3. Kecamatan Botolinggo, terdiri dari 8 (delapan) desa 

4. Kecamatan Cermee, terdiri dari 15 (lima belas) desa 

5. Kecamatan Curahdami, terdiri dari 12 (dua belas) desa 

6. Kecamatan Grujugan, terdiri dari 11 (sebelas) desa 

7. Kecamatan Ijen, terdiri dari 6 (enam) desa 

8. Kecamatan Jambesari Darus Sholah, terdiri dari 9 (sembilan) desa 

9. Kecamatan Klabang, terdiri dari 11 (sebelas) desa 

10. Kecamatan Maesan, terdiri dari 12 (dua belas) desa 

11. Kecamatan Pakem, terdiri dari 8 (delapan) desa 

12. Kecamatan Prajekan, terdiri dari 7 (tujuh) desa 

13. Kecamatan Pujer, terdiri dari 11 (sebelas) desa 

14. Kecamatan Sukosari, terdiri dari 4 (empat) desa 

15. Kecamatan Sumberwringin, terdiri dari 6 (enam) desa 

16. Kecamatan Tamankrocok, terdiri dari 7 (tujuh) desa 

17. Kecamatan Tamanan, terdiri dari 9 (sembilan) desa 
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18. Kecamatan Tapen, terdiri dari 9 (sembilan) desa 

19. Kecamatan Tegalampel, terdiri dari 7 (tujuh) desa 

20. Kecamatan Tenggarang, terdiri dari 12 (dua belas) desa 

21. Kecamatan Tlogosari, terdiri dari 10 (sepuluh) desa 

22. Kecamatan Wonosari, terdiri dari 12 (dua belas) desa 

23. Kecamatan Wringin, terdiri dari 13 (tiga belas) desa 

Pengadilan Agama Bondowoso merupakan salah satu pelaksana 

kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang 

beragama Islam yang menangani perkara perdata khusus sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan  Undang-Undang 

Nomor 3 tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 

tahun 2009. Produk dan pelayanan Pengadilan Agama Bondowoso terdiri dari: 

1. Perkawinan 

a. Izin beristri lebih dari seorang;  

b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 

(dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam 

garis lurus ada perbedaan pendapat;  

c. Dispensasi kawin;  

d. Pencegahan perkawinan;  

e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;  

f. Pembatalan perkawinan;  

g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;  

h. Perceraian karena talak;  
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i. Gugatan perceraian;  

j. Penyelesaian harta bersama;  

k. Penguasaan anak-anak;  

l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana 

bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya;  

m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada 

bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;  

n. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;  

o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;  

p. Pencabutan kekuasaan wali;  

q. Penunjukan orang lain sebagai wall oleh pengadilan dalam hal 

kekuasaan seorang wali dicabut;  

r. Penunjukan seorang wall dalam hal seorang anak yang belum cult-up 

umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;  

s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada 

di bawah kekuasaannya;  

t. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak 

berdasarkan hukum Islam;  

u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk 

melakukan perkawinan campuran;  

v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang 

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan 

menurut peraturan yang lain. 
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2. Ekonomi Syari’ah 

a. Bank syari‟ah 

b. Bisnis syari‟ah 

c. Asuransi syari‟ah 

d. Sekuritas syari‟ah 

e. Pegadaian syari‟ah 

f. Reasuransi syari‟ah 

g. Reksadana syari‟ah 

h. Pembiayaan syari‟ah 

i. Lembaga keuangan mikro syari‟ah 

j. Dana pensiun lembaga keuangan syari‟ah 

k. Obligasi syari‟ah dan surat berharga berjangka menengah syari‟ah 

3. Waris 

a. Gugat waris  

b. Penetapam ahli waris 

4. Infaq 

5. Hibah 

6. Waqaf 

7. Wasiat  

8. Zakat  

9. Shadaqah, dll 

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan  Agama 

Bondowoso mempunyai fungsi sebagai berikut : 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

70 

 

 
 

1) Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili 

perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama 

Bondowoso di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-

Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); 

2) Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan 

tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh 

jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 

jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan 

administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala 

oleh Hakim Pengawas Bidang; 

3) Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan 

petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis 

yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: 

Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006); 

4) Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi 

kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, 

perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi 

peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum 

kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Bondowoso 

(Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum); 
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5) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan 

nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah 

hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 

6) Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan 

penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991. Masa 

Kepemimpinan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso adalah sebagai 

berikut: 

a) K.H. Ahmad Muhammad  :  1952 – 1958 

b) K.H. Mursid    : 1958 – 1959 

c) K.H. Rahmatullah   :  1959 – 1974 

d) HR. Danial Adimenggala  : 1974 – 1975 

e) Drs. Muhsinun    : 1975 – 1979 

f) Drs. A. Kamil    : 1979 - 1984 

g) Drs. Siato,  S.H.    : 1984 – 1995 

h) Drs. Moh. Munawar   : 1996 – 2002 

i) Drs. Sudirman , S.H.   : 2002 – 2004 

j) Drs. H. Moh. Chamid, S.H.  : 2004 – 2006 

k) H. Supangkat, S.H., M.Hum  : 2006 – 2010 

l) Drs. M. Shaleh, M.Mum.  : 2010 – 2012 

m) Drs. H. Ahmad Husni Tamrin, M.H. :  2012 – 2016 

n) Drs. H. Thabrani, S.H., M.H.  :   2016 – 2018 
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o) Drs. Aminuddin    : 2018 – 2020 

p) Drs. H. Nur Chozin., M.Hum.  : 2020 – Sekarang. 

B. Penyajian Data dan Analisis. 

Pada bagian ini penulis akan menguaraikan dara-data yang diperoleh 

dari data primer, sukunder dan tersier. Adapun untuk memperoleh data, penulis 

menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dalam penyajian data dan 

analisis penulis memperoleh tiga data pertama, data yang diperoleh dari 

sembilan putusan tentang perceraian dengan sumpah li‟an. Data putusan ini 

hanya difokuskan pada satu putusan saja sesuai dengan fokus penelitian yakni 

Putusan Pengadilan Agama yang terdaftar pada tanggal 24 Juni 2019 dengan 

nomor  register perkara 0918Pdt.G.2019/PA.Bdw. kedua, diperoleh dari hasil 

wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso yang telah 

memutus perkara perceraian dengan sumpah li‟an.  

Ada delapan putusan tentang perceraian sumpah li‟an diantaranya 

adalah tiga putusan diterima atau diputus secara sumpah li‟an, satu putusan 

dicabut oleh pemohon dan empat putusan ditolak atau tidak diputus secara 

sumpah li‟an. Adapun penjelasan dari sembilan putusan tersebut sebagai 

berikut:  

1. Putusan Pengadilan Agama Bondowoso dengan nomor perkara 

0918/Pdt.G/2019/PA.Bdw. Majelis Hakim menerima gugatan rekonvensi 

pemohon dengan dalil-dalil pengingkaran anak. Karena adanya 

pengingkaran anak dari pemohon terhadap anak yang telah dilahirkan oleh 

termohon maka Majelis Hakim memutus perkara ini secara sumpah li‟an.  
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2. Putusan Pengadilan Agama Pasuruan dengan nomor perkara 

0463/Pdt.G/2017/PA.Pas Majelis Hakim menerima gugatan rekonvensi 

pemohon dengan dalil-dalil pengingkaran anak. Karena adanya 

pengingkaran anak dari pemohon terhadap anak yang telah dilahirkan oleh 

termohon maka Majelis Hakim memutus perkara ini secara sumpah li‟an. 

3. Putusan Pengadilan Agama Palembang dengan nomor perkara 

0397/Pdt.G/2012/PA.Plg Majelis Hakim menerima gugatan pemohon 

dengan dalil-dalil bahwa termohon telah melakukan perbuatan dosa yang 

dimurkai Allah yakni melakukan  hubungan dengan laki-laki selain 

pemohon dan sepatutnya Pengadilan Agama Palembang memutus perkara 

ini dengan sumpah li‟an.  

4. Putusan Pengadilan Agama Palembang dengan nomor perkara 

0563/Pdt.G/2014/PA.Plg pemohon mengajukan permohonan dengan dalil-

dalil putusanya perkawinan ini diputus dengan sumpah li‟an akan tetapi 

setelah pemeriksaan perkara sampai dengan jawaban tergugat pemohon 

mencabut permohonannya dan Majelis Hakim mengabulkan.  

5. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan nomor register 

perkara 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg Majelis Hakim menolak perceraian ini 

diputus secara sumpah li‟an dikarenakan dalil-dalil pemohon dengan 

pernyataan pengingkaran anak ini terbukti bahwa gugutan penggugat untuk 

mengingkari anaknya sudah kadaluwarsa dan oleh karenanya haruslah 

ditolak.  



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

74 

 

 
 

6. Putusan Mahkamah Syar‟iyah Langsa dengan nomor perkara 

0173/Pdt.G/2015/MS.Lgs Majelis Hakim menolak dikarenakan gugatan 

yang diajukan oleh pemohon adalah suaminya yang melakukan zina atau 

pelecehan seksual terhadap anaknya sendiri maka dalam hal ini apabila istri 

yang menuduh suami berzina tidak bisa dikategorikan dengan perkara 

sumpah li‟an. Dengan ini majelis hakim menolak.  

7. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan nomor perkara 

10/Pdt.G/2014/PTA.Yk Majelis Hakim menolak dikarenakan gugatan yang 

diajukan oleh pemohon adalah suaminya yang melakukan zina atau 

pelecehan seksual terhadap anaknya sendiri maka dalam hal ini apabila istri 

yang menuduh suami berzina tidak bisa dikategorikan dengan perkara 

sumpah li‟an. Dengan ini Majelis Hakim menolak. 

8. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan nomor perkara 

49/Pdt.G/2008/PTA.Btn Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini dasar 

perceraiannya adalah sering terjadi pertengkaran bukan karena li‟an maka 

Majelis Hakim memutus perkara ini tidak secara sumpah li‟an. 

Putusan Pengadilan Agama yang terdaftar pada tanggal 24 Juni 2019 

dengan nomor  register perkara 0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw. Pemohon 

mengajukan cerai talak dengan dalil-dalil bahwa pemohon dan termohon telah 

melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 14 Maret tahun 2016 yang 

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Maesan Kabupaten Bondowoso dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 

No.0086010/III/2016 tanggal 14 Maret tahun 2016. Setelah akad nikah 
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pemohon dan termohon tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri. 

Pemohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sumber 

Pakem Dusun Talang RT.02 RW.01 Kecamatan  Maesan Kabupaten 

Bondowoso, sedangkan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Desa 

Pakuniran Rt.14/Rw.05 Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso. Pada 

awalnya sekitar bulan September Tahun 2015 pemohon dan termohon 

berpacaran namun hubungan pacaran antara pemohon dan termohon sangat 

singkat yaitu hanya berjalan ± sepuluh hari saja, kerena di ketahui termohon 

mempunyai lebih dari satu pacar, akhirnya pada bulan September tahun 2015 

itu pula pemohon memutuskan hubungan berpacaran dengan termohon. Sekitar 

Bulan Nopember tahun 2015, pemohon dituduh menghamili termohon dan 

sempat termohon dan orang tua termohon melaporkan pemohon ke kantor 

polisi, yang sewaktu itu termohon meminta pertanggung jawaban pemohon 

untuk mengawini termohon. Bahwa sewaktu proses hukum di Polres 

Bondwoso, orang tua pemohon mengatakan kepada pemohon, dengan berkata 

“yang penting anakku ada yang bertanggung jawab untuk mengawini setelah 

perkawinan terserahlah....” akhirnya pemohon di bawah tekanan spikologis 

dengan sangat terpaksa pemohon mengawini termohon pada tanggal 14 Maret 

tahun 2016. Sejak terjadinya perkawinan pada tanggal 14 Maret tahun 2016 

tesebut antara pemohon dan termohon tidak pernah berkumpul satu rumah dan 

tidak pernah besetubuh layaknya sebagai suami isteri, namun selang satu bulan 

kemudian setelah perkawinan tersebut tepatnya pada bulan april tahun 2016, 

termohon melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama: Anaknya Asli 
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yang sekarang berumur ± dua setengah tahun yang dalam asuhan termohon. 

Perkawinan antara pemohon dan termohon terjadi karena atas tekanan dan 

keterpaksaan, dan pemohon tidak pernah mencintai termohon, sehingga atas 

ikatan perkawinan yang demikian itu sungguh menyiksa lahir batin pemohon 

yang menurut pemohon perceraian merupakan jalan terbaik antara pemohon 

dan termohon
76

.  

Akan tetapi dalil-dalil tersebut di atas termohon menolak dengan tegas 

seluruh dalil-dalil cerai talak pemohon kecuali yang dengan tegas diakui oleh 

termohon. Termohon sangat keberataan dengan perceraian ini karena termohon 

merasa tidak bersalah dan bahkan sebenarnya kesalahan ada pada pihak 

Pemohon. Pemohon sejak selesai akad nikah hingga sekarang telah 

menelantarkan termohon sebagai istri sah dari pemohon. Menurut termohon 

pemohon dan termohon adalah sepasang kekasih yang mana hubungan pacaran 

tersebut dilakukan di tahun 2015 jadi sebelum nikah telah melalui masa-masa 

pacaran yang cukup lama. Pengakuan dari termohon pemohon telah 

menelantarkan kehidupan termohon beserta anaknya yakni dengan tidak 

memberikan nafkah sehingga pemohon mengajukan cerai talak hanya ingin 

melepas tanggung jawab sebagai suami terhadap termohon sebagai istri dan 

anaknya. Dengan penelantaran pemohon sangat menyakitkan hati termohon 

dan anaknya. Mengenai anak yang lahir termohon menyampaikan bahwa anak 
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tersebut adalah anak kandung pemohon karena selama ini termohon hanya 

melakukan hubungan layaknya suami istri hanya dengan pemohon.
77

  

Dalam jawaban replik konpensi pemohon tetap dengan gugatan 

pemohon. Penyataan termohon yang pada pokoknya “kesalahan ada di pihak 

pemohon dan pemohon dianggap melepaskan tanggung jawab terhadap 

termohon”. Pernyataan tersebut menurut pemohon tidak benar, dikarenakan 

pemohon dan termohon hanya berpacaran 10 hari, kemudian diketahui oleh 

pemohon lewat handphone termohon ada chatting dari pria lain yang sewaktu 

ditanyakan oleh pemohon termohon tidak menjawabnya. Kemudian atas 

kecurigaan bahwa termohon mempunyai lelaki lain, akhirnya pemohon 

memcari informasi jikalau termohon mempunyai pacar lebih dari satu laki-laki. 

Atas informasi tersebut pemohon memutuskan berpacaran dengan termohon, 

namun selang beberapa bulan kemudian pemohon dituduh menghamili 

termohon dan dilaporkan ke Polres Bondowoso untuk meminta pertanggung 

jawaban pemohon untuk mengawini termohon. Dikarenakan pemohon merasa 

terintimidasi dan di bawah ancaman dengan terpaksa pemohon mengawini 

termohon, namun sejak perkawinan tersebut pemohon tidak merasa bahagia 

dengan terjadinya perkawinan antara pemohon dan termohon. Pemohon 

mengakui bahwa pemohon melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan 

termohon, namun pemohon melakukan hubungan badan dengan termohon 

hanya 2 (dua) kali dan sperma milik pemohon dikeluarkan di luar tubuh 

pemohon, sehingga pemohon tidak yakin anak yang telah dilahirkan termohon 
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adalah anak kandung dari pemohon. Keraguan pemohon juga didasarkan pada 

saat berpacaran termohon menduakan cinta pemohon dan pemohon mengetahui 

bahwa tergugat mempunyai pergaulan yang begitu bebas dengan teman-teman 

geng motor balap di daerah Kecamatan Maesan. Dalil-dalil dari pemohon juga 

di perkuat oleh keterangan bukti saksi yaitu dari ibu kandung pemohon, 

tetangga dan ayah tiri pemohon. Begitu sebaliknya dalil-dalil termohon juga 

diperkuat dengan bukti saksi dari ayah kandung termohon dan paman 

termohon. 
78

 

Maka dalam hal ini hakim memberikan pertimbangan hukumnya 

yakni bahwa  perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menjadi 

kewenangan Pengadilan Agama Bondowoso sesuai dengan ketentuan Pasal 49 

huruf  a UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama seabagaimana telah 

diubah dengan UU  No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No 50 Tahun 2009, 

dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 

yang berlaku.  

Menurut pasal 39 Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 115 

Kompilasi Hukum Islam dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, 

perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Majelis Hakim 

telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil, 

serta telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk 

melakukan mediasi sebagaimana diperintahkan dalam PERMA No. 1 Tahun 

2016, dan kedua belah pihak yang berperkara telah melakukan mediasi dengan 
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mediator H. Syamsul Hadi, S.H. namun  mediasi tersebut tidak berhasil sesuai 

laporan mediasi tanggal 20 Agustus 2019. Termohon membantah dalil 

pemohon  yang tidak yakin jika anak yang bernama Anaknya Asli adalah anak 

kandung pemohon sehingga dalil ini sangat membuat sakit hati termohon dan 

tuduhan fitnah pemohon tidak berdasarkan hukum (fitnah itu lebih kejam dari 

pembunuhan). Bahwa secara hukum terhadap pengingkaran adanya anak 

telah diatur dengan tata cara Li’an. Untuk mendukung dalil permohonannya 

pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2., alat bukti mana merupakan 

akta otentik dan telah dicocokkan sesuai aslinya serta telah bermaterai cukup. 

Sehingga menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat Formil dan materill 

sebagai alat bukti, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk 

dipertimbangkan dalam perkara. Selain itu Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) 

orang saksi yang mana telah cakap hukum dan memberikan keterangan di 

depan sidang di  bawah sumpah, dan keterangannya didasarkan pada kenyataan 

yang dialami, dilihat dan didengar sendiri, serta keterangan saksi satu dengan 

lainnya saling berkaitan dan saling mendukung. Sehingga menurut Majelis 

Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga 

alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara
79

.  

Berdasarkan fakta-fakta selama persidangan, maka Majelis Hakim 

berkesimpulan antara pemohon dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran 

terus menurus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah 

tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang 

                                                             
79 Putusan Pengadilan Agama Bondowoso, No. 0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw. 

 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

80 

 

 
 

bahagia dan sakinah atas dasar mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang 

dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 

Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat terwujud. Mengenai dalil 

pemohon yang menyatakan termohon punya lebih dari satu pacar dan tidak 

meyakini (mengingkari) anak yang dilahirkan oleh termohon. Dalil mana yang 

telah dibantah oleh pemohon dengan menyatakan “Bahwa secara hukum 

terhadap pengingkaran adanya anak telah diatur dengan tata cara Li’an”. 

Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 126 li‟an terjadi 

karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam 

kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya sedangkan istri menolak tuduhan 

dan atau pengingkaran tersebut. Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat 

dalam perkara ini dapat diterapkan prosedur li‟an. Berdasarkan ketentuan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 87 (1) 

apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak 

melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi 

bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan 

Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada 

pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi 

diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau 

tergugat maka Hakim karena jabatannya dapat  menyuruh pemohon atau 

penggugat untuk bersumpah. Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan 

pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama. Pasal 88 (1) 

Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) 
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dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara 

lain. (2) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) 

dilakukan oleh istri  maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara 

yang berlaku. Berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah 

dipertimbangkan  ternyata pemohon tidak dapat melengkapi bukti-bukti 

tentang tuduhan termohon yang mempunyai lebih dari satu pacar dan 

pengingkaran terhadap anak yang dilahirkan termohon. Sedang termohon 

menyanggah alasan tersebut, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa 

permohonan cerai Pemohon bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya 

peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon maupun 

dari termohon. Oleh karena itu Majelis Hakim secara ex offisio telah 

memerintahkan kepada pemohon Konvensi dan termohon Konvensi untuk 

bersumpah  li‟an. 
80

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam Tata cara 

li‟an diatur sebagai berikut:  

a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau 

pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “latnat 

Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”.  

b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah 

empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak 

benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya: 

“tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”. 

                                                             
80 Putusan Pengadilan Agama Bondowoso, No. 0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw. 
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c. Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak 

terpisahkan.  

d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka 

dianggap tidak terjadi li‟an.  

e. Pasal 128 li‟an hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan 

Agama
81

.  

Berdasarkan berita acara sidang Tanggal 12 Nopember 2019 pemohon 

dan termohon telah mengucapkan sumpah li‟an dan sesuai dengan ketentuan 

dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 125 li‟an menyebabkan putusnya 

perkawinan antara suami untuk selama-lamanya. Dan oleh karena pemohon 

dan termohon telah mengucapkan sumpah li‟an, maka berdasarkan ketentuan 

hukum Islam Pengadilan Agama Bondowoso cq Majelis Hakim harus 

menyatakan perkawinan antara pemohon dan termohon telah putus karena 

perceraian li‟an. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka sesuai 

ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan, akan tetapi oleh karena 

perceraian ini terjadi karena. Li‟an, maka Majelis Hakim berpendapat 

Pengadilan tidak perlu menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak bagi 

pemohon terhadap termohon sebagaimana diatur dalam pasal 70 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Bahwa 

                                                             
81 Putusan Pengadilan Agama Bondowoso, No. 0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw. 
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pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar‟i dalam Al-

Qur‟an Surah Al Baqarah ayat 227: 

                  

Artinya: “Dan jika mereka ber‟azam (bertetap hati untuk) talak, maka 

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
82

 

Bahwa dalam perkara ini telah diterapkan prosedur li‟an dan kedua 

belah pihak yang berperakara telah mengucapkan sumpah li‟an sehingga 

berdasrkan dalil-dalil syar‟i li‟an dalam perkara ini membawa akibat hukum 

pada pokoknya: 

1) Perceraian antara pemohon dengan termohon putus karena talak ba‟in. 

2) Haram bagi pemohon dengan termohon melakukan hubungan suami istri 

dan perkawinan antara pemohon dengan termohon telah putus untuk 

selama-lamanya, atau pemohon dan termohon tidak boleh rujuk atau 

menikah lagi untuk selama-lamanya. 

3) Putus hubungan nasab antara bernama Anaknya Asli dengan Pemohon, 

atau anak tersebut dinasabkan pada termohon saja.  

4) Pemohon terbebas dari kewajiban memberikan nafkah kepada termohon
83

.  

Maka berdasarkan ketentuan pasal 162 Kompilasi Hukum Islam, 

bahwa anak yang di kandung atau dilahirkan oleh termohon (akibat li‟an) tidak 

ada hubungan nasab dengan pemohon melainkan hanya ada hubungan perdata 

dan nasab dengan ibunya. Tentang gugatan rekonvensi dari termohon tentang 

                                                             
82 Al-Qur‟an, 2: 227 
83 Putusan Pengadilan Agama Bondowoso, No. 0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw. 
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nafkah Mut‟ah layaknya sedikitnya Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah). 

Maka fakta adanya pengakuan dari pemohon bahwa ia telah melakukan 

hubungan layaknya suami istri dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon 

Konvensi sebanyak 2 kali sebelum perkawinan dilakukan, meskipun menurut 

pemohon spermanya dikeluarkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa termohon 

sekarang ini telah dalam keadaan ba’da dukhul, sehingga berdasarkan 

ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a pemohon berkewajiban 

memberikan mut‟ah yang layak untuk termohon. Mengenai mut‟ah yang layak 

bagi termohon sebesar Rp.70.000.000,- ternyata tidak didukung dengan alat 

bukti tentang penghasilan/kemampuan pemohon sehingga Majelis Hakim 

berpendapat sesuai dengan keadaan perkawinan antara pemohon dengan 

termohon. Tergugat layak dibebani membayar mut‟ah berupa uang sebesar Rp. 

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada termohon. Berdasarkan fakta 

pengakuan pemohon dan termohon bahwa sesudah akad nikah tidak pernah 

melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan tidak pernah tinggal 

dalam satu rumah, Majelis Hakim berpendapat dalam perkawinan antara 

pemohon dengan termohon belum ada tamkin sempurna dari termohon, 

sehingga berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 5, dan 

Pasal 162 maka tidak ada kewajiban pemohon atas nafkah madhiyah, kiswah 

dan maskah bagi termohon. Mengenai gugatan rekonvensi dari termohon 

mengenai nafkah Iddah perbulan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta 

rupiah). Oleh karena antara pemohon dan termohon telah terjadi li‟an dan talak 

ini termasuk talak bain, maka berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam 
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Pasal 149 huruf b dan Pasal 162, bahwa bekas suami terbebas dari kewajiban 

memberikan nafkah iddah kepada bekas istri. Mengenai gugatan rekonvensi 

termohon mengenai biaya pemeliharaan anak/ Nafkah Hadhanah untuk 1 (satu) 

orang anak sedikitnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga 

anak dewasa. Oleh karena antara Pemohon dan termohon telah terjadi li‟an, 

maka  berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 162 Pemohon 

terbebas dari kewajiban memberi nafkah kepada anak termohon. Bahwa 

pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil Syar‟i dalam 

Kompilasi Hukum Islam pasal 43 (1), 70 huruf b., 125, 162, 163 (2) huruf b., 

dan Hadist Nabi SAW.
84

  

Artinya: “Seorang suami yang meli‟an istrinya, lalu suami tidak mengakui 

anaknya, maka diceraikan antara keduanya dan mengikutkan anaknya kepada 

ibunya” (HR.Bukhari).  

Sesuai dengan uraian putusan Pengadilan Agama Bondowoso di atas, 

peneliti membuat daftar pertanyaan yang mana pertanyaan tersebut langsung 

dijawab oleh ketiga Hakim yang memutus perkara perceraian dengan sumpah 

li‟an. Berikut peneliti meyajikan data sesuai dengan fokus penelitian secara 

berurutan.  

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 

Pdt.G.2019/PA.Bdw tentang  perceraian dengan sumpah li’an? 

Sebelum membahas mengenai pertimbangan hakim, terlebih harus 

mengetahui konsep li‟an menurut ketiga hakim yang telah memutus perkara 

                                                             
84 Putusan Pengadilan Agama Bondowoso, No. 0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw. 
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perceraian dengan sumpah li‟an. Menurut Harun JP, selaku hakim ketua 

dalam memutus perkara perceraian dengan sumpah li‟an ini yakni konsep 

li‟an adalah menuduh istri berzina atau mengingkari anak seperti 

pernyataannya sebagai berikut: 

“Perceraian dengan sumpah li‟an dapat terjadi apabila suami 

menuduh istri berzina atau mengingkari anak yang dikandung oleh 

istri. Apabila suami hanya menuduh istrinya berzina maka sudah 

terjadi li‟an tanpa pengingkaran anak atau hanya pengingkaran anak 

saja bisa terjadi li‟an. Tidak harus keduanya terjadi”
85

. 

 

Menurut Zainul Fatawi selaku hakim anggota konsep li‟an sudah 

sesuai yang diatur dengan hukum islam yakni berdasarkan al-qur‟an.  

“Mengenai konsep li‟an sudah jelas dan sesuai dengan yang diatur di 

Al-Qur‟an”.
86

 

 

Perceraian sumpah li‟an ini masih tabu dimasyarakat, banyak 

masyarakat yang belum memahami perceraian secara sumpah li‟an. Dalam 

perkara tersebut awalnya pemohon mengajukan surat permohonan dengan 

carai talak yakni perceraian biasa akan tetapi setelah perkara ini diperiksa 

dengan adanya gugatan rekonvensi maka perkara yang awalnya perceraian 

biasa berubah menjadi perceraian dengan sumpah li‟an dikarekan pemohon 

mengingkari anak yang dilahirkan oleh termohon. Sesuai dengan pernyataan 

Imam Khusaini selaku hakim anggota dalam perkara tersebut sebagai 

berikut: 

“Masyarakat tidak memahami perceraian secara sumpah li‟an 

masyarakat hanya memahami perceraian biasa saja, seperti perkara 

yang pernah saya putus ini, awalnya mengajukan perceraian dengan 

permohonan cerai talak.Produk pengadilannya atau akta cerainya 

                                                             
85 Harun JP., S.Ag.,M.H.I, Wawancara, 18 Maret 2020. 
86 Drs. Zainul Fatawi., S.H, Wawancara, 04 Juni 2020 
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sama dengan akta perceraian pada umumnya, tidak ditulis dengan 

cerai karna sumpah li‟an. Hanya saja isi dari putusannya adalah 

nasab anak ikut ibunya, jadi dalam akta kelahiran harus ditulis nama 

ibu saja.”
87

 

 

Mengenai akta kelahiran anak apabila perceraian dengan sumpah 

li‟an disini harus jeli dan hati-hati. Karena nasab anak sudah putus dengan 

suaminya maka hanya nama istri saja yang tertulis di akta kelahiran anak 

jangan sampai nama suami atau ayah masih ditulis di akta kelahiran anak. 

Karena penulisan akta ini sangat berpengaruh bagi anak perempuan yang 

nantinya akan menikah dan membutuhkan wali dan juga mengenai waris.  

Pengingkaran anak yang dilakukan oleh suami sesuai dengan 

putusan yang penulis analisis. Anak yang dilahirkan oleh termohon adalah 

anak diluar nikah. Jadi apabila anak diluar nikah tentunya sudah putus 

nasabnya dengan ayahnya. Akan tetapi disini ada pertimbangan yaitu sesuai 

dengan peraturan Menteri Agama, apabila ada seorang anak diluar nikah 

apabila selisih perkawinannya dengan kelahiran anak kurang dari enam 

bulan dapat diingkari oleh suami dan menjadi anak ibu. Apabila lebih dari 

enam bulan bisa diisbatkan ke bapaknnya walaupun pembuahannya 

dilakukan sebelum menikah. Maka dalam perkara ini anak yang dilahirkan 

oleh termohon nasabnya belum terputus terhadap bapaknya atau pemohon. 

Akta kelahiran yang diajukan oleh pemohon masih tertulis anak tersebut 

adalah anak pemohon dan termohon. Dalam hal ini pemohon mengingkari 

anak yang terlahir dari termohon. Sesuai dengan pernyataan Harun JP 
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selaku hakim ketua dan Imam Khusaini selaku hakim anggota sebagai 

berikut: 

“Sesuai dengan peraturan Menteri Agama apabila anak yang lahir 

antara perkawinan dengan kelahirannya selisih lebih dari enam bulan 

maka bapak yang menghamili adalah bapaknya. Tidak semua anak 

yang diluar nikah itu tidak bisa dinasabkan dengan bapaknya. Akan 

tetapi dalam Undang-undang perkawinan masih global tidak diatur 

secara rinci. Menurut hakikat apabila pembuahan dilakukan sebelum 

menikah bukan anaknya, karena menurut Mazhab Syafi‟i harus 

berdasarkan syar‟i hubungan suami istri harus syar‟i. Jadi apabila 

hubungan suami istri dilakukan sebelum menikah tidak syar‟i.”
88

 

 

Adapun yang dimaksud saksi dalam perceraian sumpah li‟an 

menurut Harun JP tidak mutlak empat orang saksi. Dijaman saat ini banyak 

perubahan jaman semakin modern, membuktikan dengan empat orang saksi 

tentunya sangat sulit. Sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut: 

“Apabila menuduh zina, seperti suami menangkap basah istrinya 

dirumahnya bisa diarahkan ke li‟an. Sebenarnya apabila hukum bisa 

berkembang karena itu tertangkap basah apa harus dengan empat 

orang saksi?. Dikatakan saksi apabila orang tersebut yang 

mengetahui, lantas apabila tidak ada empat saksi itu bisa dibuktikan 

dengan lainnya?. Padahal pada jaman sekarang tanpa empat orang 

saksi dengan bukti rekaman, bukti foto sudah bukti bisa dijadikan 

bukti. Dalam yurisprudensi baik dalam hadits ataupun hukum pidana 

itu, jika dua orang yang bukan muhrim dalam satu kamar maka 

dianggap sudah melakukan. Maka seharusnya empat orang saksi 

dalam hal ini tidak mutlak. Saksi disini yang melihat dia masuk 

kamar. Apabila tertangkap basah dihotel yang bisa dijadikan saksi 

adalah satu dua orang yang mengetahui orang tersebut masuk kamar. 

Dan apabila dijaman sekarang yang serba modern ini empat orang 

saksi disini bisa diterjemahkan terdiri dari empat komponen satu 

saksi, satu buah foto,satu cctv, rekaman atau video. Tidak perlu 

dibuktikan dengan empat orang saksi.”
89

 

  

Ada salah satu hakim Pengadilan Agama Bondowoso yang juga 

menyumbangkan pemikirannya terkait dengan saksi pada jaman sekarang. 

                                                             
88 Harun JP, S.Ag.,M.H.I dan Drs. H Imam Khusaini, Wawancara, 04 Juni 2020. 
89 Harun JP, S.Ag.,M.H.I, Wawancara, 04 Juni 2020. 
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Menurut Haitami fiqh tidak boleh stagnan harus berkembang sesuai dengan 

perubahan jaman. Kerena yang terjadi pada saat masa Nabi belum tentu 

terjadi pada jaman sekarang. Sesuai dengan pernyataan adalah sebagai 

berikut:  

“Fiqh disini tidak stagnan fiqh harus fleksibel ketika fiqh itu terjadi 

pada jaman dahulu tentu berbeda. Pada jaman sekarang ada cctv, 

resepsionist, office boy, yang lebih tau itu adalah office boy, apabila 

office boy mengantarkan makanan ada laki-laki dan perempuan 

dikamar. Pada jaman dahulu pada fiqh dibuat tidak ada pada jaman 

sekarang. Jangan melihat fiqh secara tekstual akan tetapi 

kontekstual”.
90

 

 

Menurut penyataan Harun JP mengenai saksi jangan diartikan sacara 

tekstual harus sesuai dengan keadaan pada jaman sekarang. Pernyataan 

yakni sebagai berikut: 

“Apabila bila diperlukan empat orang saksi, tapi maksud syar‟i 

empat orang saksi itu apa? untuk menunjukkan kearah fakta. Untuk 

menunjukkan ke arah fakta tidak harus empat orang bisa dari foto, 

bisa dari catatan buku hotel. Jadi jangan melihat saksi itu sebagai 

orang walaupun di dalam Al-qur‟an itu disebutkan empat orang. 

Memang pada jaman dulu belum ada seperti foto cctv dll.”
91

 

 

Apabila seorang istri tidak bersedia mengucapkan sumpah maka istri 

mengakui tuduhan suami. Adanya sumpah untuk membuktikan bahwa 

tuduhan suami tidak benar. Sesuai dengan pernyataan Imam Khuasaini 

sebagai berikut: 

“Jika istrinya tidak mau bersumpah berarti si istri mengakui 

perbuatan, suami yang menang. Bersumpah itu membantah sumpah 

suami.”
92
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91 Harun JP, S.Ag.,M.H.I, Wawancara, 04 Juni 2020. 
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Apabila pemohon hanya mengajukan permohonan dengan dalil-dalil 

bercerai kerena istri berselingkuh walaupun ada bukti foto atau rekaman 

yang menunjukkan istrinya selingkuh atau berzina dengan laki-laki lain 

maka hakim tetap memutus perkara perceraian dengan cerai biasa. Akan 

tetapi jika ada pernyataan dari suami “menuduh istrinya berzina” atau 

“mengingkari  anaknya” karena mengetahui istrinya berselingkuh maka 

bisa diputus dengan li‟an. Sesuai dengan pernyataan Zainul Fatawi sebagai 

berikut: 

“Perceraian secara li‟an ini memang perkara yang sulit. Masyarakat 

masih banyak yang belum memahami terkait perceraian secara li‟an. 

Dalam perkara ini saja awalnya perceraian biasa, cerai talak. Maka 

ada putusan tentang perceraian sumpah li‟an yang sampai diputus 

ditingkat Mahkamah Agung karena memang ini perkara yang sulit. 

Padahal banyak perkara yang bisa diarahkan ke perceraian sumpah 

li‟an”.
93

  

 

Perceraian dengan sumpah li‟an tergolong perceraian yang sulit 

dalam memeriksa, mengadili dan memutus. Hakim perlu dengan jeli dan 

hati-hati dalam memutus. Apalagi pada jaman sekarang yang serba modern 

ini. Sebenarnya banyak perkara yang bisa diputus dengan sumpah li‟an akan 

tetapi masyarakat masih banyak yang belum paham terkait perceraian 

sumpah li‟an 

2. Konsep li’an perspektif gender?  

Dalam memutus perkara perceraian dengan sumpah li‟an tentunya 

merugikan perempuan dan anak. Akan tetapi hukum li‟an mutlak ada dan 

                                                             
93 Drs. Zainul Fatawi, S.H, Wawancara, 04 Juni 2020. 
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diatur dalam Al-Qur‟an. Sesuai dengan pernyataan Harun JP sebagai 

berikut:  

“Gender ini pemikiran barat, li‟an syariat agama mau dibenturkan 

tidak bisa. Merugikan gender  atau tidak itu adalah pemikiran liberal, 

pemikiran barat. Dalam konsep islam sendiri taat kepada Allah atau 

syariat itu adalah mutlak jadi penyelesaian secara li‟an itu sudah 

mutlak. Dalam hukum apakah pertanggung jawaban cukup dengan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan  rasa sosial. Bagi 

yang benar sudah harus menanggung resiko. Ini resiko hukum bukan 

resiko sosial”.  

 

Menurut Imam Khusaini perceraian dengan sumpah li‟an merugikan 

perempuan secara moral saja dan merugikan anak juga dalam hal nasab dan 

waris. Sesuai dengan pernyataannya sebagai berikut: 

“Rugi secara moral karena dia pernah melakukan hal seperti itu. 

Tapi kita tidak melakukan pidana islam di Indonesia jadi hanya 

sanksi moral dari masyarakat. Akan tetapi dia menolak dengan 

adanya sumpah itu, disini hubungannya dengan Allah. Jika di Aceh 

dicambuk, kalau disini hanya moral saja. Masyarakat hanya tahu 

kalau perempuan itu janda, tidak tahu kalau perceraian perkara ini 

menggunakan li‟an atau cerai biasa. Jadi yang diketahui masyarakat 

hanya perceraian li‟an saja. Kerugian disini pada anak adalah bahwa 

anak tersebut tidak ada bapaknya dan warisnya tidak ada”. 

 

Adapun menurut Zainul Fatawi perceraian dengan sumpah li‟an 

tentunya merugikan perempuan akan tetapi merugikan disini karena 

perbuatannya sendiri. Sesuai dengan pernyataannya sabagai berikut: 

“Tentunya merugikan, karena atas perbuatannya sendiri setiap 

perbuatan ada harus ada sanksinya entah sosial, hukum dan agama. 

apabila perkara ini di Aceh yang menerapkan hukum pidana islam 

sanksi hukum jinayahnya bisa diterapkan. Apabila sudah di hukum 

secara pidana islam pasti ada rasa malu antara pelakunya.”
94

  

 

Dari hasil wawancara penulis dengan ketiga Hakim yang telah 

memeriksa, mengadili dan memutus perkara sumpah li‟an di Pengadilan 

                                                             
94 Drs. Zainul Fatawi, S.H, Wawancara, 04 Juni 2020. 
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Agama Bondowoso bahwa perceraian secara sumpah li‟an masih tergolong 

langka dan masyarakat masih tabu dengan perceraian secara sumpah li‟an 

ini. Akan tetapi banyak perkara yang sebenarnya bisa diarahkan ke li‟an. 

Dampak dari perceraian secara sumpah lian ini sangat merugikan 

perempuan.  

C. Pembahasan Temuan 

1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sumpah Li’an. 

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 

menentukan terwujudunya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung 

keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, disamping 

itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang  bersangkutan sehingga 

pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. 

Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan 

hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh 

Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Dalam pemeriksaan perkara, 

hakim harus memerhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari 

pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan 

untuk  memutus perkara
95

. Putusan hakim sangat berkaitan dengan 

bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangan 

berdasarkan fakta-fakta seta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim 

atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam 

menjatuhkan putusan pengadilan.  

                                                             
95 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 

2004), 140 
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Putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan 

mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, 

pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan 

putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.
96

 

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan 

kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan 

hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan 

praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di 

mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat 

menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan 

kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan 

Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-

undang Dasar 1945 menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang bebas. 

Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 tertama dalam penjelasan Pasal 

24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu 

kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia.
97

  

Menurut Gustav Radbruch putusan yang adil ada tiga nilai dasar 

(Grundwerte), sehingga ketiga-tiganya merupakan parameter manakala kita 

berbicara tentang hukum. Ketiganya adalah: kepastian hukum 

                                                             
96 Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal 

Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan, (Banda Aceh: Jurnal Ilmu Hukum No. 66 

Fakultas Hukum UNSYIAH) 334 
97 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 

2004), 140 
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(Rechtssicherkeit), keadilan (Gerechtigkeit) dan kemanfaatan 

(Zweckmaszigkeit).
98

 

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 

0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw tentang perkara sumpah li‟an yakni Majelis 

Hakim dalam memutus perkara perceraian secara sumpah li‟an 

menggunakan Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 87 (1) 

apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak 

melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat 

melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan 

tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan 

tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak 

mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari 

termohon atau tergugat maka Hakim pemohon dan termohon atau untuk 

bersumpah. Dalam prosedur sumpah li‟an Hakim menggunakan dasar 

hukum Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam. Sesuai dengan Pasal 125 hakim 

berpendapat bahwa akibat dari perceraian secara li‟an menyebabkan 

putusnya perkawinan selama-lamanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 162 

bahwa anak yang dikandung atau dilahirkan oleh termohon maka akibat dari 

li‟an putus nasabnya dengan pemohon. Akibat dari li‟an sesuai dengan 

Pasal 149 huruf a termohon  mendapatkan nafkah mut‟ah saja, tidak 

mendapatkan hafkah madhniyah, kiswah, dan maskah. Sesuai dengan Pasal 

                                                             
98 Satjipto Rahardjo, Sekitar Hakim Yang Memutus: Bahan Bacaan Mahasiswa (Semarang: 

Program Doktor Ilmu Hukum Undip, 2007),  10 
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149 huruf  b dan pasal 162 bekas suami terbebas dari kewajiban 

memberikan nafkah „iddah dan nafkah kepada anak termohon. 

Dalam putusan dijelaskan anak yang dilahirkan termohon 

merupakan hasil dari pembuahan sebelum nikah maka jika sesuai 

dehngbahn Undang-Undang dan Hukum Islam tentunya terputus nasabnya 

dengan bapakya dari sebelum pemohon mengajukan cerai talak. Akan tetapi 

karena ada Peraturan Menteri Agama, apabila ada seorang anak diluar nikah 

apabila selisih perkawinannya dengan kelahiran anak kurang dari enam 

bulan dapat diingkari oleh suami dan menjadi anak ibu. Apabila lebih dari 

enam bulan bisa diisbatkan ke bapaknnya walaupun pembuahannya 

dilakukan sebelum menikah. Maka dalam perkara ini anak yang dilahirkan 

oleh termohon nasabnya belum terputus terhadap bapaknya atau pemohon . 

Jadi pemohon bisa mengajukan dengan dalil-dalil pengingkaran anak. Dan 

apabila sesuai dengan pasal 101 dan Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam: 

“Seorang suami yang mengingkari sah anak, sedang isteri tidak 

menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li‟an.” 

(Pasal 101) 

 

(1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari 

isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam 

jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah 

putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa 

istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan 

dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.  

(2) Pengingkaran anak yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut 

tidak dapat diterima.  (Pasal 102) 

 

Maka apabila dikaitkan dengan pasal tersebut sesuai dengan teori 

tentunya Majelis Hakim menolak terhadap dalil-dalil pengingkaran anak 

dikarenakan tenggang waktu antara anak itu lahir dengan pemohon 
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mengajukan permohonan adalah dua tahun jadi melebihi batas waktu yang 

diatur dalam pasal 102. Sesuai dengan putusan nomor 

185/Pdt.G/2010/PTA.Smg, Majelis Hakim menolak permohonan 

pengingkaran anak dikarenakan jarak antara pernyataan penggugat dan 

tergugat berbuat zina pada tanggal 22 Nopember 2005 dan putusan sela 

pada tanggal 31 Juli 2006 sudah berjalan selama delapan bulan sembilan 

hari.  

Maka gugatan pengingkaran anak sudah pasti melebihi batasan 

waktu yang diperbolehkan mengajukan gugatan pengingkaran anak yaitu 

seratus delapan puluh hari atau enam bulan sesudah hari lahirnya. 

Sedangkan dalam putusan ini termohon melahirkan anak pada bulan April 

2016 dan putusan sela pada tanggal 29 Oktober 2019 sudah berjalan selama 

tiga tahun tujuh bulan. Maka pengingkaran anak sudah melebihi batasan 

waktu yang diperbolehkan mengajukan gugatan pengingkaran anak yaitu 

seratus delapan puluh hari atau enam bulan sesudah hari lahirnya.  

Menurut Mahzab Maliki pengingkaran anak boleh dilakukan 

sebelum anak itu lahir. Mahzab Syafi‟i membolehkan selama kehamilan 

atau menunggu sampai lahir. Sedangkan menurut Mahzab Hanafi dan 

Mahzab Hanbali tidak boleh pengingkaran anak yang setelah anak itu lahir. 

Banyak pendapat atau dasar hukum mengenai pengingkaran anak. Jika 

menurut Kompilasi Hukum Islam maka ada kesenjangan antara teori dan 

praktik. Akan tetapi setiap hakim mempunyai pertimbangan hukum yang 

tentunya berbeda dengan hakim lainnya, dasar hakim memutus dengan 
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pertimbangan rasa keadilan dan sesuai dengan duduk perkara menurut 

Harun JP selaku hakim ketua dalam perkara tersebut. Pertimbangan hakim 

dalam perkara ini juga atas dasar dikarenakan adanya keterpaksaan dalam 

pernikahan bahwa pemohon dilaporkan ke Polres Bondowoso apabila tidak 

menikahi termohon yang telah hamil maka pemohon akan dihukum sesuai 

dengan Hukum Pidana.  

Setelah pernikahan pemohon dan termohon tidak tinggal bersama, 

keluarga sudah tidak harmonis lagi dan tidak bahagia. Maka pemohon 

mengajukan cerai gugat, setelah diperiksa terdapat dalil-dalil pemohon yang 

mengingkari anaknya bahwa anak tersebut bukan hasil dari pembuahan 

pemohon dan termohon karena pemohon meyakini bahwa termohon 

mempunyai lebih dari satu pacar bisa jadi termohon melakukan hubungan 

suami istri tidak hanya dengan pemohon saja. Akan tetapi termohon dalam 

hal ini menyangkalnya bahwa anak tersebut adalah anak hasil dari pemohon. 

Pemohon juga menyatakan bahwa anak tersebut harus keluar dari silsilah 

keluarga.  

Dikarenakan realita di Peradilan suami tetap ingin mengingkari 

anaknya akan tetapi tidak ada empat orang saksi maka dalam hal ini hakim 

tetap memutus perkara perceraian ini dengan sumpah li‟an. Berdasarkan 

berita acara sidang Tanggal 12 Nopember 2019 pemohon dan termohon 

telah mengucapkan sumpah li‟an dan sesuai dengan ketentuan dalam 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 125 li‟an menyebabkan putusnya 

perkawinan antara suami untuk selama-lamanya. Dan oleh karena pemohon 
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dan termohon telah mengucapkan sumpah li‟an, maka berdasarkan 

ketentuan hukum Islam Pengadilan Agama Bondowoso dan Majelis Hakim 

harus menyatakan perkawinan antara pemohon dan termohon telah putus 

karena perceraian li‟an. 

Dalam pertimbangan hukum hakim belum menggunakan Peraturan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang 

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum 

sehingga pemahaman mengenai gender masih kurang dan tidak setuju 

dengan adanya konsep gender. Sesuai dengan pernyataan hakim yang 

memutus perkara perceraian secara sumpah li‟an  ini:  

“Gender ini pemikiran barat, li‟an syariat agama mau dibenturkan 

tidak bisa. Merugikan gender  atau tidak itu adalah pemikiran liberal, 

pemikiran barat”. 

 

Akan tetapi hakim dalam memutus sudah menggunakan tiga unsur 

yaitu pertama, kepastian hukum (Rechtssicherkeit) yaitu dengan duduk 

perkara dan pemeriksaan selama di persidangan akhinya hakim memutus 

perkara dengan sumpah li‟an dikarenakan pemohon tetap tidak ingin 

mengakui anak yang dilahirkan oleh termohon. Kedua, Keadilan 

(Gerechtigkeit) yaitu pemohon yang awalnya sudah mengalami tekanan saat 

melakukan pernikahan dengan termohon dikarenakan ada acaman pidana 

dari termohon dan rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi. pemohon 

dan termohon juga mengkehendaki percaraian ini secara sumpah li‟an 

sekalipun waktu pengajuan permohonan pengingkaran anak sudah 

kadaluwarsa tetapi disini mengedepankan keadilan dan putusan tersebut 
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diterima oleh kedua belah pihak. Ketiga, kemanfaatan (Zweckmaszigkeit) 

untuk hal ini bermanfaat bagi masyarakat yaitu memberikan pengetahuan 

bahwa dengan adanya perceraian secara sumpah li‟an tentunya merugikan 

pihak perempuan maka kita sebagai perempuan tentunya harus menjaga 

kehormatan dan rumah tangganya.  

2. Perceraian Dengan Sumpah Li’an Perspektif Gender. 

Konsep gender yaitu kata „gender‟ telah digunakan di Amerika tahun 

1960-an sebagai bentuk perjuangan secara radikal, konservatif, sekuler 

maupun agama untuk menyuarakan eksistensi perempuan yang kemudian 

melahirkan kesadaran gender. Menurut Eline Sholwater sebagaimana 

dikemukakan Umar, bahwa wacana gender mulai berkembang pada tahun 

1977, ketika kelompok feminis London meninggalkan isu-isu lama yang 

disebut dengan patriarchal kemudian menggantikannya dengan isu gender. 

Sejak saat itu konsep gender memasuki bahasa dalam berbagai seminar, 

diskusi maupun tulisan di seputar perubahan sosial dan pembangunan dunia 

ketiga. Adapun di Indonesia, istilah gender lazim dipergunakan di Kantor 

Menteri Negara Peranan Wanita Mental Dan Kultural terhadap perbedaan 

kelamin, yakni laki-laki dan perempuan.  

Kantor Negara Kementrian Pemberdayaan Perempuan (KNPP) 

mendefinisikan gender yaitu mengacu kepada peran-peran yang 

dikonstruksikan dan dibebankan kepada perempuan dan laki-laki oleh 

masyarakat. Peran-peran ini dipelajari, berubah dari waktu ke waktu dan 

sangat bervariasi di dalam dan diantara berbagai budaya. Tidak seperti seks 
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(perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki), gender mengacu 

kepada perilaku yang dipelajari dan harapan-harapan masyarakat yang 

membedakan antara maskulinitas dan feminitas. Dalam bahasa Arab bahasa 

Al-Qur‟an tidak disebutkan kata yang sama dengan kata gender, namun 

terdapat kata al-dzakar dan untsa, dengan kata al-rijal dan al-nisa‟ yang 

biasa digunakan untuk menunjuk pada laki-laki dan perempuan. Dalam 

tradisi bahasa Arab kata al-dzakar berarti mengisi, menuangkan, 

menyebutkan, mengingat. Al-dzakar berkonotasi pada persoalan biologis 

(seks) sebagai lawan kata al unsta . Lafadz untsa pada umumnya menunjuk 

laki-laki dan perempuan dari aspek biologis (seks)nya. Kata gender, secara 

persis tidak didapati dalam Al-Qur‟an, namun kata yang dipandang dekat 

dengan kata gender jika ditinjau dari peran fungsi dan relasi adalah kata al-

rijal dan al-nisa‟. Kata al-rijal bentuk jama‟ dan kata rajulun diartikan 

dengan laki-laki, lawan perempuan. Pada umumnya nisa‟ digunakan untuk 

perempuan yang sudah dewasa, berkeluarga, janda bukan perempuan 

dibawah umur dan lebih banyak digunakan dalam konteks tugas-tugas 

reproduksi perempuan. Dengan demikian al-rajul dan al-nisa‟ berkonotasi 

laki-laki dan perempuan dalam relasi gender.
99

 Sedangkan menurut Harun 

JP selaku hakim di Pengadilan Agama Bondowoso gender adalah pemikiran 

barat maka secara syariat islam li‟an tidak dapat dibenturkan dengan gender. 

Merugikan gender atau tidak itu adalah pemikiran liberal, pemikiran barat. 

                                                             
99 Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang: UIN-MALANG PRESS, 

2008) 1-7 
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Dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan 

Berhadapan Dengan Hukum.  Perempuan Berhadapan dengan Hukum 

adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai 

korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak. Gender 

adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab laki-

laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan 

sosial dan budaya masyarakat. Kesetaraan Gender adalah kesamaan dan 

keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh 

kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan 

berpartisipasi di berbagai bidang.
100

 Apabila li‟an dikaitkan dengan teori 

kesetaraan gender tentunya tidak relevansi dengan kesetaraan gender.  

Sesuai dengan pasal 162 Kompilasi Hukum Islam bilamana li‟an 

terjadi maka, perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang 

dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari 

kewajiban memberi nafkah baik nafkah madliyah, „iddah, maskan, kiswah 

dan hadhanah. Nafkah madliyah adalah nafkah yang telah lewat waktu yang 

belum dibayarkan oleh suami kepada istri. Nafkah „iddah adalah biaya 

untuk istri selama masa „iddah. Nafkah maskan adalah nafkah berupa 

tempat tinggal sendangkan nafkah kiswah yaitu nafkah berupa pakaian. 

Sedangkan nafkah hadhanah adalah nafkah untuk pemeliharaan anak 

hingga anak dewasa.  

                                                             
100 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman 

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. 
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Apabila ada seorang ayah yang menolak atau mengingkari anak 

kandungnya sendiri tanpa alasan atau dengan menuduh istrinya telah berzina 

adalah suatu tindakan yang kejam dan sangat berbahaya bagi masa depan 

ibu dan anak. Mengenai beban nafkah yang semua di tanggung istri adalah 

hal yang berat untuk perempuan apabila hal ini terjadi pada perempuan yang 

hanya sebatas ibu rumah tangga tentu sangat berpengaruh untuk masa depan 

anak. Anak yang putus nasabnya dari bapaknya apabila ia seorang 

perempuan maka dibutuhkan wali dalam pernikahannya. Dikarenakan putus 

nasabnya dengan seeorang bapak yang berhak menjadi wali adalah wali 

hakim. Tentu hal ini akan mengganggu psikologi anak. Bahwa pandangan 

masyarakat apabila anak yang putus nasab dengan bapaknya menilai bahwa 

anak tersebut adalah anak zina atau anak yang hasil pembuahannya diluar 

nikah. Akan ada rasa malu pada diri anak dimana dalam akta kelahiran 

hanya anak ibu saja. Mengenai warisan juga anak disini tidak mendapatkan 

warisan.  

Salah satu hak dasar diberikan oleh Allah sejak anak dilahirkan 

adalah hak untuk mengetahui asal usul yang menyangkut keturunannya. 

Kejelasan nasab sangat urgen dalam menentukan statusnya untuk 

mendapatkan hak-hak dari orangtuanya, dan secara psikologis anak juga 

mendapatkan ketenangan dan kedamaian  sebagaimana layaknya manusia. 

Kejelasan nasab berfungsi sebagai dasar bagaimana orang lain 

memperlakukan terhadap anak dan bagaimana anak seharusnya 

mendapatkan hak-hak dari lingkungan keluarganya. Namun demikian jika 
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terdapat anak-anak yang tidak diketahui nasabnya bukan berarti dia 

kehilangan hak-haknya dalam pengasuhan, perawatan, pendidikan dan 

pendampingan hingga dia menjadi dewasa, karena setiap anak harus 

mendapatkan hak-haknya tanpa melihat apakah jelas nasabnya atau tidak 

ada kejelasan nasabnya. QS. Al-Ahzab: 5 

              .....     

Artinya: “panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama 

bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah”.
101

 

Kata “bapak” dalam hal ini merupakan kebiasaan masyarakat 

penganut budaya patriarkhi, di mana anak selalu dinasabkan dengan 

bapaknya, sedangkan anak-anak di luar nikah dinasabkan kepada ibunya. 

Kata “bapak” dimaksud untuk memberikan penghargaan atas eksistensi 

anak pada lingkungannya, agar dia mendapatkan perlakuan sosial yang 

sama.
102

  

Untuk kasus kehamilan di luar nikah, para perempuan yang 

mengalami kehamilan luar nikah merasa panik sehingga akhirnya 

membunuh atau meninggalkan bayinya. Kepanikan itu muncu karena 

tekanan masyarakat terhadap perempuan tersebut. Perempuan yang hamil di 

luar nikah masih dianggap tabu oleh masyarakat dan anaknya dalam 

beberapa kasus mendapat pandangan negatif dari lingkungan tempatnya 

tubuh. Maka dengan kondisi psikologis perempuan seperti ini termohon 

melakukan pemaksaan atau penekanan kepada pemohon untuk bertanggung 

                                                             
101 Al-Qur‟an, 33: 5 
102 Mufidah,  305-306 
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jawab untuk menikahi termohon. Berbeda halnya dengan laki-laki yang 

telah menghamili perempuan tersebut, dia tidak mendapat tekanan dari 

masyarakat karena dalam pandangan umum, bukan laki-laki yang hamil dan 

mengasuh anak setelah lahir. Maka, setelah melakukan pembuahan laki-laki 

dianggap bebas untuk pergi dan tidak perlu menanggung akibat dari 

perbuatannya.
103

 Dengan ini tentunya bias gender dikarenakan lebih 

merugikan perempuan dan memojokkan perempuan.  

Maka dalam hal ini apabila dilihat dari dampak sumpah li‟an yang 

merugikan pihak perempuan adalah bias gender. Bias gender adalah 

pembagian posisi, hak atau kebijakan atau kondisi yang memihak atau 

merugikan satu jenis kelamin dan dalam hal ini yang dirugikan adalah 

perempuan. Bias gender terjadi apabila salah satu pihak dirugikan, sehingga 

mengalami ketidakadilan. Yang dimaksud ketidakadilan disini adalah 

apabila salah satu jenis gender lebih baik keadaan, posisi, dan 

kedudukannya.  

Kelompok progesif yang terdiri dari sejumlah ulama modern hingga 

kontemporer . Ketegori progresif memandang gender tidak hanya menjadi 

masalah sosial tetapi teks suci Al-Qur‟an maupun hadist nabi itu sendiri 

juga menjadi problem. Beberapa ayat Al-Qur‟an secara tekstual 

menunjukkan bias gender, dan beberapa hadist yang disebut dengan hadits-

hadits misoginis masih dipertanyakan status keshahihannya. Pendekatan 

                                                             
103 Sulistyowati Irianto, Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif 

Perempuan, ( Jakarta: Yayasan Obor  Indonesia, 2006) 131 
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penafsiran dan produk fiqh abad pertengahan masih bias gender, dan tidak 

dapat menyelesaikan problem kesenjangan gender di era sekarang
104

. 

Namun fiqh jangan dilihat secara tekstual saja harus dilihat secara 

kontekstual. Karena yang terjadi pada jaman nabi tidak akan sama dengan 

yang terjadi pada jaman sekarang. Misal mengenai saksi dalam perkara 

sumpah li‟an ini empat orang saksi adalah terdiri dari empat orang. Pada 

jaman sekarang ini tentunya sudah lebih modern dan teknolgi sudah 

canggih, empat orang saksi disini bisa terdiri dari empat komponen yaitu 

satu orang saksi, satu buah foto, satu buah cctv dan satu buah dan lainnya 

yang mengarah kepada fakta. Menurut Harun JP selaku hakim yang 

memutus perkara sumpah li‟an bahwa adanya hukum li‟an ini yang sudah 

mutlak terdapat dalam Al-Qur‟an tentunya tidak dapat dibenturkan dengan 

gender. Karena dampak dari hukum li‟an ini bukan resiko sosial tapi resiko 

hukum yang artinya barangsiapa yang berbuat atau melanggar syariat islam 

atau hukum postif pastinya ada sanksi baik sanksi moral, hukum dan agama. 

Maka teruntuk perempuan diera milenial atau era modern saat ini perlu hati-

hati dan menjaga kehormatannya, menjaga rumah tangganya agar terhindar 

dari fitnah atau tuduhan zina karena bilamana terjadi li‟an maka tentunya 

sangat merugikan perempuan.  

Allah swt yang maha bijaksana, lagi maha Mengetahui, 

mensyariatkan hukum li‟an untuk suatu hikmah yang agung lagi mulia, 

sebagai suatu kebijaksanaan yang amat cermat dan paling mulia demi 

                                                             
104  Mufidah, 33-36 
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memelihara kebersihan pergaulan masyarakat, memurnikan keluarga dalam 

kehidupan rumah tangga dan menangani beraneka ragam problema dan 

masalah yang merintangi jalan kehidupan keluarga (suami-istri) dengan 

akibat ancamanya kehidupan itu dengan kesulitan dan rintangan-rintangan. 

Al-Qur‟an dengan mensyariatkan hukum li‟an yang amat seksama ini 

mengurus dan menangani segi kehidupan yang paling serius yang dapat 

dihadapi oleh seseorang dalam realitas hidupnya cukup mendatangkan 

derita padanya, yaitu ketika ia melihat dengan mata kepala sendiri perbuatan 

keji zina dilakukan terhadap ahli baitnya, dalam keadaan mana ia tidak 

dapat berbicara dan tidak pula dapat berteriak menyiarkan berita kejahatan 

itu, sebab ia tidak mempunyai bukti  nyata (saksi) yang dapat ia pegang 

pada saat itu. Ia pun tidak dapat melakukan pembunuhan untuk 

membersihkan dirinya dari kecemaran, sebab terhadap pembunuhan ada 

hukum kisas. Ia tertegun bingung, pikirannya tak karuan, tercengang apa 

yang mesti ia perbuat. 

Apakah ia membiarkan saja kehormatan dirinya dirusak orang, 

kemuliaanya dinodai, tempat tidurnya dikotori, lalu menutup mata saja 

karena khawatir namanya tercemar dan takut dirinya aib? Ataukah ia 

melampiaskan saja rasa dendam hatinya terhadap istrinya yang berkhianat 

itu dan terhadap maling yang licik yang menjadi partner istrinya dalam 

melakukan pengkhianatan dan kejahatan itu, dengan akibat bahwa ia harus 

menjalani hukuman kisas? Sungguh ia berada dalam keadaan psikologis 

yang menyesakkan dada, serta kecemasan dan kegelisahan, yang tak 
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seorang pun dapat menolaknya. Ia tak mengetahui apa yang harus ia perbuat 

pada saat ia menderita krisis psikologis yang mencekik lehernya itu
105

.  

Akan tetapi hikmah kebijaksanaan Allah menghendaki bahwa 

peristiwa seperti ini terjadi pada suatu masa dikurun yang merupakan 

sebaik-baik kurun, kurun kenabian dan terjadi dikalangan kaum yang 

termasuk sebaik-baiknya umat, yakni dikalangan sahabat Rasulullah saw 

tatkala Al-Qur‟an masih turun dan wahyu masih ditilawat, supaya kejadian 

itu menjadi suatu pelajaran pendidikan praktis yang diterima oleh kaum 

muslimin dengan segala kekuatan mental dan keteguhan hati. Lihatlah inilah 

Hilal bin Umayyah kembali pada suatu sore hari kerumahnya lalu melihat 

dengan mata kepala sendiri dan mendengar dengan telinganya sendiri suara 

pengkhianatan dengan jelas dan terang. 

Ia mengekang pemberontakan dirinya dan menekan kemarahannya. 

Ia datang kepada Rasulullah saw melaporkan apa yang terjadi, sedang ia 

yakin sepenuhnya kebenaran apa yang disampaikan kepada Rasulullah saw 

itu sebab telah dilihatnya dengan mata kepala sendiri. Tetapi Rasulullah saw 

meminta bukti nyata. Bagaimana ia dapat membawakan empat orang saksi 

yang bersama dia akan memberikan kesaksian untuk membenarkan 

dakwaannya. Dalam pada itu Rasul berkata: “Bahwa bukti nyata, atau 

hukuman dera menyengat punggungmu. “Sa‟ad bin Ubadah tokoh dan 

pemuka kaum Anshor mendengar dialog antara Hilal dan Rasulullah saw. Ia 

tak dapat menahan hatinya, dan berkata: “Ya Rasulullah, kalau salah 

                                                             
105Saleh Mahfoed, Tafsir Ayat-ayat Hukum Dalam Al-Qur‟an Jilid II ,(Bandung: PT. Al-

Ma‟arif,1994) 173-174 
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seorang laki-laki, apakah ia harus membiarkan saja orang laki-laki itu dan 

jangan digusarkan, sampai si suami dapat mendatangkan empat orang saksi? 

Demi Allah, aku akan memenggal lehernya dengan pedang tanpa memberi 

ampun padanya. “Rasulullah saw menoleh kepada sahabatnya, sambil 

berkata: “Apakah kalian heran akan kecemburuaan Sa‟ad? Demi Allah, aku 

lebih cemburu daripadanya, tetapi Allah lebih cemburu daripadaku. 

“Rasulullah lah tetap meminta bukti nyata (saksi). Keadaan menjadi kritis 

bagi Rasulullah dan bagi para sahabatya. Mereka berkata-kata: “Sekarang 

memberikan kesaksian di antara manusia.  

Dalam pada itu Hilal berkata: “Ya Rasulullah, demi Allah aku benar, 

dan aku sungguh berharap semoga Allah memberikan pelepasan dan 

mengadakan bagiku jalan keluar. “Dalam keadaan yang demikian itu wahyu 

turun kepada Rasulullah saw membawakan ayat-ayat suci tentang hukum 

li‟an yang menjadi suatu bacaan yang ditilawati, suatu pelajaran yang 

diingat-ingat dan dihafalkan, serta sebagai suatu peraturan hukum yang 

harus diterapkan oleh kaum muslimin dan kehidupan mereka. Rasul berkata 

kepada Hilal: “Berbahagialah Hilal Allah telah memberimu pelepasan dan 

mengadakan bagimu jalan keluar, “yang dijawab oleh Hilal dengan 

perkataan: Saya sebenarnya memang mengharapkan itu dari Tuhanku, Azza 

wa jalla
106

. 

Inilah suatu segi kehidupan yang rumit yang ditangani oleh Islam 

dengan kebijaksanaannya yang tinggi dan memberi jalan keluar dengan 

                                                             
106 Saleh Mahfoed, Tafsir Ayat-ayat Hukum Dalam Al-Qur‟an Jilid II, 174-175 
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mensyariatkan hukum li‟an yang harus dilakukan oleh suami dan istri 

dengan tujuan bahwa Allah berkehendak dengan hukum tersebut menutupi 

keaiban hamba-hamba-Nya dan membuka jalan di hadapan  mereka untuk 

bertaubat dan kembali ke jalan benar. Seandainya hukum li‟an ini tidak 

disyariatkan niscaya banyak darah akan bertumpah dan banyak nyawa akan 

terenggut demi membela prestise dan kehormatan diri, di samping itu dapat 

juga terjadi serangan dari salah seorang suami dan istri itu terhadap yang 

lain. Dan sekiranya diperbolehkan bagi suami untuk membalas dendam 

dengan tangannya sendiri terhadap istrinya, niscaya akan terdapat korban-

korban dari pihak istri-istri yang sebenarnya tak berdosa. Mereka menjadi 

korban makar jahat dan tipu daya busuk, sebab tidak semua suami benar 

dalam dakwaannya. Tetapi seandainya terhadapnya dilaksanakan hukuman 

qadzaf dengan tuduhan bahwa ia menuduh seorang wanita baik-baik berbuat 

zina, maka akan menderita kesakitan yang amat pedih dan kemudaratan 

yang sangat besar, sebab mungkin ia benar dalam dakwaannya. Sehingga 

dengan hukuman qadzaf itu bertuumpuh di atas bahunya hukuman dera dan 

penodaan tempat tidur suami-istri. Maka alternatif baginya menjadi kalau ia 

melapor, ia akan dihukum dera dan kalau ia berdiam diri, ia akan berdiam 

diri dengan penuh rasa marah dan dendam
107

.  

Oleh sebab itu maka dalam penetapan syariat Ilahi yang bijaksana 

ini, terkandung keadilan yang paling luhur yang dapat di  bayangkan oleh 

seorang insani dan sekaligus mengubur kejahatan itu sejak lehernya, yaitu 

                                                             
107 Saleh Mahfoed, 76 
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dengan jalan melakukan li‟an, sebab dengan jalan hukum tersebut perkara 

yang menjadi persoalan menjadi tergantung, tak seorang pun dapat 

memutuskan akan kedustaan suami, sebab mungkin ia benar dengan 

dakwaannya. Kemudian dijatuhkaan perceraian untuk selama-lamanya, 

yang dengan demikian orang akan terbebas dari penderitaan, sedang lidah-

lidah jahat dapat dipotong dan kehormatan rumah tangga terpelihara. 

Alangkah luhur syariat Islam dan alangkah jauh pandangannya serta 

alangkag seksama hukum-hukumnya. Maka Maha Benarlah Allah dengan 

firman-Nya
108

. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan. 

Dalam penelitian ini ada dua kesimpulan sesuai dengan fokus 

penelitian yakni: 

1. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara sumpah li‟an dengan duduk 

perkara bahwa termohon hamil diluar nikah yaitu pemohon dan termohon 

melakukan hubungan suami istri pada bulan September 2015 sebanyak dua 

kali dan sperma dikeluarkan diluar. Di bulan November termohon hamil 

dengan usia kehamilan empat bulan. Pada bulan Maret 2016 termohon dan 

pemohon menikah dan setelah satu bulan menikah termohon melahirkan. 

Maka dengan ini karena pemohon mengingkari anak yang lahir oleh 

termohon hakim memutuskan bahwa perceraian ini diputus dengan 

perceraian secara sumpah li‟an. Sesuai dengan dasar hukum dalam 

Kompilasi Hukum Islam baik prosedur melakukan sumpah li‟an dan 

konsep dari sumpah li‟an.  Sesuai dengan pasal 162 Kompilasi Hukum 

Islam bilamana li‟an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya 

dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya 

terbebas dari kewajiban memberi nafkah baik nafkah madliyah, „iddah, 

maskan, kiswah dan nafkah hadhanah atau biaya pemeliharaan anak. Akan 

tetapi, dalam pengajuan permohonan pengingkaran anak tidak sesuai 

dengan pasal 102 Kompilasi Hukum Islam. Dalam putusan nomor 

0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw melebihi batas waktu yang diperbolehkan untuk 
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mengajukan permohonan pengingkaran anak. Dan pertimbangan hukum 

belum menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan 

Berhadapan Dengan Hukum sehingga pemahaman mengenai gender masih 

kurang. 

2. Perceraian secara sumpah li‟an perspektif gender apabila dilihat dari 

dampak sumpah li‟an yang merugikan pihak perempuan adalah bias 

gender. Bias gender adalah pembagian posisi, hak atau kebijakan atau 

kondisi yang memihak atau merugikan satu jenis kelamin dan dalam hal 

ini yang dirugikan adalah perempuan. Bias gender terjadi apabila salah 

satu pihak dirugikan, sehingga mengalami ketidakadilan. Yang dimaksud 

ketidakadilan disini adalah apabila salah satu jenis gender lebih baik 

keadaan, posisi, dan kedudukannya. Akan tetapi hukum li‟an ini ada 

karena firman Allah Swt, hukum terkuat karena di atur dalam Al-qur‟an. 

Hukum Al-Qur‟an sudah tidak dapat di revitalisasi atau diperbarui sesuai 

dengan zaman. Namun fiqh jangan dilihat secara tekstual saja harus dilihat 

secara kontekstual. Karena yang terjadi pada jaman nabi tidak akan sama 

dengan yang terjadi pada jaman sekarang. Misal mengenai saksi dalam 

perkara sumpah li‟an ini empat orang saksi adalah terdiri dari empat orang. 

Pada jaman sekarang ini tentunya sudah lebih modern dan tekhnolgi sudah 

canggih, empat orang saksi disini bisa terdiri dari empat komponen yaitu 

satu orang saksi, satu buah foto, satu buah cctv dan satu buah dan lainnya 

yang mengarah kepada fakta. Maka teruntuk perempuan diera milenial 
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atau era modern saat ini perlu hati-hati dan menjaga kehormatannya, 

menjaga rumah tangga atau pernikahannya agar terhindar dari fitnah atau 

tuduhan zina karena bilamana terjadi li‟an maka tentunya sangat 

merugikan perempuan. 

B. Saran-saran. 

1. Dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara perceraian dengan 

sumpah li‟an tidaklah mudah dan secepat perceraian biasa. Perceraian 

dengan sumpah li‟an masih tergolong jarang atau sedikit pengadilan yang 

memutusnya. Akan tetapi banyak perkara bisa dikategorikan li‟an. Maka 

perlu adanya sosialisasi terkait peceraian karena perceraian banyak 

macamnya. Khususnya mahasiswa program studi Hukum Keluarga yang 

tidak boleh tabu mengenai macam-macam perceraian. Karena dengan 

lahirnya mahasiswa lulusan program studi Hukum Keluarga dapat 

membantu masyarakat memahami peceraian sesuai dengan hukum islam 

dan hukum positif yang diatur di Indonesia. 

2. Dampak dari perceraian sumpah li‟an ini yang merugikan perempuan 

maka sebagai perempuan hendaklah menjaga kehormatannya, menjaga 

dirinya terutama yang sudah menikah. Sebagai istri harus menjaga 

kehormatan suami dan dirinya. Apabila terjadi li‟an tentunya merugikan 

perempuan itu sendiri dan apabila ada anak merugikan hak-hak dan masa 

depan anak.  

3. Hukum yang sudah mutlak ada dalam al-qur‟an tidak dapat dibenturkan 

dengan gender. Kita hanya bisa menghindari, adanya hukum li‟an ini 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

114 

 

 
 

sudah jelas hikmahnya dan apabila melanggar syariat islam atau hukum 

positif tentunya akan ada sanksi baik sanksi moral, sosial, hukum dan 

agama. Jadi, dalam bermasyarakat dan hidup yang diatur oleh hukum 

haruslah berhati-hati dalam bersikap.  

4. Sebagai manusia yang hidup pada zaman sekarang yang modern atau 

milenial ini harus menilai atau membaca fiqh jangan secara tekstual akan 

tetapi secara konstektual. Karena yang terjadi pada masa nabi belum tentu 

terjadi masa masa sekarang.  
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